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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga 
buku yang berjudul Ekonomi dan SDGs: Strategi 
Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam memahami keterkaitan 
antara ilmu ekonomi dan implementasi Sustainable 
Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan 
global yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, 
kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. 

Perkembangan berbagai tantangan global, 
seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, krisis 
pangan, transisi energi, serta transformasi digital, 
menuntut adanya pendekatan pembangunan yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ilmu 
ekonomi tidak lagi hanya berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada 
pemerataan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, tata 
kelola yang baik, serta peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai 
strategi ekonomi yang selaras dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting 
bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun 
masyarakat luas. 
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Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman 
yang komprehensif mengenai konsep pembangunan 
berkelanjutan, prinsip-prinsip SDGs, kebijakan ekonomi 
yang mendukung pembangunan inklusif, serta berbagai 
strategi implementasi pada tingkat nasional maupun 
global. Selain membahas landasan konseptual, buku ini 
juga menyajikan berbagai contoh penerapan, tantangan, 
dan peluang dalam mewujudkan pembangunan yang 
berorientasi pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. Dengan demikian, pembaca diharapkan 
mampu memahami bahwa keberhasilan pembangunan 
tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga dari kemampuan menciptakan keadilan sosial, 
menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta 
meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang tanpa 
mengurangi kesempatan generasi mendatang. 

Penyusunan buku ini tentunya tidak terlepas dari 
dukungan berbagai pihak, baik berupa referensi ilmiah, 
masukan, maupun motivasi yang sangat berarti selama 
proses penulisan. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi 
sehingga buku ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih 
memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. 
Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan demi penyempurnaan isi buku pada edisi 
berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu 
sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, 
dosen, peneliti, praktisi, pengambil kebijakan, serta 
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seluruh pembaca yang memiliki perhatian terhadap 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
Akhir kata, semoga buku Ekonomi dan SDGs: Strategi 
Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan ini dapat 
memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta 
menjadi inspirasi dalam mendukung terwujudnya 
pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi 
Indonesia maupun masyarakat global. 
 
 
 
 
Penulis,
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BAB I 

KONSEP DASAR EKONOMI 

PEMBANGUNAN DAN 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS (SDGs) 

 

1. Konsep dan Prinsip Ketahanan Pangan 
Ketahanan pangan merupakan konsep yang 

menggambarkan kondisi ketika seluruh masyarakat 
memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, 
bergizi, dan berkelanjutan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup secara aktif dan sehat. Konsep ini 
tidak hanya menitikberatkan pada ketersediaan 
bahan pangan, tetapi juga memperhatikan 
kemampuan masyarakat dalam memperoleh, 
memanfaatkan, dan mempertahankan akses 
terhadap pangan dalam berbagai kondisi. Oleh 
karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu isu 
strategis dalam pembangunan nasional maupun 
global karena berkaitan langsung dengan 
kesejahteraan masyarakat. Kerangka ketahanan 
pangan yang paling banyak digunakan hingga saat ini 
didasarkan pada empat pilar utama, yaitu 
ketersediaan (availability), akses (access), 
pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability). 
Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan 
membentuk suatu sistem yang tidak dapat 
dipisahkan dalam menjamin terpenuhinya 
kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun demikian, 
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perkembangan kajian akademik menunjukkan 
bahwa kerangka empat pilar masih memiliki 
keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas 
sistem pangan modern. Sejumlah peneliti menilai 
bahwa aspek keberlanjutan (sustainability), 
kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan 
(agency), serta dimensi lain yang berkaitan dengan 
ketahanan sistem pangan juga perlu 
dipertimbangkan. Penambahan dimensi tersebut 
bertujuan agar konsep ketahanan pangan mampu 
menjawab tantangan global yang semakin kompleks, 
seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan 
perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan 
demikian, konsep ketahanan pangan terus 
berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, 
dan lingkungan yang memengaruhi sistem pangan 
dunia (Calloway dkk., 2023; Guine  dkk., 2021; 
Palkovic  & Sojkova , 2023; Perez-Escamilla, 2024). 

Ketahanan pangan dipahami sebagai konsep 
yang bersifat multidimensi karena mencakup 
berbagai aspek yang saling memengaruhi dalam 
menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan 
masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 
ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya 
berdasarkan besarnya produksi pangan suatu 
wilayah. Definisi yang paling banyak digunakan 
berasal dari World Food Summit tahun 1996 yang 
menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki 
akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, 
dan sesuai dengan preferensi pangan untuk 
mendukung kehidupan yang sehat dan aktif. Definisi 
tersebut menempatkan kualitas pangan sebagai 
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unsur yang sama pentingnya dengan kuantitas 
pangan. Selain itu, konsep ketahanan pangan dapat 
diterapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari 
individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, negara, 
hingga tingkat global. Perbedaan tingkat analisis 
tersebut menyebabkan indikator pengukuran 
ketahanan pangan juga berbeda sesuai karakteristik 
masing-masing wilayah. Dalam praktiknya, suatu 
negara dapat memiliki ketersediaan pangan yang 
tinggi, tetapi masih menghadapi masalah akses 
pangan pada kelompok masyarakat tertentu. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 
pembangunan pangan tidak hanya diukur melalui 
peningkatan produksi, tetapi juga pemerataan akses 
dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, 
pendekatan multidimensi menjadi landasan utama 
dalam memahami konsep ketahanan pangan secara 
komprehensif (D. H. A. Ali, 2024; Batt, 2024; Guine  
dkk., 2021; Makombe, 2024; Palkovic  & Sojkova , 
2023; Stashkevych, 2024). 

Pilar pertama dalam ketahanan pangan 
adalah ketersediaan pangan yang menunjukkan 
keberadaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan 
pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 
produksi pertanian, cadangan pangan, impor, 
perdagangan internasional, serta bantuan pangan 
dari pemerintah maupun lembaga internasional. 
Pilar kedua adalah akses pangan yang berkaitan 
dengan kemampuan individu atau rumah tangga 
dalam memperoleh pangan secara fisik maupun 
ekonomi. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh 
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tingkat pendapatan, harga pangan, kondisi pasar, 
sistem transportasi, infrastruktur, dan hak 
masyarakat dalam memperoleh pangan 
(entitlements). Pilar ketiga adalah pemanfaatan 
pangan yang menekankan kemampuan masyarakat 
dalam mengonsumsi pangan secara aman dan bergizi 
melalui pola makan yang seimbang. Pemanfaatan 
pangan juga dipengaruhi oleh ketersediaan air 
bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, penyimpanan 
pangan, serta pengetahuan masyarakat mengenai 
gizi. Pilar keempat adalah stabilitas pangan yang 
mengharuskan ketiga pilar sebelumnya tetap terjaga 
secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Stabilitas 
dapat terganggu oleh krisis ekonomi, konflik sosial, 
perubahan musim, bencana alam, maupun 
perubahan iklim yang memengaruhi sistem pangan. 
Oleh karena itu, keempat pilar tersebut harus 
berjalan secara seimbang agar ketahanan pangan 
dapat tercapai secara optimal (N. Ahmad dkk., 2021; 
D. H. A. Ali, 2024; Calloway dkk., 2023; Garcí a-Dí ez 
dkk., 2021; A. Kumar dkk., 2024; Okpala dkk., 2024). 

Berbagai faktor memengaruhi keberhasilan 
setiap pilar ketahanan pangan sehingga diperlukan 
pendekatan yang komprehensif dalam 
pengelolaannya. Faktor produksi, stok, impor, dan 
perdagangan menjadi penentu utama terhadap 
ketersediaan pangan karena memengaruhi jumlah 
pasokan yang tersedia di pasar. Sementara itu, 
pendapatan masyarakat, harga pangan, akses pasar, 
dan infrastruktur transportasi berperan penting 
dalam menentukan kemampuan masyarakat 
memperoleh pangan yang dibutuhkan. Pada aspek 
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pemanfaatan pangan, ketersediaan air bersih, 
sanitasi yang baik, layanan kesehatan, serta 
pengetahuan gizi menjadi faktor yang menentukan 
kualitas penyerapan zat gizi oleh tubuh. Adapun 
stabilitas pangan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, 
konflik, perubahan musim, hingga perubahan iklim 
yang dapat mengganggu kontinuitas pasokan 
maupun akses pangan. Setiap faktor tersebut saling 
berkaitan sehingga perubahan pada satu aspek akan 
memberikan dampak terhadap aspek lainnya. Oleh 
sebab itu, pembangunan sistem pangan tidak cukup 
hanya berfokus pada peningkatan produksi 
pertanian. Kebijakan pangan juga harus 
memperhatikan distribusi, kualitas konsumsi, serta 
kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan 
secara berkelanjutan. Pendekatan yang menyeluruh 
akan menghasilkan sistem pangan yang lebih 
tangguh terhadap berbagai tantangan global (N. 
Ahmad dkk., 2021; Garcí a-Dí ez dkk., 2021; A. Kumar 
dkk., 2024). 

Kemiskinan merupakan determinan utama 
yang paling konsisten menyebabkan rendahnya akses 
masyarakat terhadap pangan. Kondisi tersebut sering 
kali diperparah oleh tingginya harga pangan dan 
terbatasnya sistem distribusi yang menghambat 
masyarakat memperoleh pangan yang layak. Selain 
faktor ekonomi, kondisi lingkungan juga 
berpengaruh terhadap seluruh dimensi ketahanan 
pangan melalui kekeringan, degradasi lahan, 
perubahan penggunaan lahan, serta tekanan akibat 
pertumbuhan penduduk. Dampak perubahan 
lingkungan tersebut dapat menurunkan 
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produktivitas pertanian sekaligus mengurangi 
kualitas sumber daya alam yang mendukung 
produksi pangan. Pada beberapa negara, stabilitas 
politik bahkan menjadi faktor yang lebih menentukan 
tingkat kekurangan gizi dibandingkan tingkat 
pembangunan ekonomi semata. Gangguan terhadap 
rantai pasok pangan akibat konflik atau 
ketidakstabilan politik dapat menghambat distribusi 
pangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya 
memperkuat ketahanan pangan harus 
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, politik, 
dan lingkungan secara bersamaan. Pendekatan yang 
hanya berfokus pada satu aspek tidak akan mampu 
menyelesaikan persoalan ketahanan pangan secara 
menyeluruh. Sinergi berbagai sektor menjadi kunci 
dalam mengatasi berbagai determinan yang 
memengaruhi ketahanan pangan masyarakat (N. 
Ahmad dkk., 2021; Guine  dkk., 2021; A. Kumar dkk., 
2024; Lin dkk., 2022; Nizmi dkk., 2024; Stavi dkk., 
2021). 

Selain dipengaruhi oleh faktor makro, 
ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh berbagai 
faktor sosial yang terdapat di tingkat rumah tangga. 
Literatur menunjukkan bahwa keterampilan 
memasak, preferensi pangan, ketersediaan waktu, 
kepemilikan peralatan dapur, modal sosial, serta 
pengetahuan lokal memberikan kontribusi terhadap 
kemampuan rumah tangga dalam memenuhi 
kebutuhan pangan. Faktor-faktor tersebut sering kali 
tidak tercermin dalam indikator ekonomi 
konvensional, tetapi memiliki pengaruh yang besar 
terhadap kualitas konsumsi pangan. Rumah tangga 
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dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki 
tingkat ketahanan pangan yang sama apabila 
terdapat perbedaan dalam kemampuan mengelola 
sumber daya yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa ketahanan pangan merupakan hasil interaksi 
antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan perilaku 
masyarakat. Oleh karena itu, penilaian ketahanan 
pangan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan 
jumlah produksi pangan atau besarnya pasokan 
pangan di suatu wilayah. Pendekatan yang terlalu 
berorientasi pada produksi berpotensi mengabaikan 
dimensi sosial yang menentukan keberhasilan 
pemanfaatan pangan. Pengembangan indikator 
ketahanan pangan perlu mempertimbangkan kondisi 
rumah tangga secara lebih komprehensif agar hasil 
pengukuran menjadi lebih akurat. Dengan demikian, 
kebijakan pangan dapat dirancang secara lebih tepat 
sasaran sesuai kebutuhan masyarakat (Guine  dkk., 
2021; Makombe, 2024; Nicholson dkk., 2021; Nizmi 
dkk., 2024; Okpala dkk., 2024). 

Perkembangan kajian ilmiah menunjukkan 
bahwa konsep ketahanan pangan terus mengalami 
penyempurnaan seiring meningkatnya kompleksitas 
tantangan global. Sebagian besar instrumen 
pengukuran saat ini masih lebih banyak menekankan 
pilar akses dibandingkan tiga pilar lainnya. 
Akibatnya, aspek ketersediaan, pemanfaatan, dan 
terutama stabilitas sering kali belum terukur secara 
memadai dalam berbagai penelitian. Kondisi tersebut 
mendorong para peneliti mengembangkan kerangka 
pengukuran yang lebih komprehensif. Sejumlah 
literatur mengusulkan penambahan dimensi seperti 
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sustainability, agency, dan acquirability untuk 
melengkapi konsep empat pilar yang telah ada. 
Penambahan dimensi tersebut bertujuan agar 
ketahanan pangan mampu menjawab tantangan 
ketimpangan sosial, perubahan iklim, serta 
keberlanjutan sistem pangan pada masa depan. 
Dengan demikian, konsep ketahanan pangan tidak 
lagi hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, 
tetapi juga pada kemampuan masyarakat 
mengendalikan sistem pangan secara adil dan 
berkelanjutan. Secara keseluruhan, ketahanan 
pangan merupakan konsep multidimensi yang 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, 
lingkungan, dan kelembagaan. Keempat pilar 
ketahanan pangan tetap menjadi fondasi utama 
dalam berbagai kajian, tetapi terus dikembangkan 
agar mampu menjawab dinamika pembangunan 
pangan global yang semakin kompleks (Batt, 2024; 
Calloway dkk., 2023; Clapp dkk., 2021; Katre dkk., 
2026; Makombe, 2024; Nicholson dkk., 2021; Okpala 
dkk., 2024). 

2. Tantangan Ketahanan Pangan di Era 

Perubahan Iklim 
Perubahan iklim telah menjadi salah satu 

tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan 
pangan di berbagai negara. Dampak perubahan iklim 
tidak hanya memengaruhi sektor pertanian, tetapi 
juga seluruh sistem pangan mulai dari produksi 
hingga konsumsi. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa tantangan ketahanan pangan di era iklim 
terutama berasal dari dampak iklim secara langsung, 
tekanan terhadap sumber daya lahan akibat 
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pertumbuhan penduduk, serta gangguan pada rantai 
pasok dan pasar pangan. Ketiga tantangan tersebut 
saling berkaitan sehingga memberikan tekanan 
secara bersamaan terhadap empat pilar ketahanan 
pangan, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan 
stabilitas pangan. Perubahan pada salah satu 
komponen sistem pangan dapat memicu gangguan 
pada komponen lainnya sehingga menciptakan risiko 
yang lebih besar terhadap keamanan pangan 
masyarakat. Dampak tersebut dirasakan baik oleh 
negara maju maupun negara berkembang, meskipun 
tingkat kerentanannya berbeda sesuai kapasitas 
adaptasi masing-masing wilayah. Negara-negara 
dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor 
pertanian umumnya menghadapi risiko yang lebih 
besar dibandingkan negara yang memiliki sistem 
pangan lebih modern dan terdiversifikasi. Oleh 
karena itu, perubahan iklim dipandang sebagai 
ancaman sistemik yang memerlukan pendekatan 
lintas sektor dalam penanganannya. Berbagai 
penelitian lintas kawasan menunjukkan bahwa 
tekanan terhadap sistem pangan akan terus 
meningkat apabila strategi adaptasi tidak segera 
diperkuat (Mirzabaev dkk., 2022; Onyeaka dkk., 
2024; Rahman, Faraz, dkk., 2025)(Mirzabaev et al., 
2022; Onyeaka et al., 2024; Rahman et al., 2025). 

Dampak langsung perubahan iklim terhadap 
ketahanan pangan terlihat melalui menurunnya 
produktivitas sektor pertanian akibat meningkatnya 
suhu udara, perubahan pola curah hujan, kekeringan, 
banjir, serta meningkatnya frekuensi gelombang 
panas. Perubahan kondisi iklim tersebut 
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menyebabkan musim tanam menjadi semakin sulit 
diprediksi sehingga petani menghadapi 
ketidakpastian dalam menentukan waktu produksi. 
Penurunan produktivitas paling banyak terjadi di 
wilayah yang masih bergantung pada sistem 
pertanian tadah hujan dan memiliki kapasitas 
adaptasi yang rendah. Selain memengaruhi hasil 
panen, perubahan iklim juga meningkatkan risiko 
serangan hama dan penyakit tanaman yang semakin 
sulit dikendalikan. Kondisi tersebut diperparah oleh 
menurunnya kualitas tanah serta berkurangnya 
ketersediaan air untuk kegiatan pertanian. 
Akibatnya, ancaman terhadap ketahanan pangan 
tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi 
juga menyangkut kualitas hasil pertanian dan 
keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. 
Kenaikan suhu yang berlangsung secara terus-
menerus menyebabkan hasil panen berbagai 
komoditas utama mengalami penurunan, terutama 
ketika musim menjadi tidak menentu. Dampak 
perubahan iklim juga memengaruhi kualitas gizi 
pangan karena perubahan lingkungan dapat 
menurunkan kandungan nutrisi serta bioavailabilitas 
berbagai zat gizi penting. Kelompok masyarakat 
miskin, perempuan, petani kecil, dan masyarakat 
yang tinggal di wilayah rentan merupakan kelompok 
yang paling merasakan dampak perubahan iklim 
terhadap ketahanan pangan (Farooq dkk., 2022; 
Harsanto dkk., 2025; Mirzabaev dkk., 2022; 
Mukherjee, 2021; Muluneh, 2021; Omokaro, 2025; 
Omokpariola dkk., 2025; Onyeaka dkk., 2024; Saleem 
dkk., 2024; Simane dkk., 2025). 
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Selain perubahan iklim, degradasi lahan dan 
pertumbuhan penduduk menjadi tantangan besar 
yang semakin memperberat kondisi ketahanan 
pangan global. Degradasi lahan menyebabkan 
penurunan kualitas tanah sehingga kemampuan 
lahan dalam menghasilkan pangan semakin menurun 
dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, 
kelangkaan sumber daya air turut membatasi 
produktivitas sektor pertanian di berbagai wilayah. 
Pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan 
kebutuhan pangan secara signifikan sehingga 
tekanan terhadap sistem produksi pangan semakin 
besar. Literatur menunjukkan bahwa kombinasi 
antara perubahan iklim, degradasi lahan, dan 
pertumbuhan penduduk merupakan penyebab 
utama meningkatnya kerentanan pangan dalam 
jangka panjang. Proyeksi menunjukkan bahwa 
kebutuhan pangan di Afrika diperkirakan meningkat 
dari 438,3 juta ton menjadi sekitar 558,7 juta ton per 
tahun pada tahun 2050 sehingga kebutuhan 
peningkatan produksi menjadi semakin mendesak. 
Tantangan tersebut semakin kompleks ketika 
ekspansi lahan pertanian mulai terbatas akibat 
meningkatnya alih fungsi lahan untuk kepentingan 
permukiman, industri, maupun pembangunan 
infrastruktur. Alih fungsi lahan untuk kegiatan 
mitigasi perubahan iklim seperti aforestasi maupun 
produksi bioenergi juga berpotensi mengurangi luas 
lahan pertanian apabila tidak dirancang secara 
seimbang. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya 
lahan yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi 
utama dalam menjaga ketahanan pangan di masa 
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depan (Abbas dkk., 2025; Fujimori dkk., 2022; Grote 
dkk., 2021; Muluneh, 2021; Simane dkk., 2025). 

Pertumbuhan penduduk memberikan 
konsekuensi langsung terhadap peningkatan 
permintaan pangan yang harus dipenuhi oleh sistem 
produksi yang justru menghadapi berbagai tekanan 
lingkungan. Kebutuhan pangan yang terus meningkat 
sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan 
kapasitas produksi akibat menurunnya kualitas 
sumber daya alam. Degradasi lahan menyebabkan 
kesuburan tanah menurun sehingga produktivitas 
pertanian menjadi semakin rendah. Kerusakan 
ekosistem juga mengurangi kemampuan lingkungan 
dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan. 
Selain itu, perubahan penggunaan lahan mengurangi 
luas lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan pertanian. Dalam beberapa kondisi, 
kebijakan penggunaan lahan untuk mitigasi 
perubahan iklim juga dapat meningkatkan harga 
pangan apabila tidak mempertimbangkan 
keseimbangan antara kebutuhan lingkungan dan 
kebutuhan produksi pangan. Akibatnya, masyarakat 
berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang 
paling terdampak oleh meningkatnya harga pangan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pengelolaan pertumbuhan penduduk, perlindungan 
lahan pertanian, dan konservasi sumber daya alam 
harus dilakukan secara terpadu agar ketahanan 
pangan tetap terjaga. Pendekatan pembangunan yang 
mengintegrasikan aspek lingkungan dan kebutuhan 
pangan menjadi semakin penting untuk menghadapi 
tantangan jangka panjang (Abbas dkk., 2025; Farooq 
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dkk., 2022; Fujimori dkk., 2022; Onyeaka dkk., 2024; 
Rahman, Shah, dkk., 2025). 

Gangguan terhadap rantai pasok pangan 
menjadi tantangan berikutnya yang semakin 
memperburuk kondisi ketahanan pangan di era 
perubahan iklim. Perubahan iklim, bencana alam, 
konflik, pandemi, dan kerusakan infrastruktur dapat 
menghambat distribusi pangan dari daerah produksi 
menuju konsumen. Hambatan distribusi tersebut 
menyebabkan biaya logistik meningkat sehingga 
harga pangan menjadi lebih mahal. Peningkatan 
harga pangan mengurangi kemampuan masyarakat, 
khususnya kelompok berpendapatan rendah, dalam 
memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. 
Gangguan rantai pasok juga menyebabkan 
keterlambatan distribusi bahan pangan sehingga 
ketersediaan pangan di pasar menjadi tidak stabil. 
Selain memengaruhi distribusi, gangguan tersebut 
dapat menurunkan pendapatan petani karena hasil 
produksi tidak dapat dipasarkan secara optimal. 
Pasar lokal yang terganggu juga memperburuk 
kondisi ekonomi masyarakat sehingga daya beli 
terhadap pangan semakin menurun. Oleh karena itu, 
ketahanan pangan modern tidak lagi hanya 
bergantung pada besarnya produksi pangan, tetapi 
juga pada kemampuan sistem distribusi dalam 
menjaga kelancaran pasokan. Semakin tangguh 
rantai pasok pangan suatu negara, semakin besar 
pula kemampuannya menghadapi berbagai gangguan 
eksternal yang muncul akibat perubahan iklim 
maupun krisis global (Abdullahi dkk., 2024; Farooq 
dkk., 2022; Galanakis, 2023; Harsanto dkk., 2025; 
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Paudel dkk., 2023; Rahman, Faraz, dkk., 2025; S. Raj 
dkk., 2022). 

Hubungan antara perubahan iklim, degradasi 
lahan, pertumbuhan penduduk, dan gangguan rantai 
pasok menunjukkan bahwa tantangan ketahanan 
pangan bersifat sangat kompleks dan saling 
berkaitan. Perubahan iklim menurunkan 
produktivitas pertanian melalui kekeringan, banjir, 
dan suhu ekstrem sehingga hasil produksi menjadi 
tidak stabil (Simane dkk., 2025). Degradasi lahan dan 
alih fungsi lahan mengurangi kesuburan tanah serta 
mempersempit luas lahan pertanian sehingga 
ketersediaan pangan semakin tertekan (Fujimori 
dkk., 2022; Grote dkk., 2021). Gangguan terhadap 
infrastruktur dan distribusi pangan menyebabkan 
akses masyarakat terhadap pangan menjadi semakin 
sulit, terutama ketika terjadi konflik, bencana, 
maupun krisis ekonomi (Abdullahi dkk., 2024; 
Onyeaka dkk., 2024). Kondisi tersebut 
memperlihatkan bahwa setiap tantangan tidak 
bekerja secara terpisah, melainkan saling 
memperkuat dampaknya terhadap sistem pangan. 
Oleh sebab itu, peningkatan produksi pangan saja 
tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan 
apabila distribusi, akses, dan stabilitas tidak 
diperkuat secara bersamaan. Sistem pangan yang 
tangguh memerlukan pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, 
serta kebijakan yang mampu mengantisipasi 
berbagai risiko global. Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi 
faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan 
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di era perubahan iklim. Dengan demikian, upaya 
menjaga ketahanan pangan harus dilakukan melalui 
pendekatan sistemik yang mampu mengintegrasikan 
aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan 
secara berkelanjutan (Farooq dkk., 2022; Galanakis, 
2023; Rahman, Shah, dkk., 2025). 

3. Prinsip dan Praktik Pertanian Berkelanjutan 
Pertanian berkelanjutan merupakan sistem 

produksi yang dirancang untuk menyeimbangkan 
produktivitas pertanian, perlindungan lingkungan, 
kelayakan ekonomi, dan keadilan sosial secara 
terpadu. Pendekatan ini bertujuan memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbeda dengan 
sistem pertanian konvensional yang sering 
berorientasi pada peningkatan hasil produksi 
semata, pertanian berkelanjutan menekankan 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Penerapan konsep ini didasarkan pada 
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 
sehingga produktivitas dapat dipertahankan dalam 
jangka panjang. Literatur terbaru menunjukkan 
bahwa praktik pertanian berkelanjutan berfokus 
pada pengelolaan sumber daya yang hemat input, 
peningkatan kesehatan tanah, efisiensi penggunaan 
air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta 
pengurangan ketergantungan terhadap pupuk dan 
pestisida sintetis. Pendekatan tersebut diharapkan 
mampu mengurangi tekanan terhadap lingkungan 
sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan. 
Selain menghasilkan manfaat ekologis, sistem ini juga 
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berupaya meningkatkan kesejahteraan petani 
melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan 
pengurangan biaya produksi. Oleh karena itu, 
pertanian berkelanjutan dipandang sebagai salah 
satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan 
pangan di tengah meningkatnya tantangan 
perubahan iklim dan degradasi lingkungan. 
Penerapan konsep ini menjadi semakin penting 
karena mampu mengintegrasikan tujuan 
produktivitas pertanian dengan konservasi sumber 
daya alam secara berkelanjutan (Ogwu & Kosoe, 
2025; Saikanth dkk., 2023; P. Sharma dkk., 2024; S. 
Sharma & K.C., 2024). 

Prinsip utama pertanian berkelanjutan 
didasarkan pada keseimbangan antara kesehatan 
lingkungan, kelayakan ekonomi, dan pemerataan 
sosial. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara 
bersamaan agar sistem pertanian mampu 
memberikan manfaat jangka panjang bagi 
masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam menjadi 
inti dari penerapan pertanian berkelanjutan melalui 
pemanfaatan tanah, air, udara, tanaman, dan ternak 
secara efisien. Penggunaan sumber daya terbarukan, 
pengelolaan siklus hara yang lebih tertutup, serta 
pengurangan limbah menjadi bagian penting dalam 
mendukung keberlanjutan sistem produksi. 
Pendekatan ini juga mendorong efisiensi penggunaan 
energi sehingga dampak negatif terhadap lingkungan 
dapat diminimalkan. Selain itu, pertanian 
berkelanjutan mengedepankan praktik produksi 
yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem 
tanpa mengurangi produktivitas pertanian. 
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Keseimbangan tersebut memberikan manfaat tidak 
hanya bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat 
sebagai konsumen dan bagi lingkungan sebagai 
penyangga kehidupan. Dengan demikian, penerapan 
prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan menjadi 
dasar dalam menciptakan sistem pangan yang lebih 
tangguh terhadap berbagai perubahan lingkungan 
dan ekonomi. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan merupakan fondasi 
utama dalam mendukung pembangunan pertanian 
yang berorientasi pada ketahanan pangan (Chandel 
dkk., 2024; Futa dkk., 2024; Ogwu & Kosoe, 2025; 
Saikanth dkk., 2023; S. Sharma & K.C., 2024). 

Kesehatan tanah menjadi salah satu 
komponen terpenting dalam pertanian berkelanjutan 
karena tanah merupakan sumber daya yang tidak 
dapat diperbarui dalam waktu singkat. Tanah yang 
sehat mampu menyediakan unsur hara, 
mempertahankan kelembapan, serta mendukung 
pertumbuhan tanaman secara optimal. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem 
pertanian berkelanjutan sangat bergantung pada 
kemampuan menjaga kualitas tanah. Oleh karena itu, 
berbagai praktik konservasi tanah dikembangkan 
untuk meningkatkan kandungan bahan organik serta 
memperbaiki struktur tanah. Daur ulang unsur hara 
melalui penggunaan pupuk organik dan sisa tanaman 
menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan 
untuk mempertahankan kesuburan tanah. 
Penggunaan tanaman penutup tanah (cover crops), 
pengolahan tanah minimum, dan diversifikasi 
tanaman juga terbukti mampu mengurangi erosi 
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serta meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. 
Praktik-praktik tersebut membantu menjaga 
keseimbangan ekosistem tanah sehingga 
produktivitas pertanian dapat dipertahankan dalam 
jangka panjang. Selain meningkatkan kualitas 
lingkungan, pengelolaan tanah yang baik juga 
mendukung efisiensi penggunaan pupuk dan air. 
Dengan demikian, kesehatan tanah menjadi fondasi 
utama bagi keberhasilan implementasi pertanian 
berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan 
(Futa dkk., 2024; Kabato dkk., 2025; Ogwu & Kosoe, 
2025; P. Sharma dkk., 2024; U. dkk., 2025). 

Berbagai praktik diterapkan untuk 
mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. 
Rotasi tanaman dan diversifikasi tanaman dilakukan 
untuk mengurangi serangan hama, meningkatkan 
kesuburan tanah, serta memperbaiki produktivitas 
lahan. Agroforestri menjadi salah satu pendekatan 
yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman 
pertanian sehingga mampu meningkatkan 
biodiversitas, konservasi tanah, dan ketahanan 
terhadap perubahan iklim. Praktik konservasi tanah 
dan air dilakukan melalui pengendalian erosi, 
peningkatan infiltrasi air, serta pengelolaan sumber 
daya air yang lebih efisien. Pertanian organik 
dikembangkan dengan mengurangi penggunaan 
pupuk dan pestisida sintetis sehingga kualitas tanah 
dan keanekaragaman mikroorganisme dapat 
ditingkatkan. Sementara itu, pertanian presisi 
memanfaatkan teknologi modern untuk 
mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan 
pestisida sesuai kebutuhan tanaman. Penerapan 



 

Dr. KMT Lasmiatun, S.E., M.Si.                                 | 19 
 

teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi 
produksi sekaligus mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan. Masing-masing praktik 
memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda, 
tetapi semuanya bertujuan meningkatkan 
produktivitas tanpa merusak sumber daya alam. Oleh 
karena itu, kombinasi berbagai praktik tersebut 
menjadi strategi yang paling efektif dalam 
mendukung pertanian berkelanjutan (Ahluwalia 
dkk., 2025; Chandel dkk., 2024; A. Kumar dkk., 2024; 
Octavia dkk., 2022; Ogwu & Kosoe, 2025; Regmi & 
Paudel, 2024; S. Sharma & K.C., 2024; U. dkk., 2025). 

Pertanian organik merupakan salah satu 
pendekatan yang banyak dikembangkan dalam 
sistem pertanian berkelanjutan karena 
mengutamakan proses-proses alami dalam kegiatan 
budidaya. Sistem ini mengurangi penggunaan pupuk 
kimia dan pestisida sintetis sehingga mampu 
memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan 
biodiversitas, serta menghasilkan pangan yang lebih 
ramah lingkungan. Meskipun demikian, berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa produktivitas 
pertanian organik sering kali lebih rendah 
dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, 
pertanian organik juga membutuhkan tenaga kerja 
yang lebih besar sehingga biaya operasional dapat 
meningkat. Oleh karena itu, banyak kajian 
merekomendasikan penerapan Integrated Nutrient 
Management (INM) sebagai pendekatan yang 
mengombinasikan keunggulan pertanian organik 
dengan penggunaan input secara lebih efisien. 
Pendekatan tersebut memungkinkan peningkatan 
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produktivitas tanpa mengabaikan aspek 
keberlanjutan lingkungan. Integrasi berbagai metode 
budidaya menjadi solusi yang lebih realistis dalam 
menghadapi kebutuhan pangan yang terus 
meningkat. Dengan demikian, pertanian organik 
tetap memiliki peran penting, tetapi 
implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap wilayah. 
Pendekatan yang fleksibel akan memberikan manfaat 
yang lebih besar bagi petani maupun keberlanjutan 
sistem pangan (A. Kumar dkk., 2024; S. Sharma & K.C., 
2024). 

Konservasi tanah dan air merupakan 
komponen penting dalam menjaga keberlanjutan 
sistem pertanian di tengah meningkatnya tekanan 
perubahan iklim. Berbagai teknik seperti contour 
farming, no-till, reduced tillage, penggunaan mulsa, 
cover crops, panen air, serta pemanfaatan bahan 
organik telah terbukti mampu meningkatkan kualitas 
tanah dan efisiensi penggunaan air. Praktik-praktik 
tersebut membantu meningkatkan infiltrasi air ke 
dalam tanah sehingga mampu mengurangi risiko 
kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, 
konservasi tanah juga meningkatkan retensi air, 
memperbaiki struktur tanah, dan memperkuat 
ketahanan lahan terhadap erosi. Pada sistem 
budidaya padi-gandum, penerapan teknologi seperti 
drip irrigation, sprinkler irrigation, laser land leveling, 
dan conservation agriculture mampu menghemat 
penggunaan air sebesar 20–60%. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa praktik konservasi dapat 
meningkatkan permeabilitas tanah hingga 51% serta 
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kandungan karbon organik tanah hingga 38%. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa konservasi sumber 
daya alam tidak hanya memberikan manfaat ekologis, 
tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi 
pertanian. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air 
menjadi strategi penting dalam memperkuat 
ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan 
lingkungan. Penerapan praktik konservasi secara 
konsisten akan meningkatkan kemampuan sektor 
pertanian menghadapi perubahan iklim pada masa 
mendatang (Ahluwalia dkk., 2025; S. S. Shah dkk., 
2024; U. dkk., 2025). 

Perkembangan teknologi memberikan 
peluang besar dalam mendukung implementasi 
pertanian berkelanjutan melalui penerapan berbagai 
inovasi yang lebih ramah lingkungan. Teknologi 
seperti pertanian presisi, sensor digital, 
penginderaan jauh, Artificial Intelligence (AI), 
nanomaterial, serta sistem pemantauan kondisi 
tanah mampu meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumber daya pertanian. Pemanfaatan teknologi 
tersebut memungkinkan penggunaan air, pupuk, dan 
pestisida secara lebih tepat sasaran sehingga biaya 
produksi dapat ditekan dan dampak lingkungan 
dapat dikurangi. Namun, keberhasilan penerapan 
teknologi sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah, 
kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan 
kebijakan pemerintah. Hambatan utama yang masih 
dihadapi meliputi keterbatasan pendanaan, 
rendahnya akses terhadap teknologi, kurangnya 
pengetahuan teknis, serta lemahnya dukungan 
kelembagaan, khususnya pada petani kecil di negara 
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berkembang. Oleh karena itu, berbagai penelitian 
menekankan pentingnya integrasi antara konservasi 
pertanian, agroforestri, pengelolaan hara terpadu, 
dan teknologi presisi sebagai pendekatan yang paling 
efektif. Integrasi berbagai praktik tersebut mampu 
meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Dengan 
demikian, pertanian berkelanjutan bukan sekadar 
penerapan satu teknologi atau satu metode budidaya, 
melainkan merupakan strategi sistemik yang 
menggabungkan inovasi, konservasi sumber daya 
alam, dan penguatan kelembagaan untuk menjaga 
ketahanan pangan jangka panjang (Al-Kathiri dkk., 
2025; Chandel dkk., 2024; Futa dkk., 2024; Kabato 
dkk., 2025; Kremsa, 2021; Vishnoi & Goel, 2024). 

4. Inovasi Teknologi untuk Mendukung 

Ketahanan Pangan 
Inovasi teknologi pertanian menjadi salah 

satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan 
pangan di tengah meningkatnya tantangan 
perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, 
dan pertumbuhan jumlah penduduk. Perkembangan 
teknologi memungkinkan sistem pertanian 
menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan 
penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Literatur 
terkini menunjukkan bahwa inovasi yang paling 
berpengaruh dalam mendukung ketahanan pangan 
meliputi pertanian presisi, integrasi Internet of 
Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI), 
pengembangan varietas unggul, serta sistem irigasi 
cerdas. Seluruh inovasi tersebut dirancang untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, 
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pestisida, dan energi tanpa mengurangi produktivitas 
pertanian. Selain meningkatkan hasil panen, 
teknologi modern juga berkontribusi dalam 
mengurangi dampak negatif aktivitas pertanian 
terhadap lingkungan. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital 
mampu meningkatkan produktivitas secara nyata 
pada berbagai sistem pertanian di berbagai negara. 
Meskipun demikian, tingkat adopsinya masih 
menghadapi berbagai hambatan, seperti tingginya 
biaya investasi awal, keterbatasan infrastruktur, 
rendahnya literasi teknologi, serta persoalan tata 
kelola data. Oleh karena itu, keberhasilan 
implementasi teknologi pertanian tidak hanya 
bergantung pada inovasi yang tersedia, tetapi juga 
pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan 
kebijakan yang memadai. Dengan demikian, inovasi 
teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam 
membangun sistem pertanian yang produktif, efisien, 
dan berkelanjutan (X. Chen, 2025; Hoque & Padhiary, 
2024; Mansoor dkk., 2025; Marinello dkk., 2023). 

Pertanian presisi merupakan pendekatan 
berbasis data yang bertujuan mengoptimalkan 
penggunaan berbagai input produksi sesuai dengan 
kebutuhan spesifik setiap lahan. Konsep ini 
menerapkan prinsip penggunaan input pada tempat, 
waktu, dan dosis yang tepat sehingga mampu 
meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi 
pemborosan sumber daya. Dalam implementasinya, 
pertanian presisi memanfaatkan berbagai teknologi 
seperti Global Positioning System (GPS), Geographic 
Information System (GIS), drone, sensor digital, citra 
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satelit, serta variable-rate technology untuk 
memetakan kondisi lahan secara rinci. Informasi 
yang diperoleh digunakan untuk menentukan 
kebutuhan air, pupuk, dan pestisida sesuai 
karakteristik masing-masing lokasi. Pendekatan 
tersebut memungkinkan petani mengambil 
keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi 
lapangan yang sebenarnya. Selain meningkatkan 
produktivitas, pertanian presisi juga mampu 
mengurangi penggunaan input yang berlebihan 
sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. 
Pengelolaan lahan berbasis data memberikan 
peluang untuk meningkatkan keberlanjutan sistem 
pertanian tanpa mengurangi hasil panen. Oleh karena 
itu, pertanian presisi menjadi salah satu inovasi yang 
paling banyak dikembangkan dalam mendukung 
ketahanan pangan modern. Penerapan teknologi ini 
menunjukkan bahwa pengambilan keputusan 
berbasis data mampu meningkatkan efektivitas 
pengelolaan sumber daya pertanian (X. Chen, 2025; 
Kumari dkk., 2025; Mansoor dkk., 2025; Marinello 
dkk., 2023; Taha dkk., 2025). 

Integrasi Internet of Things (IoT) dan 
Artificial Intelligence (AI) semakin memperkuat 
kemampuan sistem pertanian dalam mengelola 
berbagai aktivitas budidaya secara lebih akurat. 
Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi 
lahan secara waktu nyata melalui sensor yang 
mengukur kelembapan tanah, kandungan nutrien, 
kondisi cuaca, kebutuhan air tanaman, serta 
keberadaan hama dan penyakit. Data yang diperoleh 
kemudian diproses menggunakan teknologi AI dan 
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machine learning untuk menghasilkan berbagai 
rekomendasi pengelolaan pertanian. Sistem tersebut 
mampu memprediksi hasil panen, mendeteksi 
penyakit tanaman sejak dini, memberikan 
rekomendasi pemupukan, mengoptimalkan sistem 
irigasi, serta mengotomatisasi berbagai kegiatan di 
lapangan. Penggunaan AI juga membantu petani 
mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan 
keputusan karena seluruh rekomendasi didasarkan 
pada analisis data yang komprehensif. Integrasi IoT 
dan AI memungkinkan kegiatan budidaya dilakukan 
secara lebih cepat, efisien, dan presisi dibandingkan 
metode konvensional. Selain meningkatkan 
produktivitas, teknologi ini juga mendukung 
pengurangan penggunaan sumber daya secara 
berlebihan sehingga lebih ramah terhadap 
lingkungan. Dengan demikian, digitalisasi pertanian 
menjadi salah satu arah utama pengembangan sistem 
pangan berkelanjutan di berbagai negara (Fuentes-
Pen ailillo dkk., 2024; Kumari dkk., 2025; Mansoor 
dkk., 2025; Mohammed dkk., 2025; Morchid dkk., 
2023; O. dkk., 2025; A. Sharma dkk., 2021). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan teknologi pertanian modern memberikan 
dampak yang signifikan terhadap peningkatan 
produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. 
Pertanian presisi dilaporkan mampu meningkatkan 
hasil panen sekitar 20–30% sekaligus mengurangi 
pemborosan penggunaan input sebesar 40–60% 
melalui pengelolaan yang lebih tepat sasaran (Chen, 
2025). Sistem irigasi cerdas juga mampu 
meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 40–
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60% tanpa menurunkan produktivitas tanaman 
(Chen, 2025). Teknologi AI untuk pemantauan 
tanaman menunjukkan tingkat akurasi deteksi 
penyakit yang melebihi 90% sehingga tindakan 
pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat 
(Raj & Prahadeeswaran, 2025; Hoque & Padhiary, 
2024). Selain itu, penerapan otomasi dan robotika 
mampu menurunkan biaya tenaga kerja sekitar 25% 
melalui pengurangan aktivitas manual di lapangan 
(Chen, 2025; Hoque & Padhiary, 2024). Sistem 
Controlled Environment Agriculture (CEA) dan 
vertical farming juga mampu menghasilkan produksi 
10–20 kali lebih tinggi dengan penggunaan lahan dan 
air sekitar 95% lebih sedikit dibandingkan sistem 
konvensional (Chen, 2025; Dutta et al., 2025). 
Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa 
inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan 
produktivitas, tetapi juga memperbaiki efisiensi 
penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, 
penerapan teknologi modern menjadi salah satu 
strategi yang efektif dalam memperkuat ketahanan 
pangan secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut 
memperlihatkan bahwa inovasi teknologi memiliki 
peran penting dalam menjawab tantangan 
peningkatan kebutuhan pangan global (X. Chen, 
2025; Dutta dkk., 2025; Hoque & Padhiary, 2024; M. 
Raj & Prahadeeswaran, 2025). 

Pengembangan varietas unggul berbasis 
bioteknologi menjadi inovasi penting lainnya dalam 
mendukung ketahanan pangan. Pemanfaatan 
teknologi seperti Genetically Modified Organism 
(GMO) dan Clustered Regularly Interspaced Short 
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Palindromic Repeats (CRISPR) diarahkan untuk 
menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap 
kekeringan, serangan hama, penyakit, serta berbagai 
cekaman akibat perubahan iklim. Tanaman dengan 
karakteristik tersebut mampu mempertahankan 
produktivitas meskipun menghadapi kondisi 
lingkungan yang kurang mendukung. Salah satu 
contoh yang paling banyak dikaji adalah Bt cotton, 
yang terbukti mampu mengurangi penggunaan 
pestisida sekitar 50% sekaligus mempertahankan 
bahkan meningkatkan hasil panen (X. Chen, 2025). 
Selain pengembangan varietas unggul, sistem irigasi 
modern juga memperoleh perhatian yang besar 
dalam berbagai penelitian. Penggunaan sensor tanah, 
data cuaca, serta algoritma AI memungkinkan 
pemberian air dilakukan sesuai kebutuhan tanaman 
sehingga kehilangan air dapat diminimalkan. 
Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem irigasi 
modern mampu meningkatkan produktivitas sekitar 
25% dan mengurangi konsumsi air sebesar 25–40%, 
sedangkan sistem berbasis IoT dapat menghemat 
penggunaan air hingga sekitar 40% (Bara dkk., 2025; 
Daraojimba dkk., 2024; Hoque & Padhiary, 2024; 
Kumari dkk., 2025; Mansoor dkk., 2025; Mohammed 
dkk., 2025; M. Raj & Prahadeeswaran, 2025). Oleh 
karena itu, kombinasi antara varietas unggul dan 
sistem irigasi cerdas menjadi strategi penting dalam 
meningkatkan efisiensi produksi pertanian sekaligus 
menjaga keberlanjutan sumber daya air. 

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, 
penerapan teknologi pertanian modern masih 
menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi. 
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Biaya investasi awal yang tinggi menjadi kendala 
utama, terutama bagi petani kecil yang memiliki 
keterbatasan modal usaha (X. Chen, 2025; Dutta dkk., 
2025; Mansoor dkk., 2025). Selain itu, masih terdapat 
kesenjangan keterampilan dalam mengoperasikan 
teknologi digital sehingga adopsinya belum merata di 
berbagai wilayah (Bara dkk., 2025; O. dkk., 2025; M. 
Raj & Prahadeeswaran, 2025). Keterbatasan 
infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan 
juga menghambat pemanfaatan sistem berbasis IoT 
dan AI secara optimal. Permasalahan lain yang sering 
menjadi perhatian adalah aspek privasi, keamanan, 
dan tata kelola data yang dihasilkan oleh berbagai 
perangkat digital pertanian (Biswas & Goswami, 
2025; Daraojimba dkk., 2024; Hoque & Padhiary, 
2024). Oleh karena itu, berbagai penelitian 
menekankan pentingnya penguatan regulasi, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta 
penyediaan infrastruktur digital yang memadai. 
Program pelatihan, dukungan pembiayaan, dan 
kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, 
sektor swasta, serta petani juga dipandang sebagai 
faktor penting dalam memperluas adopsi teknologi 
pertanian (X. Chen, 2025; Morchid dkk., 2023; M. Raj 
& Prahadeeswaran, 2025). Upaya tersebut 
diperlukan agar manfaat teknologi dapat dirasakan 
secara lebih merata oleh seluruh pelaku sektor 
pertanian. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak 
hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga memerlukan 
dukungan kelembagaan dan kebijakan yang 
berkelanjutan. 
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Secara keseluruhan, inovasi teknologi 
pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar 
dalam mendukung ketahanan pangan melalui 
peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan 
sumber daya, dan keberlanjutan sistem produksi. 
Integrasi pertanian presisi, IoT, AI, varietas unggul, 
serta sistem irigasi cerdas menunjukkan arah 
perkembangan pertanian modern yang semakin 
berbasis data dan teknologi. Berbagai inovasi 
tersebut mampu mengurangi penggunaan air, pupuk, 
pestisida, dan energi tanpa mengurangi hasil 
produksi. Selain meningkatkan efisiensi, teknologi 
modern juga memperkuat kemampuan sektor 
pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan 
berbagai risiko produksi. Namun, keberhasilan 
implementasi teknologi sangat bergantung pada 
kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan 
infrastruktur, dukungan pembiayaan, dan kebijakan 
yang mendukung proses transformasi digital. Oleh 
karena itu, pengembangan teknologi pertanian harus 
dilakukan secara inklusif agar dapat diakses oleh 
seluruh kelompok petani, termasuk petani kecil di 
negara berkembang. Kolaborasi antara pemerintah, 
dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi 
faktor penting dalam mempercepat adopsi teknologi 
pertanian yang berkelanjutan. Dengan pendekatan 
tersebut, inovasi teknologi tidak hanya 
meningkatkan hasil produksi pangan, tetapi juga 
memperkuat ketahanan sistem pangan secara 
menyeluruh. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi 
pertanian yang tepat akan menjadi fondasi penting 
dalam mewujudkan ketahanan pangan yang 
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berkelanjutan pada masa depan (X. Chen, 2025; 
Hoque & Padhiary, 2024; Mansoor dkk., 2025; 
Marinello dkk., 2023; Morchid dkk., 2023; M. Raj & 
Prahadeeswaran, 2025). 

5. Strategi dan Kebijakan dalam Mewujudkan 

Ketahanan Pangan Berkelanjutan 
Strategi kebijakan dan kolaborasi menjadi 

komponen penting dalam mewujudkan ketahanan 
pangan yang berkelanjutan di tengah meningkatnya 
tantangan global, seperti perubahan iklim, 
pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian 
ekonomi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa 
keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak 
lagi hanya ditentukan oleh peningkatan produksi 
pertanian, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, 
penguatan kelembagaan, serta kolaborasi yang 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 
Literatur terkini memperlihatkan adanya pergeseran 
paradigma dari kebijakan yang berorientasi pada 
peningkatan produksi menuju pendekatan sistem 
pangan yang lebih komprehensif. Pendekatan 
tersebut tidak hanya memperhatikan aspek 
ketersediaan pangan, tetapi juga memasukkan 
dimensi gizi, keberlanjutan lingkungan, keadilan 
sosial, serta kemampuan sistem pangan menghadapi 
berbagai guncangan. Dalam konteks tersebut, tata 
kelola yang adaptif menjadi prasyarat utama agar 
kebijakan mampu menyesuaikan diri terhadap 
perubahan kondisi ekonomi, lingkungan, maupun 
sosial. Penguatan kelembagaan, pemberdayaan 
petani kecil, dan kolaborasi lintas sektor menjadi 
strategi yang paling sering direkomendasikan dalam 
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berbagai penelitian. Pendekatan multipihak 
memungkinkan setiap aktor memberikan kontribusi 
sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya dalam 
memperkuat sistem pangan. Oleh karena itu, 
pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan 
memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat, lembaga pendidikan, dan 
lembaga penelitian agar kebijakan yang dihasilkan 
mampu menjawab tantangan secara menyeluruh. 
Dengan demikian, strategi ketahanan pangan modern 
tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil 
produksi, tetapi juga pada pembangunan sistem 
pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan 
(Bilali dkk., 2021; Z. Hasan dkk., 2025; Islam, 2025; 
Naheed & Rukhsana, 2024). 

Pemerintah memiliki peran yang sangat 
strategis dalam merancang dan melaksanakan 
kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Peran 
tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, 
pemberian subsidi, pengelolaan cadangan pangan 
nasional, penyediaan jaring pengaman sosial, 
penetapan standar keamanan pangan, serta 
pembangunan infrastruktur pertanian dan distribusi 
pangan. Kebijakan pemerintah juga berfungsi 
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi 
pengembangan sektor pertanian dan industri 
pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang 
bersifat lintas sektor karena ketahanan pangan 
dipengaruhi oleh faktor pertanian, kesehatan, 
perdagangan, lingkungan, pendidikan, dan 
perlindungan sosial secara bersamaan. Pendekatan 
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sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sering kali 
menghasilkan kebijakan yang kurang efektif dalam 
menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena 
itu, koordinasi antarkementerian dan antarlembaga 
menjadi faktor penting dalam memastikan 
keberhasilan implementasi kebijakan pangan. 
Pemerintah juga berperan dalam mengembangkan 
sistem peringatan dini terhadap ancaman krisis 
pangan serta memperkuat kapasitas adaptasi 
masyarakat terhadap perubahan iklim. Melalui tata 
kelola yang adaptif, kebijakan pangan dapat 
disesuaikan secara cepat dengan perubahan kondisi 
yang terjadi. Dengan demikian, pemerintah tetap 
menjadi aktor utama dalam membangun sistem 
pangan yang stabil, tangguh, dan berkelanjutan 
(Agarwala dkk., 2022; Atashov dkk., 2025). 

Selain pemerintah, sektor swasta memiliki 
kontribusi yang besar dalam memperkuat ketahanan 
pangan melalui inovasi, investasi, alih teknologi, dan 
pengembangan model bisnis yang inklusif. 
Perusahaan swasta berperan dalam mempercepat 
penerapan teknologi modern, seperti sensor digital, 
sistem irigasi otomatis, pertanian presisi, serta 
penguatan rantai pasok pangan yang lebih efisien. 
Investasi yang dilakukan sektor swasta juga 
membantu meningkatkan akses petani terhadap 
teknologi, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas. Di 
sisi lain, masyarakat lokal tidak lagi dipandang hanya 
sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra yang 
berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kebijakan pangan. Pendekatan partisipatif 
memungkinkan masyarakat menyampaikan 
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kebutuhan serta kondisi nyata yang dihadapi di 
tingkat lokal sehingga kebijakan menjadi lebih tepat 
sasaran. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat 
pengelolaan pangan berbasis komunitas yang sesuai 
dengan karakteristik wilayah masing-masing. 
Kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat 
dapat menghasilkan inovasi yang lebih mudah 
diterapkan karena mempertimbangkan kondisi 
sosial dan ekonomi setempat. Oleh sebab itu, 
partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan 
menjadi salah satu faktor penting dalam 
menciptakan sistem pangan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Sinergi tersebut mampu memperkuat 
ketahanan pangan sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Adzkiyah, 2025; Prajapati 
dkk., 2025). 

Berbagai instrumen kebijakan digunakan 
untuk memperkuat sistem ketahanan pangan yang 
berkelanjutan. Dukungan terhadap petani kecil 
menjadi salah satu instrumen yang paling banyak 
direkomendasikan karena kelompok ini memiliki 
peran besar dalam penyediaan pangan, tetapi sering 
menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, 
teknologi, dan pasar. Pemerintah juga perlu 
menyediakan jaring pengaman sosial agar 
masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan 
ketika terjadi krisis ekonomi, bencana, maupun 
gangguan produksi. Pembangunan infrastruktur 
pertanian, sistem irigasi, jalan distribusi, serta 
fasilitas penyimpanan pangan menjadi faktor penting 
dalam meningkatkan produktivitas sekaligus 
memperlancar distribusi hasil pertanian. Selain itu, 
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tata kelola yang transparan dan akuntabel diperlukan 
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
kebijakan serta memperkuat partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan 
perdagangan juga memiliki peran penting dalam 
menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui 
pengaturan impor, ekspor, serta pengelolaan 
cadangan pangan. Seluruh instrumen tersebut saling 
melengkapi sehingga tidak dapat diterapkan secara 
terpisah. Integrasi berbagai kebijakan menjadi kunci 
dalam menciptakan sistem pangan yang mampu 
bertahan menghadapi berbagai tantangan global. 
Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan harus 
dirancang secara komprehensif dengan 
mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan secara bersamaan (Agarwala dkk., 2022; 
Hiywotu, 2025; Ogunsola, 2025; Sari & Muslim, 
2024). 

Penguatan kelembagaan merupakan faktor 
yang sangat menentukan keberhasilan implementasi 
kebijakan ketahanan pangan. Penguatan tersebut 
mencakup peningkatan kapasitas tata kelola, 
komitmen politik, koordinasi antarlembaga, serta 
penyelarasan antara kebijakan nasional dan 
kebutuhan daerah. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa kelembagaan yang kuat mampu 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan program 
ketahanan pangan melalui koordinasi yang lebih baik 
antarorganisasi. Selain itu, struktur kolaboratif 
memerlukan aturan yang jelas, pembagian tanggung 
jawab yang tegas, mekanisme akuntabilitas bersama, 
serta sistem pemantauan yang mampu mengevaluasi 
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pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. 
Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah 
melakukan penyesuaian kebijakan ketika terjadi 
gangguan akibat perubahan iklim, fluktuasi pasar, 
maupun serangan hama dan penyakit. Di tingkat 
lokal, kelembagaan yang kuat juga memperbaiki 
akses masyarakat terhadap informasi, layanan 
penyuluhan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan 
wilayah. Namun demikian, berbagai penelitian masih 
menemukan hambatan berupa kekakuan birokrasi, 
keterbatasan sumber daya, bias sosial, dan 
rendahnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian. 
Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi 
langkah penting dalam meningkatkan efektivitas 
sistem pangan berkelanjutan. Kelembagaan yang 
adaptif akan mampu mempercepat proses 
pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat (Z. Hasan 
dkk., 2025; Hiywotu, 2025; Martens dkk., 2023; A. 
Nugroho dkk., 2025; Ogunsola, 2025; Prajapati dkk., 
2025; Sari & Muslim, 2024; Varzakas & Smaoui, 
2024). 

Pemberdayaan petani kecil menjadi salah 
satu strategi yang paling efektif dalam memperkuat 
ketahanan pangan karena kelompok ini merupakan 
pelaku utama dalam produksi pangan di banyak 
negara berkembang. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa pemberdayaan akan lebih 
berhasil apabila dilakukan melalui penyuluhan 
partisipatif, penguatan jaringan inovasi yang 
dipimpin oleh petani, peningkatan akses terhadap 
pembiayaan, pasar, teknologi, serta informasi 
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pertanian. Pendekatan tersebut mendorong petani 
untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran dan pengembangan inovasi yang 
sesuai dengan kondisi lokal. Bukti empiris dari 
penelitian jangka panjang di Tiongkok menunjukkan 
bahwa teknologi yang dikembangkan bersama petani 
lebih mudah diadopsi dibandingkan teknologi yang 
diperkenalkan secara sepihak. Pendekatan tersebut 
berhasil meningkatkan hasil produksi gandum 
sebesar 7,2%, hasil jagung sebesar 11,4%, serta 
produktivitas penggunaan nitrogen masing-masing 
sebesar 28,1% dan 27,0% (An dkk., 2024). Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara 
peneliti, penyuluh, dan petani memberikan manfaat 
yang nyata terhadap peningkatan produktivitas 
pertanian. Oleh karena itu, pemberdayaan petani 
harus menjadi bagian integral dari strategi 
pembangunan ketahanan pangan nasional. 
Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan petani 
akan menghasilkan inovasi yang lebih mudah 
diterapkan dan berkelanjutan (An dkk., 2024; Islam, 
2025; Kapari dkk., 2023; Prajapati dkk., 2025). 

Kolaborasi multipihak menjadi pendekatan 
yang paling menjanjikan dalam membangun sistem 
pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Model 
kolaborasi ini melibatkan pemerintah, perguruan 
tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, koperasi, 
usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat, 
serta komunitas lokal dalam satu kerangka kerja yang 
saling mendukung. Kolaborasi tersebut 
mempercepat transfer pengetahuan, pengembangan 
inovasi, pelatihan petani, perluasan akses pasar, serta 
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penyebaran teknologi yang mampu meningkatkan 
ketahanan terhadap perubahan iklim. Di samping itu, 
berbagai penelitian menegaskan bahwa kebijakan 
yang bersifat netral gender belum cukup untuk 
mengatasi ketimpangan yang masih dihadapi oleh 
perempuan petani. Perempuan masih mengalami 
berbagai hambatan dalam memperoleh akses 
terhadap sumber daya, pendidikan, teknologi, 
pembiayaan, dan proses pengambilan keputusan. 
Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan, pemuda, 
dan keluarga tani harus menjadi bagian utama dari 
strategi pembangunan ketahanan pangan, bukan 
sekadar pelengkap kebijakan sosial. Pendekatan yang 
inklusif akan memperkuat kapasitas masyarakat 
dalam menghadapi berbagai tantangan yang 
memengaruhi sistem pangan. Dengan demikian, 
strategi kebijakan yang mengintegrasikan tata kelola 
adaptif, penguatan kelembagaan, pemberdayaan 
petani, serta kolaborasi multipihak akan mampu 
membangun sistem pangan yang lebih tangguh, adil, 
dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Adzkiyah, 
2025; Agarwala dkk., 2022; An dkk., 2024; Chao, 
2024; Hiywotu, 2025; Islam, 2025; Mekonnen dkk., 
2024; Naheed & Rukhsana, 2024; A. Nugroho dkk., 
2025; Ogunsola, 2025; Wijerathna-Yapa & Pathirana, 
2022).
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BAB II 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

INKLUSIF SEBAGAI PILAR 

PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 

1. Konsep dan Evolusi Pertumbuhan Ekonomi 
Inklusif 

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan 
konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya 
berorientasi pada peningkatan produk domestik 
bruto (PDB), tetapi juga memastikan bahwa manfaat 
pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menekankan 
pentingnya memperluas kesempatan ekonomi, 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan, serta mendistribusikan hasil 
pertumbuhan secara lebih adil. Berbeda dengan 
paradigma pertumbuhan ekonomi tradisional yang 
lebih berfokus pada peningkatan output nasional, 
pertumbuhan ekonomi inklusif menempatkan 
pemerataan akses terhadap berbagai peluang 
ekonomi sebagai tujuan utama. Pendekatan ini 
mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
belum tentu mampu mengurangi kemiskinan 
maupun kesenjangan apabila manfaatnya hanya 
dinikmati oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, 
keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur hanya 
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melalui besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
melalui tingkat keterlibatan masyarakat dalam 
aktivitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan 
secara menyeluruh. Literatur terkini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi salah 
satu pendekatan yang paling relevan dalam 
menjawab tantangan pembangunan modern karena 
mampu mengintegrasikan aspek pertumbuhan, 
pemerataan, dan keberlanjutan. Konsep ini juga 
memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 
kelompok masyarakat yang selama ini kurang 
memperoleh manfaat pembangunan. Dengan 
demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif dipandang 
sebagai strategi untuk menciptakan pembangunan 
yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan 
tersebut menempatkan manusia sebagai pusat 
pembangunan sekaligus sebagai pelaku utama dalam 
proses pertumbuhan ekonomi (Mkrtchyan dkk., 
2025; Nayak dkk., 2024). 

Perbedaan mendasar antara pertumbuhan 
ekonomi inklusif dan pertumbuhan ekonomi 
konvensional terletak pada orientasi dan indikator 
keberhasilannya. Pertumbuhan ekonomi 
konvensional lebih menitikberatkan pada 
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa selalu 
mempertimbangkan bagaimana manfaatnya 
didistribusikan kepada masyarakat. Akibatnya, suatu 
negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, tetapi tetap menghadapi ketimpangan 
pendapatan, pengangguran, dan keterbatasan akses 
terhadap berbagai layanan dasar. Sebaliknya, 
pertumbuhan ekonomi inklusif berupaya 



 

Dr. Suhardi, S.E., M.Sc., Ak., C.A.                                 | 40 
 

menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
ekonomi dan menikmati hasil pembangunan. 
Kesempatan produktif melalui penciptaan lapangan 
kerja menjadi mekanisme utama agar lebih banyak 
kelompok masyarakat dapat meningkatkan 
kesejahteraannya. Selain aspek pendapatan, 
pertumbuhan ekonomi inklusif juga memperhatikan 
dimensi kesejahteraan nonmoneter, seperti 
pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, dan akses 
terhadap layanan publik. Pendekatan ini 
menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak 
hanya berkaitan dengan peningkatan kekayaan 
nasional, tetapi juga dengan peningkatan kualitas 
hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena 
itu, konsep pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki 
ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan 
pertumbuhan ekonomi konvensional. Pendekatan 
tersebut menjadi dasar dalam merancang kebijakan 
pembangunan yang lebih berorientasi pada 
pemerataan dan kesejahteraan masyarakat (Abbassi 
& Benhamed, 2025; Kwilin ski dkk., 2023; Mkrtchyan 
dkk., 2025; Nayak dkk., 2024; Saher dkk., 2024). 

Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif 
mengalami perkembangan yang cukup panjang 
seiring dengan perubahan paradigma pembangunan 
ekonomi dunia. Pada awalnya, keberhasilan 
pembangunan lebih banyak diukur melalui 
peningkatan output agregat dan pertumbuhan 
produk domestik bruto. Namun, berbagai 
pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi tidak selalu mampu mengurangi 
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kemiskinan maupun ketimpangan sosial. Kondisi 
tersebut mendorong munculnya kritik terhadap 
model pertumbuhan ekonomi konvensional yang 
dianggap kurang memperhatikan pemerataan hasil 
pembangunan. Seiring waktu, konsep pertumbuhan 
ekonomi berkembang dari teori pertumbuhan linear 
dan transformasi struktural menuju pendekatan 
yang memasukkan aspek ketimpangan, kualitas 
institusi, keberlanjutan lingkungan, serta inovasi 
sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi. 
Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa 
pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan 
keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. 
Dengan demikian, konsep pertumbuhan ekonomi 
inklusif lahir sebagai respons terhadap kebutuhan 
akan model pembangunan yang lebih adil dan 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara 
luas. Evolusi tersebut juga memperlihatkan bahwa 
pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 
dinamika sosial, politik, dan lingkungan yang 
memengaruhi proses pertumbuhan (Жуковська, 
2025; Abbassi & Benhamed, 2025; Wang & Zheng, 
2024). 

Perkembangan konsep pertumbuhan 
ekonomi inklusif semakin menguat setelah periode 
2004–2008, terutama setelah terjadinya krisis 
keuangan global yang memperlihatkan tingginya 
tingkat ketimpangan ekonomi di berbagai negara. 
Pada periode tersebut, perhatian dunia mulai 
bergeser dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 
menuju penciptaan pertumbuhan yang mampu 
memberikan manfaat secara lebih merata kepada 
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masyarakat. Konsep yang sebelumnya dikenal 
sebagai pro-poor growth kemudian berkembang 
menjadi pendekatan yang lebih luas dengan 
menekankan partisipasi seluruh kelompok sosial, 
pemerataan kesempatan, serta peningkatan 
kapasitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 
Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi inklusif kini tidak hanya 
berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, tetapi 
juga mencakup dimensi lingkungan, transformasi 
digital, inovasi teknologi, efisiensi energi, serta 
penguatan tata kelola pemerintahan. Perkembangan 
tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi inklusif terus beradaptasi dengan berbagai 
tantangan global yang semakin kompleks. 
Pendekatan ini juga memberikan perhatian terhadap 
pentingnya transformasi struktural dalam 
meningkatkan produktivitas berbagai sektor 
ekonomi. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan 
ekonomi inklusif terus berkembang menjadi 
kerangka pembangunan yang lebih komprehensif 
dibandingkan konsep-konsep sebelumnya. Evolusi 
tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan 
ekonomi harus mampu menjawab tantangan masa 
kini sekaligus mempersiapkan keberlanjutan pada 
masa depan (Abbassi & Benhamed, 2025; Saqer, 
2022; Mkrtchyan et al., 2025; Жуковська, 2025; Xin 
et al., 2023; Kwilin ski et al., 2023). 

Dalam literatur terbaru, pertumbuhan 
ekonomi inklusif dipandang sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. 
Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, 
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yaitu menciptakan kemakmuran bersama melalui 
pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan 
kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan 
keadilan antargenerasi. Pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif tidak hanya berupaya meningkatkan 
pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga agar 
proses pembangunan tidak merusak sumber daya 
alam yang menjadi penopang kehidupan pada masa 
mendatang. Oleh karena itu, keberlanjutan menjadi 
salah satu karakteristik utama dalam konsep 
pertumbuhan ekonomi inklusif. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa pembangunan yang 
berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila 
pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi 
ketimpangan, meningkatkan akses terhadap 
pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat 
kualitas kelembagaan. Di samping itu, pemerataan 
kesempatan ekonomi menjadi faktor penting dalam 
menciptakan pembangunan yang mampu 
memberikan manfaat kepada seluruh kelompok 
masyarakat. Pendekatan tersebut memperlihatkan 
bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur 
secara lebih komprehensif daripada sekadar 
peningkatan indikator ekonomi makro. Dengan 
demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif 
memberikan fondasi penting bagi pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Hubungan yang erat 
antara kedua konsep tersebut semakin memperkuat 
pentingnya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan 
(Xetor & Mensah, 2025; Krysovatyy et al., 2024; 
Nayak et al., 2024). 
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Karakteristik utama pertumbuhan ekonomi 
inklusif mencakup pemerataan peluang, partisipasi 
masyarakat yang luas, keberlanjutan pembangunan, 
kelembagaan yang kuat, dan transformasi struktural 
ekonomi. Pemerataan peluang diwujudkan melalui 
penyediaan akses yang lebih luas terhadap 
pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, pasar, 
dan berbagai sumber daya ekonomi. Partisipasi 
masyarakat menjadi aspek penting karena 
pembangunan hanya dapat dikatakan inklusif apabila 
seluruh kelompok sosial memiliki kesempatan untuk 
terlibat dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, 
keberlanjutan menuntut agar proses pertumbuhan 
tidak mengorbankan kualitas lingkungan maupun 
kesejahteraan generasi mendatang. Kualitas 
kelembagaan juga berperan penting dalam 
menciptakan tata kelola yang transparan, stabil, dan 
mampu mendukung distribusi manfaat 
pembangunan secara adil. Di sisi lain, transformasi 
struktural diperlukan untuk meningkatkan 
produktivitas melalui diversifikasi sektor ekonomi 
dan pengembangan kegiatan ekonomi yang memiliki 
nilai tambah lebih tinggi. Kombinasi berbagai 
karakteristik tersebut membentuk fondasi utama 
bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan 
pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya 
bergantung pada peningkatan investasi dan 
produksi, tetapi juga pada kemampuan sistem 
ekonomi menciptakan kesempatan yang setara bagi 
seluruh masyarakat. Pendekatan tersebut 
menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana 
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untuk meningkatkan kesejahteraan bersama secara 
berkelanjutan (Mkrtchyan et al., 2025; Nayak et al., 
2024; Krysovatyy et al., 2024). 

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa 
konsep inclusive green growth semakin memperjelas 
hubungan antara pertumbuhan ekonomi inklusif dan 
pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, 
pertumbuhan ekonomi tidak lagi dinilai berhasil 
apabila hanya mampu meningkatkan output 
ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian 
lingkungan dan menjamin pemerataan manfaat 
pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pertumbuhan yang tidak memperhatikan 
aspek lingkungan tidak dapat disebut sebagai 
pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan 
pertumbuhan yang tidak memberikan manfaat 
secara adil belum dapat dikatakan inklusif (Li et al., 
2021; Xu et al., 2024). Meskipun demikian, beberapa 
kajian juga mengemukakan bahwa implementasi 
konsep pertumbuhan ekonomi inklusif masih 
menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya 
adalah belum adanya indikator operasional yang 
sepenuhnya mampu mengukur tingkat inklusivitas 
suatu pertumbuhan ekonomi secara komprehensif. 
Selain itu, sebagian kebijakan masih terlalu 
berorientasi pada peningkatan pertumbuhan 
ekonomi sehingga perhatian terhadap batas-batas 
ekologis belum optimal. Oleh karena itu, 
pengembangan konsep pertumbuhan ekonomi 
inklusif pada masa mendatang perlu memperkuat 
integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan 
sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang 
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baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 
inklusif tidak hanya menjadi strategi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga 
menjadi fondasi utama dalam mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan 
berkeadilan bagi generasi sekarang maupun generasi 
mendatang (Abbassi & Benhamed, 2025; Saqer, 2022; 
Li et al., 2021; Xu et al., 2024). 

2. Dimensi, Indikator, dan Pengukuran 
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan 
konsep multidimensi yang tidak dapat diukur hanya 
berdasarkan peningkatan produk domestik bruto 
(PDB). Berbagai penelitian menegaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus 
mampu mencerminkan pemerataan manfaat 
pembangunan, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh 
karena itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi 
inklusif memerlukan pendekatan yang lebih 
komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai 
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 
bersamaan. Pendekatan ini muncul sebagai respons 
terhadap keterbatasan indikator ekonomi tradisional 
yang hanya menggambarkan capaian ekonomi secara 
agregat tanpa memperhatikan distribusi manfaatnya 
kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, 
berbagai organisasi internasional dan lembaga 
penelitian telah mengembangkan kerangka 
pengukuran yang mampu menangkap kompleksitas 
pertumbuhan ekonomi inklusif secara lebih 
menyeluruh. Pengukuran tersebut tidak hanya 
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bertujuan mengetahui tingkat pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga mengevaluasi kualitas 
pembangunan yang dihasilkan. Dengan demikian, 
pertumbuhan ekonomi inklusif dipahami sebagai 
suatu proses pembangunan yang menyeimbangkan 
pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan 
kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. 
Pendekatan multidimensi tersebut menjadikan 
pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai konsep yang 
lebih relevan dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator 
pengukurannya harus mampu mencerminkan 
kondisi nyata yang dialami masyarakat secara luas, 
bukan hanya capaian ekonomi makro (Managi dkk., 
2024; Mkrtchyan dkk., 2025; X. Wang & Zheng, 2024). 

Dimensi utama pertumbuhan ekonomi 
inklusif secara umum terdiri atas dimensi ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi 
mencerminkan kemampuan suatu negara dalam 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu 
meningkatkan produktivitas, memperluas 
kesempatan kerja, serta membuka akses terhadap 
berbagai peluang ekonomi bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 
memiliki makna yang lebih besar apabila mampu 
menghasilkan kesempatan produktif yang merata 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan. Dimensi sosial memberikan perhatian 
terhadap upaya mengurangi kemiskinan, menekan 
ketimpangan pendapatan, meningkatkan kualitas 
pendidikan, memperbaiki derajat kesehatan, 
memperkuat sistem perlindungan sosial, serta 
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memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
ekonomi. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa 
kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur 
berdasarkan pendapatan, tetapi juga melalui kualitas 
hidup yang diperoleh. Sementara itu, dimensi 
lingkungan menempatkan keberlanjutan sumber 
daya alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian terbaru 
menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
mengabaikan kelestarian lingkungan tidak dapat 
dikategorikan sebagai pertumbuhan yang inklusif 
maupun berkelanjutan. Oleh karena itu, efisiensi 
energi, pengurangan emisi, konservasi sumber daya 
alam, dan perlindungan ekosistem menjadi indikator 
penting dalam menilai kualitas pertumbuhan 
ekonomi. Integrasi ketiga dimensi tersebut 
menghasilkan ukuran pertumbuhan ekonomi yang 
lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi 
konvensional (Li et al., 2023; Nayak et al., 2024; 
Жуковська, 2025; Mkrtchyan et al., 2025; Kwilin ski 
et al., 2023; Abbassi & Benhamed, 2025; Wang et al., 
2022; Geng et al., 2024). 

Selain tiga dimensi utama tersebut, beberapa 
kerangka konseptual juga memasukkan aspek tata 
kelola, infrastruktur, dan peluang antargenerasi 
sebagai bagian dari pengukuran pertumbuhan 
ekonomi inklusif. Tata kelola yang baik dipandang 
mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 
pemerataan kesempatan ekonomi melalui kebijakan 
yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada 
kepentingan masyarakat. Infrastruktur yang 
memadai juga menjadi faktor penting karena 
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berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap 
pendidikan, layanan kesehatan, pasar, serta berbagai 
aktivitas ekonomi lainnya. Sementara itu, dimensi 
antargenerasi menekankan bahwa pembangunan 
harus memberikan manfaat tidak hanya bagi 
generasi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan 
sumber daya bagi generasi mendatang. Literatur 
mutakhir menunjukkan bahwa perhatian terhadap 
aspek lingkungan semakin meningkat sehingga 
dimensi lingkungan tidak lagi dipandang sebagai 
pelengkap, melainkan menjadi bagian inti dalam 
menilai kualitas pertumbuhan ekonomi. Pergeseran 
tersebut menunjukkan bahwa pembangunan 
ekonomi harus mampu menciptakan keseimbangan 
antara pertumbuhan, pemerataan, dan kelestarian 
lingkungan secara bersamaan. Oleh karena itu, 
berbagai kerangka pengukuran pertumbuhan 
ekonomi inklusif terus mengalami penyempurnaan 
agar mampu mengakomodasi perubahan tantangan 
pembangunan global. Pendekatan tersebut 
menghasilkan indikator yang lebih komprehensif 
dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan 
ekonomi suatu negara (Li et al., 2023; Nayak et al., 
2024; Жуковська, 2025). 

Berbagai organisasi internasional telah 
mengembangkan kerangka indikator untuk 
mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. 
World Bank menjadi salah satu lembaga yang paling 
banyak dijadikan rujukan melalui pendekatan yang 
berfokus pada pengurangan kemiskinan 
multidimensi serta pemerataan manfaat 
pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan 
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meliputi tingkat pendapatan atau konsumsi 
masyarakat, kualitas pendidikan, akses terhadap 
infrastruktur, serta kesempatan memperoleh layanan 
dasar. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) mengembangkan kerangka 
yang lebih menekankan hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan 
keberlanjutan lingkungan. Indikator OECD mencakup 
produktivitas sumber daya, aset alam, kualitas 
lingkungan, serta peluang ekonomi yang dapat 
diakses masyarakat secara merata. Sementara itu, 
United Nations Development Programme (UNDP) 
lebih banyak mengaitkan pertumbuhan inklusif 
dengan pembangunan manusia melalui Human 
Development Index (HDI), indikator kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan, serta pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan 
fokus tersebut menunjukkan bahwa masing-masing 
lembaga memiliki pendekatan yang berbeda sesuai 
dengan tujuan pengukurannya. Namun demikian, 
seluruh kerangka tersebut memiliki kesamaan dalam 
menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai 
tujuan utama pembangunan. Oleh karena itu, 
berbagai indikator internasional tersebut menjadi 
acuan penting dalam mengevaluasi kualitas 
pertumbuhan ekonomi secara lebih menyeluruh (Li 
et al., 2021; Mkrtchyan et al., 2025; Do rffel & 
Schuhmann, 2022; Managi et al., 2024). 

Pada tingkat nasional, berbagai negara 
melakukan adaptasi terhadap kerangka internasional 
agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
pembangunan masing-masing. Di Indonesia, 
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pendekatan yang banyak digunakan mengacu pada 
kerangka pembangunan yang mengintegrasikan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan, serta kelembagaan ke 
dalam indikator pembangunan nasional. Adaptasi 
tersebut dilakukan karena setiap negara memiliki 
kondisi ekonomi, struktur sosial, dan tantangan 
pembangunan yang berbeda. Oleh sebab itu, 
indikator yang digunakan sering kali disesuaikan 
dengan prioritas pembangunan nasional, seperti 
pemerataan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, 
akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta 
kualitas kelembagaan pemerintahan. Pendekatan 
kontekstual tersebut memungkinkan pengukuran 
pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi lebih relevan 
dengan kondisi lokal. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan indikator yang 
disesuaikan dengan karakteristik nasional mampu 
memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai 
tingkat inklusivitas pembangunan. Selain itu, 
adaptasi indikator juga memudahkan pemerintah 
dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran 
berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Dengan 
demikian, pengukuran pertumbuhan ekonomi 
inklusif tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan 
dengan kebutuhan pembangunan setiap negara. 
Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan 
pendekatan multidimensi dalam mengevaluasi 
kualitas pembangunan ekonomi (Aminata et al., 
2022; Stepanenko, 2023). 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif 
umumnya dilakukan melalui penyusunan indeks 
komposit yang menggabungkan berbagai indikator 
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dari setiap dimensi pembangunan. Pendekatan ini 
dipilih karena tidak terdapat satu indikator tunggal 
yang mampu menggambarkan tingkat inklusivitas 
pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Berbagai 
metode statistik digunakan dalam penyusunan 
indeks tersebut, antara lain Principal Component 
Analysis (PCA), factor analysis, entropy weighting, 
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS), serta geometric mean. Pemilihan 
metode pembobotan dan teknik agregasi akan 
memengaruhi hasil pengukuran sehingga setiap 
penelitian dapat menghasilkan nilai indeks yang 
berbeda. Perkembangan metode pengukuran juga 
menunjukkan adanya penggunaan indeks dinamis 
yang mampu menggambarkan perubahan tingkat 
inklusivitas dari waktu ke waktu. Selain itu, analisis 
dekomposisi ketimpangan, uji sensitivitas, dan 
validasi silang semakin banyak digunakan untuk 
meningkatkan akurasi serta reliabilitas hasil 
penelitian. Berbagai pendekatan tersebut 
menunjukkan bahwa pengukuran pertumbuhan 
ekonomi inklusif memerlukan metode yang mampu 
menangkap kompleksitas hubungan antara berbagai 
dimensi pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan 
indeks komposit menjadi pendekatan yang paling 
banyak digunakan dalam literatur mutakhir untuk 
mengevaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi 
(Mkrtchyan et al., 2025; Do rffel & Schuhmann, 2022; 
Li et al., 2021; Wang et al., 2022). 

Evaluasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi 
inklusif tidak hanya dilakukan melalui penghitungan 
indeks, tetapi juga melalui analisis keterkaitannya 
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dengan berbagai indikator pembangunan lainnya. 
Berbagai penelitian menggunakan Human 
Development Index (HDI), Sustainable Development 
Goals Index (SDG Index), Social Progress Index, serta 
berbagai model ekonometrika untuk menilai faktor-
faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi 
inklusif beserta berbagai trade-off yang mungkin 
muncul. Pendekatan tersebut memberikan gambaran 
mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan 
maupun keadilan sosial. Hasil evaluasi juga menjadi 
dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan 
yang lebih efektif dan berorientasi pada pemerataan 
manfaat ekonomi. Dengan demikian, pengukuran 
pertumbuhan ekonomi inklusif tidak berhenti pada 
penilaian terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga mengevaluasi kualitas, pemerataan, dan 
keberlanjutan hasil pembangunan. Pendekatan 
multidimensi tersebut memberikan pemahaman 
yang lebih utuh mengenai keberhasilan 
pembangunan ekonomi dibandingkan penggunaan 
indikator PDB semata. Oleh karena itu, pengukuran 
pertumbuhan ekonomi inklusif yang kredibel harus 
mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, 
lingkungan, tata kelola, serta kelembagaan dengan 
menggunakan indikator yang sesuai dengan konteks 
pembangunan masing-masing negara. Melalui 
pendekatan tersebut, keberhasilan pembangunan 
dapat dinilai berdasarkan kemampuannya 
menciptakan pertumbuhan yang merata, 
berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas 
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hidup masyarakat secara menyeluruh (Mkrtchyan et 
al., 2025; Geng et al., 2024; Managi et al., 2024). 

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan 
Ekonomi Inklusif 

Pertumbuhan ekonomi inklusif dipengaruhi 
oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam 
membentuk kualitas pembangunan suatu negara. 
Literatur terkini menunjukkan bahwa keberhasilan 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
tidak hanya bergantung pada peningkatan output 
ekonomi, tetapi juga pada kemampuan memperluas 
kesempatan produktif bagi seluruh masyarakat. 
Secara umum, faktor-faktor penentu pertumbuhan 
ekonomi inklusif dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
aspek utama, yaitu kualitas sumber daya manusia 
dan inovasi, digitalisasi serta inklusi keuangan yang 
didukung infrastruktur, serta kualitas institusi, tata 
kelola pemerintahan, dan stabilitas makroekonomi. 
Ketiga kelompok faktor tersebut memiliki hubungan 
yang saling melengkapi sehingga tidak dapat 
dipisahkan dalam proses pembangunan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih inklusif 
apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk 
memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang 
tersedia. Oleh karena itu, pembangunan manusia, 
kemajuan teknologi, akses terhadap layanan 
keuangan, serta kebijakan publik yang efektif 
menjadi fondasi utama dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang merata dan 
berkelanjutan. Berbagai penelitian juga 
menunjukkan bahwa hubungan antarfaktor tersebut 
bersifat dinamis sehingga penguatan satu faktor akan 
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memperbesar efektivitas faktor lainnya. Dengan 
demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif 
merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan yang 
mendukung peningkatan produktivitas sekaligus 
pemerataan kesempatan ekonomi. Pendekatan yang 
terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan 
pembangunan yang mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara luas (Lazko, 2025; 
Oyinlola dkk., 2021; Widarni & Bawono, 2021). 

Kualitas sumber daya manusia merupakan 
determinan yang paling konsisten dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi inklusif. Pendidikan, 
keterampilan, dan kesehatan berperan penting dalam 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 
memperkuat kemampuan berinovasi, serta 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Individu yang memiliki tingkat 
pendidikan dan kompetensi yang tinggi akan lebih 
mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi 
serta mampu memanfaatkan berbagai peluang 
ekonomi yang muncul. Selain memberikan pengaruh 
langsung terhadap produktivitas, modal manusia 
juga berkontribusi secara tidak langsung melalui 
peningkatan kapasitas inovasi, penyebaran 
pengetahuan, dan pengembangan kewirausahaan. 
Pendidikan yang berkualitas mempercepat proses 
adopsi teknologi baru sehingga mampu 
meningkatkan daya saing ekonomi secara 
keseluruhan. Di samping itu, investasi pada sektor 
kesehatan menghasilkan tenaga kerja yang lebih 
produktif dan memiliki daya tahan yang lebih baik 
terhadap berbagai tantangan ekonomi. Berbagai 
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penelitian menunjukkan bahwa dampak investasi 
pada pendidikan dan kesehatan bersifat kumulatif 
sehingga manfaatnya baru terlihat dalam jangka 
menengah hingga jangka panjang. Oleh karena itu, 
pembangunan sumber daya manusia harus 
dipandang sebagai investasi strategis dalam 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan. Kualitas modal manusia yang 
tinggi juga menjadi prasyarat penting bagi 
keberhasilan transformasi ekonomi berbasis inovasi 
(Bambi & Pea-Assounga, 2024; Lazko, 2025; Oyinlola 
dkk., 2021; Totladze & Khuskivadze, 2022). 

Selain kualitas sumber daya manusia, inovasi 
teknologi dan investasi dalam kegiatan penelitian 
serta pengembangan (Research and 
Development/R&D) menjadi faktor yang semakin 
menentukan pertumbuhan ekonomi inklusif pada era 
digital. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan 
efisiensi produksi, menciptakan pasar baru, serta 
mendorong transformasi struktural menuju sektor-
sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 
Inovasi juga memperluas kesempatan ekonomi 
melalui munculnya berbagai model bisnis baru yang 
mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan 
produktivitas. Namun demikian, manfaat inovasi 
sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia 
yang dimiliki suatu negara. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa investasi teknologi tidak akan 
memberikan dampak optimal apabila tingkat 
pendidikan dan keterampilan masyarakat masih 
rendah. Bukti empiris dari negara-negara di kawasan 
Sub-Sahara Afrika memperlihatkan bahwa kontribusi 
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inovasi dan teknologi informasi serta komunikasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil ketika 
kualitas sumber daya manusia belum mampu 
mendukung aktivitas inovatif secara optimal. Oleh 
karena itu, pembangunan teknologi harus berjalan 
seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan 
pengembangan kompetensi masyarakat. Kombinasi 
antara modal manusia yang kuat dan inovasi 
teknologi menjadi fondasi utama dalam 
mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
Sinergi kedua faktor tersebut memungkinkan 
terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih 
adaptif terhadap perubahan global (Bambi & Pea-
Assounga, 2024; Oyinlola dkk., 2021; Ridwannudin 
dkk., 2025; Xu dkk., 2024). 

Digitalisasi dan inklusi keuangan merupakan 
faktor penting yang memperluas kesempatan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
ekonomi. Perkembangan teknologi digital telah 
mengurangi berbagai hambatan geografis maupun 
administratif dalam mengakses layanan keuangan, 
informasi, dan peluang usaha. Inklusi keuangan 
digital memungkinkan masyarakat memperoleh 
akses terhadap tabungan, kredit, sistem pembayaran 
elektronik, serta berbagai layanan keuangan lainnya 
yang sebelumnya sulit dijangkau. Berbagai penelitian 
lintas negara menunjukkan bahwa digitalisasi 
mampu memperkuat pengaruh inklusi keuangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama apabila 
didukung oleh kualitas infrastruktur digital dan 
institusi yang memadai. Pemanfaatan teknologi 
digital juga memperluas akses masyarakat terhadap 
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informasi pasar, pendidikan, pelatihan, dan layanan 
publik sehingga meningkatkan produktivitas 
ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, digitalisasi 
mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan 
menengah melalui kemudahan transaksi, pemasaran 
digital, dan akses terhadap pembiayaan. Oleh karena 
itu, pembangunan ekonomi berbasis digital menjadi 
salah satu strategi penting dalam mempercepat 
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun 
demikian, manfaat digitalisasi tetap bergantung pada 
pemerataan akses internet dan kesiapan masyarakat 
dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan 
demikian, transformasi digital harus disertai 
pembangunan infrastruktur dan peningkatan literasi 
digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas 
(M. Ahmad dkk., 2021; Basnayake dkk., 2024; Daud & 
Ahmad, 2022; Y. Liu dkk., 2021). 

Infrastruktur digital maupun infrastruktur 
fisik memiliki peran yang saling melengkapi dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. 
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 
menjadi prasyarat utama bagi penyebaran layanan 
keuangan digital serta pengembangan berbagai 
aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Investasi pada 
jaringan internet, sistem telekomunikasi, dan 
teknologi digital mempercepat penyebaran inovasi 
serta memperluas akses masyarakat terhadap 
berbagai peluang ekonomi. Di sisi lain, pembangunan 
infrastruktur fisik seperti jalan, transportasi, energi, 
dan fasilitas publik tetap menjadi faktor penting 
dalam memperlancar distribusi barang, jasa, dan 
tenaga kerja antarwilayah. Infrastruktur yang 
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memadai mampu mengurangi kesenjangan 
pembangunan antara wilayah maju dan daerah 
tertinggal sehingga memperluas kesempatan 
ekonomi secara lebih merata. Berbagai penelitian 
juga menunjukkan bahwa infrastruktur memperkuat 
efektivitas inklusi keuangan digital, khususnya dalam 
mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan 
menengah serta meningkatkan konsumsi rumah 
tangga. Keterkaitan antara infrastruktur digital dan 
fisik menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien 
dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang 
sebelumnya sulit memperoleh akses terhadap 
layanan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan 
infrastruktur menjadi investasi jangka panjang yang 
sangat penting dalam memperkuat pertumbuhan 
ekonomi inklusif. Integrasi pembangunan 
infrastruktur dengan digitalisasi akan menghasilkan 
manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan 
(Y. Liu dkk., 2021; Munir dkk., 2022; Pradhan dkk., 
2021; Xi & Wang, 2023). 

Kualitas institusi dan tata kelola 
pemerintahan merupakan faktor fundamental yang 
menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-
benar mampu menciptakan kesempatan yang merata 
bagi seluruh masyarakat. Institusi yang efektif 
mampu menghasilkan kebijakan yang transparan, 
akuntabel, konsisten, serta mendukung terciptanya 
iklim investasi dan kegiatan ekonomi yang kondusif. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
pemerintahan, pengendalian korupsi, kepastian 
hukum, efektivitas regulasi, dan stabilitas politik 
memiliki hubungan yang positif dengan 
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pertumbuhan ekonomi inklusif. Tata kelola yang baik 
juga meningkatkan koordinasi antarlembaga 
pemerintah sehingga kebijakan pembangunan dapat 
dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. 
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses 
penyusunan kebijakan memperkuat legitimasi serta 
meningkatkan kualitas implementasi program 
pembangunan. Dengan demikian, kualitas institusi 
menjadi salah satu faktor utama yang menentukan 
keberhasilan distribusi manfaat pertumbuhan 
ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Negara 
yang memiliki tata kelola yang baik cenderung 
mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang 
lebih luas dibandingkan negara dengan kelembagaan 
yang lemah. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan 
menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan 
ekonomi inklusif (Ivanyna & Salerno, 2021; 
Karagiannis & Paleologou, 2025; Munir dkk., 2022). 

Stabilitas makroekonomi menjadi faktor 
penentu terakhir yang memperkuat efektivitas 
seluruh determinan pertumbuhan ekonomi inklusif. 
Kondisi ekonomi yang stabil memberikan kepastian 
bagi dunia usaha, meningkatkan minat investasi, 
serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inflasi yang 
tinggi cenderung mengurangi daya beli masyarakat, 
terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga 
dapat menghambat terciptanya pertumbuhan yang 
inklusif. Sebaliknya, stabilitas harga, peningkatan 
investasi, keterbukaan perdagangan, pendalaman 
sektor keuangan, dan pengelolaan fiskal yang sehat 
terbukti mampu memperkuat pemerataan 
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kesempatan ekonomi. Literatur juga menunjukkan 
bahwa kebutuhan kebijakan berbeda sesuai dengan 
tingkat pembangunan suatu negara. Negara 
berpendapatan rendah lebih membutuhkan 
perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, dan kesempatan kerja sebagai dasar 
pertumbuhan inklusif. Sementara itu, negara 
berpendapatan menengah dan tinggi lebih 
memerlukan kebijakan yang berorientasi pada 
peningkatan kualitas distribusi kesempatan 
ekonomi, inovasi, dan efisiensi kelembagaan. Oleh 
karena itu, seluruh faktor penentu pertumbuhan 
ekonomi inklusif harus dipandang sebagai suatu 
sistem yang saling memperkuat. Kombinasi antara 
modal manusia yang berkualitas, digitalisasi dan 
inklusi keuangan yang didukung infrastruktur, 
institusi yang efektif, serta stabilitas makroekonomi 
akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih 
luas, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan 
(Meniago, 2025; Munir dkk., 2022; Sajid dkk., 2023; 
Xi & Wang, 2023). 

4. Tantangan dan Strategi Mewujudkan 
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Era 
Transformasi Digital 

Transformasi digital telah menjadi salah satu 
penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada era 
modern, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan 
baru dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif. Perkembangan teknologi digital 
mampu memperluas akses terhadap pasar, layanan 
publik, pendidikan, informasi, dan berbagai peluang 
usaha yang sebelumnya sulit dijangkau oleh 
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masyarakat. Namun demikian, manfaat tersebut 
tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh 
kelompok masyarakat karena masih terdapat 
kesenjangan dalam akses teknologi, keterampilan 
digital, serta kualitas tata kelola. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki karakter 
sebagai pedang bermata dua, yaitu mampu 
mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus 
berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak 
disertai kebijakan yang inklusif. Perbedaan tingkat 
kesiapan teknologi antardaerah dan antarkelompok 
sosial menjadi salah satu faktor utama yang 
memengaruhi distribusi manfaat transformasi 
digital. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan 
ekonomi digital tidak hanya diukur berdasarkan 
tingkat adopsi teknologi, tetapi juga berdasarkan 
kemampuannya memperluas kesempatan ekonomi 
secara adil. Pendekatan pembangunan yang 
berorientasi pada inklusivitas menjadi semakin 
penting agar transformasi digital tidak menghasilkan 
kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses 
pembangunan. Dengan demikian, strategi digital 
harus dirancang untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata 
dan berkelanjutan (Anggono dkk., 2025; Bayumi dkk., 
2024; Hu dkk., 2026; Xiao dkk., 2024). 

Salah satu tantangan terbesar dalam 
transformasi digital adalah masih tingginya tingkat 
ketimpangan dan kesenjangan digital antara wilayah 
perkotaan dan perdesaan maupun antarkelompok 
masyarakat. Infrastruktur digital yang belum merata 
menyebabkan akses terhadap internet, layanan 
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digital, dan teknologi informasi masih terkonsentrasi 
di wilayah yang lebih maju. Kondisi tersebut 
membatasi kesempatan masyarakat di daerah 
tertinggal untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, 
layanan kesehatan, layanan pemerintahan, serta 
berbagai peluang ekonomi berbasis digital. Selain 
kesenjangan wilayah, literatur juga menunjukkan 
adanya perbedaan akses digital berdasarkan tingkat 
pendapatan, gender, dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah, 
perempuan, dan masyarakat yang tinggal di wilayah 
terpencil cenderung menghadapi hambatan yang 
lebih besar dalam memanfaatkan teknologi digital. 
Akibatnya, manfaat transformasi digital dalam 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan belum dapat dirasakan secara merata. 
Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa 
kesenjangan infrastruktur digital memperbesar 
risiko eksklusi ekonomi karena masyarakat 
kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, 
pemerataan pembangunan infrastruktur digital 
menjadi prasyarat penting dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan 
akses terhadap internet dan layanan digital akan 
memperluas kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi 
(Anggono dkk., 2025; Erangi & Stecenko, 2023; Patel, 
2024; Suntsova, 2024; Tay dkk., 2022). 

Perkembangan ekonomi digital juga 
memberikan dampak yang kompleks terhadap 
tingkat ketimpangan pendapatan. Berbagai 
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penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara 
digitalisasi dan ketimpangan bersifat nonlinier 
sehingga hasilnya sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik masing-masing negara dan wilayah. 
Pada satu sisi, digitalisasi mampu meningkatkan 
produktivitas, memperluas kesempatan usaha, dan 
membuka akses terhadap pasar yang lebih luas 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Namun, di sisi lain, kelompok 
masyarakat yang memiliki keterampilan digital 
rendah cenderung mengalami kesulitan dalam 
memanfaatkan peluang tersebut sehingga 
kesenjangan ekonomi dapat semakin melebar. Inklusi 
keuangan digital terbukti mampu membantu 
mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan 
akses terhadap tabungan, kredit, pembayaran digital, 
dan layanan keuangan lainnya. Akan tetapi, manfaat 
tersebut hanya dapat dicapai apabila masyarakat 
memiliki tingkat literasi digital yang memadai serta 
prosedur layanan yang mudah dipahami. Tanpa 
peningkatan kapasitas masyarakat, digitalisasi justru 
berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi 
yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, 
pengembangan ekonomi digital harus disertai 
kebijakan yang memperhatikan aspek pemerataan 
akses dan peningkatan kompetensi masyarakat. 
Pendekatan tersebut menjadi penting agar 
transformasi digital benar-benar mampu 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
(Hu dkk., 2026; Tay dkk., 2022). 

Transformasi digital juga membawa 
perubahan besar terhadap struktur pasar kerja 
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melalui penerapan otomatisasi dan Artificial 
Intelligence (AI). Perubahan tersebut menyebabkan 
berbagai pekerjaan rutin mulai digantikan oleh 
teknologi, sementara kebutuhan terhadap tenaga 
kerja dengan keterampilan analitis, kreatif, digital, 
dan interpersonal semakin meningkat. Pergeseran 
struktur pekerjaan ini memunculkan fenomena 
polarisasi pasar tenaga kerja, yaitu meningkatnya 
permintaan terhadap pekerja berkeahlian tinggi, 
sedangkan pekerja dengan keterampilan rendah 
menjadi lebih rentan kehilangan pekerjaan. Kondisi 
tersebut dapat memperdalam ketimpangan sosial 
dan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan 
kebijakan pengembangan sumber daya manusia. 
Berbagai penelitian menekankan bahwa program 
reskilling dan upskilling menjadi strategi yang paling 
efektif dalam membantu tenaga kerja beradaptasi 
terhadap perubahan kebutuhan pasar. Melalui 
peningkatan kompetensi, tenaga kerja memiliki 
peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan 
berbagai kesempatan kerja baru yang muncul akibat 
transformasi digital. Oleh karena itu, investasi dalam 
pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan 
keterampilan digital harus menjadi prioritas dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
Adaptasi tenaga kerja terhadap perkembangan 
teknologi akan menentukan keberhasilan 
pembangunan ekonomi pada era digital (Mula & 
Ristiani, 2025; Suntsova, 2024; Waroi dkk., 2025; 
Yolusever, 2025). 

Selain tenaga kerja, usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) juga menghadapi berbagai 
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tantangan dalam proses transformasi digital. 
Hambatan utama yang sering ditemukan meliputi 
keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, kurangnya pengetahuan mengenai 
teknologi digital, serta terbatasnya kemampuan 
dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi. 
Kondisi tersebut menyebabkan banyak UMKM belum 
mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital 
secara optimal. Di sisi lain, perkembangan ekonomi 
berbasis platform juga memunculkan tantangan baru 
terkait perlindungan hak-hak pekerja dalam gig 
economy. Regulasi mengenai hubungan kerja, 
jaminan sosial, perlindungan pendapatan, serta 
kepastian hukum bagi pekerja platform masih 
menjadi isu penting yang memerlukan perhatian 
pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan 
kebijakan perlindungan sosial yang mampu 
menjamin kesejahteraan pekerja di tengah 
perubahan struktur pasar kerja. Dukungan terhadap 
UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan digital, 
pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas 
manajerial juga menjadi strategi yang penting dalam 
meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Oleh 
karena itu, pembangunan ekonomi digital harus 
memperhatikan keseimbangan antara peningkatan 
efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap 
kelompok masyarakat yang rentan. Pendekatan 
tersebut akan memperkuat inklusivitas dalam proses 
transformasi digital (Anggono dkk., 2025; Arisena 
dkk., 2024). 
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Strategi transformasi digital yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif 
memerlukan kombinasi berbagai kebijakan yang 
saling melengkapi. Investasi dalam pembangunan 
infrastruktur digital menjadi langkah awal yang 
harus dilakukan untuk memastikan seluruh 
masyarakat memiliki akses yang setara terhadap 
teknologi informasi. Selain itu, peningkatan literasi 
digital menjadi faktor penting agar masyarakat 
mampu memanfaatkan teknologi secara produktif 
dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun 
pelayanan publik. Regulasi yang adaptif juga 
diperlukan untuk mengimbangi perkembangan 
teknologi yang berlangsung sangat cepat sekaligus 
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan 
masyarakat. Berbagai penelitian menegaskan bahwa 
dukungan terhadap UMKM, pembangunan daerah 
tertinggal, penguatan tata kelola pemerintahan, serta 
peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital 
merupakan bagian penting dari strategi transformasi 
digital yang inklusif. Infrastruktur, literasi digital, dan 
governance yang efektif harus dikembangkan secara 
bersamaan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan 
oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan 
demikian, strategi digital tidak hanya berorientasi 
pada peningkatan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada 
perluasan kesempatan ekonomi dan pemerataan 
kesejahteraan. Sinergi antarberbagai kebijakan 
tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan (Anggono dkk., 2025; Bayumi dkk., 
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2024; Erangi & Stecenko, 2023; Waroi dkk., 2025; 
Yoganandham & Kareem, 2025). 

Perkembangan literatur terbaru juga 
menunjukkan bahwa transformasi digital perlu 
diintegrasikan dengan agenda ekonomi hijau untuk 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Digitalisasi mampu meningkatkan 
efisiensi penggunaan energi, mempercepat inovasi 
hijau, mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok, 
serta mendukung pengurangan emisi karbon melalui 
pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain 
dan Artificial Intelligence (AI). Namun demikian, 
manfaat ekonomi digital dan ekonomi hijau tidak 
selalu tersebar secara merata karena wilayah yang 
memiliki kapasitas ekonomi dan teknologi lebih 
tinggi cenderung memperoleh keuntungan yang lebih 
besar dibandingkan daerah yang masih tertinggal. 
Oleh sebab itu, strategi transformasi digital harus 
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 
wilayah agar mampu menjawab kebutuhan 
pembangunan lokal. Pendekatan yang seragam tidak 
akan efektif karena tingkat kesiapan infrastruktur, 
kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas 
kelembagaan setiap daerah berbeda-beda. Integrasi 
antara digitalisasi, inovasi hijau, transformasi 
industri, serta kebijakan pembangunan wilayah 
menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, tantangan 
utama pertumbuhan ekonomi inklusif pada era 
transformasi digital bukan hanya mempercepat 
adopsi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa 
manfaat digitalisasi dapat memperluas akses 
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ekonomi, melindungi tenaga kerja, mengurangi 
ketimpangan, serta mendukung transisi menuju 
pembangunan hijau yang adil dan berkelanjutan (Z. 
Chen & Xing, 2025; Hong & Xiao, 2024; Hu dkk., 2026; 
Ruili dkk., 2024; Xin dkk., 2023). 

5. Kebijakan dan Kolaborasi Multipihak dalam 
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 
Berkelanjutan 

Pertumbuhan ekonomi inklusif yang 
berkelanjutan tidak dapat diwujudkan hanya melalui 
intervensi pemerintah atau mekanisme pasar secara 
terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi yang 
erat antara berbagai pemangku kepentingan. 
Literatur mutakhir menunjukkan bahwa 
pembangunan yang inklusif merupakan hasil dari 
sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga 
keuangan, akademisi, masyarakat sipil, dan 
komunitas lokal dalam menciptakan ekosistem 
pembangunan yang saling mendukung. Pendekatan 
kolaboratif tersebut memungkinkan pemanfaatan 
sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas 
kelembagaan secara lebih efektif untuk mencapai 
tujuan pembangunan bersama. Selain itu, kerja sama 
lintas sektor mampu menghasilkan kebijakan yang 
lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta 
meningkatkan efisiensi implementasi berbagai 
program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 
inklusif juga memerlukan koordinasi yang kuat agar 
berbagai kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan 
dapat berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, 
keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan 
oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan 
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berbagai aktor dalam membangun kemitraan yang 
produktif dan berkelanjutan. Berbagai penelitian 
menegaskan bahwa kolaborasi multipihak 
merupakan pendekatan yang paling efektif dalam 
menjawab kompleksitas tantangan pembangunan 
pada era modern. Dengan demikian, pembangunan 
ekonomi inklusif harus dipahami sebagai proses 
kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. 
Pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam 
mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau 
SDGs) (Basheer dkk., 2022; Horan, 2022; Oliveira-
Duarte dkk., 2021). 

Pemerintah memiliki peran utama sebagai 
arsitek ekosistem pertumbuhan ekonomi inklusif 
melalui penyusunan kebijakan, koordinasi 
antarkementerian, penyediaan regulasi, serta 
penciptaan lingkungan yang mendukung kolaborasi 
lintas sektor. Pemerintah juga berfungsi sebagai 
perantara yang menghubungkan berbagai pemangku 
kepentingan, khususnya pada tingkat daerah, 
sehingga kebijakan pembangunan dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping 
itu, pemerintah bertanggung jawab menyediakan 
infrastruktur, memperkuat kelembagaan, serta 
memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat 
dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. 
Sementara itu, sektor swasta berkontribusi melalui 
investasi, pengembangan teknologi, inovasi, efisiensi 
manajemen, dan peningkatan kapasitas 
implementasi berbagai program pembangunan. 
Peran sektor swasta akan memberikan dampak yang 
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lebih besar apabila didukung oleh tata kelola yang 
inklusif, transparan, dan akuntabel sehingga 
kepentingan ekonomi dapat berjalan seiring dengan 
tujuan pembangunan sosial. Hubungan yang saling 
melengkapi antara pemerintah dan sektor swasta 
menjadi dasar dalam menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut 
memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara 
lebih optimal dibandingkan apabila masing-masing 
aktor bekerja secara terpisah. Oleh karena itu, 
kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta 
menjadi salah satu strategi utama dalam 
mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif 
(Hoda & Hoda, 2025; Horan, 2022; Masuda dkk., 
2022; Oliveira-Duarte dkk., 2021; Shylepnytskyy & 
Petrova, 2024). 

Selain pemerintah dan sektor swasta, usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran 
strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi 
lokal, pencipta lapangan kerja, serta instrumen 
penting dalam pengurangan kemiskinan. UMKM 
mampu memperluas kesempatan kerja dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat karena 
memiliki kemampuan menjangkau berbagai lapisan 
ekonomi hingga tingkat akar rumput. Meskipun 
demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai 
hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap 
pembiayaan, teknologi, pasar, dan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, 
penguatan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, 
digitalisasi usaha, serta perluasan akses pembiayaan 
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menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan 
pertumbuhan ekonomi inklusif. Di sisi lain, akademisi 
berperan menyediakan dukungan ilmiah melalui 
penelitian, pengembangan metodologi, penyediaan 
data, evaluasi kebijakan, serta program capacity 
building yang mampu meningkatkan efektivitas 
implementasi pembangunan. Kontribusi akademisi 
sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan 
yang diterapkan berbasis bukti ilmiah (evidence-
based policy). Dengan demikian, kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, UMKM, dan akademisi 
menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih 
kuat dan berkelanjutan. Sinergi tersebut 
memungkinkan proses pembangunan berjalan 
secara lebih terarah, terukur, dan adaptif terhadap 
perubahan lingkungan strategis (Judijanto dkk., 
2025; M. Mishra dkk., 2023; Oliveira-Duarte dkk., 
2021; Satria dkk., 2025). 

Masyarakat sipil dan organisasi nirlaba juga 
memiliki kontribusi yang sangat penting dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. 
Berbagai organisasi masyarakat berfungsi sebagai 
penghubung antara kelompok rentan dengan 
pembuat kebijakan sehingga aspirasi masyarakat 
dapat terakomodasi dalam proses pembangunan. 
Selain itu, masyarakat sipil berperan sebagai 
pengawas independen terhadap pelaksanaan 
kebijakan publik untuk memastikan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan tetap 
terjaga. Peran tersebut sangat penting dalam 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai 
program pembangunan yang dilaksanakan 
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pemerintah maupun sektor swasta. Organisasi 
masyarakat juga berkontribusi dalam pemberdayaan 
komunitas melalui pelatihan, pendampingan usaha, 
peningkatan literasi, serta penguatan kapasitas 
kelompok-kelompok yang kurang beruntung. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
keberhasilan pembangunan inklusif sangat 
dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 
evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pelibatan 
masyarakat sipil tidak hanya meningkatkan kualitas 
kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan 
keberlanjutan hasil pembangunan. Kehadiran 
organisasi masyarakat sebagai broker relasional 
menjadi elemen penting dalam membangun 
kemitraan multipihak yang lebih efektif dan inklusif 
(Cruz, 2023; Mariani dkk., 2022). 

Keberhasilan kebijakan pertumbuhan 
ekonomi inklusif juga sangat ditentukan oleh desain 
kemitraan yang dibangun antaraktor. Literatur 
menunjukkan bahwa kemitraan yang efektif memiliki 
karakteristik berupa tujuan yang jelas, pembagian 
tanggung jawab yang terstruktur, indikator 
keberhasilan yang dirumuskan sejak awal, 
mekanisme koordinasi yang kuat, serta sistem 
evaluasi yang berlangsung secara berkelanjutan. 
Pendekatan tersebut memungkinkan setiap aktor 
memahami peran dan kontribusinya dalam mencapai 
tujuan pembangunan bersama. Ketika pemerintah 
menghadapi keterbatasan anggaran dan kebutuhan 
pembangunan infrastruktur yang besar, skema 
Public-Private Partnership (PPP) menjadi salah satu 
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alternatif yang paling banyak digunakan, terutama 
untuk mendukung pencapaian SDG 9 yang berkaitan 
dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Selain itu, 
pembentukan kelompok kerja lintas sektor 
memungkinkan penyusunan program pembangunan 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk 
pengembangan infrastruktur pemasaran, pelatihan 
digital, dan pemberdayaan masyarakat. Model 
kemitraan Public–Private–Producer Partnership (4P) 
juga terbukti mampu meningkatkan produktivitas, 
memperluas akses pasar, menciptakan lapangan 
kerja, dan meningkatkan pendapatan produsen kecil. 
Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa kegagalan kemitraan sering kali bukan 
disebabkan oleh kurangnya jumlah aktor, melainkan 
oleh lemahnya koordinasi, rendahnya tingkat 
kepercayaan, ketimpangan kekuasaan, dan 
perbedaan tujuan antarorganisasi. Oleh karena itu, 
penguatan tata kelola kemitraan menjadi syarat 
utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi 
inklusif (Higham dkk., 2024; Horan, 2022; Maru dkk., 
2026; Masuda dkk., 2022; Mofokeng dkk., 2023; 
Nashrullah dkk., 2024; Nonet dkk., 2022; 
Shylepnytskyy & Petrova, 2024). 

Kebijakan pertumbuhan ekonomi inklusif 
pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat 
dengan pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs), khususnya SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent 
Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, 
Innovation and Infrastructure), serta SDG 10 
(Reduced Inequalities). Keempat tujuan tersebut 
saling berhubungan sehingga kebijakan yang 
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dirancang secara baik umumnya mampu 
memberikan kontribusi terhadap beberapa tujuan 
sekaligus. Upaya pengurangan kemiskinan dan 
ketimpangan banyak dilakukan melalui penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan inklusi keuangan, 
pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan 
kemiskinan multidimensi. Sementara itu, 
pengembangan UMKM, inovasi teknologi, 
pembangunan infrastruktur, serta transformasi 
industri menjadi instrumen utama dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 
dan berdaya saing. Lembaga keuangan juga memiliki 
peran penting melalui penyediaan pembiayaan 
inklusif dan skema blended finance yang mampu 
memperluas akses masyarakat terhadap sumber 
pembiayaan produktif. Dengan demikian, setiap 
aktor memiliki kontribusi yang berbeda, tetapi saling 
melengkapi dalam mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang 
terintegrasi tersebut memungkinkan pembangunan 
ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat 
bergantung pada efektivitas kolaborasi multipihak 
dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan 
pembangunan (Basheer dkk., 2022; Higham dkk., 
2024; Oliveira-Duarte dkk., 2021; Shylepnytskyy & 
Petrova, 2024). 

Secara keseluruhan, kebijakan dan kolaborasi 
multipihak merupakan fondasi utama dalam 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang 
berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai 
koordinator dan penyusun kebijakan, sektor swasta 
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menyediakan investasi dan inovasi, UMKM 
memperkuat ekonomi lokal dan penciptaan lapangan 
kerja, lembaga keuangan mendukung pembiayaan 
inklusif, akademisi menyediakan dasar ilmiah bagi 
perumusan kebijakan, sedangkan masyarakat sipil 
memastikan bahwa proses pembangunan tetap 
inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Sinergi seluruh 
aktor tersebut memungkinkan terciptanya 
pembangunan yang tidak hanya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas 
pemerataan kesempatan dan kesejahteraan 
masyarakat. Meskipun berbagai model kemitraan 
telah berkembang, tantangan utama masih terletak 
pada kemampuan membangun koordinasi yang 
efektif, meningkatkan kepercayaan antarpemangku 
kepentingan, menyelaraskan tujuan pembangunan, 
serta menciptakan sistem evaluasi yang transparan 
dan terukur. Oleh karena itu, penguatan tata kelola 
kolaborasi menjadi agenda yang sangat penting 
dalam mendukung implementasi kebijakan 
pertumbuhan ekonomi inklusif. Kolaborasi 
multipihak yang dirancang secara baik akan mampu 
menghasilkan pembangunan yang lebih adaptif 
terhadap perubahan global sekaligus mempercepat 
pencapaian SDG 1, SDG 8, SDG 9, dan SDG 10. Dengan 
demikian, keberhasilan pertumbuhan ekonomi 
inklusif pada masa depan akan sangat ditentukan 
oleh kualitas kemitraan yang mampu 
mengintegrasikan kepentingan pemerintah, dunia 
usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas 
lokal dalam satu visi pembangunan yang berkeadilan 
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dan berkelanjutan (Basheer dkk., 2022; Higham dkk., 
2024; Horan, 2022; Oliveira-Duarte dkk., 2021).
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BAB III 

TRANSFORMASI PARADIGMA 

EKONOMI DALAM AGENDA 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

(SDGs) 

 

1. Evolusi Paradigma Ekonomi Menuju 
Pembangunan Berkelanjutan 

Paradigma pembangunan ekonomi telah 
mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring 
meningkatnya kesadaran global terhadap berbagai 
tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada 
periode pascaperang, pembangunan umumnya 
dipahami sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui industrialisasi dan peningkatan 
produk domestik bruto (PDB) sebagai indikator 
utama keberhasilan pembangunan. Pendekatan 
tersebut menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi akan secara otomatis meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme 
trickle-down effect. Namun, perkembangan berbagai 
kajian menunjukkan bahwa peningkatan PDB tidak 
selalu diikuti oleh perbaikan kualitas hidup, 
pemerataan kesejahteraan, maupun kelestarian 
lingkungan. Kondisi tersebut mendorong munculnya 
paradigma baru yang menempatkan pembangunan 
manusia sebagai bagian penting dari keberhasilan 
pembangunan. Dalam perkembangannya, paradigma 
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tersebut terus berevolusi hingga melahirkan konsep 
pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan 
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 
seimbang. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa 
keberhasilan pembangunan tidak lagi dinilai semata-
mata dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga dari kemampuannya meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan 
generasi mendatang. Dengan demikian, transformasi 
paradigma ekonomi menjadi landasan utama dalam 
perumusan Agenda 2030 dan Sustainable 
Development Goals (SDGs) sebagai kerangka 
pembangunan global yang lebih komprehensif. 
Evolusi tersebut menandai perubahan orientasi 
pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menuju 
kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan (D. 
Khan, 2026; X. Wang & Zheng, 2024). 

Perubahan paradigma tersebut tidak terlepas 
dari berbagai kritik terhadap model pembangunan 
yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 
semata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pendekatan konvensional sering menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diikuti oleh 
meningkatnya degradasi lingkungan, eksploitasi 
sumber daya alam, pencemaran, serta ketimpangan 
sosial yang semakin besar. Model pembangunan yang 
berorientasi pada ekspansi produksi juga dinilai 
kurang mampu menjawab persoalan kemiskinan, 
ketidaksetaraan pendapatan, dan kerusakan 
ekosistem yang semakin kompleks. Oleh karena itu, 
pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai 
tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai 
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instrumen untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat yang lebih luas. Berbagai kajian 
menegaskan bahwa pembangunan harus mampu 
menciptakan keseimbangan antara efisiensi 
ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan 
lingkungan. Pergeseran tersebut memperlihatkan 
bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup 
diukur melalui indikator ekonomi makro, tetapi juga 
harus mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup 
dan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan 
demikian, paradigma pembangunan berkelanjutan 
lahir sebagai respons terhadap berbagai kelemahan 
model pembangunan konvensional yang kurang 
memperhatikan dimensi sosial dan ekologis. 
Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan 
manusia sebagai tujuan utama yang harus dicapai 
melalui pemanfaatan sumber daya secara 
bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembangunan 
ekonomi modern semakin menekankan pentingnya 
keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan, dan 
keberlanjutan (Amsari dkk., 2024; Edwards, 2021; 
Ghosh & Pearson, 2025; Ha, 2024; Kallis dkk., 2025; 
Nemchenko dkk., 2021; Shao dkk., 2026; X. Wang & 
Zheng, 2024). 

Perkembangan berikutnya menunjukkan 
adanya pergeseran paradigma dari economic growth 
menuju inclusive and sustainable development. 
Paradigma baru ini menempatkan pertumbuhan 
ekonomi sebagai salah satu komponen pembangunan 
yang harus mampu menghasilkan manfaat bagi 
seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi 
kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi 
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kebutuhannya. Pembangunan tidak lagi hanya 
berorientasi pada peningkatan output ekonomi, 
tetapi juga pada perluasan kesempatan, pengurangan 
kemiskinan, pemerataan distribusi manfaat 
pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. Dalam perspektif ini, keberhasilan 
pembangunan diukur melalui kemampuan 
menciptakan pertumbuhan yang inklusif, yaitu 
pertumbuhan yang melibatkan kelompok rentan, 
memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, dan layanan publik, serta mengurangi 
berbagai bentuk eksklusi sosial. Evolusi paradigma 
pembangunan tersebut juga memperlihatkan 
perubahan fokus dari ekonomi yang hanya 
berorientasi pada PDB menuju pendekatan yang 
lebih menekankan kebutuhan dasar manusia, 
pembangunan manusia, pembangunan inklusif, 
hingga pembangunan berkelanjutan. Setiap tahap 
perkembangan paradigma memberikan koreksi 
terhadap keterbatasan pendekatan sebelumnya 
sehingga menghasilkan konsep pembangunan yang 
semakin komprehensif. Oleh karena itu, 
pembangunan ekonomi inklusif menjadi jembatan 
penting dalam menghubungkan pertumbuhan 
ekonomi dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini 
memperkuat keyakinan bahwa pembangunan harus 
menghasilkan manfaat ekonomi yang merata 
sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Amsari 
dkk., 2024; Edwards, 2021; Ghosh & Pearson, 2025; 
Kamran dkk., 2022; D. Khan, 2026; Krysovatyy dkk., 
2024; Xetor & Mensah, 2025). 
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Agenda 2030 menjadi tonggak penting yang 
memformalkan perubahan paradigma pembangunan 
tersebut melalui penyusunan 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) dan 169 target yang 
disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Kerangka ini dirancang sebagai 
pedoman global yang mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu agenda 
pembangunan yang utuh. SDGs dibangun atas 
pemahaman bahwa berbagai persoalan global, 
seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, 
ketimpangan, perubahan iklim, dan kerusakan 
lingkungan memiliki hubungan yang saling 
memengaruhi sehingga tidak dapat diselesaikan 
secara parsial. Oleh karena itu, setiap tujuan 
pembangunan harus dipandang sebagai bagian dari 
suatu sistem yang saling terhubung. Pendekatan 
tersebut menempatkan SDGs sebagai suatu 
indivisible whole, yaitu keseluruhan tujuan yang 
harus dicapai secara terpadu melalui sinergi lintas 
sektor dan lintas kebijakan. Dengan demikian, 
keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung 
pada pencapaian satu indikator tertentu, tetapi pada 
kemampuan mengintegrasikan seluruh tujuan 
pembangunan secara seimbang. Agenda 2030 juga 
menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus 
berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan 
serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan 
yang holistik tersebut menjadi ciri utama paradigma 
pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21 (Del 
Rí o Castro dkk., 2021; Mehan, 2025; Weiland dkk., 
2021). 



 

Dr. Eddy Silamat, S.P., M.Si.                                 | 83 
 

Meskipun Agenda 2030 telah menjadi acuan 
pembangunan global, implementasinya masih 
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa koordinasi 
lintas sektor, tata kelola pemerintahan, kapasitas 
kelembagaan, serta integrasi kebijakan masih 
menjadi kendala utama dalam mencapai target SDGs. 
Banyak negara masih menghadapi fragmentasi 
kebijakan sehingga pelaksanaan pembangunan 
belum mampu menghasilkan sinergi yang optimal 
antartujuan pembangunan. Selain itu, laporan 
perkembangan SDGs menunjukkan bahwa hingga 
saat ini hanya sekitar 17% target pembangunan yang 
berada pada jalur pencapaian yang sesuai dengan 
target global. Keterlambatan tersebut semakin 
diperburuk oleh berbagai krisis global, seperti 
pandemi, konflik geopolitik, ketidakstabilan 
ekonomi, perubahan iklim, serta meningkatnya 
ketimpangan sosial di berbagai negara. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa pencapaian 
pembangunan berkelanjutan memerlukan 
transformasi yang lebih mendalam daripada sekadar 
perubahan kebijakan sektoral. Diperlukan 
perubahan tata kelola, pola pembangunan, serta 
model kerja sama internasional yang lebih adaptif 
terhadap berbagai tantangan global. Oleh karena itu, 
keberhasilan Agenda 2030 sangat bergantung pada 
kemampuan setiap negara melakukan transformasi 
kelembagaan dan memperkuat kolaborasi 
multipihak secara berkelanjutan (Mehan, 2025; Shao 
dkk., 2026; Weiland dkk., 2021). 
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Perubahan paradigma pembangunan juga 
mendorong berkembangnya berbagai pendekatan 
ekonomi alternatif yang berupaya menjawab 
keterbatasan paradigma neoklasik. Literatur 
mutakhir menunjukkan bahwa tidak terdapat satu 
model ekonomi yang sepenuhnya disepakati sebagai 
pengganti paradigma lama, tetapi berbagai 
pendekatan baru terus berkembang sebagai respons 
terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. 
Beberapa konsep yang banyak dibahas meliputi 
green growth, doughnut economics, steady-state 
economy, degrowth, wellbeing economy, dan post-
growth. Masing-masing pendekatan menawarkan 
perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, 
pemanfaatan sumber daya alam, serta batas ekologis 
planet. Sebagian pendekatan masih 
mempertahankan pentingnya pertumbuhan ekonomi 
dengan menekankan inovasi dan efisiensi sumber 
daya, sedangkan pendekatan lainnya mengusulkan 
perubahan yang lebih mendasar melalui 
pengurangan orientasi terhadap pertumbuhan 
material. Berbagai alternatif tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan ekonomi masa depan semakin 
menempatkan kesejahteraan manusia dan 
keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama. Oleh 
karena itu, diskusi mengenai paradigma ekonomi 
terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan 
akan model pembangunan yang lebih adaptif 
terhadap tantangan global. Perdebatan tersebut 
memperkaya perspektif mengenai arah transformasi 
ekonomi dalam mendukung pembangunan 
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berkelanjutan (Edwards, 2021; Ghosh & Pearson, 
2025; Hayden, 2024; Kallis dkk., 2025). 

Salah satu perdebatan yang banyak muncul 
dalam literatur berkaitan dengan efektivitas 
pendekatan green growth dibandingkan pendekatan 
wellbeing economy dan post-growth. Sebagian 
penelitian berpendapat bahwa green growth belum 
sepenuhnya merepresentasikan perubahan 
paradigma karena masih mempertahankan orientasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi material meskipun 
menggunakan teknologi yang lebih ramah 
lingkungan. Sebaliknya, pendekatan wellbeing 
economy dan post-growth secara lebih tegas 
mengalihkan fokus pembangunan dari peningkatan 
PDB menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dalam batas-batas ekologis planet. Meskipun 
demikian, implementasi kedua pendekatan tersebut 
masih menghadapi berbagai tantangan karena belum 
terdapat model kebijakan yang seragam dan dapat 
diterapkan secara universal. Perbedaan kondisi 
sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan setiap 
negara menyebabkan proses transformasi paradigma 
ekonomi berlangsung dengan karakteristik yang 
berbeda-beda. Namun, seluruh pendekatan tersebut 
memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 
Dengan demikian, evolusi paradigma ekonomi 
menuju pembangunan berkelanjutan menunjukkan 
adanya pergeseran mendasar dari growth-oriented 
economy menuju pembangunan yang lebih inklusif, 
adil, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis. 
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Agenda 2030 beserta SDGs menjadi representasi 
paling komprehensif dari perubahan paradigma 
tersebut, meskipun implementasinya masih 
menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan 
tata kelola, dinamika krisis global, serta perlunya 
transformasi sistem ekonomi secara lebih 
menyeluruh (Ghosh & Pearson, 2025; Ha, 2024; 
Hayden, 2024; Kallis dkk., 2025). 

2. Transformasi Model Ekonomi: Ekonomi Sirkular, 
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Digital 

Transformasi model ekonomi berkelanjutan 
merupakan respons terhadap meningkatnya 
kompleksitas tantangan global yang meliputi 
keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim, 
peningkatan kebutuhan energi, serta tuntutan 
pembangunan yang lebih inklusif. Berbagai literatur 
menunjukkan bahwa transformasi ini tidak lagi 
dipahami sebagai pergantian dari satu model 
ekonomi ke model lainnya, melainkan sebagai proses 
konvergensi berbagai pendekatan yang saling 
melengkapi dalam mencapai keberlanjutan. 
Pendekatan seperti ekonomi sirkular, ekonomi hijau, 
ekonomi digital, dan bioekonomi berkembang secara 
bersamaan untuk menciptakan sistem ekonomi yang 
lebih efisien, inovatif, tangguh, dan berdaya saing. 
Masing-masing model memiliki karakteristik dan 
fokus yang berbeda, tetapi seluruhnya bertujuan 
meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, 
mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan 
nilai ekonomi yang lebih besar. Integrasi berbagai 
model tersebut memungkinkan pembangunan 
ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan 



 

Dr. Eddy Silamat, S.P., M.Si.                                 | 87 
 

produktivitas, tetapi juga pada pelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu, transformasi model ekonomi 
berkelanjutan dipandang sebagai fondasi penting 
dalam mendukung pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs). Konvergensi berbagai 
paradigma ekonomi tersebut menunjukkan bahwa 
keberlanjutan memerlukan pendekatan 
multidimensional yang menghubungkan inovasi 
teknologi, efisiensi sumber daya, serta tata kelola 
yang adaptif. Dengan demikian, pembangunan 
ekonomi masa depan semakin bergantung pada 
kemampuan mengintegrasikan berbagai model 
ekonomi ke dalam satu ekosistem pembangunan 
yang saling mendukung (D’Amato & Korhonen, 2021; 
Hubarieva & Marushchenko, 2025; Yin et al., 2023). 

Ekonomi sirkular merupakan salah satu 
model yang paling banyak dikembangkan dalam 
upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 
daya. Berbeda dengan sistem ekonomi linear yang 
menerapkan pola take-make-waste, ekonomi sirkular 
mengedepankan siklus tertutup melalui 
pengurangan limbah, penggunaan kembali, 
perbaikan, remanufacturing, dan daur ulang produk 
sehingga nilai material dapat dipertahankan selama 
mungkin. Pendekatan ini mendorong perusahaan 
untuk mendesain produk yang memiliki umur pakai 
lebih panjang, mudah diperbaiki, serta dapat didaur 
ulang setelah masa penggunaannya berakhir. 
Transformasi tersebut tidak hanya mengurangi 
volume limbah, tetapi juga meningkatkan efisiensi 
penggunaan energi dan bahan baku sehingga biaya 
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produksi dapat ditekan. Selain itu, ekonomi sirkular 
memperkuat ketahanan perusahaan terhadap 
kelangkaan sumber daya dan fluktuasi harga bahan 
baku melalui optimalisasi pemanfaatan material yang 
telah tersedia. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan ekonomi sirkular mampu 
mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus 
meningkatkan daya saing industri melalui inovasi 
model bisnis yang lebih berkelanjutan. Oleh karena 
itu, ekonomi sirkular menjadi salah satu strategi 
utama dalam mendukung transformasi menuju 
sistem produksi dan konsumsi yang lebih 
bertanggung jawab. Implementasi model ini juga 
membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru 
yang berbasis inovasi dan efisiensi sumber daya. 
Dengan demikian, ekonomi sirkular menjadi pilar 
penting dalam pembangunan ekonomi yang 
berorientasi pada keberlanjutan (Rosa rio et al., 2024; 
Georgescu et al., 2025; Elhaj et al., 2025). 

Perkembangan ekonomi sirkular kemudian 
melahirkan konsep bioekonomi sirkular yang 
mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya hayati 
terbarukan dengan prinsip-prinsip sirkularitas. 
Bioekonomi sirkular memanfaatkan biomassa, 
limbah organik, hasil samping industri, serta 
bioteknologi sebagai bahan baku untuk 
menghasilkan produk, energi, maupun material yang 
memiliki nilai tambah tinggi. Pendekatan ini 
memungkinkan terjadinya regenerasi sumber daya 
sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap 
bahan baku berbasis fosil. Pemanfaatan teknologi 
biorefinery dan simbiosis industri juga mendorong 
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terciptanya sistem produksi yang lebih efisien karena 
limbah dari satu proses dapat dimanfaatkan sebagai 
input bagi proses lainnya. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa kombinasi antara praktik lean 
manufacturing, teknologi digital, dan inovasi hijau 
memberikan hasil yang lebih optimal dalam 
mempercepat transisi menuju bioekonomi sirkular. 
Integrasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi 
operasional, mengurangi limbah produksi, 
memperkuat daya saing industri berbasis hayati, 
serta mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh 
karena itu, bioekonomi sirkular dipandang sebagai 
model ekonomi yang mampu menghubungkan 
keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan 
ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya biologis 
secara bertanggung jawab. Transformasi menuju 
bioekonomi juga memperluas peluang inovasi pada 
sektor pertanian, kehutanan, pangan, energi, dan 
industri berbasis biomassa. Dengan demikian, 
bioekonomi sirkular menjadi salah satu elemen 
penting dalam sistem ekonomi berkelanjutan 
(Georgescu et al., 2025; Coronado-Contreras et al., 
2025; Halim-Lim et al., 2024). 

Selain ekonomi sirkular dan bioekonomi, 
ekonomi hijau dan ekonomi digital menjadi dua 
pendekatan yang semakin berperan dalam 
mempercepat transformasi pembangunan 
berkelanjutan. Ekonomi hijau berupaya menciptakan 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 
kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan 
melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi 
sumber daya, serta pengurangan emisi karbon. Di sisi 
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lain, ekonomi digital menyediakan infrastruktur 
teknologi yang memungkinkan proses transformasi 
tersebut berlangsung lebih cepat melalui 
pemanfaatan data, konektivitas, otomatisasi, dan 
inovasi digital. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa digitalisasi mampu mempercepat inovasi 
hijau, meningkatkan efisiensi proses produksi, 
memperbaiki struktur industri, serta mendukung 
pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. 
Teknologi digital juga membuka peluang baru dalam 
pengembangan model bisnis berbasis data yang 
mampu meningkatkan produktivitas sekaligus 
mengurangi penggunaan sumber daya secara 
berlebihan. Namun demikian, manfaat ekonomi 
digital belum dirasakan secara merata karena 
wilayah yang memiliki infrastruktur dan kapasitas 
teknologi lebih baik cenderung memperoleh 
keuntungan yang lebih besar dibandingkan daerah 
yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan 
ekonomi digital harus disertai kebijakan pemerataan 
infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan 
penguatan kapasitas inovasi agar manfaatnya dapat 
dirasakan secara lebih luas. Sinergi antara ekonomi 
hijau dan ekonomi digital menjadi salah satu kunci 
dalam mempercepat pencapaian pembangunan 
berkelanjutan (Hubarieva & Marushchenko, 2025; 
Yang et al., 2023; Chen & Xing, 2025; Luo et al., 2022). 

Transformasi ekonomi digital juga 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan inovasi hijau pada tingkat industri 
maupun perusahaan. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa digitalisasi mampu 
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mempercepat pengembangan teknologi ramah 
lingkungan melalui peningkatan keterbukaan 
ekonomi, efisiensi struktur industri, perluasan akses 
pasar, serta penguatan kapasitas inovasi. Penggunaan 
teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), 
Artificial Intelligence (AI), big data, dan blockchain 
memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi 
proses produksi, memperkuat keterlacakan rantai 
pasok, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber 
daya. Pada tingkat perusahaan, transformasi digital 
juga mendorong inovasi rendah karbon melalui 
pengurangan kendala pembiayaan, peningkatan 
transparansi informasi, dan pengurangan 
ketidakpastian lingkungan bisnis. Meskipun 
demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
dampak positif digitalisasi masih lebih dominan 
dirasakan oleh wilayah maju, kota-kota inti, dan 
kawasan dengan kapasitas teknologi yang tinggi 
sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan 
spasial. Oleh sebab itu, kebijakan transformasi digital 
perlu dirancang secara inklusif agar mampu 
memperkecil kesenjangan pembangunan 
antardaerah. Integrasi teknologi digital dengan 
inovasi hijau menjadi strategi penting dalam 
meningkatkan daya saing ekonomi nasional sekaligus 
mempercepat transisi menuju pembangunan rendah 
karbon. Dengan demikian, ekonomi digital tidak 
hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga sebagai katalis transformasi 
menuju keberlanjutan (Luo et al., 2022; Yang et al., 
2023; Chen & Xing, 2025; Yang et al., 2025; Chen, 
2023). 
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Berbagai model ekonomi berkelanjutan pada 
dasarnya memiliki hubungan yang saling melengkapi 
dan membentuk suatu ekosistem transformasi yang 
terintegrasi. Ekonomi sirkular berkontribusi dalam 
meningkatkan efisiensi sumber daya melalui 
pengurangan limbah dan desain ulang produk, 
sedangkan ekonomi hijau menyeimbangkan tujuan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui inovasi hijau 
serta pemanfaatan energi terbarukan. Ekonomi 
digital mendukung seluruh proses tersebut melalui 
pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things 
(IoT), Artificial Intelligence (AI), big data, dan 
blockchain yang meningkatkan efisiensi operasional 
serta keterlacakan proses bisnis. Sementara itu, 
bioekonomi memanfaatkan biomassa, limbah 
organik, teknologi biorefinery, dan simbiosis industri 
sebagai dasar pembangunan ekonomi berbasis 
sumber daya terbarukan. Integrasi keempat model 
tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar 
dibandingkan penerapannya secara terpisah karena 
masing-masing saling memperkuat dalam 
meningkatkan efisiensi, inovasi, daya saing, dan 
keberlanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi 
antarmodel ekonomi memerlukan dukungan 
investasi, pengembangan teknologi, kebijakan 
adaptif, serta kemitraan lintas sektor yang kuat. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan 
sangat bergantung pada kemampuan 
mengintegrasikan seluruh pendekatan tersebut ke 
dalam sistem pembangunan nasional. Pendekatan 
yang holistik akan menghasilkan pembangunan 
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ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan 
berkelanjutan (Sa nchez-Garcí a et al., 2023; D’Amato 
& Korhonen, 2021; Elhaj et al., 2025; Singh et al., 
2025; Coronado-Contreras et al., 2025; Turskis & 
S niokiene , 2024; D’Amico et al., 2022; Wilson et al., 
2024; Supriadi et al., 2025). 

Transformasi model ekonomi berkelanjutan 
pada akhirnya menunjukkan bahwa keberhasilan 
pembangunan tidak ditentukan oleh adopsi satu 
model ekonomi tertentu, melainkan oleh 
kemampuan mengintegrasikan berbagai pendekatan 
secara simultan. Literatur menegaskan bahwa 
organisasi dan pemerintah yang mampu 
mengombinasikan teknologi digital, inovasi hijau, 
perubahan model bisnis, serta prinsip ekonomi 
sirkular akan memperoleh manfaat yang lebih besar 
dalam meningkatkan efisiensi sumber daya, daya 
saing, dan keberlanjutan. Namun, proses 
transformasi tersebut masih menghadapi berbagai 
tantangan, seperti kesenjangan keterampilan tenaga 
kerja, kebutuhan investasi yang besar, ketimpangan 
pembangunan antarwilayah, serta perlunya regulasi 
yang mendukung integrasi teknologi secara adil. Oleh 
karena itu, transformasi ekonomi memerlukan 
kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas 
sumber daya manusia, memperluas akses teknologi, 
meningkatkan investasi berkelanjutan, serta 
mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia 
usaha, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan 
tersebut akan mempercepat terciptanya sistem 
ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global 
sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara 
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pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan 
keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, 
transformasi menuju ekonomi sirkular, hijau, digital, 
dan bioekonomi merupakan proses integrasi lintas 
model yang membangun satu ekosistem 
pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara efisiensi 
sumber daya, inovasi teknologi, daya saing industri, 
dan perlindungan lingkungan menjadi fondasi utama 
bagi pembangunan ekonomi masa depan yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan (Singh et al., 2025; Wilson 
et al., 2024; Sa nchez-Garcí a et al., 2023; Georgescu et 
al., 2025; Chen & Xing, 2025). 

3. Peran Inovasi, Teknologi, dan Transformasi 
Digital dalam Mendukung SDGs 

Transformasi digital telah menjadi salah satu 
pendorong utama dalam mempercepat pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs) melalui 
pemanfaatan berbagai teknologi canggih, seperti 
Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big 
Data, blockchain, dan cloud computing. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa teknologi-teknologi 
tersebut berperan sebagai enabler yang mampu 
meningkatkan efisiensi operasional, memperluas 
akses terhadap layanan, mendukung pemantauan 
secara real-time, serta menghasilkan pengambilan 
keputusan yang lebih akurat pada berbagai sektor 
pembangunan. Setiap teknologi memiliki 
karakteristik dan fungsi yang saling melengkapi 
sehingga memberikan dampak yang lebih besar 
apabila diterapkan secara terpadu. AI berkontribusi 
dalam otomasi proses dan analisis prediktif, IoT 
menyediakan data lapangan secara langsung, Big 
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Data menghasilkan wawasan dari volume data yang 
besar, cloud computing menyediakan kapasitas 
penyimpanan dan komputasi yang fleksibel, 
sedangkan blockchain meningkatkan transparansi 
serta kepercayaan dalam pertukaran data. Sinergi 
antarteknologi tersebut memungkinkan organisasi 
mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan 
responsif terhadap berbagai tantangan 
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai inovasi 
teknologi semata, melainkan sebagai fondasi penting 
dalam mendukung transformasi pembangunan yang 
berorientasi pada keberlanjutan. Temuan tersebut 
diperkuat oleh berbagai penelitian yang menegaskan 
bahwa teknologi digital memiliki kontribusi strategis 
terhadap percepatan pencapaian SDGs di berbagai 
sektor pembangunan (Abbaraju dkk., 2025; 
Ariansyah dkk., 2024; Hong & Xiao, 2024; John dkk., 
2025; Lampropoulos dkk., 2024; Ogundipe dkk., 
2022). 

AI merupakan salah satu teknologi yang 
memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan 
efektivitas pembangunan berkelanjutan. 
Kemampuan AI dalam melakukan analisis data 
secara cepat memungkinkan organisasi 
menghasilkan prediksi yang lebih akurat sehingga 
mendukung pengambilan keputusan yang adaptif. 
Implementasi AI telah banyak diterapkan pada sektor 
kesehatan melalui sistem diagnosis berbasis data, 
sektor pendidikan melalui pembelajaran yang 
dipersonalisasi, serta sektor lingkungan melalui 
pemodelan perubahan iklim dan pengelolaan sumber 
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daya alam. Di sisi lain, perkembangan IoT juga 
mengalami transformasi dari tahap konseptual 
menuju implementasi nyata pada berbagai bidang, 
termasuk industri, pertanian, energi, dan kota cerdas. 
Integrasi IoT dengan cloud computing, edge 
computing, dan machine learning meningkatkan 
skalabilitas sistem serta mempercepat respons 
terhadap kondisi lapangan secara real-time. 
Perkembangan tersebut menghasilkan sistem yang 
mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya 
sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. 
Dengan demikian, AI dan IoT menjadi teknologi 
utama yang mendukung peningkatan kualitas 
layanan publik maupun sektor bisnis dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
(Abubakar dkk., 2025; John dkk., 2025; Kulkov dkk., 
2023). 

Selain AI dan IoT, Big Data, blockchain, dan 
cloud computing juga memiliki peran strategis dalam 
mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada SDG 9 
mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur serta 
SDG 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan 
pembangunan. Big Data memungkinkan organisasi 
melakukan analisis terhadap data dalam jumlah 
besar sehingga menghasilkan informasi yang lebih 
komprehensif untuk mendukung penyusunan 
kebijakan dan mitigasi risiko. Blockchain 
memberikan jaminan transparansi, keamanan, serta 
keterlacakan (traceability) terhadap setiap transaksi 
maupun pertukaran informasi sehingga 
meningkatkan tingkat kepercayaan antarpemangku 
kepentingan. Sementara itu, cloud computing 
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menyediakan infrastruktur digital yang fleksibel, 
efisien, dan mudah diakses sehingga mempercepat 
proses berbagi data serta kolaborasi lintas 
organisasi. Ketiga teknologi tersebut saling 
melengkapi dalam menciptakan sistem informasi 
yang lebih akurat, aman, dan terintegrasi. Oleh 
karena itu, penerapannya menjadi faktor penting 
dalam memperkuat tata kelola digital yang 
mendukung pembangunan berkelanjutan (Hassani 
dkk., 2021; Hong & Xiao, 2024; Ogundipe dkk., 2022). 

Transformasi digital juga memberikan 
dampak yang signifikan terhadap peningkatan 
produktivitas dan inovasi bisnis. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa digitalisasi mampu 
meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat 
proses bisnis, serta memperkuat daya saing 
organisasi apabila teknologi diintegrasikan secara 
menyeluruh ke dalam strategi perusahaan, bukan 
hanya digunakan sebagai alat pendukung. Organisasi 
yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital 
umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik 
dalam menghasilkan inovasi hijau, meningkatkan 
efisiensi penggunaan sumber daya, serta 
memperkuat keberlanjutan bisnis dalam jangka 
panjang. Keberhasilan tersebut semakin optimal 
apabila didukung oleh kepemimpinan digital yang 
mampu menyelaraskan strategi transformasi dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan 
demikian, transformasi digital tidak hanya 
memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga 
mendorong terciptanya nilai sosial dan lingkungan 
yang lebih baik bagi organisasi maupun masyarakat 
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secara luas (Alojail & Khan, 2023; Kulkov dkk., 2023; 
Ogundipe dkk., 2022; Zada dkk., 2025). 

Pada sektor usaha, terutama usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM), transformasi digital 
berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi 
operasional, inovasi produk, serta penguatan 
keunggulan kompetitif. Pemanfaatan Big Data 
memungkinkan pelaku usaha memahami perilaku 
konsumen secara lebih mendalam sehingga 
menghasilkan keputusan bisnis yang lebih tepat 
sasaran. Di sektor manufaktur dan rantai pasok, 
penerapan transformasi digital serta smart 
technologies mampu meningkatkan keberlanjutan 
rantai pasok melalui efisiensi penggunaan sumber 
daya, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas 
layanan. Integrasi AI dengan blockchain 
menghasilkan peningkatan transparansi, akurasi 
data, efisiensi operasional, serta keterlacakan produk 
dari hulu hingga hilir. Kombinasi kedua teknologi 
tersebut juga membantu perusahaan meminimalkan 
pemborosan sekaligus meningkatkan kepercayaan 
konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Oleh 
karena itu, transformasi digital menjadi salah satu 
strategi utama dalam meningkatkan daya saing 
perusahaan sekaligus mendukung praktik bisnis 
yang berkelanjutan (Hong & Xiao, 2024; S. A. R. Khan 
dkk., 2022; Martí nez-Pela ez dkk., 2023; Park & Li, 
2021). 

Kontribusi teknologi digital terhadap 
pencapaian SDGs paling nyata terlihat pada SDG 3 
tentang kesehatan yang baik, SDG 9 mengenai 
industri dan inovasi, SDG 12 mengenai konsumsi dan 
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produksi yang bertanggung jawab, SDG 13 mengenai 
aksi terhadap perubahan iklim, serta SDG 17 
mengenai kemitraan global. Blockchain berperan 
penting dalam meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan keterlacakan pada rantai pasok 
pangan maupun pelaporan Environmental, Social, and 
Governance (ESG). Sementara itu, AI dan IoT mampu 
meningkatkan efisiensi operasional sekaligus 
menghasilkan sistem pemantauan yang lebih akurat 
terhadap dampak berbagai program pembangunan. 
Big Data mendukung proses evaluasi kebijakan 
melalui analisis data berskala besar, sedangkan cloud 
computing memperkuat kolaborasi lintas organisasi 
melalui penyimpanan dan pertukaran data yang lebih 
efisien. Perpaduan berbagai teknologi tersebut 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
meningkatkan efektivitas implementasi berbagai 
program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena 
itu, digitalisasi menjadi salah satu instrumen utama 
dalam mempercepat pencapaian target SDGs secara 
lebih terukur dan transparan (Chandan dkk., 2023; 
John dkk., 2025; Nurgazina dkk., 2021; Ogundipe 
dkk., 2022; Shukla, 2025). 

Meskipun memiliki berbagai manfaat, 
implementasi teknologi digital masih menghadapi 
sejumlah tantangan yang dapat menghambat 
percepatan pencapaian SDGs. Berbagai penelitian 
mengidentifikasi adanya kesenjangan akses 
teknologi, keterbatasan interoperabilitas sistem, 
tingginya biaya implementasi, ancaman keamanan 
siber, perlindungan privasi data, serta kelemahan 
regulasi sebagai hambatan utama dalam 
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transformasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan 
digitalisasi memerlukan pembangunan infrastruktur 
digital yang inklusif, penguatan tata kelola dan etika 
data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, 
serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor 
swasta, akademisi, dan masyarakat. Kepemimpinan 
digital yang inovatif juga menjadi faktor penting 
dalam memastikan transformasi digital mampu 
menghasilkan inovasi hijau dan keberlanjutan 
organisasi. Selain itu, penerapan arsitektur berbasis 
edge computing dinilai lebih sesuai bagi wilayah 
dengan keterbatasan infrastruktur dibandingkan 
sistem yang sepenuhnya bergantung pada pusat data 
terpusat. Secara keseluruhan, AI, IoT, Big Data, 
blockchain, dan cloud computing memiliki potensi 
besar dalam mempercepat pencapaian SDGs apabila 
diimplementasikan secara terintegrasi dengan tata 
kelola yang baik, kebijakan yang inklusif, serta 
strategi pembangunan yang berorientasi pada 
keberlanjutan (Abbaraju dkk., 2025; Abubakar dkk., 
2025; Ariansyah dkk., 2024; Hong & Xiao, 2024; 
Nurgazina dkk., 2021; Ogundipe dkk., 2022; Shukla, 
2025; Zada dkk., 2025). 

4. Integrasi Kebijakan Ekonomi, Lingkungan, dan 
Sosial dalam Agenda SDGs 

Pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs) memerlukan integrasi kebijakan yang mampu 
menyelaraskan dimensi ekonomi, lingkungan, dan 
sosial secara simultan. Pendekatan sektoral yang 
berjalan sendiri-sendiri terbukti kurang efektif dalam 
menghadapi tantangan pembangunan yang semakin 
kompleks. Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi, 
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investasi rendah karbon, perlindungan sosial, serta 
tata kelola pemerintahan perlu dirancang dalam satu 
kerangka yang saling mendukung. Integrasi tersebut 
memungkinkan setiap instrumen kebijakan 
memberikan dampak yang lebih luas terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus 
menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, 
koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk 
mengurangi tumpang tindih kebijakan dan 
meningkatkan efektivitas implementasi SDGs. 
Pemerintah juga dituntut membangun sinergi 
dengan sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, 
dan masyarakat sipil agar proses pembangunan 
berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi 
kebijakan merupakan prasyarat utama dalam 
mempercepat pencapaian target SDGs pada tingkat 
nasional maupun global (Dinh dkk., 2024; Ozili, 
2024). 

Kebijakan makroekonomi memiliki peran 
penting dalam menciptakan stabilitas yang 
mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan 
fiskal, moneter, dan regulasi tidak hanya 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
menentukan keberhasilan pencapaian berbagai 
target SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengaruh masing-masing instrumen kebijakan 
berbeda-beda sesuai dengan karakteristik ekonomi 
dan tingkat pembangunan suatu negara. Belanja 
pemerintah yang diarahkan pada pembangunan 
infrastruktur, energi bersih, pendidikan, dan 
kesehatan terbukti mampu meningkatkan kualitas 
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pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, inflasi yang 
tinggi dan ekspansi jumlah uang beredar yang tidak 
terkendali dapat mengurangi efektivitas 
pembangunan melalui penurunan daya beli 
masyarakat dan meningkatnya ketidakpastian 
ekonomi. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif 
juga terbukti mampu meningkatkan investasi pada 
sektor energi terbarukan di negara-negara G7, 
sedangkan kebijakan moneter yang terlalu longgar 
justru berpotensi mengurangi investasi pada sektor 
tersebut. Selain itu, kualitas tata kelola regulasi 
menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan 
pencapaian SDGs, khususnya pada sektor kesehatan 
dan pengelolaan sumber daya air (Abeysekera, 2024; 
Dinh dkk., 2024; Ozili, 2024; C. Sun dkk., 2022). 

Integrasi kebijakan makroekonomi juga 
harus memperhatikan keseimbangan antara 
stabilitas ekonomi jangka pendek dan pembangunan 
berkelanjutan dalam jangka panjang. Fokus kebijakan 
yang hanya diarahkan pada pemulihan ekonomi 
tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan 
dapat menyebabkan stagnasi pencapaian berbagai 
target SDGs, terutama pada sektor sosial, energi, dan 
kelembagaan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara 
kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi perlu 
dilakukan secara komprehensif agar setiap kebijakan 
mampu mendukung transformasi ekonomi yang 
inklusif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa 
kebijakan anggaran memberikan prioritas pada 
investasi publik yang memiliki dampak sosial dan 
lingkungan yang tinggi. Di sisi lain, bank sentral perlu 
menjaga stabilitas moneter tanpa menghambat 
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pembiayaan bagi sektor-sektor yang mendukung 
transisi menuju ekonomi hijau. Dengan demikian, 
integrasi kebijakan makroekonomi menjadi fondasi 
penting dalam membangun sistem pembangunan 
yang lebih tangguh dan berkelanjutan (Abeysekera, 
2024; Dinh dkk., 2024; Ozili, 2024). 

Percepatan transisi menuju ekonomi rendah 
karbon sangat bergantung pada kemampuan negara 
mengintegrasikan berbagai instrumen pembiayaan 
berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa green 
bonds, green credit, sustainability-linked loans, 
blended finance, dan kemitraan pemerintah dengan 
swasta (Public-Private Partnership atau PPP) 
merupakan instrumen yang efektif dalam 
mendukung pembangunan rendah emisi apabila 
didukung oleh standar pelaporan Environmental, 
Social, and Governance (ESG) yang konsisten, 
kepastian regulasi, serta mekanisme mitigasi risiko 
investasi. Green bonds mampu menghimpun modal 
bagi proyek-proyek ramah lingkungan, sedangkan 
green credit memberikan akses pembiayaan dengan 
biaya yang lebih rendah bagi investasi energi bersih. 
Blended finance memungkinkan pemerintah menarik 
partisipasi modal swasta melalui dukungan dana 
publik yang terbatas, sementara PPP mempercepat 
pembangunan infrastruktur rendah karbon melalui 
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. 
Kombinasi berbagai instrumen tersebut mampu 
meningkatkan efektivitas pembiayaan sekaligus 
mempercepat pencapaian target pembangunan 
berkelanjutan (F. Ahmad dkk., 2026; Akomolehin, 
2025; Dubey & Pal, 2025; T. P. Nugroho, 2025). 
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Meskipun demikian, peningkatan investasi 
dan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis 
menghasilkan pembangunan yang ramah lingkungan. 
Penelitian menunjukkan bahwa investasi asing 
langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) dan 
pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkatkan 
emisi karbon apabila kualitas investasi rendah atau 
sektor keuangan tidak diarahkan pada aktivitas yang 
mendukung ekonomi hijau. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang 
memastikan bahwa setiap investasi memenuhi 
prinsip keberlanjutan melalui penerapan standar 
ESG, pengawasan terhadap proyek investasi, serta 
pemberian insentif bagi sektor yang berkontribusi 
terhadap pengurangan emisi karbon. Regulasi yang 
jelas dan konsisten juga menjadi faktor penting untuk 
meningkatkan kepercayaan investor sekaligus 
mengurangi risiko investasi hijau. Dengan demikian, 
keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah 
karbon sangat bergantung pada kualitas tata kelola 
investasi serta efektivitas kebijakan publik dalam 
mengarahkan aliran modal menuju aktivitas yang 
berkelanjutan (F. Ahmad dkk., 2026; Akomolehin, 
2025; Dubey & Pal, 2025; A. Nugroho dkk., 2025; 
Tariq dkk., 2025). 

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, 
pencapaian SDGs yang inklusif memerlukan sistem 
perlindungan sosial yang terintegrasi dengan tata 
kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 
Perlindungan sosial tidak cukup diwujudkan melalui 
program bantuan yang berdiri sendiri, tetapi harus 
menjadi bagian dari sistem kebijakan yang mampu 
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menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, 
kesempatan ekonomi, serta perlindungan dari 
berbagai risiko sosial. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa tantangan utama pada negara 
berpendapatan rendah meliputi fragmentasi 
kebijakan, keterbatasan kapasitas pemantauan, 
minimnya pembiayaan, serta lemahnya 
pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan 
program pembangunan. Digitalisasi sistem 
perlindungan sosial dapat meningkatkan efisiensi 
pelayanan publik, namun efektivitasnya sangat 
bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, 
kemampuan pengguna, dan kesesuaian sistem 
dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, 
reformasi tata kelola menjadi faktor yang tidak 
terpisahkan dari penguatan sistem perlindungan 
sosial dalam mendukung pencapaian SDGs (Fo dkk., 
2025; Ncube dkk., 2023; Shabbir & Salman, 2025). 

Keberhasilan integrasi kebijakan untuk 
mencapai SDGs juga ditentukan oleh kualitas tata 
kelola pemerintahan, koordinasi lintas sektor, serta 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi 
publik. Penerapan pajak progresif, peningkatan 
pembiayaan internasional, penguatan transparansi 
anggaran, audit berbasis keadilan (equity audit), dan 
pengambilan keputusan berbasis data menjadi 
strategi penting dalam menciptakan pembangunan 
yang lebih inklusif. Di sisi lain, praktik korupsi, 
inefisiensi birokrasi, serta keterbatasan sumber daya 
dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi pemerintah dan menghambat 
implementasi berbagai program pembangunan. Oleh 
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karena itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga 
keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan 
komunitas lokal perlu terus diperkuat agar setiap 
kebijakan mampu menghasilkan manfaat yang 
merata. Secara keseluruhan, integrasi kebijakan 
ekonomi, lingkungan, dan sosial akan memberikan 
hasil yang optimal apabila didukung oleh stabilitas 
fiskal dan moneter, pembiayaan rendah karbon yang 
efektif, perlindungan sosial yang adaptif, serta tata 
kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif (Dinh 
dkk., 2024; Fo dkk., 2025; Lawal dkk., 2024; Ozili, 
2024; Shabbir & Salman, 2025). 

5. Tantangan Global dan Strategi Implementasi 
Transformasi Ekonomi Berkelanjutan 

Transformasi ekonomi berkelanjutan 
merupakan proses yang kompleks karena 
dipengaruhi oleh berbagai tantangan global yang 
saling berkaitan. Krisis iklim, ketidakstabilan 
ekonomi, disrupsi rantai pasok, ketahanan pangan, 
transisi energi, serta meningkatnya ketimpangan 
sosial menjadi hambatan utama dalam pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs). Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa tantangan tersebut 
tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan 
sektoral, melainkan memerlukan respons yang 
terintegrasi melalui kebijakan publik, inovasi 
teknologi, serta kolaborasi multipihak. Pendekatan 
berbasis sistem (systems thinking) menjadi semakin 
penting karena mampu mengidentifikasi keterkaitan 
antarsektor sekaligus mengelola dampak yang 
muncul dari setiap kebijakan. Melalui pendekatan 
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tersebut, pemerintah dan berbagai pemangku 
kepentingan dapat merancang strategi pembangunan 
yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Selain 
itu, integrasi antara dimensi ekonomi, lingkungan, 
dan sosial memungkinkan pencapaian SDGs 
berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, transformasi ekonomi berkelanjutan 
harus dipahami sebagai proses perubahan yang 
melibatkan seluruh komponen pembangunan secara 
terpadu (Filho dkk., 2025; Vaverkova  dkk., 2024; 
Voulvoulis dkk., 2022). 

Perubahan iklim masih menjadi tantangan 
global yang paling sistemik karena dampaknya 
meluas pada berbagai aspek pembangunan. 
Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, serta 
meningkatnya frekuensi bencana alam mengganggu 
stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan 
pangan, dan kesejahteraan sosial. Negara-negara 
berkembang dan negara kepulauan kecil (Small 
Island Developing States atau SIDS) menjadi 
kelompok yang paling rentan karena memiliki 
kapasitas adaptasi yang terbatas. Di sisi lain, krisis 
energi yang muncul bersamaan dengan upaya 
transisi menuju ekonomi rendah karbon 
menimbulkan tantangan baru, terutama apabila 
proses transisi tidak dirancang secara inklusif. 
Meskipun investasi pada energi terbarukan mampu 
mengurangi kemiskinan energi dalam jangka 
panjang, proses transisi tersebut berpotensi 
menimbulkan disrupsi ekonomi dan ketimpangan 
apabila kelompok masyarakat rentan tidak 
memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh 
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karena itu, kebijakan iklim harus diintegrasikan 
dengan kebijakan sosial agar manfaat transformasi 
energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh 
lapisan masyarakat (Babacan, 2025; Cao dkk., 2025; 
Tamang, 2024; Tamasiga dkk., 2025). 

Tantangan global lainnya muncul akibat 
meningkatnya harga pangan dan energi sebagai 
dampak pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik, 
termasuk perang Rusia–Ukraina. Kondisi tersebut 
memperlambat pelaksanaan berbagai agenda 
pembangunan berkelanjutan karena meningkatkan 
biaya produksi, memperburuk inflasi, serta menekan 
daya beli masyarakat. Negara berkembang 
menghadapi tantangan yang lebih besar karena 
masih terbatasnya akses terhadap teknologi ramah 
lingkungan dan tingginya green premium, yaitu biaya 
tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengadopsi 
teknologi rendah karbon. Selain itu, disrupsi rantai 
pasok global memperlihatkan kelemahan model 
ekonomi yang selama ini terlalu berorientasi pada 
efisiensi tanpa memperhatikan aspek ketahanan 
(resilience). Gangguan distribusi bahan baku, 
keterlambatan pengiriman, dan meningkatnya biaya 
logistik menunjukkan perlunya transformasi sistem 
produksi dan distribusi yang lebih tangguh terhadap 
berbagai krisis global. Oleh karena itu, pembangunan 
berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan 
antara efisiensi ekonomi dan kemampuan sistem 
menghadapi berbagai gangguan eksternal (Allam 
dkk., 2022; Ameh, 2024; Setyadi dkk., 2025). 

Pelaksanaan SDGs juga menghadapi berbagai 
trade-off atau konflik kepentingan antartujuan 



 

Dr. Eddy Silamat, S.P., M.Si.                                 | 109 
 

pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
urbanisasi, industrialisasi, serta produksi pangan 
sering kali berbenturan dengan target pengurangan 
emisi karbon, konservasi sumber daya air, 
perlindungan keanekaragaman hayati, dan 
pemerataan sosial apabila kebijakan dirancang 
secara terpisah. Konflik tersebut menunjukkan 
bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya 
bergantung pada jumlah program yang dijalankan, 
tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola 
sinergi dan kompromi di antara berbagai tujuan 
pembangunan. Pendekatan berbasis sistem menjadi 
solusi yang banyak direkomendasikan karena 
mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat 
antarsektor sehingga kebijakan yang diterapkan 
dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar 
sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap 
sektor lainnya. Dengan demikian, implementasi SDGs 
memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat 
dibandingkan pendekatan pembangunan 
konvensional (Allen dkk., 2024; Filho dkk., 2025; 
Voulvoulis dkk., 2022). 

Berbagai sektor strategis memiliki tantangan 
implementasi yang berbeda sehingga memerlukan 
pendekatan kebijakan yang spesifik. Pada sektor 
energi, tantangan utama meliputi meningkatnya 
risiko fisik akibat perubahan iklim, munculnya aset 
terlantar (stranded assets), serta fluktuasi harga 
energi yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Pada 
sektor pangan, perubahan iklim menyebabkan 
penurunan hasil panen, terganggunya keamanan 
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pangan, serta meningkatnya kerentanan sistem 
pangan global. Sementara itu, sektor rantai pasok 
menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi 
data, tingginya emisi karbon, pemborosan sumber 
daya, serta keterlambatan distribusi barang. Di sisi 
lain, kelompok masyarakat rentan sering kali menjadi 
pihak yang paling terdampak oleh berbagai 
perubahan tersebut sehingga membutuhkan 
perlindungan sosial yang lebih kuat. Oleh karena itu, 
strategi implementasi transformasi ekonomi 
berkelanjutan perlu mengintegrasikan investasi 
energi terbarukan, transformasi sistem pangan, 
digitalisasi rantai pasok, ekonomi sirkular, serta 
kebijakan perlindungan sosial yang berkeadilan (just 
transition) agar manfaat pembangunan dapat 
dinikmati secara merata (Allen dkk., 2024; Ameh, 
2024; Cao dkk., 2025; Filho dkk., 2025; Harsanto dkk., 
2025; Setyadi dkk., 2025; Tamasiga dkk., 2025; 
Varzakas & Smaoui, 2024). 

Keberhasilan transformasi ekonomi 
berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi 
multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor 
swasta, akademisi, masyarakat sipil, organisasi 
internasional, dan komunitas lokal. SDGs merupakan 
agenda global yang memiliki keterkaitan antartujuan 
sehingga tidak dapat dicapai oleh satu aktor secara 
mandiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
paket kebijakan yang mengintegrasikan 
dekarbonisasi energi, perlindungan sosial, ketahanan 
ekonomi, serta sistem pangan berkelanjutan mampu 
memberikan dampak yang lebih besar terhadap 
pencapaian SDGs dibandingkan kebijakan sektoral. 
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Bahkan, hasil pemodelan nasional menunjukkan 
bahwa pendekatan terpadu mampu meningkatkan 
capaian SDGs hingga sekitar 23 persen di atas kondisi 
dasar (baseline) pada tahun 2030. Oleh karena itu, 
kolaborasi lintas sektor harus dibangun melalui 
koordinasi kebijakan, pembagian sumber daya, 
pertukaran pengetahuan, dan penyusunan target 
bersama agar setiap pihak memiliki kontribusi yang 
saling melengkapi dalam proses pembangunan 
berkelanjutan (Allen dkk., 2024; Bulmer & Ya n ez-
Araque, 2023; Vaverkova  dkk., 2024; Voulvoulis dkk., 
2022). 

Selain memperkuat kolaborasi, implementasi 
transformasi ekonomi berkelanjutan juga 
memerlukan pemanfaatan teknologi digital serta 
peningkatan kerja sama internasional. Teknologi 
digital, seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, 
dan sistem analitik data, mampu meningkatkan 
transparansi, traceability, efisiensi operasional, serta 
ketahanan rantai pasok apabila didukung oleh tata 
kelola yang inklusif. Di tingkat global, transfer 
teknologi, mekanisme shared intellectual property, 
serta knowledge transfer menjadi strategi penting 
untuk mempercepat adopsi inovasi pada negara 
berkembang. Dalam rantai nilai (value chain), 
penguatan kepercayaan, pendampingan (mentoring), 
dan pemberian harga yang layak kepada produsen 
terbukti mampu meningkatkan ketahanan pelaku 
usaha dalam menghadapi berbagai krisis global. 
Secara keseluruhan, tantangan implementasi 
transformasi ekonomi berkelanjutan berasal dari 
keterkaitan antara krisis iklim, energi, pangan, 



 

Dr. Eddy Silamat, S.P., M.Si.                                 | 112 
 

teknologi, ketimpangan sosial, dan rantai pasok. Oleh 
karena itu, strategi yang paling efektif adalah 
mengembangkan kebijakan yang bersifat sistemik, 
mengelola trade-off secara adaptif, memperkuat 
kolaborasi multipihak, serta mengintegrasikan 
inovasi digital dengan prinsip keadilan sosial untuk 
mempercepat pencapaian SDGs pada tingkat 
nasional maupun global (Allam dkk., 2022; Alquraish, 
2025; Babacan, 2025; Cao dkk., 2025; Hochachka, 
2023; Hong & Xiao, 2024).



 

Deffinica, S.E., M.E.                                 | 113 
 

BAB IV 

EKONOMI HIJAU, TRANSISI 

ENERGI, DAN KETAHANAN IKLIM 

 

1. Konsep dan Prinsip Ekonomi Hijau 
Ekonomi hijau (green economy) merupakan 

paradigma pembangunan yang menempatkan 
pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan 
kesejahteraan sosial sebagai tujuan yang harus 
dicapai secara bersamaan. Konsep ini berkembang 
sebagai respons terhadap meningkatnya degradasi 
lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi sumber 
daya alam yang berlebihan, serta ketimpangan sosial 
yang muncul akibat model pembangunan 
konvensional. Berbeda dengan pendekatan ekonomi 
tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan 
produk domestik bruto (Gross Domestic Product atau 
GDP), ekonomi hijau menekankan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya, pengurangan emisi 
karbon, pelestarian ekosistem, serta penciptaan 
kesejahteraan yang inklusif. Pendekatan ini juga 
mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan sebagai satu kesatuan dalam proses 
pembangunan. Oleh karena itu, ekonomi hijau 
dipandang sebagai fondasi penting dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 
mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhannya. Sejumlah penelitian 
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menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan 
strategi utama dalam mendukung transformasi 
menuju sistem pembangunan yang lebih tangguh dan 
berkelanjutan (Bondarenko dkk., 2023; Chala & 
Orlovska, 2021; Trushkina, 2022; Zvarych dkk., 
2023). 

Konsep ekonomi hijau terus mengalami 
perkembangan seiring dengan meningkatnya 
perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan. Pada 
awalnya, pembangunan ekonomi lebih 
menitikberatkan pada peningkatan produksi dan 
pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama 
keberhasilan pembangunan. Namun, berbagai krisis 
lingkungan dan sosial menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan 
daya dukung lingkungan dapat menimbulkan 
kerusakan ekosistem serta memperbesar 
ketimpangan kesejahteraan. Kondisi tersebut 
mendorong lahirnya paradigma pembangunan yang 
lebih seimbang melalui konsep ekonomi hijau. Dalam 
perkembangannya, ekonomi hijau tidak hanya 
dipandang sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga 
sebagai strategi transformasi ekonomi yang 
mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, 
inovasi teknologi, investasi hijau, dan penciptaan 
lapangan kerja berkelanjutan. Oleh karena itu, 
konsep ini menjadi salah satu pendekatan utama 
dalam mendukung agenda pembangunan global yang 
berorientasi pada keberlanjutan (Been, 2022; 
Firmansyah, 2022; Kosheleva, 2024). 

Prinsip-prinsip ekonomi hijau menekankan 
pentingnya efisiensi sumber daya, rendah emisi 
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karbon, inklusivitas sosial, serta pelestarian 
lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi. Efisiensi 
sumber daya bertujuan mengurangi pemborosan 
melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah 
lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara 
berkelanjutan. Rendahnya emisi karbon menjadi 
salah satu karakteristik utama ekonomi hijau karena 
berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan 
iklim. Selain itu, ekonomi hijau juga menempatkan 
keadilan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari pembangunan melalui penciptaan kesempatan 
kerja yang layak, pengurangan kemiskinan, serta 
pemerataan manfaat pembangunan. Prinsip-prinsip 
tersebut mendorong pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat untuk menerapkan pola produksi dan 
konsumsi yang lebih bertanggung jawab sehingga 
mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan 
ekonomi dan kelestarian lingkungan (Bondarenko 
dkk., 2023; Chala & Orlovska, 2021; Zvarych dkk., 
2023). 

Dalam praktiknya, ekonomi hijau memiliki 
keterkaitan yang erat dengan konsep ekonomi 
sirkular (circular economy) dan bioekonomi 
(bioeconomy). Ekonomi sirkular berfokus pada 
pengurangan limbah melalui prinsip mengurangi 
(reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur 
ulang (recycle), serta memanfaatkan kembali sumber 
daya (recover). Sementara itu, bioekonomi 
menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya 
hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan 
produk dan energi yang lebih ramah lingkungan. 
Ketiga konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, 



 

Deffinica, S.E., M.E.                                 | 116 
 

yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber 
daya sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan. Perbedaannya terletak pada pendekatan 
yang digunakan, namun seluruhnya saling 
melengkapi dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi ekonomi 
hijau, ekonomi sirkular, dan bioekonomi menjadi 
strategi yang banyak direkomendasikan dalam 
berbagai penelitian sebagai upaya mempercepat 
pencapaian SDGs (Belmonte-Uren a dkk., 2021; 
Ferraz & Pyka, 2023; Firmansyah, 2022). 

Ekonomi hijau juga memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap transformasi sektor industri 
dan dunia usaha. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi 
hijau mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, 
mengoptimalkan penggunaan bahan baku, serta 
menerapkan inovasi teknologi yang lebih ramah 
lingkungan. Berbagai perusahaan mulai mengadopsi 
praktik industri hijau melalui penerapan sistem 
produksi bersih (clean production), efisiensi energi, 
pengelolaan limbah, serta penggunaan energi 
terbarukan. Selain meningkatkan daya saing 
perusahaan, penerapan ekonomi hijau juga 
memperkuat reputasi organisasi di mata investor, 
konsumen, dan masyarakat. Pengalaman berbagai 
negara menunjukkan bahwa transformasi menuju 
industri hijau mampu meningkatkan produktivitas 
sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan apabila didukung oleh kebijakan 
pemerintah yang tepat (Bondarenko dkk., 2023; 
Dzwigo dkk., 2021; Ningsih, 2024). 
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Keberhasilan implementasi ekonomi hijau 
tidak terlepas dari dukungan sistem pembiayaan 
berkelanjutan (green finance) dan kemitraan 
multipihak. Green finance berfungsi mengarahkan 
investasi menuju kegiatan ekonomi yang 
memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan. Berbagai instrumen 
pembiayaan, seperti green bonds, investasi hijau, 
dana pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan 
berbasis lingkungan, semakin banyak digunakan 
untuk mendukung proyek-proyek rendah karbon. 
Selain itu, kemitraan antara pemerintah, sektor 
swasta, lembaga keuangan, akademisi, dan 
masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam 
mempercepat implementasi ekonomi hijau. 
Kolaborasi tersebut memungkinkan mobilisasi 
sumber daya, transfer teknologi, serta penguatan 
kapasitas kelembagaan sehingga pembangunan 
berkelanjutan dapat dilaksanakan secara lebih 
efektif. Oleh karena itu, ekonomi hijau memerlukan 
ekosistem pembiayaan dan kerja sama yang kuat agar 
mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan (Behera dkk., 2023; 
Ordonez-Ponce dkk., 2021; Raman, Ray, dkk., 2025; 
Ronaldo & Suryanto, 2022). 

Secara keseluruhan, ekonomi hijau 
merupakan paradigma pembangunan yang 
mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, 
perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial 
dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. 
Implementasinya tidak hanya bertujuan 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 
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dan menurunkan emisi karbon, tetapi juga 
mendorong inovasi, memperkuat daya saing, 
menciptakan lapangan kerja hijau, serta 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini 
memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi 
sirkular, bioekonomi, pembiayaan hijau, dan 
kemitraan pembangunan sebagai instrumen 
pendukung transformasi menuju sistem ekonomi 
yang lebih tangguh. Selain itu, ekonomi hijau menjadi 
salah satu pilar utama dalam mendukung pencapaian 
berbagai target Sustainable Development Goals 
(SDGs), khususnya SDG 7 tentang energi bersih dan 
terjangkau, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi, SDG 9 tentang industri, 
inovasi, dan infrastruktur, SDG 12 tentang konsumsi 
dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 13 
tentang penanganan perubahan iklim. Dengan 
demikian, penerapan ekonomi hijau menjadi langkah 
strategis dalam mewujudkan pembangunan yang 
inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan pada 
tingkat nasional maupun global (Bondarenko dkk., 
2023; Ferraz & Pyka, 2023; Raman, Lathabai, dkk., 
2024; Raman, Lathabhai, dkk., 2024). 

2. Transisi Energi Menuju Pembangunan Rendah 
Karbon 

Transisi energi merupakan proses perubahan 
sistem energi dari ketergantungan pada bahan bakar 
fosil menuju sistem energi yang rendah atau bahkan 
nol emisi karbon (low-carbon atau net zero carbon). 
Perubahan ini didorong oleh meningkatnya 
perhatian dunia terhadap perubahan iklim, 
kebutuhan akan ketahanan energi, kemajuan 
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teknologi, serta komitmen berbagai negara untuk 
mencapai target Net Zero Emission (NZE). Berbeda 
dengan transformasi energi pada masa lalu yang 
lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas 
pasokan energi, transisi energi saat ini menekankan 
pengurangan emisi gas rumah kaca melalui 
pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan 
efisiensi energi, elektrifikasi, dan pengembangan 
teknologi rendah karbon. Meskipun tujuan globalnya 
sama, jalur transisi energi berbeda pada setiap 
negara karena dipengaruhi oleh kondisi sumber daya 
alam, struktur ekonomi, kapasitas teknologi, dan 
kebijakan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan 
transisi energi memerlukan pendekatan yang 
mempertimbangkan karakteristik lokal tanpa 
mengabaikan target keberlanjutan global. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa transisi energi 
merupakan salah satu strategi paling efektif untuk 
menekan emisi karbon sekaligus menjaga 
pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi dalam 
jangka panjang (L. Chen dkk., 2022; Kabeyi & 
Olanrewaju, 2022; Paraschiv & Paraschiv, 2023; Y. 
Wang dkk., 2024). 

Salah satu komponen utama dalam transisi 
energi adalah perubahan bauran energi (energy mix) 
menuju dominasi energi terbarukan. Pengurangan 
ketergantungan terhadap batu bara, minyak bumi, 
dan gas alam menjadi syarat penting dalam upaya 
dekarbonisasi sektor energi. Literatur menunjukkan 
bahwa peningkatan porsi energi surya, angin, tenaga 
air, biomassa, dan sumber energi terbarukan lainnya 
mampu mengurangi emisi karbon sekaligus 
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meningkatkan ketahanan energi nasional. Masing-
masing sumber energi tersebut memiliki 
karakteristik yang berbeda sehingga 
pengembangannya perlu dilakukan secara terpadu 
agar mampu saling melengkapi. Energi surya 
memiliki potensi besar pada wilayah tropis, tenaga 
angin efektif di daerah dengan kecepatan angin 
tinggi, tenaga air memberikan pasokan listrik yang 
stabil, sedangkan biomassa mampu memanfaatkan 
limbah organik sebagai sumber energi. Kombinasi 
berbagai sumber energi tersebut menghasilkan 
sistem kelistrikan yang lebih andal sekaligus 
mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar 
fosil. Oleh karena itu, pengembangan bauran energi 
yang seimbang menjadi fondasi penting dalam 
mendukung pembangunan rendah karbon (L. Chen 
dkk., 2022; Obobisa, 2022; Paraschiv & Paraschiv, 
2023; Spiru, 2023). 

Bagi negara berkembang, tantangan transisi 
energi tidak hanya terletak pada peningkatan 
kapasitas energi terbarukan, tetapi juga pada 
perubahan pola konsumsi energi masyarakat. Banyak 
negara masih bergantung pada energi terbarukan 
tradisional, seperti kayu bakar dan biomassa 
sederhana, yang memiliki efisiensi rendah dan 
menghasilkan polusi udara. Oleh karena itu, 
transformasi menuju energi terbarukan modern 
menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh 
akses terhadap energi yang lebih bersih, aman, dan 
efisien. Perubahan tersebut juga harus diiringi 
dengan pembangunan infrastruktur energi, 
peningkatan akses listrik, pengembangan teknologi, 
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serta dukungan kebijakan yang mendorong investasi 
pada sektor energi bersih. Selain meningkatkan 
kualitas lingkungan, modernisasi sistem energi juga 
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, 
produktivitas ekonomi, dan pemerataan 
pembangunan. Dengan demikian, transisi energi 
menjadi bagian penting dari transformasi 
pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya 
berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kabeyi 
& Olanrewaju, 2022; Shrestha dkk., 2022). 

Dekarbonisasi sektor energi merupakan inti 
dari strategi pencapaian Net Zero Emission karena 
sektor energi menjadi penyumbang emisi gas rumah 
kaca terbesar di banyak negara. Upaya dekarbonisasi 
dilakukan melalui perubahan sistem pembangkitan 
listrik, penggunaan energi pada sektor transportasi, 
bangunan, serta industri yang selama ini masih 
bergantung pada bahan bakar fosil. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa elektrifikasi 
merupakan pendekatan yang paling efisien untuk 
menurunkan emisi karbon, terutama melalui 
penggunaan kendaraan listrik, bangunan hemat 
energi, dan proses industri berbasis listrik yang 
didukung oleh sistem kelistrikan rendah karbon. 
Selain elektrifikasi, pengembangan hidrogen hijau 
(green hydrogen), teknologi penangkapan dan 
penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage 
atau CCS), serta integrasi energi terbarukan menjadi 
strategi pelengkap dalam mengurangi emisi pada 
sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi (hard-to-
abate sectors). Kombinasi berbagai teknologi 
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tersebut memberikan peluang besar untuk 
mempercepat transformasi menuju sistem energi 
yang lebih bersih dan berkelanjutan (Garimella dkk., 
2022; Jafari dkk., 2022; Nurdiawati & Urban, 2021; 
Van Der Zwaan dkk., 2025). 

Keberhasilan dekarbonisasi juga sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan sistem energi dalam 
mengatasi karakteristik energi terbarukan yang 
bersifat intermiten. Produksi listrik dari tenaga surya 
dan angin bergantung pada kondisi cuaca sehingga 
memerlukan sistem penyimpanan energi (energy 
storage) yang andal. Literatur menjelaskan bahwa 
teknologi baterai sangat efektif untuk penyimpanan 
energi dalam jangka pendek, sedangkan hidrogen 
dan sistem penyimpanan jangka panjang lebih sesuai 
untuk memenuhi kebutuhan energi musiman dan 
menjaga stabilitas jaringan listrik. Selain itu, 
pembangunan jaringan listrik pintar (smart grid) 
menjadi komponen penting dalam mengintegrasikan 
berbagai sumber energi terbarukan secara efisien. 
Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa strategi 
dekarbonisasi memerlukan target jangka panjang 
yang konsisten karena kebijakan yang hanya 
berorientasi pada pengurangan biaya dalam jangka 
pendek dapat menghambat pencapaian 
dekarbonisasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, 
perencanaan energi harus mempertimbangkan 
keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keamanan 
pasokan energi, dan keberlanjutan lingkungan (L. 
Chen dkk., 2022; Jafari dkk., 2022; Kabeyi & 
Olanrewaju, 2022; Nurdiawati & Urban, 2021; Van 
Der Zwaan dkk., 2025; Yang dkk., 2024). 
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Pembiayaan menjadi salah satu faktor 
penentu dalam mempercepat transisi energi menuju 
pembangunan rendah karbon. Transformasi sistem 
energi memerlukan investasi yang sangat besar 
untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan, 
modernisasi jaringan listrik, pengembangan 
teknologi penyimpanan energi, serta peningkatan 
efisiensi energi. Dalam konteks tersebut, green 
finance berperan sebagai instrumen yang mampu 
mengarahkan investasi menuju kegiatan ekonomi 
rendah karbon. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pembiayaan hijau tidak hanya meningkatkan 
kapasitas energi terbarukan, tetapi juga mendorong 
inovasi teknologi, reformasi struktur industri, serta 
peningkatan efisiensi penggunaan energi. Efektivitas 
green finance sangat dipengaruhi oleh tata kelola 
yang baik, kebijakan yang konsisten, dan kemampuan 
lembaga keuangan dalam mengalokasikan dana 
secara tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan 
sistem pembiayaan hijau menjadi salah satu 
prasyarat utama bagi keberhasilan transisi energi di 
berbagai negara (Babic , 2024; J. Du dkk., 2023; Lee 
dkk., 2023, 2024; Y. Wang dkk., 2024). 

Bagi Indonesia, transisi energi menuju 
pembangunan rendah karbon memiliki peluang yang 
sangat besar sekaligus menghadapi berbagai 
tantangan strategis. Indonesia memiliki potensi 
energi terbarukan yang melimpah, seperti tenaga 
surya, panas bumi, tenaga air, angin, biomassa, dan 
energi laut, namun pemanfaatannya masih relatif 
rendah dibandingkan potensinya. Tantangan utama 
yang dihadapi meliputi tingginya biaya investasi, 
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kebutuhan pembangunan jaringan transmisi dan 
sistem penyimpanan energi, ketergantungan 
terhadap bahan bakar fosil, serta perlunya peta jalan 
(roadmap) transisi energi yang sesuai dengan kondisi 
nasional. Selain itu, pemerintah harus mampu 
mengelola keseimbangan antara harga listrik yang 
terjangkau, keamanan pasokan energi, dan target 
penurunan emisi karbon. Di sisi lain, peluang 
Indonesia sangat besar melalui reformasi subsidi 
energi fosil, peningkatan investasi energi terbarukan, 
pembangunan infrastruktur kelistrikan modern, 
serta penciptaan lapangan kerja hijau yang mampu 
meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Secara 
keseluruhan, keberhasilan transisi energi di 
Indonesia akan sangat ditentukan oleh konsistensi 
kebijakan, efektivitas pembiayaan hijau, 
pengembangan teknologi, serta kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam 
mewujudkan sistem energi yang bersih, tangguh, dan 
berkelanjutan (Jafari dkk., 2022; Kabeyi & 
Olanrewaju, 2022; Nurdiawati & Urban, 2021; Shakya 
dkk., 2023; Yahoo dkk., 2024). 

3. Ketahanan Iklim dan Adaptasi terhadap 
Perubahan Iklim 

Ketahanan iklim (climate resilience) 
merupakan konsep yang semakin penting dalam 
pembangunan berkelanjutan karena perubahan 
iklim telah menjadi ancaman nyata terhadap sistem 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara umum, 
ketahanan iklim dipahami sebagai kemampuan suatu 
sistem, masyarakat, atau ekosistem untuk menyerap 
gangguan, beradaptasi terhadap perubahan, serta 
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mempertahankan fungsi dasarnya ketika 
menghadapi tekanan akibat perubahan iklim. 
Meskipun belum terdapat definisi yang sepenuhnya 
seragam, sebagian besar literatur menempatkan tiga 
komponen utama sebagai fondasi ketahanan iklim, 
yaitu resiliensi, kapasitas adaptif, dan tingkat 
kerentanan. Perkembangan kajian terbaru 
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari 
pendekatan bounce back, yaitu kembali ke kondisi 
semula setelah terjadi gangguan, menuju pendekatan 
bouncing forward, yakni kemampuan untuk belajar, 
bertransformasi, dan membangun sistem yang lebih 
kuat serta lebih adaptif terhadap risiko di masa 
depan. Dengan demikian, ketahanan iklim tidak 
hanya berorientasi pada pemulihan setelah bencana, 
tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat 
dalam mengantisipasi, merencanakan, dan 
mengelola perubahan iklim secara berkelanjutan. 
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa 
pembangunan yang tangguh memerlukan proses 
pembelajaran, inovasi, dan tata kelola yang adaptif 
agar mampu menghadapi ketidakpastian perubahan 
iklim pada masa mendatang (O’Hare, 2025; Shammin 
dkk., 2021; Zhai & Lee, 2024).  

Ketahanan iklim sangat dipengaruhi oleh 
tingkat kerentanan (vulnerability) suatu wilayah atau 
kelompok masyarakat terhadap berbagai ancaman 
iklim. Kerentanan tidak hanya diartikan sebagai 
besarnya paparan terhadap bahaya, tetapi juga 
mencerminkan keterbatasan kapasitas suatu sistem 
dalam merespons, beradaptasi, dan pulih dari 
gangguan yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan 
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ketahanan iklim tidak dapat dipisahkan dari upaya 
mengurangi kerentanan melalui penguatan kapasitas 
adaptif, peningkatan kualitas kelembagaan, serta 
pemerataan akses terhadap sumber daya 
pembangunan. Berbagai penelitian juga menekankan 
bahwa ketahanan iklim yang berkelanjutan harus 
dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial dan 
keadilan antargenerasi, sehingga manfaat 
pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok 
tertentu, tetapi juga mampu melindungi generasi 
mendatang. Sebaliknya, kebijakan adaptasi yang 
dirancang secara top-down tanpa melibatkan 
masyarakat lokal berpotensi menciptakan bentuk 
kerentanan baru karena tidak sesuai dengan kondisi 
sosial, budaya, maupun kebutuhan masyarakat 
setempat. Oleh sebab itu, partisipasi komunitas 
menjadi elemen penting dalam membangun sistem 
ketahanan iklim yang inklusif dan berkelanjutan 
(Holsman, 2023; O’Hare, 2025; Shammin dkk., 2021; 
Shockley, 2023).  

Perubahan iklim telah memberikan dampak 
sosial-ekonomi yang semakin luas dan kompleks di 
berbagai belahan dunia. Frekuensi serta intensitas 
kejadian cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, 
gelombang panas, badai, dan kebakaran hutan, terus 
meningkat sehingga mengganggu aktivitas ekonomi, 
kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, 
infrastruktur, serta stabilitas sosial. Dampak tersebut 
tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga 
memengaruhi sistem ekonomi global melalui 
terganggunya rantai pasok internasional, 
perdagangan, dan investasi. Negara-negara 
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berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar 
karena keterbatasan sumber daya, kapasitas 
kelembagaan, dan akses terhadap teknologi adaptasi. 
Selain itu, kelompok masyarakat miskin, perempuan, 
anak-anak, masyarakat adat, serta kelompok rentan 
lainnya cenderung menerima dampak yang lebih 
besar akibat rendahnya kemampuan beradaptasi 
terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya 
persoalan lingkungan, melainkan juga tantangan 
pembangunan yang berkaitan erat dengan isu 
kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan sosial 
(Abbass dkk., 2022; Adom, 2024; Afzal dkk., 2024; 
Carter dkk., 2021; Majlingova  & Ka da r, 2025; 
Ngcamu, 2023; F. Wang dkk., 2023).  

Salah satu sektor yang paling terdampak oleh 
perubahan iklim adalah sektor pertanian karena 
sangat bergantung pada kondisi cuaca dan 
ketersediaan sumber daya air. Perubahan pola curah 
hujan, peningkatan suhu, kekeringan, banjir, serta 
meningkatnya kejadian cuaca ekstrem menyebabkan 
penurunan produktivitas pertanian dan 
meningkatnya risiko gagal panen. Dampak tersebut 
berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan, 
pendapatan petani, dan stabilitas ekonomi pedesaan. 
Selain sektor pertanian, perubahan iklim juga 
meningkatkan berbagai risiko kesehatan melalui 
memburuknya kualitas udara, meningkatnya 
penyebaran penyakit berbasis vektor, serta 
bertambahnya penyakit yang ditularkan melalui air. 
Infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, 
pelabuhan, sistem transportasi, dan jaringan energi, 
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juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat 
meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. 
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang 
tangguh terhadap perubahan iklim menjadi salah 
satu prioritas dalam strategi pembangunan 
berkelanjutan (Abbass dkk., 2022; Devi & Salam, 
2025; Eswaran dkk., 2024; Mitoulis dkk., 2023).  

Strategi adaptasi perubahan iklim 
merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif 
perubahan iklim melalui penyesuaian sistem sosial, 
ekonomi, dan lingkungan terhadap kondisi yang 
terus berubah. Adaptasi dapat dilakukan secara 
terencana melalui kebijakan pemerintah maupun 
secara otonom oleh masyarakat berdasarkan 
pengalaman lokal. Literatur menunjukkan bahwa 
strategi adaptasi yang paling efektif umumnya 
bersifat partisipatif, berbasis komunitas (community-
based adaptation), serta melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaannya. Berbagai pendekatan, seperti 
nature-based solutions, pembangunan infrastruktur 
tahan iklim, pengelolaan sumber daya air secara 
terpadu, diversifikasi mata pencaharian, serta 
pengembangan sistem peringatan dini, terbukti 
mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
menghadapi risiko perubahan iklim. Namun 
demikian, setiap strategi adaptasi perlu dirancang 
secara hati-hati karena kebijakan yang hanya 
memberikan manfaat jangka pendek berpotensi 
menimbulkan maladaptation, yaitu kondisi ketika 
tindakan adaptasi justru meningkatkan kerentanan 
pada masa depan (Eswaran dkk., 2024; Holsman, 
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2023; Hung dkk., 2024; Javed, 2025; Majlingova  & 
Ka da r, 2025; Pabelando  Virgilio, 2024; Wen dkk., 
2023).  

Selain adaptasi, mitigasi perubahan iklim 
tetap menjadi strategi yang tidak dapat dipisahkan 
dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh 
terhadap iklim. Mitigasi bertujuan mengurangi emisi 
gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi 
terbarukan, peningkatan efisiensi energi, reforestasi, 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pertanian 
rendah emisi, agroforestri, serta pengelolaan lahan 
yang lebih ramah lingkungan. Berbagai penelitian 
menegaskan bahwa adaptasi saja tidak cukup untuk 
mengurangi risiko perubahan iklim apabila laju emisi 
gas rumah kaca terus meningkat. Oleh karena itu, 
integrasi antara adaptasi dan mitigasi menjadi 
pendekatan yang paling efektif dalam memperkuat 
ketahanan iklim sekaligus mendukung pencapaian 
target pembangunan berkelanjutan. Kombinasi 
kedua strategi tersebut memungkinkan pemerintah 
dan masyarakat mengurangi risiko saat ini sekaligus 
mencegah meningkatnya ancaman perubahan iklim 
pada masa depan (Devi & Salam, 2025; Eswaran dkk., 
2024; Javed, 2025; Shammin dkk., 2021).  

Pengelolaan risiko bencana berbasis iklim 
saat ini berkembang menuju pendekatan yang 
mengintegrasikan Climate Change Adaptation (CCA) 
dengan Disaster Risk Reduction (DRR). Integrasi 
tersebut didasarkan pada kesamaan tujuan kedua 
pendekatan, yaitu mengurangi risiko bencana 
hidrometeorologi, meningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat, serta memperkuat ketahanan 
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pembangunan terhadap perubahan iklim. Literatur 
menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi CCA dan 
DRR memerlukan tata kelola yang adaptif, koordinasi 
lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, 
pemanfaatan data yang akurat, peningkatan 
kapasitas kelembagaan, pendidikan masyarakat, 
serta penguatan sistem peringatan dini. Dengan 
demikian, ketahanan iklim tidak lagi dipahami hanya 
sebagai kemampuan bertahan terhadap bencana, 
tetapi sebagai kapasitas masyarakat dan sistem 
pembangunan untuk menyerap gangguan, 
beradaptasi, melakukan transformasi, serta 
membangun masa depan yang lebih aman dan 
berkelanjutan. Pendekatan yang mengintegrasikan 
adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko bencana 
menjadi fondasi utama dalam mewujudkan 
pembangunan yang tangguh terhadap perubahan 
iklim sekaligus mendukung pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs) (Majlingova  & Ka da r, 
2025; Pabelando  Virgilio, 2024; Wen dkk., 2023; Zhai 
& Lee, 2024).  

4. Inovasi, Teknologi Hijau, dan Pembiayaan 
Berkelanjutan 

Inovasi, teknologi hijau, dan pembiayaan 
berkelanjutan merupakan tiga pilar utama yang 
mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah 
karbon. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi 
dalam mendorong efisiensi penggunaan sumber 
daya, pengurangan emisi gas rumah kaca, 
peningkatan daya saing ekonomi, serta pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs). 
Perkembangan teknologi memungkinkan proses 
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produksi menjadi lebih hemat energi dan ramah 
lingkungan, sedangkan pembiayaan hijau 
menyediakan sumber pendanaan bagi berbagai 
proyek yang mendukung keberlanjutan. Di sisi lain, 
transformasi digital mempercepat penyebaran 
inovasi melalui peningkatan kualitas informasi, 
transparansi, dan efisiensi pengambilan keputusan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
keberhasilan pembangunan ekonomi rendah karbon 
tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi 
dan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas 
institusi, kesiapan infrastruktur digital, serta tata 
kelola yang mendukung inovasi berkelanjutan. Oleh 
karena itu, integrasi antara inovasi teknologi, 
digitalisasi, dan pembiayaan hijau menjadi fondasi 
penting dalam mempercepat transformasi ekonomi 
berkelanjutan di berbagai negara (X. Liu dkk., 2025; 
Sharif dkk., 2022; Zhu, Zhang, dkk., 2022). 

Inovasi teknologi hijau (green technology 
innovation) berperan penting dalam meningkatkan 
efisiensi energi, mengembangkan energi terbarukan, 
serta mengurangi emisi karbon dari berbagai sektor 
ekonomi. Pengembangan teknologi ramah 
lingkungan mendorong lahirnya proses produksi 
yang lebih bersih, penggunaan bahan baku yang lebih 
efisien, serta pemanfaatan energi dengan intensitas 
karbon yang lebih rendah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan inovasi teknologi 
hijau yang didukung oleh pembiayaan hijau mampu 
menurunkan emisi karbon secara signifikan di 
negara-negara maju, khususnya kelompok G7. 
Namun, dampak tersebut tidak selalu sama di negara 
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berkembang karena efektivitas inovasi masih 
dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kapasitas 
teknologi, tingkat investasi, serta desain kebijakan 
nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
keberhasilan inovasi hijau memerlukan dukungan 
kebijakan publik yang mampu menciptakan 
ekosistem inovasi yang kondusif, termasuk 
perlindungan terhadap penelitian, pengembangan 
teknologi, serta insentif bagi sektor industri untuk 
mengadopsi teknologi rendah karbon (Sethi dkk., 
2023; Sharif dkk., 2022). 

Transformasi digital semakin memperkuat 
peran inovasi hijau melalui peningkatan kualitas 
pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan. 
Pemanfaatan teknologi digital, seperti Artificial 
Intelligence (AI), big data, blockchain, financial 
technology (fintech), dan analitik data, 
memungkinkan proses pemantauan emisi, evaluasi 
investasi, serta pengukuran kinerja lingkungan 
dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. 
Selain meningkatkan efisiensi operasional, 
digitalisasi juga memperkuat penerapan prinsip 
Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui 
sistem pelaporan yang lebih akuntabel dan mudah 
diverifikasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
teknologi digital berperan dalam memperbaiki 
transparansi investasi hijau, meningkatkan 
akuntabilitas lembaga keuangan, serta mendukung 
pengambilan keputusan berbasis data dalam 
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
transformasi digital tidak hanya menjadi pendukung 
inovasi teknologi hijau, tetapi juga menjadi 



 

Deffinica, S.E., M.E.                                 | 133 
 

instrumen penting dalam memperkuat tata kelola 
ekonomi berkelanjutan (Addy dkk., 2024; Eyo-Udo 
dkk., 2024; Radhakrishnan dkk., 2025; Teixeira, 
2025). 

Pembiayaan hijau (green finance) merupakan 
mekanisme strategis yang mengarahkan aliran modal 
menuju kegiatan ekonomi yang mendukung 
keberlanjutan lingkungan. Instrumen ini mencakup 
pembiayaan energi terbarukan, pembangunan 
infrastruktur hijau, efisiensi energi, transportasi 
rendah karbon, serta berbagai proyek yang 
berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas 
rumah kaca. Literatur menunjukkan bahwa green 
finance berfungsi memperbaiki alokasi modal, 
mengurangi risiko investasi pada teknologi baru, 
serta mempercepat transformasi struktur industri 
menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu, 
pembiayaan hijau juga mendorong inovasi teknologi 
melalui peningkatan investasi pada penelitian dan 
pengembangan yang berorientasi pada 
keberlanjutan. Dengan demikian, green finance tidak 
hanya menyediakan sumber pendanaan, tetapi juga 
menjadi instrumen kebijakan yang mampu 
mengubah arah pembangunan menuju sistem 
ekonomi yang lebih efisien, tangguh, dan ramah 
lingkungan (Goyal & Panwar, 2025; Li dkk., 2021; 
Raman, Ray, dkk., 2025; Teixeira, 2025; Zhu, Zhang, 
dkk., 2022). 

Berbagai instrumen pembiayaan 
berkelanjutan terus berkembang untuk mendukung 
percepatan investasi hijau. Salah satu instrumen yang 
paling banyak digunakan adalah green bonds, yaitu 
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obligasi yang secara khusus diterbitkan untuk 
membiayai proyek-proyek berkelanjutan, seperti 
energi bersih, transportasi ramah lingkungan, 
pengelolaan air, serta pembangunan infrastruktur 
yang tangguh terhadap perubahan iklim. Selain green 
bonds, pinjaman berkelanjutan (green loans) juga 
menjadi alternatif pembiayaan bagi perusahaan dan 
pemerintah dalam mendukung transformasi 
ekonomi rendah karbon. Meskipun demikian, 
implementasi pembiayaan hijau masih menghadapi 
berbagai tantangan, antara lain praktik 
greenwashing, belum seragamnya standar taksonomi 
hijau, tingginya biaya transaksi, serta terbatasnya 
kapasitas regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, 
penguatan tata kelola, harmonisasi standar 
internasional, dan peningkatan transparansi menjadi 
faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas 
sistem pembiayaan hijau di masa depan (Ahir & 
Mahida, 2025; Gilchrist dkk., 2021; Goyal & Panwar, 
2025; X. Liu dkk., 2025; Raman, Ray, dkk., 2025; 
Vassileva, 2022). 

Perkembangan teknologi digital juga 
mendorong percepatan implementasi ekonomi 
sirkular (circular economy) melalui peningkatan 
efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan 
limbah. Integrasi teknologi digital memungkinkan 
perusahaan mengoptimalkan rantai pasok, 
mengurangi konsumsi energi, meningkatkan 
produktivitas, serta memperkuat koordinasi 
antarpelaku ekonomi. Di sisi lain, teknologi digital 
juga memiliki konsekuensi terhadap peningkatan 
konsumsi energi dan penggunaan material sehingga 
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penerapannya perlu dirancang secara efisien agar 
manfaat lingkungan yang dihasilkan lebih besar 
daripada dampak negatifnya. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sirkular 
dipengaruhi oleh sinergi antara inovasi digital, 
keterlibatan para pemangku kepentingan, serta 
kemampuan organisasi dalam mengembangkan 
model bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
digitalisasi harus diarahkan sebagai sarana untuk 
memperkuat efisiensi ekonomi sekaligus menjaga 
keberlanjutan lingkungan (Fraga-Lamas dkk., 2021; 
Kamel dkk., 2026; Mondal dkk., 2023; Zheng dkk., 
2025). 

Sektor swasta memiliki peran yang sangat 
strategis dalam mempercepat inovasi hijau dan 
pembiayaan berkelanjutan karena sebagian besar 
investasi, pengembangan teknologi, dan aktivitas 
produksi berada pada sektor ini. Penerapan prinsip 
Environmental, Social, and Governance (ESG), 
peningkatan investasi hijau, pengembangan inovasi 
berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah 
dan dunia usaha menjadi faktor utama dalam 
mendorong transformasi menuju ekonomi rendah 
karbon. Perusahaan besar maupun usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan dukungan 
berupa infrastruktur digital, peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta 
koordinasi lintas sektor agar mampu beradaptasi 
dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Selain 
itu, kemitraan publik-swasta melalui instrumen 
seperti green bonds terbukti mampu mempercepat 
pembangunan infrastruktur hijau dalam jangka 
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panjang. Secara keseluruhan, keberhasilan 
transformasi menuju ekonomi rendah karbon sangat 
ditentukan oleh sinergi antara inovasi teknologi, 
digitalisasi, pembiayaan berkelanjutan, tata kelola 
yang baik, dan partisipasi aktif sektor swasta sebagai 
motor utama pembangunan ekonomi berkelanjutan 
(Gilchrist dkk., 2021; Halbusi dkk., 2024; Kamel dkk., 
2026; X. Liu dkk., 2025; Mondal dkk., 2023; Vassileva, 
2022). 

5. Tantangan Global dan Strategi Implementasi 
Ekonomi Hijau 

Ekonomi hijau telah berkembang menjadi 
salah satu paradigma utama dalam pembangunan 
berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan 
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, 
dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka 
kebijakan. Meskipun demikian, implementasi 
ekonomi hijau di berbagai negara masih menghadapi 
tantangan yang kompleks dan berlapis. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama 
tidak lagi terletak pada kurangnya visi atau 
komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, 
melainkan pada kesulitan menerjemahkan visi 
tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten dan 
terintegrasi. Fragmentasi kebijakan, kesenjangan 
pembiayaan, keterbatasan transfer teknologi, serta 
konflik antara target pertumbuhan ekonomi jangka 
pendek dan tujuan keberlanjutan jangka panjang 
masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan 
ekonomi hijau. Selain itu, perbedaan kapasitas 
kelembagaan dan tingkat pembangunan antarnegara 
menyebabkan implementasi ekonomi hijau 
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berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. 
Oleh karena itu, keberhasilan transformasi menuju 
ekonomi hijau memerlukan strategi implementasi 
yang mampu mengatasi hambatan struktural 
sekaligus memperkuat sinergi antara pembangunan 
ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Hameed & 
Khalaf, 2026; Shabbir & Salman, 2025). 

Pada tingkat global, implementasi ekonomi 
hijau masih menghadapi berbagai tantangan yang 
berkaitan dengan tata kelola internasional. 
Komitmen pengurangan emisi dan pembangunan 
berkelanjutan di banyak negara masih bersifat 
sukarela sehingga efektivitasnya sangat bergantung 
pada kemauan politik masing-masing pemerintah. Di 
samping itu, berbagai kebijakan lingkungan sering 
kali berbenturan dengan kepentingan perdagangan 
internasional, investasi, dan daya saing ekonomi 
sehingga menimbulkan dilema dalam 
pelaksanaannya. Negara-negara berkembang juga 
menghadapi keterbatasan akses terhadap 
pembiayaan hijau, teknologi ramah lingkungan, serta 
dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai. 
Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan 
implementasi antara negara maju dan negara 
berkembang masih cukup besar. Berbagai kajian 
menegaskan bahwa percepatan ekonomi hijau 
memerlukan reformasi tata kelola global yang 
mampu menciptakan sistem perdagangan, investasi, 
dan pembiayaan internasional yang lebih 
mendukung pembangunan berkelanjutan (Hameed & 
Khalaf, 2026; K. Khan dkk., 2022). 



 

Deffinica, S.E., M.E.                                 | 138 
 

Pada tingkat nasional, tantangan 
implementasi ekonomi hijau juga dipengaruhi oleh 
faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi. Lemahnya 
koordinasi antarinstansi, rendahnya konsistensi 
kebijakan, keterbatasan kapasitas institusi, serta 
tingginya biaya investasi teknologi hijau menjadi 
hambatan yang banyak ditemukan di berbagai 
negara. Selain itu, resistensi dari sektor industri yang 
masih bergantung pada energi fosil sering kali 
memperlambat proses transformasi menuju sistem 
ekonomi rendah karbon. Penelitian menunjukkan 
bahwa meskipun beberapa negara telah berhasil 
mencapai absolute decoupling, yaitu kondisi ketika 
pertumbuhan ekonomi tidak lagi diikuti oleh 
peningkatan emisi karbon, keberhasilan tersebut 
belum terjadi secara merata pada tingkat global. Di 
banyak negara berkembang dan negara yang 
bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, 
pertumbuhan ekonomi masih berkorelasi positif 
dengan peningkatan emisi karbon. Bahkan, 
peningkatan penggunaan energi terbarukan pada 
beberapa negara masih berfungsi sebagai pelengkap, 
bukan pengganti, penggunaan bahan bakar fosil 
sehingga manfaat lingkungan yang dihasilkan belum 
optimal (Adanma & Ogunbiyi, 2024; E. Ali dkk., 2021; 
N. Amin dkk., 2025; Dewi dkk., 2024; Hunjra dkk., 
2024; Pathiranage, 2024). 

Keberhasilan implementasi ekonomi hijau 
sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola 
(governance) yang mampu mengintegrasikan 
berbagai sektor pembangunan dalam satu kerangka 
kebijakan yang koheren. Tata kelola yang adaptif 
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diperlukan untuk mengatasi berbagai konflik 
kepentingan antara pertumbuhan ekonomi, 
perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan 
koordinasi lintas sektor, ketidaksesuaian regulasi, 
serta dominasi pendekatan sektoral (sectoral silos) 
masih menjadi penyebab utama rendahnya 
efektivitas kebijakan ekonomi hijau. Selain itu, target 
pertumbuhan ekonomi yang terlalu agresif sering 
kali melemahkan implementasi regulasi lingkungan 
karena pemerintah mengirimkan sinyal kebijakan 
yang saling bertentangan kepada pelaku usaha dan 
investor. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi hijau 
memerlukan tata kelola yang mampu 
mengintegrasikan regulasi lingkungan, kebijakan 
industri, inovasi teknologi, serta mekanisme pasar 
dalam satu sistem yang saling mendukung (Shabbir & 
Salman, 2025; Wu dkk., 2024). 

Penguatan tata kelola juga harus diikuti 
dengan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, 
inklusif, dan berbasis bukti. Berbagai kajian 
menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi hijau yang 
efektif mengombinasikan regulasi lingkungan yang 
tegas, insentif ekonomi, dukungan terhadap inovasi, 
serta kerja sama internasional dalam transfer 
teknologi dan pembiayaan. Selain itu, negara 
berkembang memerlukan kerangka kebijakan yang 
disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, sosial, 
dan lingkungan masing-masing sehingga 
implementasi ekonomi hijau tidak hanya mengadopsi 
praktik dari negara maju, tetapi juga mampu 
menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Revisi 
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terhadap berbagai perjanjian perdagangan dan 
investasi internasional juga diperlukan agar 
pertimbangan lingkungan memperoleh posisi yang 
setara dengan kepentingan ekonomi. Dengan 
demikian, ekonomi hijau dapat berkembang sebagai 
instrumen pembangunan yang mampu 
meningkatkan daya saing sekaligus menjaga 
keberlanjutan lingkungan (Adanma & Ogunbiyi, 
2024; Hunjra dkk., 2024; Pathiranage, 2024). 

Kolaborasi multipihak (multi-stakeholder 
partnerships) menjadi salah satu strategi 
implementasi yang paling banyak direkomendasikan 
dalam literatur pembangunan berkelanjutan. 
Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, 
lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat 
sipil, dan komunitas lokal memungkinkan terjadinya 
mobilisasi sumber daya, pertukaran pengetahuan, 
inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas 
kelembagaan. Namun demikian, berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa kemitraan tersebut tidak akan 
menghasilkan perubahan yang signifikan apabila 
tidak didukung oleh koordinasi yang kuat, 
kepemimpinan pemerintah, mekanisme pembiayaan 
jangka panjang, serta sistem tata kelola yang efektif. 
Kolaborasi juga harus mampu menyelaraskan tujuan 
strategis, kepentingan operasional, dan hubungan 
antarpemangku kepentingan sehingga tidak berhenti 
pada komitmen normatif semata, tetapi 
menghasilkan transformasi nyata menuju 
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
pendekatan kolaboratif perlu ditempatkan sebagai 
bagian integral dari strategi implementasi ekonomi 
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hijau di tingkat nasional maupun global (Nonet dkk., 
2022; Shabbir, 2025; Wanner & Miljand, 2025). 

Prospek implementasi ekonomi hijau menuju 
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 
dan target Net Zero Emission tetap terbuka lebar 
apabila didukung oleh inovasi teknologi, efisiensi 
sumber daya, transfer teknologi, serta penguatan 
pembiayaan hijau. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa inovasi hijau, peningkatan efisiensi energi, 
investasi dalam penelitian dan pengembangan 
(Research and Development atau R&D), serta 
pengembangan instrumen pembiayaan seperti green 
bonds mampu mempercepat transisi menuju 
ekonomi rendah karbon sekaligus mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, 
pembangunan industri hijau harus memperhatikan 
aspek pemerataan manfaat agar proses transisi tidak 
menimbulkan ketimpangan sosial maupun ekonomi. 
Secara keseluruhan, keberhasilan ekonomi hijau 
tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi 
dan investasi, tetapi juga pada kemampuan 
menciptakan kebijakan yang koheren, tata kelola 
yang adaptif, pendanaan yang berkeadilan, serta 
kolaborasi multipihak yang mampu mengubah 
komitmen menjadi tindakan nyata. Dengan demikian, 
tantangan terbesar ekonomi hijau bukan terletak 
pada kurangnya visi pembangunan berkelanjutan, 
melainkan pada kemampuan seluruh pemangku 
kepentingan untuk mengimplementasikan 
transformasi tersebut secara terkoordinasi, inklusif, 
dan berkeadilan (Alyousef dkk., 2025; N. Amin dkk., 
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2025; Fernandes dkk., 2021; Nyangchak, 2022; Tang 
dkk., 2023; Wanner & Miljand, 2025).
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BAB V 

MASA DEPAN EKONOMI 

BERKELANJUTAN: STRATEGI 

MENUJU INDONESIA EMAS 2045 

 

1. Visi Indonesia Emas 2045 dan Arah 
Pembangunan Berkelanjutan 

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki 
keterkaitan yang sangat erat dengan Sustainable 
Development Goals (SDGs). Kedua agenda tersebut 
sama-sama menempatkan pembangunan ekonomi, 
kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan 
sebagai tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. 
Implementasi SDGs di Indonesia dipandang sebagai 
langkah operasional untuk mendukung pencapaian 
visi pembangunan nasional hingga tahun 2045. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan SDGs, termasuk pada tingkat desa 
melalui program SDGs Desa, menjadi strategi penting 
dalam memperkuat pembangunan dari tingkat lokal 
menuju tingkat nasional. Selain itu, pengalaman 
pembangunan Indonesia selama periode 2014–2024 
memperlihatkan bahwa penerapan prinsip 
pembangunan berkelanjutan mampu memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 
sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan 
manusia. Dengan demikian, hubungan antara 
Indonesia Emas 2045 dan SDGs bersifat saling 
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melengkapi karena keduanya mengarahkan 
pembangunan menuju kesejahteraan yang inklusif 
dan berkelanjutan (Ngabiyanto dkk., 2025; Sasrawan, 
2025; Sungkawati, 2024).  

Pencapaian Indonesia Emas 2045 didukung 
oleh empat pilar pembangunan utama, yaitu 
pembangunan manusia dan penguasaan ilmu 
pengetahuan serta teknologi, pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta 
penguatan ketahanan nasional dan tata kelola 
pemerintahan. Keempat pilar tersebut menjadi dasar 
dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan 
nasional yang berorientasi pada peningkatan daya 
saing Indonesia di tingkat global. Investasi pada 
sektor pendidikan, kesehatan, penelitian, inovasi, 
serta pembangunan infrastruktur dipandang sebagai 
faktor utama yang mampu meningkatkan 
produktivitas nasional dalam jangka panjang. 
Infrastruktur yang modern dan konektivitas yang 
baik juga berperan dalam menurunkan biaya logistik, 
memperluas akses pasar, serta memperkuat integrasi 
ekonomi antardaerah. Oleh sebab itu, pembangunan 
yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia 
dan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi 
terwujudnya Indonesia sebagai negara maju pada 
tahun 2045 (Ngabiyanto dkk., 2025; T. P. Nugroho, 
2025; Sasrawan, 2025; Shulhan, 2021; Syavitra, 
2025; Zahira dkk., 2024).  

Kualitas sumber daya manusia merupakan 
faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam 
memanfaatkan bonus demografi menuju tahun 2045. 
Bonus demografi hanya akan memberikan 
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keuntungan apabila jumlah penduduk usia produktif 
didukung oleh pendidikan yang berkualitas, 
keterampilan yang relevan dengan kebutuhan 
industri, serta kemampuan beradaptasi terhadap 
perkembangan teknologi. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan 
kompetensi tenaga kerja, ketimpangan akses 
pendidikan dan teknologi digital, serta risiko 
meningkatnya pengangguran akibat otomatisasi dan 
perkembangan Artificial Intelligence (AI). Oleh 
karena itu, penguatan pendidikan vokasi, 
peningkatan keterampilan digital, pengembangan 
talenta teknologi, serta investasi pada penelitian dan 
inovasi menjadi prioritas yang harus dilakukan 
secara berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia 
yang unggul, Indonesia akan memiliki kapasitas yang 
lebih besar untuk meningkatkan produktivitas 
ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional 
di era ekonomi digital (T. P. Nugroho, 2025; Oktoviano 
dkk., 2025; Wahyu dkk., 2025; Waroi dkk., 2025).  

Meskipun memiliki peluang yang besar, 
perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 juga 
menghadapi berbagai tantangan global yang semakin 
kompleks. Perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi 
dunia, konflik geopolitik, transformasi digital, serta 
perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi 
faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan 
pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan, 
Indonesia menghadapi risiko yang tinggi terhadap 
dampak perubahan iklim, seperti kenaikan 
permukaan laut, cuaca ekstrem, serta ancaman 
terhadap ketahanan pangan dan energi. Selain itu, 
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transformasi digital membawa tantangan berupa 
meningkatnya ancaman keamanan siber, penyebaran 
disinformasi, ketimpangan akses teknologi, serta 
perubahan struktur pasar kerja akibat otomatisasi. 
Oleh karena itu, pembangunan nasional harus 
mampu meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap 
berbagai perubahan global sekaligus memperkuat 
ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 
berkelanjutan (Karinda & Baharuddin, 2024; I. 
Nugroho, 2025; Sasrawan, 2025; Suwanda & 
Suwanda, 2025; Wahyu dkk., 2025; Waroi dkk., 
2025).  

Keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 
2045 pada akhirnya bergantung pada kemampuan 
seluruh pemangku kepentingan dalam membangun 
kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan. 
Pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, 
lembaga penelitian, masyarakat sipil, serta mitra 
internasional memiliki peran yang saling melengkapi 
dalam mempercepat transformasi pembangunan 
berkelanjutan. Sinergi tersebut diperlukan untuk 
memperkuat investasi, mempercepat inovasi, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta 
menciptakan tata kelola yang transparan dan 
akuntabel. Di samping itu, konsistensi kebijakan, 
harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan 
daerah, serta penguatan kelembagaan menjadi faktor 
penting dalam mendukung efektivitas implementasi 
pembangunan nasional. Dengan menjadikan 
pembangunan berkelanjutan sebagai strategi utama, 
Indonesia memiliki peluang besar untuk 
mewujudkan negara yang maju, inklusif, tangguh, 
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dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, sekaligus 
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global 
(Oktoviano dkk., 2025; Suwanda & Suwanda, 2025; 
Syavitra, 2025; Tamang, 2024; Zahira dkk., 2024).  

2. Transformasi Digital, Inovasi, dan Daya Saing 
Ekonomi Masa Depan 

Transformasi digital telah menjadi salah satu 
penggerak utama pembangunan ekonomi pada abad 
ke-21 sekaligus fondasi bagi peningkatan daya saing 
nasional menuju Indonesia Emas 2045. 
Perkembangan teknologi digital mendorong 
perubahan mendasar pada cara organisasi, 
pemerintah, dan masyarakat menghasilkan nilai 
tambah melalui pemanfaatan data, konektivitas, 
serta inovasi berbasis teknologi. Transformasi 
tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi 
operasional, tetapi juga menciptakan model bisnis 
baru, mempercepat penyebaran inovasi, serta 
memperkuat integrasi ekonomi dalam skala nasional 
maupun global. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa digitalisasi memiliki hubungan yang positif 
dengan pertumbuhan ekonomi karena mampu 
meningkatkan produktivitas, mempercepat proses 
inovasi, serta memperluas akses terhadap pasar dan 
informasi. Namun, manfaat transformasi digital tidak 
diperoleh secara otomatis oleh seluruh negara 
maupun wilayah karena keberhasilannya sangat 
dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, 
kualitas sumber daya manusia, tata kelola, serta 
kemampuan mengelola dampak lingkungan dari 
perkembangan teknologi. Oleh karena itu, 
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transformasi digital perlu dipandang sebagai bagian 
integral dari strategi pembangunan berkelanjutan, 
bukan sekadar proses adopsi teknologi baru 
(Evdokimova dkk., 2026; Fraga-Lamas dkk., 2021; 
Pan dkk., 2022; Sidoruk & Alekseievska, 2025). 

Transformasi digital memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas 
melalui perbaikan efisiensi faktor produksi, 
produktivitas tenaga kerja, serta optimalisasi 
penggunaan modal. Pemanfaatan teknologi digital 
memungkinkan perusahaan mengotomatisasi 
berbagai proses bisnis, mempercepat aliran 
informasi, mengurangi biaya transaksi, dan 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekonomi 
digital memiliki hubungan positif terhadap 
peningkatan Total Factor Productivity (TFP), baik 
pada tingkat perusahaan maupun wilayah. Selain itu, 
transformasi digital juga memperkuat produktivitas 
melalui peningkatan kualitas modal manusia, inovasi 
teknologi, dan efisiensi investasi. Meskipun 
demikian, manfaat tersebut belum terdistribusi 
secara merata karena wilayah dengan infrastruktur 
digital yang lebih maju, tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi, serta kapasitas inovasi yang lebih baik 
cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan wilayah yang masih memiliki 
keterbatasan akses teknologi. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa transformasi digital perlu 
diimbangi dengan pemerataan pembangunan agar 
manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih 



 

Andi Hermanto, S.E., M.Si.                                 | 149 
 

inklusif (X. Du & Jiang, 2022; Pan dkk., 2022; Vu dkk., 
2025; L. Wang, 2023; Zegrean dkk., 2025). 

Perkembangan teknologi seperti Artificial 
Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan big data 
menjadi pendorong utama lahirnya industri berbasis 
inovasi pada era transformasi digital. Teknologi 
tersebut memungkinkan proses pemantauan secara 
real time, analisis data dalam jumlah besar, prediksi 
yang lebih akurat, serta pengambilan keputusan yang 
berbasis bukti (data-driven decision making). Dalam 
sektor industri, AI dan IoT meningkatkan efisiensi 
operasional melalui otomatisasi proses produksi, 
pemeliharaan prediktif, serta pengendalian kualitas 
yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan big data 
memungkinkan organisasi memahami perilaku 
konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, serta 
merancang strategi bisnis yang lebih adaptif 
terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, 
integrasi AI, IoT, dan big data menjadi fondasi utama 
dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi 
digital yang lebih inovatif dan kompetitif (Akundi 
dkk., 2022; Aldoseri dkk., 2024; Rane, 2023). 

Selain meningkatkan produktivitas dan 
inovasi, teknologi digital juga memberikan kontribusi 
penting terhadap pembangunan berkelanjutan 
melalui pengembangan teknologi hijau. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa AI mampu 
mendorong inovasi hijau (green innovation) dengan 
meningkatkan efektivitas penelitian dan 
pengembangan (Research and Development atau 
R&D), efisiensi penggunaan sumber daya, serta 
produktivitas perusahaan. Di sisi lain, IoT berperan 
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dalam memantau konsumsi energi, mengendalikan 
emisi karbon, meningkatkan traceability rantai 
pasok, serta mendukung pengelolaan sumber daya 
secara lebih efisien. Integrasi AI, IoT, dan big data juga 
menjadi pendukung utama implementasi ekonomi 
sirkular melalui optimalisasi penggunaan bahan 
baku dan pengurangan limbah produksi. Meskipun 
demikian, perkembangan teknologi digital juga 
menghadirkan tantangan karena infrastruktur 
teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan 
konsumsi energi yang tinggi serta penggunaan bahan 
baku kritis. Oleh sebab itu, transformasi digital perlu 
diiringi dengan penerapan teknologi rendah karbon 
agar manfaat lingkungan yang dihasilkan lebih besar 
daripada dampak negatifnya (Challouf dkk., 2025; Y. 
Du, 2025; Fraga-Lamas dkk., 2021; Hussain dkk., 
2024; X. Sun & Pi, 2025). 

Pada tingkat nasional, daya saing ekonomi 
masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan 
suatu negara mengintegrasikan transformasi digital, 
inovasi, pembangunan infrastruktur, serta kualitas 
kelembagaan ke dalam strategi pembangunan jangka 
panjang. Negara yang mampu membangun ekosistem 
digital yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk 
meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, 
menarik investasi, dan memperluas daya saing di 
pasar global. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa daya saing digital sangat dipengaruhi oleh 
kualitas infrastruktur teknologi informasi, kapasitas 
penelitian dan inovasi, tingkat keterampilan tenaga 
kerja, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. 
Meskipun setiap negara memiliki strategi 
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pembangunan digital yang berbeda, sebagian besar 
menempatkan inovasi, skala ekonomi digital, dan 
kedaulatan teknologi sebagai prioritas utama dalam 
menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, 
transformasi digital harus menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional 
menuju Indonesia Emas 2045 (Ahmed dkk., 2025; 
A lvarez-Aros & Bernal-Torres, 2021; Evdokimova 
dkk., 2026; Marti & Puertas, 2023; Sidoruk & 
Alekseievska, 2025). 

Meskipun menawarkan berbagai peluang, 
transformasi digital juga menghadirkan tantangan 
yang perlu diantisipasi secara serius. Kesenjangan 
digital antardaerah, keterbatasan akses terhadap 
teknologi, rendahnya literasi digital, serta ancaman 
terhadap keamanan data menjadi hambatan yang 
dapat memperlebar ketimpangan sosial dan 
ekonomi. Selain itu, perkembangan otomatisasi dan 
AI berpotensi mengubah struktur pasar kerja 
sehingga memerlukan peningkatan keterampilan 
tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan 
kebutuhan industri baru. Tantangan lainnya adalah 
meningkatnya risiko serangan siber, perlindungan 
data pribadi, serta ketergantungan terhadap 
teknologi asing yang dapat memengaruhi kedaulatan 
digital suatu negara. Oleh karena itu, penguatan 
regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, serta pembangunan infrastruktur digital 
yang inklusif menjadi langkah penting untuk 
memastikan bahwa transformasi digital memberikan 
manfaat yang merata bagi seluruh lapisan 
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masyarakat (Challouf dkk., 2025; Sidoruk & 
Alekseievska, 2025; Zegrean dkk., 2025). 

Transformasi digital pada akhirnya bukan 
lagi dipandang sebagai sektor pembangunan yang 
berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi utama 
dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat 
inovasi, dan membangun daya saing nasional yang 
berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital yang 
terintegrasi dengan pembangunan sumber daya 
manusia, inovasi teknologi hijau, penguatan 
infrastruktur, serta tata kelola yang adaptif akan 
menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam 
menghadapi tantangan ekonomi global menuju tahun 
2045. Di samping itu, pembangunan ekosistem digital 
yang inklusif akan memastikan bahwa manfaat 
transformasi digital dapat dinikmati secara merata 
oleh seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. 
Dengan mengintegrasikan transformasi digital ke 
dalam strategi pembangunan berkelanjutan, 
Indonesia memiliki peluang besar untuk 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih 
produktif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan tetap 
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan 
sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. 

3. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Ekosistem 
Inovasi Berkelanjutan 

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan 
ekosistem inovasi merupakan fondasi utama dalam 
mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keunggulan 
suatu bangsa pada masa depan tidak lagi hanya 
ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, 
tetapi lebih bergantung pada kualitas manusia, 
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kemampuan menghasilkan inovasi, serta kapasitas 
beradaptasi terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Berbagai kajian 
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang 
besar melalui bonus demografi, tetapi peluang 
tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila tenaga 
kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan industri dan ekonomi digital. Oleh karena 
itu, pembangunan SDM harus diarahkan pada 
peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan 
teknologi, keterampilan abad ke-21, serta 
pembentukan budaya inovasi yang berkelanjutan. Di 
sisi lain, ekosistem inovasi yang menghubungkan 
pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan 
masyarakat menjadi prasyarat penting dalam 
mempercepat transformasi ekonomi nasional. 
Dengan demikian, penguatan SDM dan inovasi harus 
berjalan secara simultan agar mampu menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan (Bayramova, 2024; Hadiningrat & 
Silalahi, 2024; Oktoviano dkk., 2025).  

Pembangunan kualitas SDM menuju 
Indonesia Emas 2045 tidak hanya berorientasi pada 
peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada 
pengembangan kompetensi yang relevan dengan 
kebutuhan masa depan. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa bonus demografi hanya akan 
memberikan dampak positif apabila didukung oleh 
tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, 
kompetensi vokasional, kemampuan berpikir kritis, 
kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap 
perubahan teknologi. Tantangan utama yang masih 
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dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara 
kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri 
(skills mismatch), ketimpangan akses terhadap 
teknologi, serta rendahnya kesiapan wilayah 
tertinggal dalam menghadapi transformasi digital. 
Selain itu, literasi digital dan employability menjadi 
indikator penting yang menentukan daya saing 
tenaga kerja di era ekonomi berbasis pengetahuan. 
Oleh sebab itu, reformasi pendidikan perlu diarahkan 
pada penguatan pendidikan vokasi, peningkatan 
kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses 
pendidikan dan teknologi hingga ke wilayah terpencil 
agar pembangunan SDM berlangsung secara inklusif 
(Hadiningrat & Silalahi, 2024; Liang, 2026; Muharam 
dkk., 2025; Oktoviano dkk., 2025; Silalahi & 
Hendriati, 2024).  

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis 
dalam membangun ekosistem inovasi nasional 
melalui pengembangan ilmu pengetahuan, 
penelitian, transfer teknologi, dan penciptaan 
kewirausahaan berbasis inovasi. Perguruan tinggi 
tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga 
pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan 
pengetahuan (knowledge hub) yang mampu 
menghasilkan solusi terhadap berbagai 
permasalahan pembangunan. Konsep 
entrepreneurial university semakin berkembang 
sebagai model yang mengintegrasikan pendidikan, 
penelitian, inovasi, serta kolaborasi dengan dunia 
industri dan pemerintah. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang 
menerapkan pendekatan tersebut mampu 
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meningkatkan budaya inovasi, mempercepat 
hilirisasi hasil penelitian, serta memperkuat 
pengembangan kewirausahaan yang berorientasi 
pada pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs). Dengan demikian, penguatan fungsi 
perguruan tinggi menjadi salah satu strategi utama 
dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan 
menuju Indonesia Emas 2045 (Astuty dkk., 2024; 
Cacciolatti & Rosli, 2022; Hailu, 2024; Nor dkk., 
2025).  

Penguatan ekosistem inovasi juga 
memerlukan dukungan terhadap kegiatan penelitian 
dan pengembangan (Research and Development atau 
R&D), transfer teknologi, serta pengembangan pusat-
pusat inovasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa 
keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh keberadaan 
Technology Transfer Office (TTO), inkubator bisnis, 
science park, pusat kolaborasi penelitian, dan 
berbagai mekanisme yang mempercepat 
komersialisasi hasil riset. Selain itu, penerapan 
metode pembelajaran inovatif, seperti project-based 
learning, simulasi bisnis, dan pembelajaran berbasis 
pengalaman, terbukti mampu meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha dan 
berinovasi. Namun demikian, pengembangan 
ekosistem inovasi masih menghadapi berbagai 
hambatan, seperti keterbatasan pendanaan 
penelitian, infrastruktur yang belum memadai, serta 
kebijakan yang belum terintegrasi secara optimal. 
Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang 
mampu memperkuat hubungan antara pendidikan, 
penelitian, dunia usaha, dan pemerintah agar inovasi 
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dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap 
pembangunan ekonomi nasional (Armas & Villegas, 
2025; Hailu, 2024; Harinurdin dkk., 2025; Herlina & 
Wahira, 2024; Rosienkiewicz dkk., 2024).  

Perkembangan ekonomi hijau membuka 
peluang munculnya berbagai jenis pekerjaan baru 
(green jobs) serta kewirausahaan berkelanjutan 
(green entrepreneurship) yang mengintegrasikan 
nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Green jobs 
mencakup berbagai profesi yang berkontribusi 
terhadap efisiensi energi, pengelolaan sumber daya 
alam, pengurangan emisi karbon, serta 
pengembangan teknologi ramah lingkungan. 
Sementara itu, kewirausahaan berkelanjutan 
mendorong lahirnya usaha-usaha inovatif yang 
mampu menciptakan keuntungan ekonomi sekaligus 
memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
lingkungan. Meskipun potensinya sangat besar, 
berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pengembangan green jobs masih menghadapi 
tantangan berupa keterbatasan modal, rendahnya 
literasi kewirausahaan hijau, kurangnya 
keterampilan teknis, serta terbatasnya jejaring 
pendukung. Oleh sebab itu, pembangunan SDM 
menuju Indonesia Emas 2045 harus diarahkan pada 
penciptaan tenaga kerja yang tidak hanya kompetitif, 
tetapi juga memiliki kepedulian terhadap 
keberlanjutan lingkungan (Papageorgiou dkk., 2023; 
Silalahi & Hendriati, 2024).  

Pengembangan ekosistem inovasi 
berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang erat 
antara berbagai pemangku kepentingan melalui 
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pendekatan quadruple helix maupun quintuple helix. 
Model quadruple helix menghubungkan pemerintah, 
perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sebagai 
aktor utama dalam menciptakan inovasi, sedangkan 
model quintuple helix menambahkan dimensi 
lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari proses pembangunan. Kolaborasi tersebut 
memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, 
pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia, serta penciptaan inovasi yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 
kolaboratif yang bersifat multidisipliner, berbasis 
jaringan, dan kontekstual lebih efektif dalam 
mempercepat pembangunan berkelanjutan 
dibandingkan pendekatan yang dilakukan secara 
sektoral. Oleh karena itu, sinergi antaraktor harus 
terus diperkuat agar mampu menghasilkan inovasi 
yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan (Armas & 
Villegas, 2025; Astuty dkk., 2024; Bakry dkk., 2024; 
Irungu dkk., 2023; Zhou & Etzkowitz, 2021).  

Keberhasilan Indonesia menuju Indonesia 
Emas 2045 pada akhirnya sangat ditentukan oleh 
kemampuan membangun SDM unggul yang didukung 
oleh ekosistem inovasi yang kolaboratif dan 
berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, 
penguatan pendidikan dan riset, pengembangan 
kewirausahaan hijau, serta kolaborasi multipihak 
harus menjadi bagian dari strategi pembangunan 
nasional yang saling terintegrasi. Pemerintah 
memiliki peran dalam menciptakan kebijakan dan 
insentif yang mendukung inovasi, perguruan tinggi 
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bertugas menghasilkan pengetahuan dan teknologi, 
dunia usaha berperan mempercepat hilirisasi 
inovasi, sedangkan masyarakat menjadi pengguna 
sekaligus pengembang berbagai solusi inovatif. 
Dengan memperkuat sinergi tersebut, Indonesia 
akan memiliki modal yang kuat untuk meningkatkan 
produktivitas, memperluas kesempatan kerja 
berkualitas, mempercepat transformasi ekonomi, 
serta mewujudkan pembangunan yang berdaya saing 
tinggi dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 
2045 (Armas & Villegas, 2025; Bayramova, 2024; 
Kurnia dkk., 2025; Muharam dkk., 2025; Nor dkk., 
2025).  

4. Kebijakan, Tata Kelola, dan Kemitraan untuk 
Ekonomi Berkelanjutan 

Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak 
dapat diwujudkan hanya melalui inovasi teknologi 
atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga 
memerlukan kebijakan publik, tata kelola 
pemerintahan, serta kemitraan yang mampu 
mengarahkan seluruh sumber daya menuju tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang 
efektif harus mampu mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam setiap 
proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 
pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa keberhasilan ekonomi berkelanjutan sangat 
dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kapasitas 
kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta 
dukungan instrumen pembiayaan hijau yang 
kredibel. Di samping itu, tata kelola yang baik 
menjadi fondasi dalam menciptakan kepastian 
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hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena 
itu, sinergi antara kebijakan publik, tata kelola yang 
adaptif, kemitraan multipihak, dan pembiayaan 
berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam 
mempercepat pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 (Fu dkk., 
2023; Salvador & Sancho, 2021; Wanner & Miljand, 
2025).  

Kebijakan publik yang mendukung ekonomi 
berkelanjutan perlu dirancang secara komprehensif 
dengan mengintegrasikan regulasi lingkungan, 
dukungan masyarakat, serta orientasi pembangunan 
berkelanjutan ke dalam seluruh proses 
pemerintahan. Regulasi hijau tidak hanya berfungsi 
mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan, 
tetapi juga mengarahkan investasi, pengadaan 
barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan 
inovasi menuju aktivitas ekonomi yang rendah emisi 
karbon. Tata kelola yang efektif juga membutuhkan 
kerangka hukum, strategi pembangunan, dan 
mekanisme pengawasan yang berlaku secara 
konsisten pada seluruh tingkatan pemerintahan. 
Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi, 
pemerintah mampu menciptakan iklim investasi 
yang lebih kondusif bagi pengembangan teknologi 
ramah lingkungan, energi terbarukan, serta berbagai 
bentuk inovasi yang mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Oleh sebab itu, regulasi hijau harus 
diposisikan sebagai instrumen strategis dalam 
mendorong transformasi ekonomi nasional menuju 
sistem pembangunan yang lebih berkelanjutan (Erna 



 

Andi Hermanto, S.E., M.Si.                                 | 160 
 

& Mutaqin, 2023; P. Kumar & Kumar, 2023; 
Sarabdeen, 2024).  

Meskipun berbagai kebijakan telah 
dikembangkan, implementasi ekonomi 
berkelanjutan masih menghadapi sejumlah 
hambatan yang cukup kompleks. Fragmentasi 
kebijakan, lemahnya koordinasi antarsektor, 
inkonsistensi regulasi, serta rendahnya kapasitas 
penegakan hukum menjadi tantangan yang sering 
ditemukan dalam berbagai negara. Kondisi tersebut 
menyebabkan berbagai program pembangunan 
berkelanjutan berjalan secara parsial dan belum 
menghasilkan dampak yang optimal. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang 
adaptif memerlukan sistem pemantauan yang 
berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta 
mekanisme evaluasi yang mampu menyesuaikan 
kebijakan dengan dinamika pembangunan. Selain itu, 
inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di 
sektor publik juga diperlukan agar aparatur 
pemerintahan memiliki kompetensi yang sesuai 
untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. 
Dengan demikian, keberhasilan implementasi 
kebijakan sangat bergantung pada kemampuan 
pemerintah membangun sistem tata kelola yang 
fleksibel, kolaboratif, dan responsif terhadap 
perubahan lingkungan strategis (Bisogno dkk., 2023; 
Dwiputrianti dkk., 2025; A. Mishra & Prasai, 2025; 
Priwarapan & Sonsuphap, 2025).  

Pemerintah daerah memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan karena merupakan aktor yang paling 
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dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman 
yang lebih baik terhadap karakteristik wilayahnya. 
Peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada 
pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga 
mencakup identifikasi kebutuhan lokal, 
pembangunan jejaring kerja sama, serta fasilitasi 
kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah dapat berperan sebagai intermediary yang 
menghubungkan pemerintah pusat, sektor swasta, 
akademisi, dan masyarakat dalam implementasi 
Sustainable Development Goals (SDGs). Namun 
demikian, kapasitas pemerintah daerah sering kali 
dibatasi oleh keterbatasan anggaran, sumber daya 
manusia, serta kemampuan kelembagaan. Oleh 
karena itu, penguatan kapasitas analitis, manajerial, 
strategis, dan kolaboratif menjadi faktor penting agar 
pemerintah daerah mampu menjalankan perannya 
secara efektif dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan (Bilsky dkk., 2021; Bisogno dkk., 2023; 
Hickmann, 2021; Masuda dkk., 2022; Salvador & 
Sancho, 2021).  

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan 
juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kemitraan 
multipihak (multi-stakeholder partnerships). 
Kompleksitas tantangan pembangunan 
menyebabkan pemerintah tidak dapat bekerja 
sendiri sehingga diperlukan keterlibatan sektor 
swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, 
organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan lembaga 
internasional. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pendekatan hybrid governance mampu 
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memperkuat implementasi pembangunan 
berkelanjutan melalui penggabungan sumber daya, 
pengetahuan, teknologi, dan kapasitas dari berbagai 
aktor. Kemitraan tersebut memungkinkan 
terciptanya inovasi, peningkatan kapasitas, serta 
perluasan dampak program pembangunan ke 
berbagai sektor. Meskipun demikian, efektivitas 
kemitraan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan 
bersama, komitmen seluruh pihak, koordinasi yang 
baik, serta keterlibatan aktif pemerintah sebagai 
fasilitator dan pengarah kebijakan. Dengan demikian, 
kemitraan multipihak harus dibangun secara 
operasional dan berorientasi pada hasil agar mampu 
memberikan dampak nyata terhadap pembangunan 
berkelanjutan (Nonet et al., 2022; Widerberg et al., 
2023; Filho et al., 2024; Wanner & Miljand, 2025).  

Selain tata kelola dan kemitraan, pembiayaan 
berkelanjutan menjadi faktor yang sangat 
menentukan dalam mendukung transisi menuju 
ekonomi hijau. Berbagai instrumen green finance, 
seperti green bonds, green loans, investasi berbasis 
Environmental, Social, and Governance (ESG), serta 
skema pembiayaan campuran (blended finance), telah 
berkembang sebagai sumber pendanaan utama bagi 
berbagai proyek rendah karbon. Penelitian 
menunjukkan bahwa pembiayaan hijau mampu 
meningkatkan investasi pada energi terbarukan, 
inovasi teknologi, efisiensi energi, dan pembangunan 
infrastruktur berkelanjutan. Namun demikian, 
implementasi instrumen tersebut masih menghadapi 
berbagai tantangan, antara lain belum seragamnya 
standar taksonomi hijau, tingginya biaya transaksi, 
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keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum 
optimalnya perkembangan pasar karbon. Oleh sebab 
itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, 
menyediakan insentif fiskal, serta membangun kerja 
sama dengan sektor swasta dan lembaga 
internasional agar investasi hijau dapat berkembang 
secara lebih luas (Fu et al., 2023; Ahir & Mahida, 
2025; Raman et al., 2025; Xiong & Dai, 2023; Huang, 
2024).  

Secara keseluruhan, keberhasilan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju 
Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi antara 
kebijakan publik yang koheren, tata kelola 
pemerintahan yang adaptif, pemerintah daerah yang 
memiliki kapasitas kuat, kemitraan multipihak yang 
efektif, serta sistem pembiayaan hijau yang kredibel. 
Seluruh komponen tersebut saling melengkapi dalam 
menciptakan lingkungan pembangunan yang mampu 
mendorong inovasi, meningkatkan investasi, 
memperkuat daya saing nasional, dan menjaga 
keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, 
peningkatan kualitas kelembagaan, harmonisasi 
kebijakan lintas sektor, serta penguatan koordinasi 
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia 
usaha, akademisi, dan masyarakat akan menjadi 
faktor penentu dalam mempercepat implementasi 
pembangunan berkelanjutan. Dengan membangun 
tata kelola yang transparan, partisipatif, dan 
berorientasi pada keberlanjutan, Indonesia memiliki 
peluang besar untuk mewujudkan pembangunan 
yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi 
sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.  
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5. Roadmap Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 
Roadmap strategis menuju Indonesia Emas 

2045 merupakan kerangka pembangunan jangka 
panjang yang berfungsi sebagai panduan dalam 
mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya 
saing, inklusif, dan berkelanjutan. Roadmap tersebut 
tidak hanya menetapkan sasaran pembangunan, 
tetapi juga menjelaskan tahapan implementasi, 
indikator keberhasilan, skenario pembangunan, serta 
pembagian peran antaraktor dalam mendukung 
pencapaian visi nasional. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 
jangka panjang lebih ditentukan oleh kemampuan 
mengintegrasikan Sustainable Development Goals 
(SDGs) ke dalam rencana pembangunan nasional, 
penggunaan indikator yang komprehensif, serta 
kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, 
akademisi, dan masyarakat. Pendekatan tersebut 
memungkinkan pembangunan berlangsung secara 
terarah, adaptif, dan mampu menjawab berbagai 
tantangan global yang terus berkembang. Oleh 
karena itu, roadmap menuju Indonesia Emas 2045 
harus dipahami sebagai peta transisi yang 
menghubungkan tujuan pembangunan nasional 
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 
secara menyeluruh (Zhao et al., 2022; Hafzal, 2025; 
Wijaya, 2025). 

Tahapan implementasi menjadi bagian 
penting dalam roadmap pembangunan karena setiap 
periode memiliki prioritas kebijakan yang berbeda 
sesuai dengan kebutuhan nasional. Strategi jangka 
pendek diarahkan pada pemulihan ekonomi, 
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penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, serta penyelarasan 
target pembangunan nasional dengan SDGs. 
Selanjutnya, strategi jangka menengah dan jangka 
panjang difokuskan pada reformasi infrastruktur, 
penguatan inovasi, peningkatan efisiensi penggunaan 
sumber daya, transformasi ekonomi hijau, serta 
penciptaan keseimbangan antara pertumbuhan 
ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berbagai 
penelitian menegaskan bahwa integrasi SDGs ke 
dalam dokumen perencanaan pembangunan 
merupakan syarat utama agar implementasi 
kebijakan berjalan secara efektif dan terkoordinasi. 
Selain itu, kebijakan pembangunan harus bersifat 
fleksibel dan adaptif karena dinamika indikator 
keberlanjutan dapat berubah secara nonlinier akibat 
perubahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 
Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah 
lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan 
pendanaan, dan rendahnya komitmen politik yang 
sering menjadi penghambat dalam proses transisi 
menuju ekonomi hijau (Zhao et al., 2022; Işík et al., 
2025; Hafzal, 2025; Okitasari & Katramiz, 2022; Ali et 
al., 2021). 

Keberhasilan roadmap menuju Indonesia 
Emas 2045 memerlukan sistem pengukuran yang 
mampu menggambarkan kualitas pembangunan 
secara menyeluruh. Pengukuran tersebut tidak dapat 
lagi hanya mengandalkan indikator pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB), tetapi harus 
menggunakan indikator multidimensi yang 
mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta 
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kapasitas tata kelola. Dimensi ekonomi meliputi 
produktivitas, kesempatan kerja yang layak, dan 
pertumbuhan yang inklusif, sedangkan dimensi 
sosial mencakup pendidikan, kesehatan, 
pengentasan kemiskinan, dan pengurangan 
ketimpangan. Pada dimensi lingkungan, indikator 
diarahkan pada pengurangan emisi, efisiensi 
penggunaan sumber daya, serta peningkatan 
pemanfaatan energi bersih. Sementara itu, dimensi 
tata kelola menilai efektivitas regulasi, kualitas 
pelayanan publik, transparansi, serta kemampuan 
koordinasi antarlembaga. Penggunaan indikator yang 
komprehensif akan menghasilkan evaluasi 
pembangunan yang lebih objektif sekaligus 
mengurangi bias dalam penentuan prioritas 
kebijakan (Gebara et al., 2023; Huan et al., 2021; 
Ammari et al., 2022; Hughes & Narayan, 2021; Allen 
et al., 2021; Gidage & Bhide, 2024). 

Selain menggunakan indikator yang 
komprehensif, sistem evaluasi pembangunan juga 
harus mampu diterapkan secara konsisten pada 
tingkat nasional maupun daerah. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan 
berkelanjutan sering kali terkonsentrasi pada 
wilayah yang memiliki tingkat pembangunan lebih 
tinggi, sementara daerah periferal masih menghadapi 
berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, indikator 
pembangunan harus mampu mengidentifikasi 
kesenjangan antarwilayah sehingga pemerintah 
dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. 
Pendekatan tersebut juga memungkinkan proses 
pemantauan pembangunan dilakukan secara 
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berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi yang 
berbasis data. Dengan demikian, roadmap Indonesia 
Emas 2045 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen 
pengendalian pembangunan yang mampu 
memastikan bahwa seluruh wilayah memperoleh 
manfaat pembangunan secara lebih merata dan 
berkeadilan (Gebara et al., 2023; Benedek et al., 
2021). 

Integrasi SDGs dengan Visi Indonesia Emas 
2045 merupakan langkah strategis agar tujuan 
pembangunan global dapat diterjemahkan ke dalam 
kebutuhan nasional secara lebih operasional. Dalam 
konteks tersebut, SDGs tidak dipandang sebagai 
sekadar kumpulan target internasional, melainkan 
sebagai kerangka normatif yang membantu 
pemerintah menetapkan prioritas pembangunan 
sesuai dengan karakteristik Indonesia. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa skenario business as 
usual umumnya tidak cukup untuk mencapai target 
pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, skenario 
transformasi yang didukung investasi yang lebih 
besar, reformasi tata kelola, peningkatan kapasitas 
kelembagaan, serta penguatan kebijakan 
pembangunan mampu mempercepat pencapaian 
target, meskipun tetap memerlukan upaya yang 
konsisten untuk menutup berbagai kesenjangan 
pembangunan. Oleh karena itu, integrasi SDGs ke 
dalam roadmap nasional menjadi strategi penting 
dalam membangun sistem pembangunan yang lebih 
adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan 
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(Okitasari & Katramiz, 2022; Allen et al., 2021; Zhao 
et al., 2022). 

Penyusunan roadmap Indonesia Emas 2045 
juga memerlukan penggunaan berbagai skenario 
pembangunan yang didukung oleh pemodelan 
terintegrasi. Berbagai penelitian menekankan 
pentingnya menggabungkan analisis produktivitas 
ekonomi, pendidikan, tata kelola, energi, 
infrastruktur, dan lingkungan ke dalam satu sistem 
pemodelan sehingga hubungan antarsektor dapat 
dipahami secara lebih komprehensif. Pendekatan 
forecasting dan optimasi membantu pemerintah 
menentukan prioritas pembangunan ketika terjadi 
konflik antara tujuan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip 
Environmental, Social, and Governance (ESG), 
ekonomi sirkular, dan SDGs semakin dipandang 
sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya 
saing nasional pada masa depan. Dengan 
memanfaatkan pendekatan tersebut, pemerintah 
dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif 
terhadap perubahan global sekaligus memastikan 
bahwa pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan 
prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan 
sosial (Hughes & Narayan, 2021; Ali et al., 2025; 
Gidage & Bhide, 2024; Ogunmakinde et al., 2021; Liu 
et al., 2025). 

Keberhasilan implementasi roadmap menuju 
Indonesia Emas 2045 pada akhirnya bergantung 
pada pembagian peran yang jelas di antara seluruh 
pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki 
tanggung jawab utama dalam mengintegrasikan 
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kebijakan pembangunan, memperkuat regulasi, 
menyediakan pembiayaan yang mendukung SDGs, 
serta menciptakan tata kelola yang adaptif. Dunia 
usaha berperan mengintegrasikan prinsip 
keberlanjutan ke dalam strategi bisnis melalui 
penerapan ESG, inovasi teknologi, dan investasi 
berkelanjutan. Perguruan tinggi dan lembaga 
penelitian berkontribusi melalui pengembangan ilmu 
pengetahuan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan 
berbasis bukti, sedangkan masyarakat berperan 
dalam memperkuat partisipasi publik serta 
akuntabilitas sosial. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa kemitraan multipihak hanya 
akan berjalan efektif apabila didukung oleh tujuan 
bersama, koordinasi yang kuat, komitmen jangka 
panjang, pembiayaan yang memadai, dan kemauan 
politik yang konsisten. Dengan demikian, roadmap 
strategis menuju Indonesia Emas 2045 harus 
dibangun sebagai peta transformasi yang terukur, 
adaptif, dan kolaboratif sehingga mampu 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, 
berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi seluruh 
masyarakat Indonesia (Nonet et al., 2022; Wanner & 
Miljand, 2025; Hafzal, 2025; Okitasari & Katramiz, 
2022; Shabbir, 2025). 
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BAB VI 

PERAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

DALAM DALAM MENDUKUNG 

PENCAPAIAN SDGs 

 

 
1. Konsep Ekonomi Pembangunan dan 

Keterkaitannya dengan Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

Ekonomi pembangunan merupakan cabang 
ilmu ekonomi yang mempelajari berbagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan 
pendapatan, serta perubahan struktur ekonomi yang 
lebih produktif. Dalam perkembangannya, konsep 
ekonomi pembangunan tidak lagi hanya berorientasi 
pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga 
mencakup pembangunan manusia, pengurangan 
kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, serta 
penguatan kelembagaan. Pergeseran paradigma 
tersebut terjadi karena pembangunan yang hanya 
berfokus pada pertumbuhan produk domestik bruto 
(PDB) terbukti belum mampu menjawab berbagai 
persoalan sosial dan lingkungan yang muncul akibat 
proses pembangunan. Oleh karena itu, ekonomi 
pembangunan modern semakin menekankan 
pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi, 
keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan 
sebagai landasan pembangunan jangka panjang. 
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Pendekatan tersebut selaras dengan kerangka 
Sustainable Development Goals (SDGs) yang 
memandang pembangunan sebagai proses 
multidimensional yang mengintegrasikan aspek 
ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola secara 
terpadu (Basheer dkk., 2022; Cook & Daví ðsdo ttir, 
2021; Dima dkk., 2024; B. Wang & Chen, 2024; X. 
Wang & Zheng, 2024). 

Perkembangan konsep ekonomi 
pembangunan menunjukkan adanya perubahan 
paradigma dari pendekatan tradisional menuju 
pendekatan yang lebih berorientasi pada 
kesejahteraan manusia. Pada masa lalu, keberhasilan 
pembangunan sering diukur berdasarkan laju 
pertumbuhan PDB dan peningkatan pendapatan per 
kapita. Namun, berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti 
oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat apabila 
masih terdapat kemiskinan, ketimpangan, rendahnya 
akses pendidikan, serta terbatasnya layanan 
kesehatan. Oleh karena itu, tujuan ekonomi 
pembangunan saat ini diperluas untuk mencakup 
pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan 
kerja yang layak, peningkatan produktivitas, 
pengurangan ketimpangan, serta perluasan 
kesejahteraan yang inklusif. Pendidikan, kesehatan, 
dan pemerataan kesempatan dipandang sebagai 
tujuan pembangunan yang harus dicapai secara 
langsung, bukan sekadar dampak dari pertumbuhan 
ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi 
diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia 
secara menyeluruh (Dima dkk., 2024; Ferrer-Este vez 
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& Chalmeta, 2021; Musaddad dkk., 2025; Raman, 
Gunasekar, dkk., 2025; B. Wang & Chen, 2024; Yu & 
Huang, 2021). 

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi 
landasan utama dalam menghubungkan ekonomi 
pembangunan dengan SDGs. Pembangunan 
berkelanjutan menekankan pentingnya 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 
keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan agar 
kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam 
memenuhi kebutuhannya. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut saling 
berkaitan dan saling memengaruhi, meskipun dalam 
praktiknya sering terjadi konflik kepentingan. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga 
berpotensi memperbesar emisi karbon, eksploitasi 
sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan apabila 
tidak dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 
pembangunan berkelanjutan mendorong terciptanya 
keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan 
ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup 
melalui kebijakan yang lebih terintegrasi (Basheer 
dkk., 2022; Ferrer-Este vez & Chalmeta, 2021; Halkos 
& Gkampoura, 2021; Hegde, 2025; B. Wang & Chen, 
2024; Zhao dkk., 2025). 

Berbagai kritik terhadap model 
pertumbuhan ekonomi konvensional mendorong 
munculnya paradigma baru yang lebih sesuai dengan 
prinsip pembangunan berkelanjutan. Literatur 
menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang 



 

Dr. Merry Anna Napitupulu, M.Si., Ak., C.A., CSRA.                                | 173 
 

hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi belum 
mampu menjawab tantangan perubahan iklim, 
ketimpangan sosial, maupun keterbatasan sumber 
daya alam. Sebagai respons terhadap kondisi 
tersebut, berkembang berbagai pendekatan, seperti 
green growth, doughnut economics, dan steady-state 
economy, yang menempatkan keseimbangan antara 
aktivitas ekonomi, pemerataan sosial, serta daya 
dukung lingkungan sebagai prioritas utama. Selain 
itu, konsep ekonomi hijau semakin banyak 
diterapkan sebagai jembatan antara tujuan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan melalui pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, 
dan pengurangan emisi karbon. Pendekatan tersebut 
memperkuat peran ekonomi pembangunan dalam 
mendukung pencapaian SDGs secara lebih 
komprehensif (Dima dkk., 2024; Ghosh & Pearson, 
2025; Halkos & Gkampoura, 2021; B. Wang & Chen, 
2024). 

Hubungan antara ekonomi pembangunan 
dan 17 tujuan SDGs bersifat menyeluruh karena 
seluruh dimensi pembangunan saling berhubungan. 
SDGs terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan berbagai 
indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, 
lingkungan, perdamaian, serta kemitraan global. 
Dalam kerangka tersebut, ekonomi pembangunan 
berperan dalam mendukung pengentasan 
kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, 
kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, 
pengurangan ketimpangan, perlindungan 
lingkungan, hingga penguatan institusi. Penelitian 
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terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara 
tujuan-tujuan SDGs sebaiknya dipahami sebagai 
suatu sistem yang saling terintegrasi, bukan sebagai 
kebijakan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, 
keberhasilan pencapaian satu tujuan akan 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 
lainnya melalui berbagai keterkaitan yang saling 
memperkuat (Basheer dkk., 2022; Domingo-Posada 
dkk., 2024; Ferrer-Este vez & Chalmeta, 2021; Hegde, 
2025; Song & Jang, 2023). 

Dalam implementasinya, ekonomi 
pembangunan berkontribusi terhadap lima 
kelompok utama SDGs, yaitu People, Prosperity, 
Planet, Peace, dan Partnership. Kelompok People 
berfokus pada peningkatan kualitas hidup 
masyarakat melalui pengurangan kemiskinan, 
peningkatan kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan 
gender. Kelompok Prosperity menitikberatkan pada 
pertumbuhan ekonomi, produktivitas, 
industrialisasi, pembangunan kota yang 
berkelanjutan, dan pengurangan kesenjangan. 
Selanjutnya, kelompok Planet diarahkan pada 
pengelolaan sumber daya alam, efisiensi penggunaan 
material, perlindungan ekosistem, serta 
pengendalian perubahan iklim. Adapun kelompok 
Peace dan Partnership menekankan pentingnya tata 
kelola pemerintahan yang baik, institusi yang kuat, 
serta kerja sama nasional dan internasional sebagai 
pendukung utama keberhasilan pembangunan 
berkelanjutan. Kelima kelompok tersebut 
menunjukkan bahwa ekonomi pembangunan 
memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas 
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dibandingkan sekadar peningkatan pertumbuhan 
ekonomi (Basheer dkk., 2022; Domingo-Posada dkk., 
2024; Ferrer-Este vez & Chalmeta, 2021; Ghosh & 
Pearson, 2025; Raman, Gunasekar, dkk., 2025). 

Implikasi kebijakan dari keterkaitan ekonomi 
pembangunan dengan SDGs adalah perlunya 
pendekatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, 
terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi, pengembangan energi 
terbarukan, sistem keuangan, pengurangan 
ketimpangan, serta perlindungan lingkungan 
memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam 
jangka panjang sehingga memerlukan koordinasi 
kebijakan yang kuat. Selain itu, pengukuran 
keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup 
menggunakan PDB sebagai satu-satunya indikator, 
tetapi perlu dilengkapi dengan berbagai ukuran 
kesejahteraan, seperti Genuine Progress Indicator, 
indikator pembangunan manusia, serta berbagai 
indikator keberlanjutan lainnya. Penerapan prinsip 
Environmental, Social, and Governance (ESG), 
integrasi antar-SDG, serta penguatan tata kelola 
menjadi strategi penting dalam mempercepat 
pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan 
demikian, ekonomi pembangunan pada era SDGs 
dipahami sebagai strategi pembangunan yang 
mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi, keadilan 
sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang 
efektif untuk menciptakan pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan (Basheer dkk., 2022; Cook 
& Daví ðsdo ttir, 2021; Dima dkk., 2024; Gidage & 
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Bhide, 2024; Guang-Wen dkk., 2022; Raman, Ray, 
dkk., 2025; Song & Jang, 2023; Zhao dkk., 2025). 

2. Kontribusi Ekonomi Pembangunan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 

Ekonomi pembangunan memiliki peran yang 
sangat penting dalam mendorong terciptanya 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu 
pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan 
kapasitas ekonomi nasional, tetapi juga mampu 
memperluas manfaat pembangunan kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan 
modern, keberhasilan ekonomi tidak lagi diukur 
hanya berdasarkan peningkatan produk domestik 
bruto (PDB), melainkan juga dari kemampuan 
menciptakan kesempatan kerja, mengurangi 
kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan 
pembangunan yang inklusif apabila manfaat 
pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok 
masyarakat tertentu. Oleh karena itu, ekonomi 
pembangunan menempatkan pemerataan 
kesempatan, penguatan kapabilitas manusia, serta 
penciptaan lapangan kerja sebagai komponen utama 
dalam mewujudkan kesejahteraan yang 
berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan 
ekonomi harus dipandang sebagai sarana untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, 
bukan sebagai tujuan akhir pembangunan (Ernawati 
dkk., 2021; Rizky dkk., 2024; Tsapko-Piddubna, 
2021). 
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Konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
menekankan bahwa seluruh kelompok masyarakat 
harus memiliki kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sekaligus 
memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. 
Pendekatan ini berbeda dengan konsep 
pertumbuhan konvensional yang lebih berorientasi 
pada peningkatan output agregat tanpa 
memperhatikan distribusi manfaatnya. Dalam 
ekonomi pembangunan, penciptaan pekerjaan 
produktif dipandang sebagai jalur utama untuk 
mencapai inklusi ekonomi karena memberikan 
kesempatan kepada masyarakat memperoleh 
pendapatan, meningkatkan produktivitas, serta 
memperbaiki kualitas hidup. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 
akan menjadi inklusif apabila mampu melibatkan 
sebagian besar angkatan kerja melalui 
pengembangan sektor-sektor yang padat karya dan 
produktif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan 
harus diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, 
peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penciptaan 
iklim usaha yang mampu menyerap tenaga kerja 
secara berkelanjutan (Meena, 2022; Saad, 2024; 
Siatan dkk., 2025). 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, 
kemiskinan, dan ketimpangan menunjukkan bahwa 
ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dalam 
proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada 
umumnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, 
tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat 
ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. 
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Ketika ketimpangan semakin tinggi, manfaat 
pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada 
kelompok berpendapatan tinggi sehingga 
dampaknya terhadap penurunan kemiskinan 
menjadi semakin kecil. Sebaliknya, kemiskinan dan 
ketimpangan yang tinggi juga dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena 
mengurangi produktivitas tenaga kerja, membatasi 
akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta 
mempersempit peluang masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab 
itu, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan harus 
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari strategi pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan (Ernawati dkk., 2021; Ruhana dkk., 
2024; Tsapko-Piddubna, 2021; Zhu, Bashir, dkk., 
2022). 

Kontribusi ekonomi pembangunan terhadap 
pertumbuhan yang inklusif diwujudkan melalui 
beberapa jalur utama, yaitu pengentasan kemiskinan, 
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
peningkatan kapabilitas manusia, dan perluasan 
akses ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi 
mekanisme utama yang menghubungkan 
pertumbuhan ekonomi dengan penurunan 
kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang 
tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja 
(jobless growth) cenderung gagal menciptakan 
pembangunan yang inklusif. Selain itu, peningkatan 
kualitas pendidikan, kesehatan, dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memperkuat 
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kapasitas masyarakat untuk memperoleh pekerjaan 
yang lebih baik dan meningkatkan mobilitas sosial. 
Dengan demikian, investasi pada pembangunan 
manusia menjadi salah satu strategi yang paling 
efektif untuk memperluas manfaat pertumbuhan 
ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat 
(Ernawati dkk., 2021; N. Mishra dkk., 2024; Rizky 
dkk., 2024; Saad, 2024; Zhu, Bashir, dkk., 2022). 

Selain pembangunan manusia, pemerataan 
akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi juga 
menjadi faktor penting dalam menciptakan 
pertumbuhan yang inklusif. Inklusi keuangan, 
pembangunan infrastruktur, serta pengembangan 
kewirausahaan memberikan kesempatan yang lebih 
besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
aktivitas ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa akses terhadap layanan keuangan 
memungkinkan masyarakat memperoleh modal 
usaha, meningkatkan produktivitas, serta 
memperluas kesempatan kerja. Di sisi lain, 
pembangunan infrastruktur yang merata mampu 
mengurangi kesenjangan wilayah melalui 
peningkatan akses terhadap pasar, pendidikan, 
layanan kesehatan, dan teknologi. Pengembangan 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga 
berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan karena 
mampu menciptakan lapangan kerja baru, meskipun 
efektivitasnya terhadap pengurangan ketimpangan 
tetap memerlukan dukungan institusi yang adil dan 
kebijakan distribusi yang tepat (Adenutsi, 2023; 
Aslam & Saeed, 2023; Cosa, 2025; Saka dkk., 2025; 
Tsapko-Piddubna, 2021). 
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Berbagai hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi 
pada pemerataan memberikan dampak yang lebih 
besar terhadap kesejahteraan masyarakat 
dibandingkan kebijakan yang hanya berfokus pada 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tanpa 
mekanisme distribusi yang memadai cenderung 
meningkatkan konsentrasi pendapatan pada 
kelompok masyarakat tertentu sehingga 
memperlebar ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, 
pembangunan pedesaan melalui investasi 
infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia terbukti 
mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
pendapatan masyarakat, serta mengurangi 
kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu, program 
perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi 
lokal juga menjadi instrumen penting dalam 
memperluas manfaat pertumbuhan kepada 
kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, 
kebijakan pembangunan harus dirancang secara 
komprehensif agar mampu menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif 
(Ernawati dkk., 2021; N. Mishra dkk., 2024; Murthi, 
2024; Rizky dkk., 2024; S. S. Shah dkk., 2024; Tsapko-
Piddubna, 2021). 

Pada akhirnya, kontribusi ekonomi 
pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif tidak hanya diukur melalui peningkatan 
pendapatan masyarakat, tetapi juga melalui 
peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. 
Kesejahteraan masyarakat mencakup akses terhadap 
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pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, 
perlindungan sosial, kesempatan berwirausaha, serta 
kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas 
ekonomi secara produktif. Bukti empiris di Indonesia 
menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan 
peningkatan partisipasi angkatan kerja memiliki 
hubungan yang positif dengan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, sedangkan kemiskinan, 
pengangguran, dan ketimpangan masih menjadi 
faktor yang menghambat pemerataan kesejahteraan. 
Oleh karena itu, strategi ekonomi pembangunan 
harus mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, pemerataan kesempatan, 
serta penguatan akses ekonomi agar manfaat 
pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Aslam & 
Saeed, 2023; Meena, 2022; Noor, 2024; Satriawan 
dkk., 2025; Siatan dkk., 2025). 

3. Peran Investasi, Infrastruktur, dan Inovasi dalam 
Mendukung Pencapaian SDGs 

Investasi, pembangunan infrastruktur, dan 
inovasi merupakan tiga pilar utama yang 
mempercepat pencapaian Sustainable Development 
Goals (SDGs). Ketiga aspek tersebut saling 
melengkapi dalam menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing, 
serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun 
demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
keberhasilan investasi, infrastruktur, dan inovasi 
tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi sumber 
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daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, 
efektivitas kebijakan, serta pemerataan akses bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, 
pembangunan yang berorientasi pada SDGs 
memerlukan sinergi antara investasi publik dan 
swasta, pembangunan infrastruktur yang 
berkelanjutan, serta transformasi digital yang 
mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
secara inklusif. Dengan pendekatan tersebut, 
pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan 
pertumbuhan, tetapi juga mampu memberikan 
manfaat sosial dan lingkungan secara seimbang 
(Cingolani, 2022; Raman, Ray, dkk., 2025; Zhan & 
Santos-Paulino, 2021). 

Investasi merupakan faktor penting dalam 
mendukung pembiayaan pembangunan 
berkelanjutan karena menyediakan sumber daya 
yang diperlukan untuk memperluas kapasitas 
ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
serta mempercepat pencapaian berbagai target SDGs. 
Dalam praktiknya, investasi publik dan investasi 
swasta memiliki fungsi yang saling melengkapi. 
Pemerintah tetap memegang peran utama dalam 
pembiayaan sektor-sektor sosial, seperti pendidikan, 
kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur 
dasar. Sementara itu, sektor swasta berkontribusi 
melalui penyediaan modal, peningkatan efisiensi, 
inovasi teknologi, serta pengembangan berbagai 
sektor produktif. Berbagai instrumen pembiayaan 
inovatif, seperti green finance, green bonds, blended 
finance, dan investasi berkelanjutan lainnya, semakin 
berkembang sebagai mekanisme untuk 
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mengarahkan modal menuju proyek-proyek energi 
bersih, infrastruktur hijau, serta aksi mitigasi 
perubahan iklim. Dengan demikian, kolaborasi 
antara sektor publik dan sektor swasta menjadi 
strategi utama dalam mengurangi kesenjangan 
pendanaan pembangunan berkelanjutan (Cingolani, 
2022; Prakash & Sethi, 2021; Raman, Gunasekar, dkk., 
2025; Tan, 2022; Zhan & Santos-Paulino, 2021). 

Meskipun investasi memiliki kontribusi yang 
besar terhadap pembangunan, implementasinya 
masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan 
pendanaan SDGs masih sangat besar sehingga 
kemampuan pemerintah saja tidak cukup untuk 
memenuhi seluruh kebutuhan investasi. Oleh karena 
itu, keterlibatan sektor swasta dan arus modal 
internasional menjadi semakin penting sebagai 
pelengkap pembiayaan publik. Namun, berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa tingginya biaya 
transaksi, lemahnya regulasi, keterbatasan kapasitas 
kelembagaan, serta rendahnya kepastian hukum 
masih menjadi hambatan utama dalam menarik 
investasi berkelanjutan. Selain itu, investasi asing 
langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) 
memang mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan sosial, tetapi tanpa 
regulasi lingkungan yang memadai, investasi tersebut 
berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya 
alam dan memperburuk kualitas lingkungan. Oleh 
sebab itu, kebijakan investasi harus mampu 
menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan 
ekonomi, perlindungan lingkungan, dan 
kesejahteraan masyarakat (Prakash & Sethi, 2021; 
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Raman, Gunasekar, dkk., 2025; Slimani dkk., 2024; 
Zhan & Santos-Paulino, 2021). 

Selain investasi, pembangunan infrastruktur 
berkelanjutan memiliki peran strategis dalam 
meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas 
konektivitas, serta memperkuat ketahanan 
masyarakat terhadap berbagai tantangan 
pembangunan. Infrastruktur yang mencakup 
transportasi, energi, telekomunikasi, sistem digital, 
serta layanan perkotaan menjadi fondasi bagi 
peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi dan 
pemerataan pembangunan antarwilayah. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa pembangunan 
infrastruktur mampu meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pasar, pendidikan, layanan 
kesehatan, serta peluang ekonomi baru. Namun 
demikian, manfaat pembangunan infrastruktur tidak 
selalu bersifat linear. Investasi infrastruktur yang 
berlebihan tanpa perencanaan yang matang justru 
dapat menimbulkan inefisiensi, pemborosan sumber 
daya, dan salah alokasi investasi. Oleh karena itu, 
kualitas tata kelola, pemerataan pembangunan 
wilayah, serta integrasi teknologi rendah karbon 
menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa 
pembangunan infrastruktur benar-benar 
mendukung pencapaian SDGs (Fei dkk., 2021; 
Ketchoua dkk., 2025; Mahmood dkk., 2024). 

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan 
juga mencakup pengembangan infrastruktur hijau 
dan penerapan teknologi berbasis Industry 5.0. 
Infrastruktur hijau berperan dalam meningkatkan 
kualitas lingkungan perkotaan melalui penyediaan 
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ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, 
perlindungan keanekaragaman hayati, serta 
peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Di 
sisi lain, sektor konstruksi memiliki kontribusi 
penting terhadap pencapaian SDGs melalui 
pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan 
infrastruktur yang memperhatikan prinsip 
keberlanjutan. Perkembangan konsep Industry 5.0 
semakin memperkuat peran infrastruktur dengan 
mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan 
buatan, dan otomatisasi untuk meningkatkan 
efisiensi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, serta 
mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, 
implementasi teknologi tersebut tetap memerlukan 
dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan 
keterampilan digital masyarakat, serta investasi yang 
memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara 
luas (Daoud dkk., 2025; Fei dkk., 2021; Hanna & 
Comí n, 2021; Ketchoua dkk., 2025). 

Transformasi digital dan inovasi teknologi 
menjadi penggerak utama pembangunan 
berkelanjutan pada era ekonomi digital. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital 
mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses 
terhadap berbagai layanan publik, memperbaiki 
pengambilan keputusan berbasis data, serta 
meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya 
alam. Investasi pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 
(ICT), peningkatan literasi digital, serta penguatan 
keamanan siber terbukti berkorelasi positif dengan 
peningkatan capaian indeks SDGs. Berbagai 
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teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI), Internet 
of Things (IoT), blockchain, big data, dan teknologi 
geospasial telah diterapkan pada berbagai sektor, 
termasuk energi, pertanian, kesehatan, pendidikan, 
keuangan inklusif, serta mitigasi perubahan iklim. 
Teknologi tersebut memberikan kontribusi terhadap 
pencapaian berbagai tujuan SDGs, khususnya SDG 1, 
SDG 3, SDG 7, SDG 9, SDG 12, dan SDG 13 melalui 
peningkatan efisiensi, inovasi layanan, dan 
optimalisasi pemanfaatan sumber daya (Ariansyah 
dkk., 2024; Atobishi & Mansur, 2025; John dkk., 2025; 
Ogundipe dkk., 2022; Varriale dkk., 2024). 

Meskipun transformasi digital memberikan 
peluang yang sangat besar bagi pembangunan 
berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi 
berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital 
(digital divide), perlindungan privasi data, keamanan 
siber, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. 
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi digital harus 
didukung oleh kebijakan yang mampu menjamin 
pemerataan akses teknologi, meningkatkan literasi 
digital masyarakat, memperkuat sistem keamanan 
informasi, serta memastikan bahwa inovasi teknologi 
digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Secara 
keseluruhan, investasi, pembangunan infrastruktur, 
dan inovasi teknologi merupakan fondasi utama 
dalam mempercepat pencapaian SDGs. Namun, hasil 
yang optimal hanya dapat dicapai apabila investasi 
publik dan swasta, pembangunan infrastruktur 
rendah karbon, serta transformasi digital yang 
inklusif dijalankan secara terpadu dalam kerangka 
tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi 
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pada pembangunan berkelanjutan (Abbaraju dkk., 
2025; Ariansyah dkk., 2024; Del Rí o Castro dkk., 
2021; Ogundipe dkk., 2022; Varriale dkk., 2024). 

4. Kebijakan Ekonomi Pembangunan untuk 
Mewujudkan SDGs 

Kebijakan ekonomi pembangunan memiliki 
peran yang sangat penting dalam mengarahkan 
proses pembangunan agar mampu mencapai tujuan 
Sustainable Development Goals (SDGs) secara efektif. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencapaian 
SDGs tidak dapat diwujudkan melalui kebijakan yang 
berdiri sendiri untuk setiap tujuan, melainkan 
memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan lintas 
sektor. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 
hubungan yang saling memengaruhi, bahkan sering 
kali menimbulkan trade-off, antara pertumbuhan 
ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan 
keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan 
ekonomi pembangunan harus dirancang secara 
komprehensif dengan memperhatikan keterpaduan 
antarprogram, penguatan tata kelola, serta 
kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan 
pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan 
pertumbuhan, tetapi juga menciptakan 
kesejahteraan yang inklusif dan menjaga 
keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi 
mendatang (Basheer et al., 2022; Ghosh & Pearson, 
2025; Raman et al., 2025).  

Kebijakan fiskal merupakan salah satu 
instrumen utama dalam ekonomi pembangunan 
karena berfungsi sebagai alat redistribusi 
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pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pembiayaan 
pembangunan berkelanjutan. Pemerintah 
memanfaatkan kebijakan perpajakan dan belanja 
negara untuk menyediakan layanan publik, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 
memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 
Dalam konteks Indonesia, perluasan basis pajak, 
peningkatan kepatuhan wajib pajak, 
penyederhanaan administrasi perpajakan, dan 
kepastian hukum menjadi faktor penting untuk 
memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan 
yang mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, 
perkembangan kebijakan fiskal modern juga 
mengarah pada penerapan green taxes dan berbagai 
insentif fiskal yang mendorong investasi ramah 
lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pajak hijau mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi hijau (green growth), memperbaiki praktik 
Environmental, Social, and Governance (ESG), serta 
mempercepat transisi menuju ekonomi rendah 
karbon apabila didukung oleh regulasi yang efektif 
(Sungkawati, 2024; Phan, 2024; Zaman et al., 2025; 
Raman et al., 2025).  

Selain kebijakan fiskal, pembangunan 
berkelanjutan juga didukung oleh berbagai 
instrumen pembiayaan hijau yang semakin 
berkembang pada tingkat nasional maupun 
internasional. Instrumen seperti green finance, green 
bonds, sustainability-linked finance, serta layanan 
keuangan digital menjadi sumber pendanaan 
alternatif yang mampu mengarahkan investasi 
menuju proyek-proyek energi terbarukan, 
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pembangunan rendah karbon, dan perlindungan 
lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pembiayaan hijau tidak hanya memperkuat 
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan 
kemampuan negara dalam mencapai target SDGs, 
khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim 
dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, 
efektivitas instrumen tersebut sangat dipengaruhi 
oleh stabilitas politik, kualitas regulasi, kapasitas 
kelembagaan, serta dukungan kebijakan pemerintah. 
Oleh karena itu, penguatan sistem keuangan 
berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam 
kebijakan ekonomi pembangunan modern (Raman et 
al., 2025; Behera et al., 2023; Phan, 2024).  

Konsep green economy menjadi kerangka 
penting dalam menyelaraskan pertumbuhan 
ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan 
ini menempatkan pembangunan ekonomi sebagai 
proses yang tidak hanya menghasilkan keuntungan 
finansial, tetapi juga menjaga keberlanjutan 
ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan ekonomi hijau melalui investasi 
ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, 
dan penguatan praktik ESG memberikan kontribusi 
positif terhadap pencapaian SDGs di berbagai negara, 
termasuk kawasan ASEAN. Meskipun demikian, 
konsep green growth belum sepenuhnya mampu 
menghilangkan konflik antara pertumbuhan 
ekonomi dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, 
kebijakan ekonomi hijau perlu dipadukan dengan 
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perlindungan terhadap batas ekologis, pemerataan 
distribusi manfaat pembangunan, serta harmonisasi 
kebijakan lintas sektor agar pembangunan benar-
benar berlangsung secara berkelanjutan (Ahmad et 
al., 2023; Phan, 2024; Ghosh & Pearson, 2025).  

Ekonomi sirkular (circular economy) 
merupakan salah satu strategi kebijakan yang 
semakin banyak diterapkan untuk mendukung 
pencapaian SDGs, khususnya SDG 12 tentang 
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 
9 tentang industri dan inovasi, SDG 7 tentang energi 
bersih, serta sebagian target SDG 6 mengenai 
pengelolaan sumber daya air. Konsep ini berorientasi 
pada pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien 
melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali 
material, eco-design, serta peningkatan nilai tambah 
produk sepanjang siklus hidupnya. Dalam sektor 
konstruksi dan pengelolaan sampah, ekonomi 
sirkular mampu mendorong terciptanya lapangan 
kerja hijau (green jobs), meningkatkan efisiensi 
penggunaan sumber daya, dan mengurangi tekanan 
terhadap lingkungan. Meskipun demikian, berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
ekonomi sirkular masih lebih banyak berfokus pada 
aspek lingkungan dan industri, sementara 
kontribusinya terhadap tujuan sosial seperti 
pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan 
kesetaraan gender masih memerlukan penguatan 
melalui kebijakan yang lebih komprehensif (Ferraz & 
Pyka, 2023; Khajuria et al., 2022; Baca-Neglia et al., 
2025; Sharma et al., 2021; Ogunmakinde et al., 2021; 
Belmonte-Uren a et al., 2021).  
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Keberhasilan kebijakan ekonomi 
pembangunan dalam mendukung SDGs juga sangat 
ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kolaborasi 
multipihak. Pemerintah memiliki peran sentral 
sebagai perancang kebijakan, penyedia regulasi, 
investor, sekaligus pengarah pembangunan nasional. 
Namun demikian, implementasi SDGs memerlukan 
keterlibatan aktif sektor swasta melalui inovasi, 
penerapan ESG, pengembangan model bisnis hijau, 
serta praktik industrial symbiosis. Di sisi lain, 
masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan 
partisipasi publik, kepatuhan terhadap kebijakan, 
penyebaran informasi, serta penerapan praktik 
pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kerja 
sama regional dan internasional juga menjadi faktor 
penting dalam mempercepat transfer pengetahuan, 
harmonisasi standar, serta pelaksanaan berbagai 
proyek pembangunan lintas negara. Dengan 
demikian, pembangunan berkelanjutan memerlukan 
tata kelola yang mampu menyatukan seluruh 
pemangku kepentingan dalam satu arah kebijakan 
yang sama (Basheer et al., 2022; Cudec ka-Purin a et 
al., 2022; Sungkawati, 2024; Phan, 2024; Behera et al., 
2023; Megawati et al., 2024; Sharma et al., 2021; 
Zaman et al., 2025).  

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi 
pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs 
harus dibangun melalui kombinasi berbagai 
instrumen yang saling melengkapi, bukan 
mengandalkan satu kebijakan tertentu. Kebijakan 
fiskal yang aktif, pembiayaan hijau, penerapan 
ekonomi hijau, pengembangan ekonomi sirkular, tata 
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kelola yang kuat, serta kolaborasi multipihak 
merupakan elemen yang saling mendukung dalam 
menciptakan pembangunan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan 
pemerintah menjaga keseimbangan antara 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, 
dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. 
Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian SDGs 
sangat bergantung pada kemampuan pemerintah 
dan seluruh pemangku kepentingan dalam 
membangun sistem kebijakan yang terintegrasi, 
adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka 
panjang.  

5. Tantangan dan Strategi Ekonomi Pembangunan 
Menuju Pencapaian SDGs 2030 dan Indonesia 
Emas 2045 

Pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs) 2030 dan visi Indonesia Emas 2045 
merupakan agenda pembangunan jangka panjang 
yang memerlukan transformasi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan secara terpadu. Meskipun berbagai 
kemajuan telah dicapai, masih terdapat sejumlah 
tantangan struktural yang menghambat percepatan 
pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa perubahan iklim, ketimpangan 
ekonomi, lemahnya tata kelola, keterbatasan 
kapasitas institusional, serta koordinasi 
antarpemangku kepentingan menjadi hambatan 
utama dalam implementasi SDGs, baik pada tingkat 
global maupun nasional. Di Indonesia, tantangan 
tersebut diperkuat oleh masih besarnya kebutuhan 
pembiayaan pembangunan, kesiapan pemerintah 
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daerah yang beragam, serta belum optimalnya 
akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 
pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung 
pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada 
kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam 
membangun sistem pembangunan yang adaptif, 
inklusif, dan berorientasi jangka panjang (Novita et 
al., 2024; Go çog lu et al., 2025). 

Perubahan iklim merupakan tantangan 
paling kompleks dalam pencapaian SDGs dan 
Indonesia Emas 2045 karena berdampak langsung 
terhadap berbagai sektor pembangunan. 
Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, 
degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko 
bencana alam memengaruhi produktivitas ekonomi, 
ketahanan pangan, keamanan energi, dan 
kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa upaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi sering kali berhadapan 
dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon 
dan menjaga kelestarian lingkungan sehingga 
menciptakan trade-off antara pembangunan ekonomi 
dan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, 
pembangunan masa depan memerlukan kebijakan 
yang mampu mengintegrasikan transisi energi, 
pembangunan rendah karbon, serta perlindungan 
lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif (Go çog lu et al., 2025; Lou et al., 
2024; Mpofu, 2022). 

Selain perubahan iklim, ketimpangan 
ekonomi dan kesenjangan pembangunan 
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antarwilayah masih menjadi tantangan utama 
menuju Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mampu 
mengurangi ketimpangan pendapatan maupun 
memperluas kesempatan ekonomi secara merata. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
pengurangan ketimpangan merupakan salah satu 
prioritas utama dalam visi Indonesia Emas 2045 
karena pemerataan kesejahteraan menjadi fondasi 
bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di 
sisi lain, implementasi SDGs di berbagai daerah 
masih menunjukkan ketidakseimbangan, di mana 
prioritas pembangunan lebih banyak diarahkan pada 
aspek ekonomi dan sosial, sementara dimensi 
lingkungan belum memperoleh perhatian yang 
seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan 
daerah masih perlu diperkuat agar seluruh dimensi 
pembangunan dapat berjalan secara harmonis 
(Masrom et al., 2023; Novita et al., 2024; Putra et al., 
2024). 

Transformasi digital dan pembiayaan 
pembangunan menjadi dua faktor strategis yang 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian SDGs 
dan Indonesia Emas 2045. Perkembangan teknologi 
digital memberikan peluang besar untuk 
meningkatkan efisiensi pelayanan publik, 
memperluas akses pasar, meningkatkan 
transparansi, serta memperkuat sistem pengambilan 
keputusan berbasis data. Penelitian di kawasan 
ASEAN menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital 
memberikan kontribusi positif terhadap 
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pembangunan berkelanjutan, termasuk di Indonesia, 
meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi makro dan kesiapan infrastruktur digital. 
Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital 
masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan 
akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta 
keterbatasan infrastruktur di berbagai wilayah. Oleh 
karena itu, transformasi digital harus diikuti dengan 
pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan 
pemerataan akses teknologi agar manfaatnya dapat 
dirasakan secara inklusif (Khoi & Dinh, 2025; 
Ramadhan et al., 2025; Wuaten, 2022). 

Di samping transformasi digital, pembiayaan 
pembangunan menjadi tantangan yang tidak kalah 
penting. Berbagai kajian menunjukkan bahwa 
kebutuhan pendanaan untuk mencapai target SDGs 
masih sangat besar, sementara kemampuan 
pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan. Di 
Indonesia, kebutuhan pembiayaan SDGs sebelum 
pandemi diperkirakan mencapai sekitar USD 1 
triliun, sedangkan pandemi semakin memperlebar 
kesenjangan pembiayaan pembangunan. Kondisi 
tersebut mendorong perlunya pengembangan 
berbagai instrumen pembiayaan inovatif, seperti 
green bonds, green sukuk, green fintech, dan social 
impact bonds, yang diarahkan untuk mendukung 
pembangunan energi bersih, aksi iklim, serta 
penguatan kemitraan pembangunan. Meskipun 
demikian, implementasi pembiayaan inovatif masih 
menghadapi berbagai hambatan, antara lain 
tingginya biaya transaksi, regulasi yang belum 
matang, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta 
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kecenderungan memandang SDGs semata-mata 
sebagai proyek investasi, bukan sebagai agenda 
pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh 
(Novita et al., 2024; Raman et al., 2025; Yunita et al., 
2023). 

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, 
strategi akselerasi pembangunan perlu difokuskan 
pada intervensi yang memiliki daya ungkit tinggi 
terhadap pencapaian SDGs sekaligus mendukung visi 
Indonesia Emas 2045. Salah satu strategi utama 
adalah memperkuat lokalisasi SDGs melalui 
penyelarasan antara kebijakan nasional, pemerintah 
daerah, hingga tingkat desa agar implementasi 
pembangunan lebih sesuai dengan karakteristik 
wilayah masing-masing. Selain itu, transisi menuju 
ekonomi hijau harus dipercepat melalui integrasi 
kebijakan perubahan iklim, pengembangan energi 
bersih, penciptaan lapangan kerja hijau, serta 
peningkatan investasi berkelanjutan. Berbagai 
penelitian juga menegaskan pentingnya kolaborasi 
multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia 
usaha, akademisi, masyarakat, dan komunitas dalam 
memperkuat koordinasi, inovasi, serta efektivitas 
pelaksanaan pembangunan. Reformasi sektor-sektor 
prioritas, seperti infrastruktur, kemaritiman, 
manufaktur, dan ekonomi digital, juga menjadi bagian 
penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berdaya saing tinggi (Soergel et al., 
2021; Ngabiyanto et al., 2025; Putra et al., 2024; Lou 
et al., 2024; K. S. et al., 2023; Novita et al., 2024; 
Ramadhan et al., 2025; Zahira et al., 2024; Wibowo et 
al., 2024). 
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Secara keseluruhan, pencapaian SDGs 2030 
dan Indonesia Emas 2045 memerlukan transformasi 
pembangunan yang mampu menjawab tantangan 
perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, 
keterbatasan kapasitas institusional, transformasi 
digital, serta pembiayaan pembangunan. Strategi 
yang paling efektif adalah mengintegrasikan 
lokalisasi SDGs, transisi menuju ekonomi hijau, 
pengembangan pembiayaan inovatif, transformasi 
digital yang inklusif, dan kolaborasi multipihak ke 
dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. 
Pendekatan tersebut tidak hanya mempercepat 
pencapaian target SDGs pada tahun 2030, tetapi juga 
membangun fondasi ekonomi, sosial, dan lingkungan 
yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai 
negara maju, berdaya saing, inklusif, dan 
berkelanjutan pada tahun 2045. 
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BAB VII 

KETAHANAN PANGAN & 

PERTANIAN BERKELANJUTAN 

 
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu 

strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena 
berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, 
stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi suatu 
bangsa. Dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap 
sistem pangan global kian meningkat akibat perubahan 
iklim, pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, 
serta gangguan rantai pasok yang bersifat lintas negara. 
Literatur tahun 2021–2025 secara konsisten 
menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat lagi 
dipahami semata-mata sebagai persoalan produksi, 
melainkan sebagai hasil interaksi antara pilar-pilar 
pangan, keberlanjutan ekologi, kapasitas adaptasi 
masyarakat, dan tata kelola kelembagaan (Çakmakçí dkk., 
2023; Clapp dkk., 2021; Guine  dkk., 2021). 

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman 
yang menyeluruh mengenai konsep dan prinsip 
ketahanan pangan, tantangan yang dihadapinya di tengah 
perubahan iklim, prinsip dan praktik pertanian 
berkelanjutan sebagai jalan keluar jangka panjang, peran 
inovasi teknologi dalam mendukung produktivitas 
pangan yang berkelanjutan, serta strategi dan kebijakan 
kolaboratif lintas-aktor untuk mewujudkan ketahanan 
pangan yang tangguh dan berkeadilan. Kelima 
subbahasan tersebut disusun secara berurutan agar 
pembaca dapat memahami keterkaitan antara konsep 
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dasar, persoalan yang dihadapi, solusi teknis-agronomis, 
dukungan teknologi, hingga kerangka kebijakan yang 
menaunginya. 

Secara metodologis, pembahasan dalam bab ini 
disintesis dari kajian pustaka atas literatur ilmiah 
terbitan tahun 2021 hingga 2025 yang membahas 
ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pertanian 
berkelanjutan dari berbagai belahan dunia. Pendekatan 
sintesis pustaka ini dipilih karena isu ketahanan pangan 
bersifat multidisipliner dan lintas wilayah, sehingga 
pemahaman yang utuh hanya dapat diperoleh melalui 
pembacaan silang atas temuan dari berbagai konteks 
geografis dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, 
pembaca diharapkan tidak hanya memperoleh definisi 
dan data, tetapi juga kerangka berpikir yang dapat 
digunakan untuk menganalisis persoalan ketahanan 
pangan pada konteks masing-masing. 

Setelah mempelajari bab ini, pembaca 
diharapkan mampu menjelaskan konsep dan pilar 
ketahanan pangan secara komprehensif, 
mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi 
sistem pangan pada era perubahan iklim, menguraikan 
prinsip dan praktik pertanian berkelanjutan beserta 
manfaat ekologisnya, menjelaskan peran inovasi 
teknologi dalam mendukung produktivitas pangan yang 
berkelanjutan, serta menganalisis strategi dan kebijakan 
kolaboratif lintas-aktor yang diperlukan untuk 
mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang. 

6. Konsep dan Prinsip Ketahanan Pangan 
a. Definisi Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan secara umum 
dipahami sebagai kondisi ketika seluruh 
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masyarakat, pada setiap waktu, memiliki akses 
fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang 
cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi 
kebutuhan dan preferensi konsumsi mereka bagi 
kehidupan yang aktif dan sehat. Kerangka ini 
bertumpu pada empat pilar utama, yaitu 
ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas 
(N. Ahmad dkk., 2021; Clapp dkk., 2021; Guine  
dkk., 2021; Palkovic  & Sojkova , 2023). Keempat 
pilar tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, 
melainkan saling berkaitan dan saling menopang 
satu sama lain sehingga kelemahan pada salah 
satu pilar dapat memengaruhi kinerja pilar yang 
lain. 

Pemahaman ketahanan pangan yang 
komprehensif menuntut analisis pada berbagai 
tingkatan, mulai dari tingkat global, nasional, 
regional, rumah tangga, hingga individu. Pada 
tingkat nasional, ketahanan pangan sering 
dikaitkan dengan kemandirian produksi dan 
kecukupan stok, sedangkan pada tingkat rumah 
tangga dan individu, aspek akses ekonomi dan 
pemanfaatan gizi menjadi lebih menonjol. 
Perbedaan tingkat analisis ini penting untuk 
dipahami agar kebijakan yang dirumuskan tidak 
hanya berorientasi pada agregat produksi 
nasional, tetapi juga menjangkau kelompok yang 
secara struktural rentan terhadap kerawanan 
pangan. 

Pengukuran ketahanan pangan pada 
tataran praktis biasanya dilakukan melalui 
kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif, 
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seperti tingkat kecukupan konsumsi energi dan 
protein, prevalensi kekurangan gizi, tingkat 
keragaman pangan rumah tangga, serta indeks 
harga pangan. Kombinasi indikator ini 
diperlukan karena ketahanan pangan bersifat 
multidimensi sehingga tidak dapat 
direpresentasikan secara memadai hanya melalui 
satu ukuran tunggal, misalnya volume produksi 
semata. Pendekatan pengukuran yang 
multidimensi ini sejalan dengan pergeseran 
kerangka konseptual ketahanan pangan yang 
akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. 

b. Empat Pilar Ketahanan Pangan 
Pilar ketersediaan berkaitan dengan 

produksi, stok, dan perdagangan pangan sebagai 
penentu jumlah pangan yang tersedia bagi 
konsumsi masyarakat (N. Ahmad dkk., 2021). 
Pilar akses menekankan kemampuan fisik dan 
ekonomi untuk memperoleh pangan, sehingga 
pendapatan, harga, dan keberfungsian pasar 
menjadi penentu penting bagi terpenuhinya 
kebutuhan pangan rumah tangga (N. Ahmad dkk., 
2021; Hussain dkk., 2025). Pilar pemanfaatan 
merujuk pada penggunaan biologis pangan serta 
kecukupan gizi, yang berkaitan erat dengan 
pengetahuan gizi, keamanan pangan, dan kondisi 
kesehatan individu. Adapun pilar stabilitas 
menekankan keberlanjutan akses pangan dari 
waktu ke waktu, khususnya pada saat terjadi 
guncangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan 
(N. Ahmad dkk., 2021; Palkovic  & Sojkova , 2023). 
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Tabel berikut merangkum keempat pilar 
ketahanan pangan beserta penjelasan dan faktor-
faktor penentunya. 

Pilar Penjelasan Faktor Penentu 

Ketersediaan 
(Availability) 

Kecukupan 
pasokan pangan 
yang bersumber 
dari produksi 
dalam negeri, 
cadangan, dan 
perdagangan. 

Produktivitas 
lahan, stok 
pangan nasional, 
serta volume dan 
kelancaran 
perdagangan 
pangan. 

Akses 
(Access) 

Kemampuan fisik 
dan ekonomi 
rumah tangga 
maupun individu 
untuk 
memperoleh 
pangan yang 
cukup. 

Tingkat 
pendapatan, 
harga pangan, 
kondisi 
infrastruktur, 
dan 
keberfungsian 
pasar. 

Pemanfaatan 
(Utilization) 

Penggunaan 
pangan secara 
biologis melalui 
pola konsumsi, 
keragaman gizi, 
dan kondisi 
kesehatan. 

Pengetahuan 
gizi, keamanan 
pangan, sanitasi, 
dan akses 
terhadap layanan 
kesehatan dasar. 
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Stabilitas 
(Stability) 

Keberlangsungan 
ketersediaan, 
akses, dan 
pemanfaatan 
pangan dari waktu 
ke waktu 
meskipun terjadi 
guncangan. 

Ketahanan 
terhadap 
guncangan iklim, 
ekonomi, sosial, 
dan politik yang 
bersifat 
musiman 
maupun 
mendadak. 

Tabel 1. Empat Pilar Ketahanan Pangan 
Keempat pilar tersebut perlu dipahami 

sebagai satu kesatuan yang saling bergantung, 
bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri-
sendiri. Ketersediaan pangan yang melimpah 
pada tingkat nasional, misalnya, tidak serta-
merta menjamin ketahanan pangan apabila 
distribusinya tidak menjangkau kelompok 
masyarakat dengan daya beli rendah, sehingga 
pilar akses tetap menjadi penentu akhir apakah 
pangan yang tersedia benar-benar dapat 
dikonsumsi. Demikian pula, akses yang baik 
terhadap pangan tidak akan banyak berarti 
apabila pemanfaatannya tidak optimal akibat 
pengetahuan gizi yang terbatas atau kondisi 
sanitasi yang buruk. Interdependensi antarpilar 
inilah yang menjadikan kerangka empat pilar 
sebagai alat analisis yang relevan untuk 
mendiagnosis akar persoalan ketahanan pangan 
pada konteks tertentu. 

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan 
Pangan 
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Ketahanan pangan suatu wilayah 
dipengaruhi oleh kombinasi faktor biofisik, 
ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Faktor biofisik 
mencakup kesuburan lahan, ketersediaan air, dan 
kondisi iklim, yang secara langsung menentukan 
kapasitas produksi pertanian. Faktor ekonomi 
meliputi tingkat pendapatan masyarakat, harga 
pangan, serta stabilitas pasar yang memengaruhi 
daya beli terhadap pangan (N. Ahmad dkk., 2021; 
Hussain dkk., 2025). Faktor sosial mencakup pola 
konsumsi, pengetahuan gizi, dan kesetaraan 
akses antarkelompok masyarakat, sedangkan 
faktor kelembagaan berkaitan dengan efektivitas 
kebijakan, tata kelola distribusi, dan kapasitas 
pemerintah dalam merespons krisis pangan. 

Selain faktor-faktor tersebut, kerentanan 
sosial turut memengaruhi tingkat ketahanan 
pangan suatu kelompok masyarakat. Kelompok 
berpendapatan rendah, kelompok yang 
mengalami diskriminasi sosial, serta kelompok 
dengan keterbatasan akses terhadap pangan 
bergizi cenderung menghadapi risiko kerawanan 
pangan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 
lainnya (Mirzabaev dkk., 2022; Onyeaka dkk., 
2024). Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan 
pangan bukan semata-mata persoalan teknis-
produktif, melainkan juga persoalan keadilan 
sosial yang harus menjadi perhatian dalam 
perumusan kebijakan pangan. 

Keempat kelompok faktor tersebut 
biofisik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan saling 
berinteraksi secara dinamis sehingga perubahan 
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pada satu faktor dapat memicu perubahan pada 
faktor lainnya. Sebagai ilustrasi, penurunan 
produktivitas lahan akibat faktor biofisik dapat 
mendorong kenaikan harga pangan pada tataran 
ekonomi, yang selanjutnya menurunkan daya beli 
kelompok berpendapatan rendah pada tataran 
sosial, dan pada akhirnya menuntut respons 
kebijakan yang cepat dari lembaga pemerintah 
agar dampaknya tidak meluas. Pemahaman atas 
rantai interaksi antarfaktor semacam ini penting 
bagi perancang kebijakan agar intervensi yang 
dirumuskan mampu menjangkau akar persoalan, 
bukan hanya menangani gejala pada permukaan. 

d. Perluasan Kerangka: Dimensi Agensi dan 
Keberlanjutan 

Literatur terbaru menunjukkan bahwa 
kerangka empat pilar mulai dianggap belum 
cukup untuk menangkap ketimpangan sistem 
pangan dan tekanan ekologis yang terjadi pada 
dekade terakhir (Clapp dkk., 2021; Guine  dkk., 
2021; Palkovic  & Sojkova , 2023). Kerangka 
konvensional dinilai terlalu berorientasi pada 
aspek teknis pemenuhan kebutuhan kalori, tanpa 
cukup memperhitungkan kemampuan aktor 
pangan baik produsen maupun konsumen untuk 
mengambil keputusan atas sistem pangan yang 
mereka jalani, maupun daya dukung ekologi 
jangka panjang dari sistem tersebut. 

Oleh karena itu, sejumlah studi 
mengusulkan penambahan dua dimensi baru, 
yaitu agensi (agency) dan keberlanjutan 
(sustainability), agar analisis ketahanan pangan 
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lebih sesuai dengan realitas kebijakan dan krisis 
iklim saat ini (Clapp dkk., 2021; Guine  dkk., 
2021). Dimensi agensi menyoroti kapasitas 
individu maupun kelompok untuk berperan aktif 
dalam pengambilan keputusan terkait produksi, 
distribusi, dan konsumsi pangan, sedangkan 
dimensi keberlanjutan menekankan bahwa 
pemenuhan kebutuhan pangan saat ini tidak 
boleh mengorbankan kapasitas ekologis untuk 
memenuhi kebutuhan pangan generasi 
mendatang. Perluasan kerangka ini menjadi 
landasan penting bagi pembahasan pertanian 
berkelanjutan pada subbab-subbab berikutnya. 

7. Tantangan Ketahanan Pangan di Era Perubahan 
Iklim 
a. Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi 

Pangan 
Perubahan iklim menekan ketahanan 

pangan melalui penurunan hasil pertanian, 
gangguan musim tanam, cuaca ekstrem, dan 
ketidakstabilan distribusi pangan (Hussain dkk., 
2025; Mirzabaev dkk., 2022; Onyeaka dkk., 2024; 
Saleem dkk., 2024). Kenaikan suhu rata-rata, 
perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya 
frekuensi kejadian iklim ekstrem seperti 
kekeringan dan banjir menyebabkan 
produktivitas sejumlah komoditas pangan pokok 
cenderung menurun atau menjadi lebih fluktuatif 
dari tahun ke tahun. Ketidakpastian iklim ini juga 
mempersulit petani dalam menentukan waktu 
tanam yang tepat sehingga meningkatkan risiko 
gagal panen. 
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Risiko-risiko tersebut tidak terdistribusi 
secara merata pada seluruh lapisan masyarakat. 
Kelompok berpendapatan rendah, kelompok 
yang mengalami diskriminasi sosial, serta 
kelompok dengan keterbatasan akses terhadap 
pangan bergizi menghadapi risiko yang lebih 
besar akibat perubahan iklim (Mirzabaev dkk., 
2022; Onyeaka dkk., 2024). Kerentanan ganda ini 
terjadi karena kelompok tersebut umumnya 
memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah, 
akses terbatas terhadap teknologi mitigasi risiko, 
serta jaring pengaman sosial yang tidak memadai 
untuk meredam guncangan iklim. 

Dampak perubahan iklim terhadap 
sistem pangan juga bersifat lintas wilayah karena 
guncangan produksi di satu kawasan penghasil 
pangan utama dapat memengaruhi harga dan 
ketersediaan pangan di kawasan lain melalui 
mekanisme perdagangan global. Wilayah yang 
bergantung pada impor pangan menjadi lebih 
rentan terhadap gejolak harga internasional yang 
dipicu oleh gagal panen di negara produsen 
utama akibat kejadian iklim ekstrem. 
Ketergantungan lintas wilayah semacam ini 
menuntut strategi diversifikasi sumber pangan 
serta penguatan produksi domestik sebagai 
bagian dari upaya membangun ketahanan 
terhadap guncangan iklim yang bersifat global. 

b. Degradasi Lahan 
Degradasi lahan merupakan salah satu 

tantangan struktural yang memperlemah 
kapasitas produksi pangan jangka panjang. 
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Degradasi ini meningkat akibat penggunaan 
input sintetis yang berlebihan serta intensifikasi 
pertanian yang merusak fungsi agroekosistem 
(Gamage dkk., 2023; P. Sharma dkk., 2024). 
Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara 
berlebihan dalam jangka panjang dapat 
menurunkan kandungan bahan organik tanah, 
merusak struktur tanah, serta mengganggu 
keseimbangan mikroorganisme yang berperan 
penting dalam menjaga kesuburan alami lahan 
pertanian. 

Kondisi lahan yang terdegradasi pada 
gilirannya menurunkan produktivitas per satuan 
luas, sehingga petani cenderung membuka lahan 
baru atau meningkatkan penggunaan input untuk 
mempertahankan hasil panen. Pola ini 
menciptakan siklus yang saling memperburuk 
antara tekanan produksi dan kerusakan sumber 
daya alam, yang apabila tidak dikendalikan akan 
mengancam keberlanjutan sistem pangan dalam 
jangka panjang. 

Pemulihan lahan yang telah terdegradasi 
umumnya membutuhkan waktu yang jauh lebih 
lama dibandingkan proses degradasinya, 
sehingga pencegahan menjadi strategi yang lebih 
efisien dibandingkan pemulihan. Upaya 
pencegahan degradasi lahan dapat dilakukan 
melalui pengaturan intensitas penggunaan input 
sintetis, penerapan pola tanam yang menjaga 
tutupan lahan sepanjang tahun, serta pemulihan 
bahan organik tanah secara berkelanjutan.  
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c. Pertumbuhan Penduduk dan Tekanan 
Permintaan 

Pertumbuhan penduduk turut 
memperberat tekanan pada sistem pangan 
dengan menaikkan permintaan produksi pangan 
secara global (Hussain dkk., 2025; Simane dkk., 
2025). Pertambahan jumlah penduduk yang 
tidak diimbangi dengan peningkatan 
produktivitas lahan secara proporsional akan 
memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan 
pasokan pangan. Tekanan ini semakin kompleks 
ketika dihadapkan pada keterbatasan lahan 
pertanian yang cenderung menyusut akibat alih 
fungsi lahan, sehingga peningkatan produksi 
pangan pada masa mendatang harus lebih 
banyak bertumpu pada peningkatan 
produktivitas dan efisiensi, bukan lagi pada 
perluasan areal tanam. 

Selain menambah volume permintaan 
pangan, pertumbuhan penduduk juga umumnya 
disertai dengan perubahan pola konsumsi ke 
arah pangan yang lebih beragam dan lebih 
intensif sumber daya, misalnya peningkatan 
konsumsi produk hewani seiring naiknya 
pendapatan masyarakat. Perubahan pola 
konsumsi semacam ini menambah tekanan pada 
sumber daya lahan dan air karena produksi 
pangan hewani umumnya membutuhkan input 
sumber daya yang lebih besar dibandingkan 
produksi pangan nabati per satuan kalori yang 
dihasilkan. Oleh karena itu, strategi peningkatan 
produktivitas perlu diiringi dengan edukasi pola 
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konsumsi pangan yang lebih berkelanjutan agar 
tekanan terhadap sistem pangan dapat 
dikendalikan secara lebih menyeluruh. 

d. Alih Fungsi Lahan dan Urbanisasi 
Alih fungsi lahan dan urbanisasi 

mengubah pola penggunaan lahan dan 
mendorong terjadinya intensifikasi pertanian 
pada lahan yang tersisa (Wijerathna-Yapa & 
Pathirana, 2022). Perluasan kawasan 
permukiman, industri, dan infrastruktur 
perkotaan kerap terjadi pada lahan pertanian 
produktif yang berlokasi di sekitar wilayah 
perkotaan, sehingga menggeser aktivitas 
pertanian ke lahan yang kurang subur atau ke 
kawasan yang lebih rentan terhadap degradasi 
lingkungan. Fenomena ini menuntut strategi tata 
ruang yang lebih terintegrasi agar ekspansi 
kawasan perkotaan tidak mengorbankan basis 
produksi pangan jangka panjang. 

Perencanaan tata ruang yang berpihak 
pada perlindungan lahan pertanian produktif 
menjadi semakin penting mengingat sifat alih 
fungsi lahan yang pada umumnya bersifat 
permanen dan sulit dipulihkan. Kawasan 
pertanian yang telah beralih fungsi menjadi 
permukiman atau kawasan industri hampir tidak 
mungkin dikembalikan ke fungsi produksi 
pangan, sehingga kebijakan perlindungan lahan 
pertanian berkelanjutan perlu ditetapkan secara 
tegas sejak tahap perencanaan wilayah, bukan 
setelah alih fungsi lahan terjadi secara masif. 

e. Gangguan Rantai Pasok Pangan 
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Gangguan rantai pasok dan krisis global 
turut memperburuk harga, distribusi, dan 
keamanan pangan (Harsanto dkk., 2025; Hussain 
dkk., 2025; Saleem dkk., 2024). Ketergantungan 
pada rantai pasok pangan yang panjang dan lintas 
negara membuat sistem pangan menjadi rentan 
terhadap gangguan logistik, konflik geopolitik, 
maupun krisis kesehatan global. Ketika terjadi 
gangguan pada salah satu simpul rantai pasok, 
dampaknya dapat menjalar secara cepat ke 
berbagai wilayah dalam bentuk kenaikan harga 
pangan dan keterlambatan distribusi, yang pada 
akhirnya memperlemah pilar stabilitas dalam 
kerangka ketahanan pangan. 

Kajian sistematis mengenai pemanfaatan 
teknologi disruptif bagi ketahanan pangan 
menunjukkan bahwa penguatan resiliensi rantai 
pasok pertanian terhadap perubahan iklim 
memerlukan kombinasi antara diversifikasi 
sumber pasokan, penguatan infrastruktur 
logistik, dan pemanfaatan teknologi digital untuk 
pemantauan rantai pasok secara waktu nyata 
(Harsanto dkk., 2025). Diversifikasi sumber 
pasokan, baik dari sisi wilayah produksi maupun 
jenis komoditas, mengurangi ketergantungan 
pada satu sumber pasokan tunggal sehingga 
sistem pangan menjadi lebih tahan terhadap 
guncangan yang bersifat lokal maupun global. 

f. Kerentanan Kelompok Rentan dan 
Kebutuhan Adaptasi Sistemik 

Keseluruhan tantangan di atas perubahan 
iklim, degradasi lahan, pertumbuhan penduduk, 
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alih fungsi lahan, dan gangguan rantai pasok 
tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling 
berinteraksi dan memperkuat satu sama lain 
dalam menekan sistem pangan. Interaksi 
antartantangan ini menegaskan bahwa upaya 
adaptasi terhadap perubahan iklim tidak dapat 
dilakukan secara parsial pada satu aspek saja, 
melainkan harus bersifat sistemik dan 
melibatkan intervensi pada aspek produksi, 
distribusi, tata ruang, maupun perlindungan 
sosial bagi kelompok yang paling rentan. 

8. Prinsip dan Praktik Pertanian Berkelanjutan 
a. Konsep Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan dimaknai 
sebagai sistem produksi pangan yang mampu 
memenuhi kebutuhan pangan generasi sekarang 
tanpa mengorbankan kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya 
sendiri, sambil tetap produktif secara agronomis, 
layak secara ekonomi, dan bertanggung jawab 
secara sosial-lingkungan (Gamage dkk., 2023; 
Saikanth dkk., 2023). Konsep ini menegaskan 
bahwa keberlanjutan produksi pangan tidak 
dapat dicapai hanya dengan memaksimalkan 
hasil panen dalam jangka pendek, melainkan 
harus mempertimbangkan keseimbangan antara 
aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara 
simultan. 

Prinsip utama pertanian berkelanjutan 
mencakup pengelolaan terpadu sumber daya 
alam terutama tanah dan air pengurangan 
limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, 
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serta pemanfaatan sumber daya terbarukan 
(Çakmakçí dkk., 2023; Saikanth dkk., 2023). 
Prinsip-prinsip ini menuntut perubahan cara 
pandang dari pendekatan produksi yang bersifat 
ekstraktif menuju pendekatan yang bersifat 
regeneratif, yaitu pendekatan yang berupaya 
memulihkan dan memperkuat fungsi ekosistem 
pertanian, bukan sekadar mengeksploitasinya. 

Penerapan pertanian berkelanjutan pada 
praktiknya menuntut penyesuaian pada tiga 
tataran sekaligus, yaitu tataran teknis-agronomis 
di lahan usaha tani, tataran ekonomi berupa 
kelayakan usaha bagi petani, dan tataran 
kelembagaan berupa dukungan kebijakan dan 
pasar yang memadai. Ketiga tataran tersebut 
saling bergantung satu sama lain sehingga 
keberhasilan transisi menuju pertanian 
berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan 
perbaikan teknik budidaya semata, tetapi juga 
memerlukan insentif ekonomi yang memadai 
bagi petani serta dukungan kebijakan yang 
konsisten dari pemerintah. 

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Tanah dan 
Air 

Kesehatan tanah muncul sebagai fondasi 
utama pertanian berkelanjutan karena 
keberlanjutan produksi sangat bergantung pada 
fungsi tanah, kandungan bahan organik, dan 
kesuburan jangka panjang (P. Sharma dkk., 2024). 
Tanah yang sehat memiliki kemampuan menahan 
air, menyediakan unsur hara, serta mendukung 
aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam 
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siklus nutrisi. Pengelolaan tanah yang baik 
meliputi pengaturan pola tanam, pengendalian 
erosi, serta pengembalian bahan organik ke 
dalam tanah melalui kompos maupun sisa 
tanaman.Pengelolaan air yang efisien juga 
menjadi aspek penting mengingat ketersediaan 
air semakin terbatas akibat perubahan iklim dan 
persaingan penggunaan air antarsektor.  

Pengelolaan tanah dan air secara terpadu 
juga perlu memperhatikan karakteristik 
agroekosistem setempat, karena strategi yang 
efektif pada satu wilayah belum tentu sesuai 
diterapkan pada wilayah dengan kondisi biofisik 
yang berbeda. Pada lahan kering, misalnya, 
prioritas pengelolaan cenderung diarahkan pada 
konservasi kelembapan tanah dan pemanenan 
air hujan, sedangkan pada lahan basah, prioritas 
lebih diarahkan pada pengaturan drainase dan 
pencegahan genangan berlebih. Pendekatan 
pengelolaan sumber daya alam yang kontekstual 
semacam ini menegaskan bahwa penerapan 
prinsip pertanian berkelanjutan perlu 
disesuaikan dengan kondisi agroekologis 
setempat, bukan diterapkan secara seragam 
tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi 
lahan. 

c. Pertanian Organik 
Pertanian organik cenderung 

mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida 
sintetis serta menekan dampak ekologis dari 
kegiatan budidaya (Gamage dkk., 2023). Dengan 
mengandalkan bahan organik dan proses biologis 
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alami dalam pengelolaan kesuburan tanah dan 
pengendalian hama, pertanian organik 
berkontribusi pada pemulihan fungsi 
agroekosistem yang sebelumnya tertekan oleh 
intensifikasi berbasis input sintetis. Namun 
demikian, literatur juga menekankan pentingnya 
kombinasi pertanian organik dengan teknologi 
baru agar adopsinya dapat berlangsung lebih 
kuat dan berkelanjutan secara ekonomi, 
mengingat produktivitas pertanian organik pada 
tahap awal transisi kerap lebih rendah 
dibandingkan sistem konvensional (Gamage dkk., 
2023). 

Masa transisi dari sistem konvensional 
menuju sistem organik umumnya berlangsung 
selama beberapa musim tanam, selama periode 
tersebut tanah memerlukan waktu untuk 
memulihkan keseimbangan biologisnya setelah 
bertahun-tahun terpapar input sintetis. Pada 
masa transisi ini, petani berpotensi mengalami 
penurunan hasil panen sementara sebelum 
produktivitas kembali stabil atau bahkan 
meningkat setelah fungsi ekologis tanah pulih 
sepenuhnya. Dukungan insentif ekonomi dan 
pendampingan teknis selama masa transisi 
menjadi faktor penting untuk menjaga 
keberlanjutan usaha tani petani yang beralih ke 
sistem organik, sehingga risiko penurunan 
pendapatan sementara tidak menyebabkan 
petani kembali ke praktik konvensional. 

d. Konservasi Tanah dan Air melalui Praktik 
Budidaya Berkelanjutan 
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Praktik budidaya yang paling sering 
didukung oleh literatur meliputi rotasi tanaman, 
agroforestri, pertanian konservasi, pengelolaan 
hama terpadu, dan pertanian organik (Çakmakçí 
dkk., 2023; Gamage dkk., 2023; Saikanth dkk., 
2023; P. Sharma dkk., 2024). Berikut adalah 
ringkasan masing-masing praktik tersebut: 

1) Rotasi tanaman: pergiliran jenis 
tanaman pada lahan yang sama untuk 
memutus siklus hama dan penyakit, 
sekaligus menjaga keseimbangan unsur 
hara dalam tanah. 

2) Agroforestri: kombinasi tanaman 
pangan atau perkebunan dengan 
pepohonan dalam satu sistem lahan, 
yang meningkatkan keanekaragaman 
hayati dan menyediakan fungsi 
konservasi tanah dan air. 

3) Pertanian konservasi: pendekatan 
budidaya yang meminimalkan 
pengolahan tanah, mempertahankan 
tutupan lahan, dan menerapkan rotasi 
tanaman guna menjaga struktur dan 
kesuburan tanah. 

4) Pengelolaan hama terpadu: strategi 
pengendalian hama yang 
menggabungkan metode biologis, 
kultur teknis, dan kimiawi secara 
selektif untuk menekan penggunaan 
pestisida sintetis. 

5) Pertanian organik: sistem budidaya 
yang mengandalkan bahan dan proses 
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alami dalam pengelolaan kesuburan 
tanah dan pengendalian hama. 

Kombinasi berbagai praktik tersebut, 
yang secara kolektif dikenal sebagai pendekatan 
agroekologi, terbukti mendukung resiliensi 
sistem pangan karena mampu menjaga 
produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi 
ekologis agroekosistem dalam menghadapi 
guncangan iklim maupun tekanan hama dan 
penyakit. 

Penerapan praktik konservasi tanah dan 
air secara konsisten dalam jangka panjang juga 
memberikan manfaat tambahan berupa 
peningkatan kapasitas lahan dalam menyimpan 
karbon organik, yang pada gilirannya 
berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan 
iklim dari sektor pertanian. Dengan demikian, 
praktik pertanian berkelanjutan tidak hanya 
berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap 
tekanan iklim, tetapi juga berperan sebagai 
bagian dari solusi mitigasi, sehingga kedua fungsi 
tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan 
yang saling memperkuat dalam perencanaan 
sistem pangan berkelanjutan. 

e. Teknologi Ramah Lingkungan dalam 
Pertanian Berkelanjutan 

Inovasi teknologi mendukung ketahanan 
pangan apabila diposisikan sebagai alat 
intensifikasi berkelanjutan, bukan sekadar 
sarana peningkatan hasil dalam jangka pendek 
(Saikanth dkk., 2023). Teknologi ramah 
lingkungan dalam konteks pertanian 
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berkelanjutan mencakup penggunaan pupuk 
hayati, biopestisida, sistem pertanian hemat air, 
serta pemanfaatan energi terbarukan dalam 
proses produksi dan pascapanen. 

9. Inovasi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan 
Pangan 
a. Pertanian Presisi (Precision Agriculture) 

Pertanian presisi merupakan pendekatan 
budidaya yang memanfaatkan data spasial dan 
temporal secara rinci untuk mengoptimalkan 
penggunaan input pertanian sesuai dengan 
kondisi aktual lahan. Pertanian presisi, bersama 
dengan teknologi Internet of Things (IoT), 
kecerdasan buatan, bioteknologi, dan irigasi 
cerdas, meningkatkan efisiensi penggunaan 
input, memungkinkan pemantauan secara waktu 
nyata, serta memperkuat ketahanan hasil panen 
terhadap variabilitas lingkungan (Bara dkk., 
2025; Marinello dkk., 2023). 

Penerapan pertanian presisi umumnya 
diawali dengan pemetaan variabilitas lahan 
menggunakan citra satelit, drone, atau sensor 
darat untuk mengidentifikasi perbedaan 
kesuburan, kelembapan, maupun tingkat 
serangan hama pada berbagai bagian lahan yang 
sama. Berdasarkan pemetaan tersebut, input 
produksi seperti pupuk, air, dan pestisida dapat 
diberikan secara variabel sesuai kebutuhan 
spesifik setiap bagian lahan, alih-alih diberikan 
secara seragam pada seluruh area. Pendekatan 
pemberian input yang tertarget ini menjadi inti 
dari efisiensi yang ditawarkan oleh pertanian 
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presisi, baik dari sisi penghematan biaya 
produksi maupun pengurangan dampak 
lingkungan akibat kelebihan input. 

b. Internet of Things (IoT) dan Kecerdasan Buatan 
(AI) 

Integrasi kecerdasan buatan dan Internet 
of Things dalam pertanian pintar memungkinkan 
pengumpulan data lapangan secara 
berkelanjutan melalui jaringan sensor, yang 
kemudian diolah untuk menghasilkan 
rekomendasi pengelolaan tanaman yang lebih 
tepat sasaran (Bara dkk., 2025). Sensor 
kelembapan tanah, sensor cuaca mikro, serta 
citra satelit atau drone dapat dipadukan dengan 
algoritme pembelajaran mesin untuk mendeteksi 
gejala kekurangan air, serangan hama, atau 
defisiensi unsur hara pada tahap awal, sehingga 
tindakan korektif dapat dilakukan sebelum 
kerugian hasil panen membesar. 

Selain berfungsi pada tataran budidaya di 
lahan, penerapan kecerdasan buatan juga meluas 
ke tataran rantai pasok pangan, misalnya dalam 
bentuk sistem prediksi permintaan, optimalisasi 
rute distribusi, serta pemantauan kualitas 
pangan selama proses penyimpanan dan 
pengangkutan. Pemanfaatan teknologi digital 
pada seluruh mata rantai pangan mulai dari 
produksi di lahan hingga distribusi ke konsumen 
berkontribusi pada penguatan pilar stabilitas 
dalam kerangka ketahanan pangan, karena 
memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan 
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pasokan serta respons yang lebih cepat terhadap 
fluktuasi permintaan. 

c. Varietas Unggul dan Bioteknologi 
Pengembangan varietas unggul yang 

tahan terhadap cekaman lingkungan seperti 
kekeringan, salinitas, genangan, maupun 
serangan hama dan penyakit tertentu menjadi 
salah satu strategi kunci dalam menghadapi 
ketidakpastian iklim. Varietas tahan cekaman, 
bersama dengan teknologi pertanian presisi dan 
irigasi modern, berkontribusi pada peningkatan 
efisiensi produksi pangan secara berkelanjutan 
(Bara dkk., 2025). Pemuliaan tanaman berbasis 
bioteknologi memungkinkan proses 
pengembangan varietas unggul berlangsung 
lebih cepat dan lebih terarah dibandingkan 
metode pemuliaan konvensional. 

Selain ketahanan terhadap cekaman 
abiotik dan biotik, pengembangan varietas 
unggul juga diarahkan pada peningkatan efisiensi 
penggunaan hara dan air, sehingga tanaman 
mampu mempertahankan produktivitas 
meskipun dibudidayakan dengan input yang 
lebih rendah. Varietas dengan karakteristik 
semacam ini sejalan dengan prinsip intensifikasi 
berkelanjutan, karena memungkinkan 
peningkatan hasil panen tanpa harus menambah 
tekanan terhadap sumber daya alam. Namun 
demikian, keberhasilan penerapan varietas 
unggul di lapangan tetap bergantung pada 
ketersediaan benih berkualitas serta 
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kesesuaiannya dengan kondisi agroekologis dan 
preferensi petani setempat. 

d. Sistem Irigasi Modern 
Sistem irigasi modern, termasuk irigasi 

tetes dan irigasi cerdas berbasis sensor, 
dirancang untuk menyalurkan air secara lebih 
tepat sasaran sesuai kebutuhan tanaman. 
Berbeda dengan sistem irigasi konvensional yang 
cenderung menyalurkan air secara seragam pada 
seluruh area tanpa memperhitungkan variasi 
kebutuhan aktual tanaman, sistem irigasi modern 
memanfaatkan data kelembapan tanah, kondisi 
cuaca, dan fase pertumbuhan tanaman untuk 
menentukan volume dan waktu penyiraman yang 
optimal. Pendekatan ini secara signifikan 
mengurangi kehilangan air akibat penguapan 
berlebih maupun limpasan permukaan yang 
umum terjadi pada sistem irigasi konvensional. 

Bukti kuantitatif yang dirangkum dalam 
literatur menunjukkan bahwa pertanian presisi 
dapat menaikkan hasil panen sekitar 20 hingga 
30 persen dan mengurangi pemborosan input 
sekitar 40 hingga 60 persen, sedangkan irigasi 
cerdas dapat meningkatkan efisiensi penggunaan 
air sekitar 40 hingga 60 persen. Tabel berikut 
merangkum bukti kuantitatif tersebut: 

Teknologi Dampak 
terhadap 

Hasil/Efisiensi 

Dampak terhadap 
Pemborosan/Input 
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Pertanian 
presisi 
(precision 
agriculture) 

Meningkatkan 
hasil panen 
sekitar 20–30 
persen. 

Mengurangi 
pemborosan input 
produksi sekitar 
40–60 persen. 

Irigasi cerdas 
(smart 
irrigation) 

Meningkatkan 
efisiensi 
penggunaan 
air sekitar 40–
60 persen. 

Menekan 
kehilangan air 
akibat penyiraman 
yang tidak tepat 
sasaran. 

Tabel 2. Bukti Kuantitatif Dampak Teknologi 
terhadap Efisiensi Pertanian 

e. Tantangan Adopsi Teknologi 
Meskipun manfaatnya cukup besar, 

tantangan adopsi teknologi pertanian tetap besar, 
terutama terkait biaya investasi, tingkat literasi 
teknologi petani, interoperabilitas 
antarperangkat, konektivitas di wilayah 
pedesaan, dan tata kelola data (Bara dkk., 2025; 
Marinello dkk., 2023). Petani skala kecil kerap 
menghadapi kendala permodalan untuk 
mengadopsi perangkat sensor maupun sistem 
irigasi cerdas, sementara keterbatasan 
infrastruktur telekomunikasi di wilayah 
pedesaan turut menghambat pemanfaatan 
teknologi berbasis data secara optimal. Kondisi 
ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi 
teknologi pertanian tidak semata-mata 
bergantung pada ketersediaan teknologi itu 
sendiri, melainkan juga pada kesiapan 
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infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, 
dan dukungan kebijakan yang memadai. 

Guna mengatasi kesenjangan adopsi 
tersebut, diperlukan strategi yang 
mengombinasikan penyediaan skema 
pembiayaan yang terjangkau bagi petani skala 
kecil, penguatan infrastruktur konektivitas 
digital di wilayah pedesaan, penyederhanaan 
antarmuka teknologi agar mudah digunakan oleh 
petani dengan tingkat literasi digital yang 
beragam, serta penetapan standar 
interoperabilitas antarplatform teknologi 
pertanian. Tanpa strategi yang menyeluruh 
semacam ini, manfaat inovasi teknologi berisiko 
hanya dinikmati oleh sebagian kecil petani 
dengan kapasitas modal yang lebih baik, sehingga 
kesenjangan produktivitas antarpetani justru 
dapat melebar alih-alih menyempit. 

10. Strategi dan Kebijakan dalam Mewujudkan 
Ketahanan Pangan Berkelanjutan 

Strategi kebijakan yang paling konsisten 
disebutkan dalam literatur mencakup dukungan 
pemerintah, pelatihan petani, kemitraan publik-
swasta, reformasi sistem pangan, dan akses yang adil 
terhadap teknologi (Saikanth dkk., 2023; Saleem 
dkk., 2024; Simane dkk., 2025). Kelima strategi ini 
memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar dapat 
diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. 

Perumusan strategi dan kebijakan ketahanan 
pangan berkelanjutan idealnya tidak dilakukan 
secara terpisah-pisah oleh masing-masing sektor, 
melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka tata 
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kelola sistem pangan yang koheren. Kerangka tata 
kelola tersebut perlu menetapkan peran dan 
tanggung jawab setiap aktor secara jelas, sekaligus 
menyediakan mekanisme koordinasi lintas-sektor 
agar kebijakan pangan, kebijakan pertanian, 
kebijakan lingkungan, dan kebijakan perlindungan 
sosial dapat berjalan selaras dan saling memperkuat, 
bukan tumpang tindih atau bahkan saling 
bertentangan. 
a. Peran Pemerintah 

Pemerintah memegang peran sentral 
dalam menyusun kerangka regulasi, memberikan 
insentif fiskal, serta mengalokasikan anggaran 
untuk mendukung transisi menuju sistem pangan 
yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dukungan 
pemerintah tersebut mencakup penyusunan 
kebijakan harga pangan yang adil, penyediaan 
infrastruktur irigasi dan jalan produksi, subsidi 
input pertanian ramah lingkungan, serta program 
perlindungan sosial bagi kelompok rentan 
terhadap kerawanan pangan. Peran ini menjadi 
salah satu strategi kebijakan yang paling 
konsisten disebutkan dalam literatur (Saikanth 
dkk., 2023; Saleem dkk., 2024; Simane dkk., 
2025). 

Selain fungsi regulasi dan pendanaan, 
pemerintah juga berperan penting dalam 
menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan 
melalui pengelolaan cadangan pangan strategis 
serta kebijakan perdagangan yang responsif 
terhadap gejolak pasar internasional. Konsistensi 
kebijakan dari waktu ke waktu menjadi faktor 
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penting dalam peran ini, karena kebijakan 
pangan yang sering berubah-ubah cenderung 
menciptakan ketidakpastian bagi petani dan 
pelaku usaha di sektor pangan, yang pada 
akhirnya dapat menghambat investasi jangka 
panjang dalam peningkatan produktivitas dan 
keberlanjutan pertanian. 

b. Peran Sektor Swasta 
Sektor swasta berkontribusi melalui 

investasi pada penelitian dan pengembangan 
teknologi pertanian, penyediaan sarana produksi, 
serta pengembangan rantai pasok pangan yang 
lebih efisien dan tangguh. Kemitraan publik-
swasta menjadi salah satu strategi kebijakan yang 
secara konsisten direkomendasikan dalam 
literatur karena memungkinkan penggabungan 
sumber daya finansial dan keahlian teknis sektor 
swasta dengan kewenangan regulasi dan 
jangkauan kelembagaan pemerintah (Saikanth 
dkk., 2023; Saleem dkk., 2024; Simane dkk., 
2025). 

Keterlibatan sektor swasta juga penting 
dalam memperluas akses petani terhadap pasar, 
baik pasar domestik maupun pasar ekspor, 
melalui pengembangan model kemitraan usaha 
tani yang memberikan kepastian harga dan 
penyerapan hasil panen. Model kemitraan 
semacam ini dapat mengurangi risiko fluktuasi 
harga yang selama ini menjadi salah satu sumber 
ketidakpastian utama bagi petani, sekaligus 
mendorong penerapan standar kualitas dan 
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keberlanjutan produksi yang lebih tinggi sebagai 
syarat masuk ke pasar yang lebih luas. 

c. Peran Masyarakat dan Pemberdayaan Petani 
Pemberdayaan petani melalui pelatihan 

dan peningkatan kapasitas menjadi elemen 
penting dalam strategi kebijakan ketahanan 
pangan berkelanjutan (Saikanth dkk., 2023; 
Saleem dkk., 2024; Simane dkk., 2025). Pelatihan 
tersebut mencakup peningkatan literasi 
teknologi, pengenalan praktik budidaya 
berkelanjutan, serta penguatan kapasitas 
kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani 
maupun koperasi. Partisipasi aktif masyarakat, 
khususnya petani sebagai pelaku utama sistem 
pangan, diperlukan agar kebijakan yang 
dirumuskan dapat diterapkan secara kontekstual 
dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Penguatan kelembagaan petani melalui 
kelompok tani dan koperasi tidak hanya 
bermanfaat bagi transfer pengetahuan dan 
teknologi, tetapi juga memperkuat posisi tawar 
petani dalam rantai nilai pangan, misalnya dalam 
negosiasi harga hasil panen maupun akses 
terhadap sarana produksi secara kolektif. 
Kelembagaan petani yang kuat juga menjadi 
saluran penting bagi penyampaian aspirasi 
petani kepada pembuat kebijakan, sehingga 
kebijakan yang dirumuskan lebih mencerminkan 
kebutuhan dan kondisi nyata di tingkat usaha 
tani, bukan semata-mata perspektif dari tataran 
perencanaan yang bersifat top-down. 

d. Peran Lembaga Penelitian 
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Lembaga penelitian berperan dalam 
menghasilkan inovasi teknologi, varietas unggul, 
dan rekomendasi praktik budidaya yang berbasis 
bukti ilmiah. Kajian sistematis mengenai 
pemanfaatan teknologi disruptif bagi ketahanan 
pangan menegaskan pentingnya dukungan riset 
yang berkelanjutan untuk memperkuat resiliensi 
rantai pasok pertanian terhadap perubahan iklim 
(Harsanto dkk., 2025). Hasil penelitian tersebut 
perlu dijembatani melalui mekanisme diseminasi 
yang efektif agar dapat diadopsi oleh petani dan 
pembuat kebijakan secara luas. 

Mekanisme diseminasi hasil penelitian 
dapat berlangsung melalui berbagai jalur, antara 
lain penyuluhan pertanian, demonstrasi 
lapangan, pelatihan petani, maupun publikasi 
yang mudah diakses oleh pembuat kebijakan. 
Kesenjangan antara temuan penelitian dan 
penerapannya di lapangan sering kali menjadi 
salah satu kendala utama dalam pemanfaatan 
hasil riset secara optimal, sehingga lembaga 
penelitian perlu menjalin kemitraan yang erat 
dengan pemerintah, sektor swasta, dan kelompok 
tani agar inovasi yang dihasilkan benar-benar 
dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi 
oleh pelaku sistem pangan. 

e. Kolaborasi Multipihak dan Reformasi Sistem 
Pangan 

Keberhasilan strategi kebijakan 
ketahanan pangan berkelanjutan sangat 
bergantung pada kolaborasi lintas-aktor antara 
pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan 
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lembaga penelitian. Reformasi sistem pangan 
serta akses yang adil terhadap teknologi menjadi 
bagian tak terpisahkan dari strategi ini, karena 
tanpa pemerataan akses, manfaat inovasi 
teknologi maupun praktik pertanian 
berkelanjutan akan cenderung terkonsentrasi 
pada kelompok petani yang telah memiliki modal 
dan kapasitas lebih baik (Saikanth dkk., 2023; 
Saleem dkk., 2024; Simane dkk., 2025). 
Kolaborasi multipihak yang terkoordinasi dengan 
baik diharapkan mampu menjembatani 
kesenjangan antara ketersediaan inovasi dan 
kapasitas adopsi di tingkat petani, sehingga 
ketahanan pangan yang tangguh dan 
berkelanjutan dapat diwujudkan secara merata. 

Pada akhirnya, mewujudkan ketahanan 
pangan yang berkelanjutan bukanlah tanggung 
jawab satu pihak semata, melainkan hasil dari 
komitmen jangka panjang seluruh pemangku 
kepentingan untuk secara konsisten 
menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan 
ekologis dalam pengelolaan sistem pangan. 
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui 
kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi, 
mekanisme pemantauan dan evaluasi yang 
berkelanjutan, serta ruang partisipasi yang 
terbuka bagi petani dan masyarakat untuk turut 
menentukan arah pembangunan sistem pangan 
yang akan mereka jalani di masa depan.
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BAB VIII 

PERAN DUNIA USAHA & INOVASI 

 
Dunia usaha memegang peranan sentral dalam 

perekonomian modern. Melalui aktivitas produksi, 
distribusi, dan inovasi, pelaku usaha mulai dari usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan 
multinasional menjadi motor penggerak penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penguatan 
daya saing bangsa. Namun demikian, kontribusi dunia 
usaha terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berdiri 
sendiri. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan usaha, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi 
kelembagaan saling memperkuat satu sama lain, 
sementara kebijakan publik menentukan seberapa 
merata manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat 
(Galindo-Martí n dkk., 2023; Kuzior dkk., 2024; Lima dkk., 
2026; Nazara dkk., 2024). 

Bab ini disusun untuk mengulas secara 
komprehensif lima ranah utama yang membentuk 
keterkaitan antara dunia usaha dan inovasi. Pertama, 
peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan 
investasi, dan penguatan daya saing nasional. Kedua, 
inovasi sebagai penggerak daya saing bisnis, mencakup 
konsep, jenis, dan dampaknya terhadap produktivitas. 
Ketiga, transformasi digital dan adopsi teknologi di dunia 
usaha, meliputi kecerdasan buatan, Internet of Things, big 
data, komputasi awan, dan otomatisasi. Keempat, 
kewirausahaan dan pengembangan ekosistem inovasi 
yang melibatkan kolaborasi pemerintah, perguruan 
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tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Kelima, 
strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong 
inovasi dunia usaha, termasuk insentif penelitian dan 
pengembangan (R&D), perlindungan hak kekayaan 
intelektual, pembiayaan inovasi, serta kemitraan 
strategis. 

Dengan memahami kelima ranah tersebut secara 
terpadu, pembaca diharapkan memperoleh gambaran 
yang utuh mengenai bagaimana dunia usaha dan inovasi 
saling berkelindan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memahami 
tantangan dan kebijakan yang relevan untuk 
memperkuat ekosistem inovasi nasional. 

1. Peran Dunia Usaha dalam Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi 

Dunia usaha mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui empat jalur utama, yaitu penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan investasi, perluasan 
pasar, dan penguatan daya saing nasional. Keempat 
jalur ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang 
memperkuat kapasitas perekonomian secara 
keseluruhan. 
a. Kontribusi terhadap Penciptaan Lapangan 

Kerja 
Usaha kecil, menengah, dan startup 

memiliki peran strategis sebagai mesin 
penciptaan lapangan kerja. Kajian terhadap 
lanskap bisnis kecil di Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa usaha kecil berfungsi 
sebagai penggerak utama pembangunan lokal, 
dinamika industri, dan penyerapan tenaga kerja, 
meskipun dampaknya sangat bergantung pada 
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kemampuan usaha tersebut untuk tumbuh serta 
pada lingkungan usaha yang mendukung, seperti 
akses pembiayaan, regulasi yang bersahabat, dan 
infrastruktur pendukung (R. Hasan dkk., 2024). 
Temuan serupa dikemukakan dalam kajian 
mengenai peran startup terhadap pertumbuhan 
ekonomi, yang menegaskan bahwa perusahaan 
rintisan tidak hanya menciptakan lapangan kerja 
baru, tetapi juga mendorong inovasi dan 
pembangunan kawasan di sekitarnya (Yaşar, 
2024). 

Hubungan antara daya saing usaha kecil 
dan menengah (UKM) dengan penciptaan 
lapangan kerja ternyata tidak bersifat langsung, 
melainkan dimediasi oleh pertumbuhan UKM itu 
sendiri. Artinya, UKM yang berdaya saing tinggi 
belum tentu langsung menyerap tenaga kerja 
dalam jumlah besar apabila tidak diiringi oleh 
pertumbuhan skala usaha; sebaliknya, ketika 
daya saing berhasil mendorong pertumbuhan 
usaha, penciptaan lapangan kerja akan 
meningkat secara signifikan (Inegbedion dkk., 
2024). Temuan ini menegaskan pentingnya 
kebijakan yang tidak hanya berfokus pada 
peningkatan daya saing UKM, tetapi juga pada 
penciptaan kondisi yang memungkinkan UKM 
tersebut untuk tumbuh secara berkelanjutan. 

b. Peningkatan Investasi dan Perluasan Pasar 
Selain menciptakan lapangan kerja, dunia 

usaha turut mendorong peningkatan investasi, 
baik investasi domestik maupun investasi asing, 
melalui ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi 
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produk, dan pembukaan pasar baru. Digitalisasi 
dan kewirausahaan yang berkembang di berbagai 
negara Eropa terbukti berkontribusi terhadap 
peningkatan daya saing dan pembukaan peluang 
pasar baru bagi pelaku usaha, khususnya melalui 
kemudahan akses terhadap konsumen dan mitra 
bisnis lintas wilayah (Galindo-Martí n dkk., 2023). 
Perluasan pasar semacam ini pada gilirannya 
mendorong pelaku usaha untuk melakukan 
investasi lanjutan guna memenuhi permintaan 
yang terus bertumbuh. 

Investasi yang dilakukan oleh dunia 
usaha tidak hanya berdampak pada tingkat 
perusahaan, tetapi juga memberikan efek 
pengganda (multiplier effect) terhadap 
perekonomian secara lebih luas, misalnya melalui 
rantai pasok, sektor pendukung, dan penyediaan 
lapangan kerja tidak langsung. Kondisi ini 
menegaskan bahwa pertumbuhan investasi 
dunia usaha merupakan salah satu indikator 
penting dalam menilai kesehatan perekonomian 
suatu negara. 

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas 
Pada tataran makro, literatur 

menunjukkan bahwa daya saing berkorelasi 
positif dengan pertumbuhan ekonomi, 
produktivitas tenaga kerja, kinerja ekspor, dan 
standar hidup masyarakat, sehingga kontribusi 
dunia usaha tidak berhenti pada tingkat 
perusahaan semata, melainkan meluas hingga ke 
tingkat perekonomian nasional (Galindo-Martí n 
dkk., 2023; Ví rjan dkk., 2023). Daya saing yang 
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tinggi memungkinkan pelaku usaha untuk 
bersaing di pasar global, meningkatkan volume 
ekspor, serta memperoleh nilai tambah yang 
lebih besar dari setiap unit produk yang 
dihasilkan. 

Kajian mengenai daya saing sebagai 
mesin penggerak pertumbuhan ekonomi 
menegaskan bahwa daya saing nasional berperan 
sebagai faktor pendorong sekaligus penghidup 
kembali (revive) perekonomian, terutama pada 
masa pemulihan pascakrisis (Ví rjan dkk., 2023). 
Dengan demikian, penguatan daya saing dunia 
usaha dapat dipandang sebagai salah satu 
strategi utama dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya 
sebagai dampak sampingan dari pertumbuhan 
itu sendiri. 

d. Penguatan Daya Saing Nasional 
Daya saing nasional dibangun secara 

berjenjang, mulai dari daya saing perusahaan 
individual, daya saing sektor industri, hingga 
daya saing perekonomian secara keseluruhan. 
UKM dan startup berkontribusi pada penguatan 
ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi 
struktur ekonomi dan penciptaan sumber 
pertumbuhan baru di luar sektor-sektor 
tradisional (R. Hasan dkk., 2024; Yaşar, 2024) 

1) UKM dan startup menciptakan 
lapangan kerja, mendorong 
pembangunan lokal, dan 
meningkatkan ketahanan ekonomi (R. 
Hasan dkk., 2024; Yaşar, 2024). 
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2) Pertumbuhan UKM menjadi variabel 
penghubung (mediator) antara daya 
saing usaha dan penciptaan lapangan 
kerja (Inegbedion dkk., 2024). 

3) Daya saing nasional cenderung 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
produktivitas, dan kinerja ekspor 
(Galindo-Martí n dkk., 2023; Ví rjan 
dkk., 2023). 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan 
bahwa peran dunia usaha dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensi. 
Penciptaan lapangan kerja, peningkatan 
investasi, perluasan pasar, dan penguatan daya 
saing merupakan empat pilar yang saling terkait 
dan memerlukan dukungan kebijakan yang 
terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan 
secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

2. Inovasi sebagai Penggerak Daya Saing Bisnis 
Di tengah persaingan usaha yang semakin 

ketat, inovasi menjadi salah satu faktor penentu 
keberlangsungan dan keunggulan kompetitif suatu 
perusahaan. Perusahaan yang mampu berinovasi 
secara berkelanjutan cenderung lebih tangguh dalam 
menghadapi perubahan pasar, tekanan kompetitor, 
dan pergeseran preferensi konsumen. 
a. Konsep dan Definisi Inovasi 

Secara konseptual, inovasi dipahami 
sebagai penggunaan cara-cara baru untuk 
menciptakan nilai dan memenangkan 
persaingan, baik melalui pembaruan desain 
produk, penyempurnaan proses produksi, 
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strategi pemasaran yang lebih efektif, maupun 
pengorganisasian perusahaan yang lebih adaptif 
(Fattah dkk., 2024; Rathod dkk., 2022). Definisi 
ini menegaskan bahwa inovasi tidak terbatas 
pada penciptaan produk baru semata, melainkan 
mencakup keseluruhan aspek operasional dan 
strategis perusahaan yang dapat diperbarui 
untuk menghasilkan nilai tambah. 

Pemahaman inovasi yang bersifat 
multidimensi ini penting bagi pelaku usaha, 
khususnya UMKM, agar tidak keliru memaknai 
inovasi hanya sebagai kegiatan riset dan 
pengembangan berbiaya tinggi. Inovasi dapat 
pula dilakukan melalui langkah-langkah 
sederhana namun berdampak, seperti perbaikan 
kemasan produk, penyesuaian strategi harga, 
atau perubahan cara berinteraksi dengan 
pelanggan (Rathod dkk., 2022). 

b. Jenis-Jenis Inovasi 
Literatur mengelompokkan inovasi ke 

dalam beberapa jenis utama, yaitu inovasi 
produk, inovasi proses, inovasi pemasaran, dan 
inovasi organisasi atau model bisnis. Setiap jenis 
inovasi tersebut memberikan kontribusi yang 
berbeda terhadap kinerja perusahaan, meskipun 
secara umum seluruh jenis inovasi terbukti 
berkaitan positif dengan keunggulan kompetitif 
(Fattah dkk., 2024; Timotius, 2023; Vukovic  dkk., 
2025). 

1) Inovasi Produk 
Inovasi produk mencakup 

pengembangan produk baru maupun 
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penyempurnaan fitur, kualitas, dan desain 
produk yang sudah ada. Inovasi jenis ini 
terbukti meningkatkan pangsa pasar dan 
loyalitas pelanggan, karena produk yang 
terus diperbarui mampu memenuhi 
kebutuhan konsumen yang senantiasa 
berubah serta membedakan perusahaan 
dari para pesaingnya (Timotius, 2023; 
Vukovic  dkk., 2025). 

2) Inovasi Proses 
Inovasi proses berkaitan dengan 

penyempurnaan metode produksi, alur 
kerja, dan sistem operasional perusahaan. 
Inovasi proses terbukti meningkatkan 
efisiensi biaya dan, pada banyak kajian 
mengenai UMKM, kerap muncul sebagai 
prediktor keunggulan kompetitif yang 
paling kuat dibandingkan jenis inovasi 
lainnya, karena dampaknya secara langsung 
dirasakan pada penurunan biaya 
operasional dan peningkatan efektivitas 
kerja (Fattah dkk., 2024; Vukovic  dkk., 
2025). 

3) Inovasi Pemasaran 
Inovasi pemasaran mencakup 

penerapan metode pemasaran baru yang 
meliputi perubahan signifikan pada desain 
produk, pengemasan, penempatan produk, 
promosi, atau penetapan harga. Kajian 
terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah 
menunjukkan bahwa inovasi pemasaran 
turut mendorong keunggulan kompetitif, 
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meskipun besaran pengaruhnya cenderung 
lebih kecil dibandingkan inovasi produk dan 
proses (Rathod dkk., 2022). 

4)  Inovasi Organisasi dan Model Bisnis 
Inovasi organisasi berkaitan dengan 

penerapan metode baru dalam praktik 
bisnis, penataan tempat kerja, atau 
hubungan eksternal perusahaan, sementara 
inovasi model bisnis menyangkut 
perubahan cara perusahaan menciptakan, 
menghantarkan, dan menangkap nilai dari 
pelanggannya. Kedua jenis inovasi ini 
terbukti berkontribusi positif terhadap 
kinerja perusahaan, sekalipun pengaruhnya 
umumnya lebih moderat dibandingkan 
inovasi produk dan proses (Fattah dkk., 
2024; Rathod dkk., 2022). 

a) Inovasi produk meningkatkan 
pangsa pasar, loyalitas pelanggan, 
dan keunggulan kompetitif 
(Timotius, 2023; Vukovic  dkk., 
2025). 

b) Inovasi proses meningkatkan 
efisiensi biaya dan sering menjadi 
prediktor kompetitif terkuat pada 
UKM (Fattah dkk., 2024; Vukovic  
dkk., 2025). 

c) Inovasi pemasaran dan organisasi 
berkontribusi positif, meski efeknya 
cenderung lebih kecil daripada 
inovasi produk dan proses (Fattah 
dkk., 2024; Rathod dkk., 2022). 
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e. Inovasi, Produktivitas, dan Keunggulan 
Kompetitif 

Keterkaitan antara inovasi dan 
keunggulan kompetitif telah banyak dibuktikan 
pada konteks usaha mikro, kecil, dan menengah 
di berbagai negara. Kajian terhadap UMKM di 
Indonesia menunjukkan bahwa penerapan 
inovasi dalam strategi bisnis berperan penting 
dalam menciptakan keunggulan kompetitif, 
terutama ketika inovasi tersebut diintegrasikan 
secara konsisten ke dalam perencanaan strategis 
perusahaan, bukan sekadar tindakan reaktif 
terhadap tekanan pasar (Timotius, 2023). 

Pada level industri manufaktur, dimensi 
teknologi turut memperkuat pengaruh inovasi 
produk dan proses terhadap keunggulan 
kompetitif yang berkelanjutan, menandakan 
bahwa kapasitas teknologi perusahaan menjadi 
prasyarat penting agar inovasi dapat 
diterjemahkan menjadi keunggulan bersaing 
yang nyata dan bertahan dalam jangka panjang 
(Vukovic  dkk., 2025). 

f. Inovasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah 

UMKM menghadapi tantangan tersendiri 
dalam berinovasi, seperti keterbatasan modal, 
sumber daya manusia, dan akses teknologi. 
Meskipun demikian, kajian terhadap UMKM di 
Yordania menegaskan bahwa seluruh jenis 
inovasi baik produk, proses, pemasaran, maupun 
organisasi memberikan kontribusi positif 
terhadap keunggulan kompetitif, sehingga UMKM 
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tidak perlu menunggu ketersediaan sumber daya 
besar untuk mulai berinovasi, melainkan dapat 
memulai dari langkah-langkah inovasi yang 
paling relevan dengan kondisi usahanya (Fattah 
dkk., 2024). 

Dengan demikian, strategi inovasi bagi 
UMKM sebaiknya disesuaikan dengan skala 
usaha, ketersediaan sumber daya, dan 
karakteristik pasar yang dilayani, tanpa 
mengabaikan pentingnya konsistensi dan 
keberlanjutan dalam proses inovasi itu sendiri. 

3. Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi di 
Dunia Usaha 

Transformasi digital telah menjadi 
keniscayaan bagi dunia usaha dalam meningkatkan 
efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, 
dan mempertahankan daya saing di tengah 
perubahan lanskap bisnis yang serba cepat. 
Penerapan teknologi digital seperti kecerdasan 
buatan (artificial intelligence/AI), Internet of Things 
(IoT), big data, komputasi awan (cloud computing), 
dan otomatisasi memberikan dampak signifikan 
terhadap cara perusahaan beroperasi dan mengambil 
keputusan. 
a. Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data 

Penerapan kecerdasan buatan dan 
analitik big data memungkinkan perusahaan 
mengolah volume data yang besar guna 
menghasilkan wawasan bisnis yang lebih akurat 
dan pengambilan keputusan yang berbasis data 
(data-driven decision making). Kajian mengenai 
transformasi digital pada sektor perbankan 
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tradisional menunjukkan bahwa adopsi big data 
dan teknologi analitik berkontribusi terhadap 
peningkatan efisiensi operasional serta 
ketepatan pengambilan keputusan strategis 
(Putry, 2026). 

Integrasi AI dan cloud computing dalam 
sistem informasi berbasis big data juga terbukti 
mendorong inovasi pada level organisasi, 
memungkinkan perusahaan mengembangkan 
produk dan layanan baru yang lebih responsif 
terhadap kebutuhan pasar (Giantri dkk., 2025). 

b. Internet of Things (IoT) 
IoT memungkinkan berbagai perangkat 

dan sistem operasional perusahaan saling 
terhubung dan bertukar data secara real time, 
sehingga mempercepat proses pemantauan, 
pengendalian, dan pengambilan keputusan 
operasional. Dalam konteks manajemen operasi, 
transformasi digital yang mencakup pemanfaatan 
IoT terbukti memperbaiki alur kerja, 
mempercepat proses produksi, dan 
meningkatkan akurasi pemantauan kinerja 
operasional perusahaan (Nazara dkk., 2024). 

c. Komputasi Awan (Cloud Computing) 
Komputasi awan memberikan 

fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola 
infrastruktur teknologi informasi tanpa harus 
menanggung beban investasi perangkat keras 
yang besar. Studi mengenai transformasi digital 
perbankan tradisional menunjukkan bahwa 
strategi adopsi cloud computing dan big data 
secara signifikan meningkatkan efisiensi 
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operasional, dengan penghematan biaya rata-rata 
mencapai 24,67 persen (Putry, 2026). 

Selain aspek efisiensi biaya, komputasi 
awan turut mendukung skalabilitas sistem 
perusahaan, sehingga memudahkan pelaku 
usaha termasuk UMKM untuk menyesuaikan 
kapasitas teknologi informasi sesuai dengan 
pertumbuhan bisnisnya tanpa memerlukan 
investasi awal yang besar (Bobro dkk., 2025). 

d. Otomatisasi Proses Bisnis 
Otomatisasi proses bisnis mengurangi 

ketergantungan pada pekerjaan manual yang 
berulang, sehingga meningkatkan kecepatan, 
konsistensi, dan akurasi proses operasional. 
Kajian mengenai transformasi digital untuk 
optimalisasi biaya dan keberlanjutan operasional 
bisnis melaporkan bahwa penerapan otomatisasi 
proses menghasilkan penghematan biaya rata-
rata sebesar 29,83 persen, sekaligus mendukung 
praktik operasional yang lebih berkelanjutan 
(Bobro dkk., 2025). 

1) AI, IoT, big data, dan cloud computing 
mempercepat proses bisnis, 
menurunkan biaya, dan meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan 
berbasis data (Bobro dkk., 2025; 
Nazara dkk., 2024; Putry, 2026). 

2) Digitalisasi membuka pasar, jaringan, 
dan model organisasi baru bagi pelaku 
wirausaha (Armariena dkk., 2025; 
Galindo-Martí n dkk., 2023). 
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3) Penerapan cloud computing dan 
otomatisasi proses masing-masing 
dilaporkan menghasilkan 
penghematan biaya rata-rata sebesar 
24,67 persen dan 29,83 persen (Bobro 
dkk., 2025; Putry, 2026). 

e. Tantangan dan Hambatan Transformasi 
Digital 

Meskipun manfaat transformasi digital 
telah banyak dibuktikan, penerapannya di 
lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. 
Tantangan utama mencakup tingginya biaya 
investasi teknologi, kesenjangan keterampilan 
digital tenaga kerja, risiko keamanan data, 
keterbatasan akses pembiayaan, serta dukungan 
regulasi yang belum sepenuhnya konsisten dalam 
mendukung transformasi digital di dunia usaha 
(Armariena dkk., 2025; Bobro dkk., 2025; Nazara 
dkk., 2024; Putry, 2026). 

Hambatan keterampilan digital menjadi 
perhatian khusus, mengingat keberhasilan 
transformasi digital tidak hanya bergantung pada 
ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan 
sumber daya manusia dalam mengoperasikan 
dan memanfaatkan teknologi tersebut secara 
optimal. Oleh karena itu, investasi pada 
peningkatan kapasitas dan literasi digital tenaga 
kerja perlu berjalan beriringan dengan investasi 
pada infrastruktur teknologi itu sendiri. 
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4. Kewirausahaan dan Pengembangan Ekosistem 
Inovasi 

Kewirausahaan memiliki peran fundamental 
dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan 
ekonomi. Pelaku usaha yang memiliki jiwa 
kewirausahaan cenderung lebih responsif terhadap 
peluang pasar, berani mengambil risiko yang terukur, 
dan mampu menciptakan nilai baru melalui gagasan-
gagasan inovatif. Namun demikian, kewirausahaan 
tidak dapat berkembang secara optimal tanpa 
dukungan ekosistem inovasi yang kondusif. 
a. Kewirausahaan sebagai Motor Penggerak 

Inovasi 
Kewirausahaan dan digitalisasi memiliki 

keterkaitan erat dalam mendorong daya saing 
perekonomian. Kajian lintas negara di Eropa 
menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas 
peluang kewirausahaan dengan menciptakan 
pasar, jaringan, dan model organisasi baru yang 
sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha 
konvensional (Galindo-Martí n dkk., 2023). 

b. Peran Startup dalam Ekosistem Inovasi 
Startup memiliki karakteristik yang 

membedakannya dari usaha konvensional, yaitu 
orientasi pada pertumbuhan cepat (scalability) 
dan pemanfaatan inovasi sebagai basis model 
bisnisnya. Kajian mengenai kontribusi startup 
terhadap pertumbuhan ekonomi menegaskan 
bahwa perusahaan rintisan berperan penting 
dalam penciptaan lapangan kerja, pendorong 
inovasi, serta pembangunan wilayah, khususnya 
melalui penciptaan produk dan layanan baru 
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yang sebelumnya belum tersedia di pasar (Yaşar, 
2024). 

Kajian mengenai peran universitas dan 
startup dalam ekosistem inovasi regional 
menegaskan bahwa keberhasilan startup sangat 
dipengaruhi oleh dukungan ekosistem di 
sekitarnya, termasuk ketersediaan talenta, akses 
permodalan, serta kedekatan dengan pusat-pusat 
riset dan pengembangan (Lima dkk., 2026). 

c. Kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, 
dan Sektor Swasta 

Ekosistem inovasi yang tangguh 
memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor 
swasta, lembaga keuangan, dan komunitas. 
Kolaborasi riset dan pengembangan antara 
universitas dan industri terbukti berpengaruh 
positif terhadap transfer inovasi serta kinerja 
startup, karena perguruan tinggi berperan 
sebagai sumber pengetahuan dan talenta, 
sementara industri berperan dalam 
mengomersialisasikan hasil riset menjadi produk 
dan layanan yang bernilai ekonomi (Kuzior dkk., 
2024). 

Kajian mengenai ekosistem inovasi 
kolaboratif menekankan bahwa keberlanjutan 
pertumbuhan startup di era ekonomi digital 
sangat bergantung pada sinergi antarpemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah sebagai 
regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai 
sumber inovasi, serta sektor swasta dan lembaga 
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keuangan sebagai penyedia sumber daya dan 
pembiayaan (Armariena dkk., 2025). 

Pengalaman Thailand dalam membangun 
ekosistem inovasi dan kewirausahaan 
menunjukkan pentingnya orkestrasi yang 
melibatkan universitas bersama pemangku 
kepentingan publik dan swasta secara 
terkoordinasi, sehingga kebijakan pendukung 
inovasi dapat dijalankan secara konsisten dan 
berdampak luas terhadap perusahaan-
perusahaan berbasis inovasi (innovation driven 
enterprise) (Thawesaengskulthai dkk., 2024). 

d. Membangun Ekosistem Inovasi yang 
Berkelanjutan 

Ekosistem inovasi yang berkelanjutan 
tidak hanya menekankan pada penciptaan 
startup baru, tetapi juga pada keberlangsungan 
dan skalabilitas startup yang telah ada. Aspek 
keberlanjutan ini mencakup dukungan 
pembiayaan jangka panjang, pendampingan 
manajerial, akses pasar yang lebih luas, serta 
ketersediaan infrastruktur inovasi seperti 
inkubator dan akselerator bisnis (Armariena 
dkk., 2025; Lima dkk., 2026). 

1) Digitalisasi memperluas peluang 
kewirausahaan dengan menciptakan 
pasar, jaringan, dan model organisasi 
baru (Galindo-Martí n dkk., 2023). 

2) Startup berkontribusi pada penciptaan 
lapangan kerja, dorongan inovasi, dan 
pembangunan wilayah (Lima dkk., 
2026; Yaşar, 2024). 
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3) Kolaborasi universitas dan industri 
memperkuat transfer inovasi serta 
kinerja startup (Kuzior dkk., 2024). 

4) Ekosistem inovasi kolaboratif yang 
melibatkan pemerintah, perguruan 
tinggi, dan sektor swasta memperkuat 
keberlanjutan pertumbuhan startup 
(Armariena dkk., 2025; 
Thawesaengskulthai dkk., 2024). 

5. Strategi dan Kebijakan untuk Mendorong Inovasi 
Dunia Usaha 

Agar potensi inovasi dunia usaha dapat 
dioptimalkan, diperlukan strategi dan kebijakan yang 
terarah dari pemerintah maupun pemangku 
kepentingan lainnya. Kebijakan ini mencakup insentif 
penelitian dan pengembangan, perlindungan hak 
kekayaan intelektual, pembiayaan inovasi, kemitraan 
strategis, serta tata kelola digital yang adaptif 
terhadap perkembangan teknologi. 
a. Insentif Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Insentif R&D merupakan salah satu 
instrumen kebijakan yang paling sering 
direkomendasikan dalam literatur untuk 
mendorong inovasi dunia usaha. Pengalaman 
Thailand menunjukkan bahwa kebijakan yang 
mendukung perusahaan berbasis inovasi 
memerlukan orkestrasi ekosistem 
kewirausahaan dan inovasi universitas yang 
melibatkan pemangku kepentingan publik dan 
swasta, termasuk penyediaan insentif fiskal dan 
nonfiskal bagi perusahaan yang aktif melakukan 
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kegiatan penelitian dan pengembangan 
(Thawesaengskulthai dkk., 2024). 

b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
Perlindungan hak kekayaan intelektual 

menjadi prasyarat penting agar pelaku usaha 
memiliki insentif yang memadai untuk 
berinovasi, karena kepastian hukum atas hasil 
inovasi memungkinkan perusahaan memperoleh 
nilai ekonomi dari investasi yang telah 
dikeluarkan dalam proses penelitian dan 
pengembangan. Tata kelola kebijakan yang 
mendukung daya saing dan pertumbuhan 
ekonomi, termasuk kerangka perlindungan 
kekayaan intelektual yang jelas, terbukti 
berkontribusi terhadap penguatan daya saing 
dan pemulihan perekonomian secara lebih luas 
(Ví rjan dkk., 2023). 

c. Pembiayaan Inovasi 
Akses terhadap pembiayaan merupakan 

salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku 
usaha dalam melakukan inovasi maupun 
transformasi digital, sebagaimana ditegaskan 
dalam berbagai kajian mengenai tantangan 
digitalisasi dunia usaha (Armariena dkk., 2025; 
Bobro dkk., 2025; Nazara dkk., 2024; Putry, 
2026). Oleh karena itu, pengembangan skema 
pembiayaan inovasi yang beragam mulai dari 
pembiayaan perbankan, modal ventura, hingga 
skema pembiayaan berbasis kemitraan dengan 
lembaga keuangan menjadi kebutuhan mendesak 
untuk mendukung pelaku usaha, khususnya 
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UMKM dan startup, dalam mengakses sumber 
daya yang dibutuhkan untuk berinovasi. 

Kajian mengenai ekosistem inovasi 
kolaboratif menegaskan pentingnya keterlibatan 
lembaga keuangan sebagai salah satu pemangku 
kepentingan utama dalam mendukung 
pertumbuhan startup yang berkelanjutan di era 
ekonomi digital, mengingat keterbatasan modal 
internal startup pada umumnya (Armariena dkk., 
2025). 

d. Kemitraan Strategis dan Penguatan Talenta 
Kemitraan strategis antara pemerintah, 

perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor 
swasta menjadi kunci keberhasilan kebijakan 
inovasi. Kolaborasi riset dan pengembangan 
antara universitas dan industri terbukti 
mendukung transfer inovasi dan kinerja startup, 
sehingga kebijakan yang memfasilitasi kemitraan 
semacam ini misalnya melalui program riset 
bersama, magang industri, atau pusat inovasi 
berbasis kampus perlu terus diperkuat (Kuzior 
dkk., 2024). 

Penguatan talenta juga menjadi perhatian 
penting, mengingat kesenjangan keterampilan 
digital merupakan salah satu hambatan utama 
dalam transformasi digital dunia usaha (Nazara 
dkk., 2024; Putry, 2026). Kebijakan pendidikan 
dan pelatihan vokasi yang selaras dengan 
kebutuhan industri, termasuk keterampilan 
digital dan kewirausahaan, perlu menjadi bagian 
integral dari strategi nasional dalam mendorong 
inovasi dunia usaha. 
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e. Tata Kelola Digital yang Adaptif 
Regulasi yang belum konsisten menjadi 

salah satu hambatan yang berulang kali 
disebutkan dalam kajian transformasi digital 
dunia usaha (Armariena dkk., 2025; Bobro dkk., 
2025; Nazara dkk., 2024; Putry, 2026). Oleh 
karena itu, pemerintah perlu mengembangkan 
tata kelola digital yang adaptif, yaitu kerangka 
regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan 
kecepatan perkembangan teknologi tanpa 
mengabaikan aspek perlindungan data, 
keamanan siber, dan kepentingan konsumen. 

1) Insentif R&D dan orkestrasi ekosistem 
inovasi universitas menjadi kunci 
kebijakan pendukung perusahaan 
berbasis inovasi (Thawesaengskulthai 
dkk., 2024). 

2) Tata kelola kebijakan yang mendukung 
daya saing berkontribusi terhadap 
pertumbuhan dan pemulihan ekonomi 
(Ví rjan dkk., 2023). 

3) Pembiayaan inovasi dan keterlibatan 
lembaga keuangan diperlukan untuk 
mengatasi keterbatasan modal pelaku 
usaha dan startup (Armariena dkk., 
2025; Nazara dkk., 2024). 

4) Kolaborasi universitas-industri 
memperkuat transfer inovasi serta 
perlu didukung kebijakan kemitraan 
yang berkelanjutan (Kuzior dkk., 
2024). 
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5) Tata kelola digital yang adaptif 
diperlukan untuk mengatasi hambatan 
regulasi dalam transformasi digital 
dunia usaha (Bobro dkk., 2025; Nazara 
dkk., 2024; Putry, 2026). 

6. Ilustrasi Penerapan dalam Konteks Usaha 
Untuk memperjelas keterkaitan antara 

pertumbuhan ekonomi, inovasi, transformasi digital, 
kewirausahaan, dan kebijakan sebagaimana 
diuraikan pada subbab-subbab sebelumnya, berikut 
disajikan beberapa ilustrasi penerapan yang 
merangkum benang merah pembahasan Bab VIII 
secara terpadu. 
a. Dari UMKM Konvensional Menuju UMKM 

Inovatif 
Sebuah usaha kecil yang semula 

mengandalkan proses produksi manual dan 
pemasaran dari mulut ke mulut dapat 
bertransformasi menjadi usaha yang lebih 
berdaya saing melalui kombinasi inovasi proses 
dan inovasi pemasaran, misalnya dengan 
menyederhanakan alur produksi dan 
memanfaatkan kanal pemasaran digital. Langkah 
semacam ini sejalan dengan temuan bahwa 
inovasi proses kerap menjadi prediktor 
keunggulan kompetitif terkuat pada UKM, 
sementara inovasi pemasaran memberikan 
tambahan nilai melalui perluasan jangkauan 
pelanggan (Fattah dkk., 2024; Rathod dkk., 2022; 
Vukovic  dkk., 2025). Pertumbuhan yang 
dihasilkan dari kombinasi inovasi tersebut pada 
gilirannya turut mendorong penciptaan lapangan 
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kerja baru, sebagaimana ditunjukkan oleh peran 
mediasi pertumbuhan UKM terhadap 
penyerapan tenaga kerja (Inegbedion dkk., 
2024). 

b. Startup sebagai Simpul Ekosistem Inovasi 
Startup yang tumbuh dari hasil riset 

perguruan tinggi menggambarkan bagaimana 
kolaborasi universitas-industri dapat 
menghasilkan produk inovatif yang siap 
dikomersialisasikan. Proses ini biasanya diawali 
oleh transfer pengetahuan dari lembaga 
penelitian, dilanjutkan dengan pendampingan 
inkubasi, serta akses pembiayaan dari lembaga 
keuangan atau modal ventura, sebagaimana 
ditekankan dalam kajian mengenai kolaborasi 
riset dan pengembangan universitas-industri 
serta ekosistem inovasi kolaboratif (Armariena 
dkk., 2025; Kuzior dkk., 2024; Lima dkk., 2026). 
Keberhasilan startup semacam ini pada akhirnya 
turut memperkuat daya saing dan pertumbuhan 
ekonomi wilayah tempatnya beroperasi (Yaşar, 
2024). 

c. Transformasi Digital sebagai Pengungkit 
Efisiensi 

Perusahaan skala menengah yang 
mengadopsi komputasi awan dan otomatisasi 
proses bisnis dapat memperoleh efisiensi biaya 
yang signifikan, sejalan dengan temuan 
penghematan biaya rata-rata masing-masing 
sebesar 24,67 persen dari adopsi cloud 
computing dan 29,83 persen dari otomatisasi 
proses (Bobro dkk., 2025; Putry, 2026). Efisiensi 
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ini kemudian dapat dialokasikan kembali untuk 
mendanai kegiatan inovasi lanjutan, termasuk 
pengembangan produk baru maupun perluasan 
pasar, sehingga terbentuk siklus positif antara 
digitalisasi, efisiensi, dan inovasi berkelanjutan 
(Giantri dkk., 2025; Nazara dkk., 2024). 

d. Sinergi Kebijakan sebagai Faktor Pengungkit 
Ketiga ilustrasi di atas menegaskan 

bahwa keberhasilan dunia usaha dalam 
berinovasi tidak dapat dilepaskan dari dukungan 
kebijakan yang tepat. Insentif R&D, perlindungan 
kekayaan intelektual, pembiayaan inovasi, 
kemitraan strategis, dan tata kelola digital yang 
adaptif berfungsi sebagai faktor pengungkit yang 
memungkinkan potensi inovasi dunia usaha baik 
pada tingkat UMKM, startup, maupun perusahaan 
besar dapat terealisasi secara optimal dan 
berkelanjutan (Armariena dkk., 2025; 
Thawesaengskulthai dkk., 2024; Ví rjan dkk., 
2023).
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BAB IX 

KEBIJAKAN PUBLIK & REGULASI  

 
Kebijakan publik dan regulasi merupakan salah 

satu penentu utama lingkungan tempat dunia usaha 
beroperasi. Melalui hukum, insentif, maupun tindakan 
dan non-tindakan pemerintah, kebijakan publik 
membentuk perilaku ekonomi, memengaruhi keputusan 
investasi, dan mengarahkan aktivitas bisnis pada tujuan-
tujuan sosial yang lebih luas. Kajian literatur pada 
rentang tahun 2021 hingga 2025 menegaskan bahwa 
hasil dari kebijakan publik tersebut sangat bergantung 
pada desain, kualitas implementasi, kapasitas 
kelembagaan, serta pola hubungan antara pemerintah 
dan dunia usaha (Helper dkk., 2021; Kellow dkk., 2021; 
Patil & Sambhe, 2025). 

Bab ini disusun untuk mengulas lima ranah 
utama yang membentuk keterkaitan antara kebijakan 
publik, regulasi, dan dunia usaha. Pertama, konsep 
kebijakan publik dalam perspektif administrasi bisnis, 
mencakup pengertian, fungsi, aktor yang terlibat, serta 
hubungan pemerintah dan dunia usaha. Kedua, proses 
perumusan dan implementasi kebijakan publik, 
termasuk tahapan penyusunan dan faktor-faktor yang 
memengaruhi keberhasilan implementasinya. Ketiga, 
regulasi dan tata kelola bisnis, meliputi perizinan, 
perpajakan, ketenagakerjaan, persaingan usaha, 
perlindungan konsumen, kepatuhan, dan tata kelola 
perusahaan yang baik. Keempat, evaluasi dampak 
kebijakan terhadap kinerja dunia usaha, mencakup 
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pengaruhnya terhadap produktivitas, investasi, inovasi, 
dan daya saing. Kelima, strategi kolaborasi pemerintah 
dan dunia usaha dalam implementasi kebijakan, 
termasuk peran dialog publik, digitalisasi layanan publik, 
dan kebijakan berbasis bukti. 

Pemahaman yang komprehensif mengenai 
kelima ranah tersebut menjadi semakin penting 
mengingat kompleksitas lingkungan bisnis kontemporer 
yang ditandai oleh perubahan teknologi yang cepat, 
ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan 
masyarakat yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas 
dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, 
kebijakan publik dan regulasi tidak dapat lagi dipandang 
sebagai variabel yang statis dan terpisah dari strategi 
bisnis, melainkan sebagai bagian integral dari lingkungan 
yang harus terus dipantau, dipahami, dan direspons 
secara adaptif oleh pelaku usaha di berbagai skala, mulai 
dari usaha mikro hingga korporasi multinasional (Helper 
dkk., 2021; Patil & Sambhe, 2025). 

Dengan memahami kelima ranah tersebut secara 
terpadu, pembaca diharapkan memperoleh gambaran 
yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan 
publik dan regulasi bekerja sebagai penentu lingkungan 
bisnis, serta bagaimana pelaku usaha, pemerintah, dan 
pemangku kepentingan lainnya dapat berkolaborasi 
untuk menghasilkan kebijakan yang jelas, konsisten, 
dapat ditegakkan, dan selaras dengan kepentingan 
inovasi maupun kepentingan publik. 

1. Konsep Kebijakan Publik dalam Perspektif 
Administrasi Bisnis 

Sebelum membahas proses dan dampaknya, 
penting untuk terlebih dahulu memahami 
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pengertian, fungsi, aktor, dan pola hubungan yang 
membentuk kebijakan publik dalam konteks 
administrasi bisnis. 
a. Pengertian Kebijakan Publik 

Dalam perspektif administrasi bisnis, 
kebijakan publik umumnya dipahami sebagai 
tindakan maupun non-tindakan yang dilakukan 
oleh aktor-aktor pemerintah untuk mencapai 
tujuan sosial tertentu, sering kali dengan cara 
mengoreksi kegagalan pasar dan mengarahkan 
perilaku pelaku usaha ke arah yang dikehendaki 
(Andrews dkk., 2021; Helper dkk., 2021). Definisi 
ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak 
selalu berwujud tindakan aktif, melainkan dapat 
pula berupa pembiaran atau ketiadaan intervensi 
pemerintah pada suatu bidang tertentu, yang 
pada gilirannya juga membawa konsekuensi bagi 
dunia usaha. 

Pemahaman kebijakan publik dari sudut 
pandang administrasi bisnis juga menekankan 
aspek strategis, yaitu bagaimana kebijakan 
ekonomi dan strategi korporasi saling 
memengaruhi secara interdisipliner, sehingga 
pelaku usaha perlu memahami logika kebijakan 
publik sebagai bagian dari analisis lingkungan 
eksternal perusahaan, bukan sekadar faktor 
eksogen yang berada di luar jangkauan strategi 
bisnis (Patil & Sambhe, 2025). 

b. Fungsi Kebijakan dalam Mengatur Aktivitas 
Ekonomi dan Bisnis 

Kebijakan publik menjalankan sejumlah 
fungsi penting dalam mengatur aktivitas 
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ekonomi dan bisnis. Selain berfungsi mengoreksi 
kegagalan pasar, literatur menekankan bahwa 
pemerintah tidak selalu berperan sebagai pihak 
yang sekadar memperbaiki ketidaksempurnaan 
pasar, tetapi dalam banyak kasus turut 
menciptakan pasar baru serta membuka peluang 
strategis bagi perusahaan, misalnya melalui 
pengadaan pemerintah, standar teknis baru, atau 
insentif bagi sektor-sektor tertentu (Helper dkk., 
2021). 

Fungsi pengaturan kebijakan publik juga 
terlihat pada bidang pemasaran dan kebijakan 
konsumen, di mana kebijakan publik berperan 
menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha 
dengan perlindungan terhadap konsumen, 
sehingga tercipta pasar yang lebih adil dan dapat 
dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan 
(Andrews dkk., 2021). 

c. Aktor yang Terlibat dalam Proses Kebijakan 
Proses kebijakan publik melibatkan 

beragam aktor, tidak terbatas pada lembaga 
pemerintah semata. Kajian mengenai bisnis dan 
kebijakan publik menegaskan bahwa dunia usaha 
turut menjadi aktor penting dalam proses 
kebijakan, baik sebagai pihak yang diatur, 
pelaksana kebijakan, maupun pihak yang ikut 
membentuk arah kebijakan melalui berbagai 
bentuk keterlibatan, seperti advokasi, konsultasi 
publik, maupun asosiasi industri (Kellow dkk., 
2021). 

Keterlibatan sektor korporasi dalam 
proses kebijakan juga terlihat pada sektor-sektor 
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nonekonomi, misalnya reformasi kebijakan 
pendidikan, di mana sektor swasta turut 
mengembangkan strategi untuk memengaruhi 
arah kebijakan sesuai dengan kepentingan 
bisnisnya, sekaligus berkontribusi pada 
penyediaan solusi atas permasalahan sektor 
publik (Fontdevila dkk., 2021). Temuan ini 
menegaskan bahwa peran dunia usaha dalam 
proses kebijakan bersifat lintas sektor dan tidak 
terbatas pada bidang ekonomi semata. 

d. Hubungan antara Pemerintah dan Dunia 
Usaha 

Hubungan antara pemerintah dan dunia 
usaha bersifat saling terkait (interdependent), 
bukan hubungan sepihak yang hanya 
menempatkan pemerintah sebagai pengatur dan 
dunia usaha sebagai pihak yang diatur. Dunia 
usaha dapat berperan sebagai pihak yang diatur, 
pelaku implementasi kebijakan di lapangan, 
sekaligus aktor yang ikut membentuk kebijakan 
melalui berbagai saluran partisipasi (Fontdevila 
dkk., 2021; Helper dkk., 2021; Kellow dkk., 2021). 

1) Kebijakan publik adalah tindakan dan 
non-tindakan pemerintah untuk 
mencapai tujuan sosial, termasuk 
mengoreksi kegagalan pasar (Andrews 
dkk., 2021; Helper dkk., 2021). 

2) Hubungan pemerintah dan dunia usaha 
bersifat saling terkait: bisnis dapat 
menjadi pihak yang diatur, pelaksana, 
sekaligus pembentuk kebijakan 
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(Fontdevila dkk., 2021; Helper dkk., 2021; 
Kellow dkk., 2021). 

3) Pemerintah tidak hanya memperbaiki 
pasar, tetapi juga dapat menciptakan 
pasar baru dan peluang strategis bagi 
perusahaan (Helper dkk., 2021). 
Pemahaman mengenai sifat relasional ini 

penting bagi pelaku usaha agar tidak memandang 
kebijakan publik semata sebagai kendala 
eksternal, melainkan sebagai arena interaksi 
yang dapat dimasuki secara konstruktif untuk 
turut membentuk lingkungan bisnis yang lebih 
kondusif. 

Dengan memahami keempat aspek 
konseptual tersebut pengertian, fungsi, aktor, dan 
sifat hubungan pemerintah-dunia usaha pelaku 
usaha maupun perumus kebijakan dapat 
membangun kerangka berpikir yang lebih utuh 
sebelum masuk ke pembahasan mengenai proses 
perumusan, regulasi teknis, evaluasi dampak, dan 
strategi kolaborasi pada subbab-subbab 
berikutnya. 

2. Proses Perumusan dan Implementasi Kebijakan 
Publik 

Setelah memahami konsep dasar kebijakan 
publik, subbab ini mengulas bagaimana kebijakan 
dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk 
faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 
maupun kegagalan suatu kebijakan dalam sektor 
bisnis. 
a. Tahapan Penyusunan Kebijakan 
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Secara umum, proses kebijakan publik 
mencakup tahapan identifikasi masalah, 
perumusan alternatif kebijakan, penganggaran 
atau pengambilan keputusan, implementasi, dan 
evaluasi (Andrews dkk., 2021; Helper dkk., 
2021). Tahapan identifikasi masalah menjadi titik 
awal yang menentukan arah keseluruhan proses 
kebijakan, karena kekeliruan dalam 
mendiagnosis persoalan dapat berdampak pada 
perumusan kebijakan yang kurang tepat sasaran. 

Meskipun secara teoretis tahapan 
tersebut disusun secara berurutan, dalam 
praktiknya proses kebijakan publik tidak berjalan 
linear. Berbagai tahapan sering kali tumpang 
tindih satu sama lain, diulang kembali ketika 
ditemukan permasalahan baru, atau bahkan 
dilompati apabila terdapat tekanan politik 
maupun kondisi darurat yang mendesak (Helper 
dkk., 2021). Karakteristik nonlinear ini menuntut 
fleksibilitas dari para perumus kebijakan 
maupun pelaku usaha yang terdampak, karena 
kebijakan dapat berubah di tengah proses 
implementasinya. 

b. Analisis Kebutuhan dan Pengambilan 
Keputusan 

Analisis kebutuhan dalam perumusan 
kebijakan publik melibatkan identifikasi 
kepentingan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk dunia usaha, guna memastikan bahwa 
kebijakan yang dirumuskan benar-benar 
menjawab persoalan yang dihadapi. Pengambilan 
keputusan kebijakan juga tidak dapat dilepaskan 
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dari pertimbangan strategi korporasi, mengingat 
kebijakan ekonomi dan strategi bisnis saling 
memengaruhi secara timbal balik (Patil & 
Sambhe, 2025). 

Pada tataran operasional, pengambilan 
keputusan kebijakan publik yang berkaitan 
dengan manajemen operasi perusahaan perlu 
mempertimbangkan bagaimana kebijakan 
tersebut akan berinteraksi dengan proses bisnis 
riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi 
normatif mengenai perilaku pelaku usaha 
(Helper dkk., 2021). 

c. Implementasi Kebijakan dalam Sektor Bisnis 
Implementasi merupakan tahapan yang 

paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan 
publik, karena pada tahap inilah desain kebijakan 
formal diuji dalam praktik nyata di lapangan. 
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 
dipengaruhi oleh besarnya diskresi yang dimiliki 
pelaksana kebijakan di lapangan, keputusan-
keputusan kelembagaan yang diambil sepanjang 
proses, serta kesenjangan yang kerap muncul 
antara desain formal kebijakan dan praktik 
pelaksanaannya (Helper dkk., 2021). 

Implementasi kebijakan pada masa krisis, 
seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, 
menunjukkan pentingnya kecepatan dan 
ketepatan sasaran kebijakan dukungan bagi 
dunia usaha. Kajian mengenai kebijakan 
pendukung bisnis pada masa pandemi 
menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat 
bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut 
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menjangkau kebutuhan riil perusahaan pada 
level mikro, bukan hanya dirancang berdasarkan 
asumsi kebutuhan secara agregat (Cirera dkk., 
2021). 

d. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 
Implementasi 

Sejumlah faktor turut menentukan 
keberhasilan implementasi kebijakan dalam 
sektor bisnis, antara lain kejelasan desain 
kebijakan, kapasitas kelembagaan pelaksana, 
ketersediaan sumber daya, serta kesesuaian 
kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku 
usaha di lapangan (Andrews dkk., 2021; Helper 
dkk., 2021). 

1) Proses kebijakan mencakup 
identifikasi masalah, perumusan, 
penganggaran atau keputusan, 
implementasi, dan evaluasi (Andrews 
dkk., 2021; Helper dkk., 2021). 

2) Tahapan tersebut tidak linear karena 
sering tumpang tindih, diulang, atau 
dilompati (Helper dkk., 2021). 

3) Keberhasilan implementasi 
dipengaruhi oleh diskresi pelaksana, 
keputusan kelembagaan, dan 
kesenjangan antara desain formal dan 
praktik lapangan(Helper dkk., 2021). 

4) Kecepatan dan ketepatan sasaran 
kebijakan sangat penting pada masa 
krisis agar dukungan menjangkau 
kebutuhan riil pelaku usaha (Cirera 
dkk., 2021). 



 

Muthowif, S.H., S.Pd.I., M.H., M.AP.                                 | 262 
 

3. Regulasi dan Tata Kelola Bisnis 
Regulasi bisnis mencakup berbagai bidang, 

seperti perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, 
persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. 
Fungsi regulasi bukan semata-mata membatasi ruang 
gerak pelaku usaha, melainkan juga menciptakan 
stabilitas, keadilan, dan kepercayaan pasar yang 
menjadi prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas 
bisnis dalam jangka panjang (Andrews dkk., 2021; 
Rixen & Unger, 2021; Usmany, 2024). 
a. Perizinan dan Perpajakan 

Regulasi perizinan dan perpajakan 
berpengaruh langsung terhadap biaya masuk dan 
ekspansi usaha. Kajian komparatif mengenai 
dampak regulasi pemerintah terhadap kinerja 
usaha kecil menunjukkan bahwa proses 
registrasi usaha yang sederhana serta kebijakan 
pajak yang berpihak pada pelaku usaha kecil 
dapat meningkatkan pertumbuhan UKM secara 
signifikan, karena mengurangi beban 
administratif dan biaya kepatuhan pada tahap 
awal usaha (Usmany, 2024). 

Regulasi perpajakan juga semakin 
dipahami sebagai bagian dari tata kelola regulatif 
yang bersifat multilevel, melibatkan aktor publik 
maupun privat secara lebih luas, dengan 
pergeseran pola relasi dari yang semula bersifat 
hierarkis menuju pola yang lebih kooperatif 
antara otoritas pajak dan pelaku usaha (Rixen & 
Unger, 2021). Pergeseran ini membuka ruang 
bagi dialog dan negosiasi dalam penyusunan 
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kebijakan perpajakan yang lebih responsif 
terhadap kondisi dunia usaha. 

b. Ketenagakerjaan 
Regulasi ketenagakerjaan memengaruhi 

fleksibilitas perusahaan dalam mengelola tenaga 
kerja. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa 
regulasi tenaga kerja yang lebih fleksibel 
berkaitan dengan tingkat kerja atau penyerapan 
tenaga kerja yang lebih tinggi, karena 
memudahkan perusahaan dalam melakukan 
penyesuaian tenaga kerja sesuai dengan 
dinamika permintaan pasar (Usmany, 2024). 

c. Persaingan Usaha dan Perlindungan 
Konsumen 

Regulasi persaingan usaha berfungsi 
menjaga agar pasar tetap kompetitif dan tidak 
dikuasai oleh segelintir pelaku usaha yang dapat 
merugikan konsumen maupun pesaing lainnya. 
Kebijakan publik di bidang pemasaran dan 
perlindungan konsumen berperan penting dalam 
menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha 
dengan hak-hak konsumen, sehingga tercipta 
mekanisme pasar yang adil dan dapat dipercaya 
oleh seluruh pihak (Andrews dkk., 2021). 

d. Kepatuhan (Compliance) dan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 

Tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance) umumnya berfokus pada 
beberapa aspek utama, yaitu komposisi dewan, 
hak-hak pemegang saham, transparansi, 
akuntabilitas, dan sistem kepatuhan internal 
perusahaan (Singla, 2023; Tian, 2024). Kajian 
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mengenai tata kelola dan kepatuhan hukum pada 
sektor bisnis di India menegaskan bahwa 
penguatan mekanisme tata kelola perusahaan 
berkontribusi terhadap peningkatan 
kepercayaan investor serta pengelolaan risiko 
hukum yang lebih baik (Singla, 2023). 

Perancangan sistem tata kelola 
kepatuhan korporasi (corporate compliance 
governance) yang baik turut mendukung 
keberlanjutan usaha, karena sistem tersebut 
membantu perusahaan mendeteksi dan 
mengelola risiko kepatuhan secara lebih proaktif, 
bukan hanya bersifat reaktif terhadap 
pelanggaran yang telah terjadi (Tian, 2024). 

Respons perusahaan terhadap regulasi 
tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman 
sanksi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh 
budaya organisasi, pertimbangan rasional atas 
biaya dan manfaat kepatuhan, serta tingkat 
kepastian penegakan aturan itu sendiri. 
Perspektif teori praktik mengenai regulasi tata 
kelola perusahaan menekankan bahwa 
kepatuhan merupakan hasil interaksi kompleks 
antara aturan formal, kebiasaan organisasi, dan 
interpretasi aktor-aktor di dalam perusahaan 
(Nakpodia dkk., 2021). 

e. Regulasi sebagai Pendorong Inovasi 
Regulasi yang dirancang secara tepat 

dapat menjadi pendorong, bukan penghambat, 
inovasi dunia usaha. Regulasi lingkungan yang 
ketat maupun pemberian insentif tertentu 
terbukti mampu mendorong inovasi perusahaan, 
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sebagaimana ditunjukkan oleh kajian mengenai 
dampak kebijakan keuangan hijau terhadap 
kinerja inovasi hijau pada perusahaan-
perusahaan dengan tingkat polusi tinggi di 
Tiongkok, yang menemukan bahwa insentif 
kebijakan tersebut mendorong perusahaan 
untuk mengembangkan teknologi dan proses 
produksi yang lebih ramah lingkungan (Chang 
dkk., 2024; Usmany, 2024). 

Namun demikian, regulasi yang terlalu 
rumit atau diterapkan secara lemah dapat 
menaikkan biaya kepatuhan dan menghambat 
kegiatan usaha, terutama bagi usaha kecil yang 
memiliki keterbatasan sumber daya untuk 
memenuhi persyaratan administratif yang 
kompleks (Singla, 2023; Usmany, 2024). 

1) Perizinan yang sederhana dan pajak 
yang mendukung usaha meningkatkan 
pertumbuhan UKM (Usmany, 2024). 

2) Regulasi ketenagakerjaan yang lebih 
fleksibel berkaitan dengan tingkat 
kerja yang lebih tinggi (E gert, 2022; 
Usmany, 2024). 

3) Program kepatuhan, pelatihan, dan 
akuntabilitas dewan memperkuat 
keberlanjutan usaha dan menurunkan 
risiko hukum serta reputasi (Singla, 
2023; Tian, 2024). 

4) Regulasi lingkungan yang ketat atau 
insentif yang tepat dapat mendorong 
inovasi, sehingga kepatuhan dapat 
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menjadi sumber keunggulan (Chang 
dkk., 2024; Usmany, 2024). 

4. Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Kinerja 
Dunia Usaha 

Evaluasi dampak kebijakan publik terhadap 
kinerja dunia usaha menjadi bagian penting dalam 
siklus kebijakan, karena memberikan umpan balik 
mengenai efektivitas suatu kebijakan serta menjadi 
dasar bagi penyempurnaan kebijakan pada periode 
berikutnya. Hasil evaluasi pada berbagai kajian 
menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya seragam, 
tetapi cukup konsisten pada beberapa titik penting. 
a. Metode Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi dampak kebijakan umumnya 
dilakukan dengan menganalisis hubungan antara 
reformasi kebijakan publik dan sejumlah 
indikator kinerja ekonomi, seperti produktivitas, 
investasi, dan tingkat kerja. Kajian lintas negara 
terhadap negara-negara anggota maupun 
nonanggota OECD menggunakan pendekatan 
analisis komparatif untuk menilai dampak 
reformasi kebijakan publik terhadap 
produktivitas, investasi, dan penyerapan tenaga 
kerja (E gert, 2022). 

b. Dampak terhadap Produktivitas dan Investasi 
Regulasi pasar produk yang lebih pro-

persaingan terbukti berkaitan dengan 
produktivitas multifaktor yang lebih tinggi, 
sementara hambatan masuk pasar yang lebih 
rendah berkaitan dengan stok modal dan tingkat 
pekerjaan yang lebih besar. Kualitas institusi 
turut menjadi penentu dasar bagi hasil-hasil 
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ekonomi tersebut, menunjukkan bahwa 
efektivitas suatu kebijakan tidak dapat 
dilepaskan dari kapasitas kelembagaan yang 
mengimplementasikannya (E gert, 2022). 

Ketidakpastian kebijakan, khususnya 
yang berkaitan dengan strategi iklim, terbukti 
menekan produktivitas total faktor (total factor 
productivity) perusahaan melalui peningkatan 
biaya operasional, penurunan omzet, dan 
tertahannya keputusan investasi akibat sikap 
kehati-hatian pelaku usaha dalam menghadapi 
ketidakpastian arah kebijakan (Ren dkk., 2024). 
Temuan ini menegaskan bahwa konsistensi dan 
prediktabilitas kebijakan sama pentingnya 
dengan substansi kebijakan itu sendiri. 

c. Dampak terhadap Inovasi dan Daya Saing 
Kebijakan publik dapat meningkatkan 

inovasi dan kinerja organisasi ketika desainnya 
memberikan keamanan bagi investor, insentif 
yang tepat sasaran, serta tata kelola yang mampu 
mengoordinasikan kepentingan berbagai 
pemangku kepentingan secara seimbang. Kajian 
pada sektor pariwisata menunjukkan bahwa 
kebijakan publik yang dirancang dengan baik 
berdampak positif terhadap inovasi, daya saing, 
dan kinerja perusahaan pada sektor tersebut 
(Zu n iga Collazos dkk., 2023). 

Dukungan pemerintah terhadap UKM 
juga terbukti berpengaruh terhadap orientasi 
kewirausahaan dan kinerja perusahaan, baik 
melalui jalur langsung berupa bantuan finansial 
dan nonfinansial, maupun jalur tidak langsung 
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melalui penguatan orientasi kewirausahaan 
pelaku usaha. Pengaruh tersebut cenderung 
bervariasi menurut sektor usaha dan niat 
pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan, 
sehingga desain kebijakan dukungan UKM 
idealnya tidak bersifat seragam untuk seluruh 
sektor (Prasannath dkk., 2024). 

d. Tantangan Pelaku Usaha dalam Menghadapi 
Perubahan Kebijakan 

Pelaku usaha kerap menghadapi 
tantangan dalam menyesuaikan diri dengan 
perubahan kebijakan, terutama pada sektor-
sektor yang memerlukan transformasi mendasar 
dalam model operasionalnya. Kajian mengenai 
implementasi ekonomi sirkular pada sektor 
peralatan listrik dan elektronik mengidentifikasi 
sejumlah hambatan dalam penerapan kebijakan 
tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur 
pendukung, minimnya insentif ekonomi, dan 
lemahnya koordinasi antarpemangku 
kepentingan, di samping faktor pendorong 
seperti regulasi yang jelas dan dukungan 
teknologi (Rizos & Bryhn, 2022). 

Secara keseluruhan, temuan-temuan 
pada subbab ini menegaskan bahwa dampak 
kebijakan terhadap kinerja dunia usaha bersifat 
kontekstual, bergantung pada jenis kebijakan, 
sektor usaha, dan kualitas kelembagaan yang 
mengimplementasikannya. Oleh karena itu, 
evaluasi dampak kebijakan idealnya dilakukan 
secara berkelanjutan dan spesifik terhadap 
konteks masing-masing sektor, alih-alih 
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mengandalkan generalisasi tunggal yang berlaku 
untuk seluruh jenis kebijakan maupun seluruh 
sektor usaha (E gert, 2022; Prasannath dkk., 
2024; Zu n iga Collazos dkk., 2023). 

1) Regulasi pasar produk yang pro-
persaingan berkaitan dengan 
produktivitas multifaktor yang lebih 
tinggi (E gert, 2022). 

2) Ketidakpastian kebijakan menekan 
produktivitas perusahaan melalui 
kenaikan biaya, turunnya omzet, dan 
tertahannya investasi (Ren dkk., 2024). 

3) Kebijakan publik yang tepat desainnya 
meningkatkan inovasi, daya saing, dan 
kinerja organisasi (Zu n iga Collazos 
dkk., 2023). 

4) Dukungan pemerintah pada UKM 
bekerja melalui jalur langsung dan 
tidak langsung, dengan efek yang 
berbeda menurut sektor dan niat 
pertumbuhan perusahaan (Prasannath 
dkk., 2024). 

5. Strategi Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha 
dalam Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik yang efektif 
tidak dapat dilepaskan dari kemitraan lintas-aktor. 
Subbab ini mengulas pentingnya kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan 
masyarakat, termasuk peran dialog publik, 
digitalisasi layanan publik, dan kebijakan berbasis 
bukti dalam mendukung implementasi kebijakan 
yang lebih efektif. 
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a. Pentingnya Kemitraan Lintas-Aktor 
Implementasi kebijakan yang efektif 

membutuhkan kemitraan, berbagi pengetahuan, 
digitalisasi layanan, dan kebijakan berbasis bukti, 
mengingat jangkauan program kebijakan sering 
kali terbatas dan tidak selalu sesuai dengan 
kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan (Cirera 
dkk., 2021; Helper dkk., 2021; Rizos & Bryhn, 
2022). Kemitraan semacam ini memungkinkan 
pemerintah memperoleh masukan langsung dari 
dunia usaha mengenai kondisi lapangan, 
sementara dunia usaha memperoleh kejelasan 
mengenai arah dan substansi kebijakan yang 
akan diterapkan. 

Keterlibatan sektor swasta dalam proses 
kebijakan, sebagaimana ditunjukkan pada sektor 
pendidikan, menandakan bahwa kemitraan 
lintas-aktor dapat memperluas kapasitas 
pemerintah dalam merumuskan dan 
mengimplementasikan kebijakan, sekalipun 
kemitraan tersebut perlu dikelola secara hati-hati 
agar tidak menimbulkan bias kepentingan yang 
merugikan tujuan kebijakan itu sendiri 
(Fontdevila dkk., 2021). 

b. Peran Dialog Publik 
Dialog publik antara pemerintah dan 

dunia usaha berfungsi sebagai saluran 
komunikasi dua arah yang memungkinkan kedua 
belah pihak saling memahami kepentingan dan 
keterbatasan masing-masing. Sifat hubungan 
pemerintah dan dunia usaha yang saling terkait, 
sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai 
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bisnis dan kebijakan publik, menjadikan dialog 
publik sebagai mekanisme penting untuk 
menyelaraskan kepentingan kedua pihak 
sebelum maupun selama proses implementasi 
kebijakan berlangsung (Kellow dkk., 2021). 

c. Digitalisasi Layanan Publik 
Digitalisasi layanan publik berperan 

penting dalam mempercepat dan mempermudah 
interaksi antara pemerintah dan dunia usaha, 
misalnya melalui penyederhanaan proses 
perizinan dan pelaporan secara daring. 
Kebutuhan akan digitalisasi layanan ini semakin 
ditegaskan oleh kajian mengenai implementasi 
kebijakan yang efektif, yang menempatkan 
digitalisasi layanan sebagai salah satu elemen 
kunci di samping kemitraan dan kebijakan 
berbasis bukti (Cirera dkk., 2021; Helper dkk., 
2021). 

d. Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based 
Policy) 

Kebijakan berbasis bukti menekankan 
pentingnya penggunaan data dan hasil penelitian 
empiris dalam proses perumusan dan evaluasi 
kebijakan, alih-alih mengandalkan asumsi 
normatif semata. Pendekatan ini relevan 
mengingat regulasi perpajakan pun semakin 
bergeser menuju tata kelola regulatif yang 
bersifat kooperatif dan berbasis data, melibatkan 
aktor publik maupun privat secara lebih luas 
dalam proses pengambilan keputusan (Rixen & 
Unger, 2021). 
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Penerapan kebijakan berbasis bukti juga 
tampak relevan pada kebijakan dukungan bisnis 
selama masa krisis, di mana efektivitas kebijakan 
sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan 
tersebut dirancang berdasarkan data kebutuhan 
riil perusahaan pada level mikro, bukan sekadar 
asumsi kebutuhan secara agregat (Cirera dkk., 
2021). 

e. Menuju Kolaborasi yang Berkelanjutan 
Pada akhirnya, kolaborasi pemerintah 

dan dunia usaha dalam implementasi kebijakan 
perlu dibangun secara berkelanjutan, tidak hanya 
bersifat insidental pada masa krisis maupun pada 
momentum tertentu. Kemitraan yang 
berkelanjutan memungkinkan terbentuknya 
kepercayaan jangka panjang antara pemerintah 
dan pelaku usaha, sehingga kebijakan publik 
dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara 
lebih responsif terhadap dinamika dunia usaha 
yang terus berubah (Helper dkk., 2021; Rizos & 
Bryhn, 2022). 

1) Implementasi efektif membutuhkan 
kemitraan, berbagi pengetahuan, 
digitalisasi layanan, dan kebijakan 
berbasis bukti (Cirera dkk., 2021; 
Helper dkk., 2021; Rizos & Bryhn, 
2022). 

2) Hubungan pemerintah dan dunia 
usaha yang saling terkait menjadikan 
dialog publik sebagai mekanisme 
penting penyelarasan kepentingan 
(Kellow dkk., 2021). 
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3) Digitalisasi layanan publik 
mempercepat dan mempermudah 
interaksi pemerintah dan dunia usaha 
(Cirera dkk., 2021; Helper dkk., 2021). 

4) Tata kelola regulatif yang kooperatif 
dan berbasis data mendukung 
kebijakan berbasis bukti (Rixen & 
Unger, 2021). 

6. Ilustrasi Penerapan dalam Konteks Bisnis 
Untuk memperjelas keterkaitan antarsubbab, 

berikut disajikan beberapa ilustrasi yang merangkum 
benang merah pembahasan Bab IX mengenai 
kebijakan publik dan regulasi dalam konteks dunia 
usaha. 
a. Usaha Kecil dan Reformasi Perizinan 

Sebuah usaha kecil yang beroperasi di 
wilayah dengan proses registrasi usaha yang 
telah disederhanakan cenderung memiliki 
peluang pertumbuhan yang lebih besar 
dibandingkan usaha sejenis di wilayah dengan 
birokrasi perizinan yang rumit, sejalan dengan 
temuan bahwa registrasi sederhana dan pajak 
yang mendukung usaha meningkatkan 
pertumbuhan UKM (Usmany, 2024). Ilustrasi ini 
menegaskan bahwa reformasi regulasi pada level 
teknis dapat memberikan dampak nyata 
terhadap keberlangsungan usaha kecil. 

b. Perusahaan dan Ketidakpastian Kebijakan 
Iklim 

Perusahaan yang beroperasi pada sektor 
dengan volatilitas kebijakan iklim yang tinggi 
cenderung menahan keputusan investasi jangka 
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panjangnya hingga arah kebijakan menjadi lebih 
jelas, sejalan dengan temuan bahwa 
ketidakpastian kebijakan menekan produktivitas 
total faktor perusahaan melalui kenaikan biaya 
dan tertahannya investasi (Ren dkk., 2024). 
Ilustrasi ini menegaskan pentingnya konsistensi 
kebijakan sebagai prasyarat bagi keputusan 
investasi dunia usaha. 

c. Kolaborasi Multipihak dalam Ekonomi 
Sirkular 

Penerapan kebijakan ekonomi sirkular 
pada sektor peralatan listrik dan elektronik 
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 
sangat bergantung pada koordinasi antara 
regulator, produsen, dan pihak pengelola limbah, 
sejalan dengan temuan mengenai hambatan dan 
faktor pendorong penerapan ekonomi sirkular 
pada sektor tersebut (Rizos & Bryhn, 2022). 
Ilustrasi ini menegaskan bahwa kolaborasi 
multipihak menjadi kunci keberhasilan kebijakan 
yang menuntut perubahan model bisnis secara 
mendasar. 

d. Sinergi sebagai Faktor Pengungkit 
Ketiga ilustrasi di atas menegaskan 

bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam 
mendukung dunia usaha tidak hanya ditentukan 
oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kejelasan, 
konsistensi, keterlibatan pelaku usaha dalam 
proses perumusan, serta kapasitas kolaborasi 
lintas-aktor dalam tahap implementasinya 
(Helper dkk., 2021; Kellow dkk., 2021; Zu n iga 
Collazos dkk., 2023).
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BAB X 

MONITORING & EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

 
. 

1. Konsep dan Ruang Lingkup Monitoring dan 
Evaluasi Pembangunan 

Secara konseptual, monitoring merupakan 
kegiatan pemantauan yang dilakukan selama 
program berlangsung untuk memastikan bahwa 
penggunaan sumber daya, pelaksanaan aktivitas, 
serta pencapaian target berjalan sesuai dengan 
rencana. Monitoring juga memungkinkan pengelola 
program mendeteksi penyimpangan sejak dini 
sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan 
sebelum permasalahan berkembang lebih besar. 
Dengan demikian, monitoring berperan penting 
dalam menjaga efektivitas implementasi program 
sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumber daya yang tersedia (Mdhluli, 2025). 

Berbeda dengan monitoring, evaluasi 
merupakan proses penilaian yang dilakukan secara 
sistematis terhadap desain, pelaksanaan, maupun 
hasil suatu intervensi pembangunan. Evaluasi 
bertujuan menilai sejauh mana suatu program 
memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, 
mampu mencapai tujuan secara efektif, 
menggunakan sumber daya secara efisien, 
memberikan dampak yang diharapkan, serta 



 

Risza Presty Rumani, S.Pd.                                 | 276 

 

memiliki keberlanjutan setelah program selesai 
dilaksanakan. Hasil evaluasi menjadi dasar penting 
dalam menentukan apakah suatu program perlu 
dilanjutkan, disempurnakan, diperluas, atau bahkan 
dihentikan apabila tidak lagi memberikan manfaat 
yang optimal (Ovcina & Arslanagic-Kalajdzic, 2024). 

Ruang lingkup M&E pembangunan 
mencakup seluruh tahapan dalam siklus program, 
mulai dari perencanaan hingga penilaian dampak. 
Objek yang dinilai tidak hanya terbatas pada kegiatan 
operasional, tetapi juga meliputi proyek, program, 
kebijakan, strategi, serta kinerja organisasi yang 
melaksanakan pembangunan. Dalam praktiknya, 
M&E menggunakan pendekatan results chain yang 
menghubungkan input, proses, output, outcome, 
hingga impact sehingga hubungan sebab akibat dari 
suatu intervensi dapat dipahami secara lebih 
komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan 
pengambil keputusan mengidentifikasi bagian 
program yang telah berjalan dengan baik maupun 
aspek yang masih memerlukan perbaikan (H. Amin 
dkk., 2022). 

Selain menilai hasil, ruang lingkup M&E juga 
memperhatikan berbagai dimensi kualitas program, 
seperti relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan 
keberlanjutan. Penilaian terhadap dimensi tersebut 
dilakukan dengan mempertimbangkan konteks 
pelaksanaan program, kebutuhan masyarakat 
sasaran, asumsi yang mendasari intervensi, serta 
faktor lingkungan yang dapat memengaruhi 
keberhasilan pembangunan. Pendekatan yang 
mempertimbangkan konteks ini membuat hasil 
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evaluasi menjadi lebih akurat karena tidak hanya 
berfokus pada pencapaian indikator, tetapi juga 
menjelaskan alasan di balik keberhasilan maupun 
kegagalan suatu program (S. Shah, 2023). 

Secara praktis, keberhasilan penerapan M&E 
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku 
kepentingan, kapasitas teknis pelaksana, serta 
kemampuan organisasi dalam memanfaatkan hasil 
evaluasi sebagai dasar pembelajaran. M&E yang 
efektif tidak hanya menghasilkan laporan 
pertanggungjawaban, tetapi juga mendorong 
pengambilan keputusan berbasis bukti, 
meningkatkan transparansi, memperkuat 
akuntabilitas, serta mendukung perbaikan program 
secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep dan 
ruang lingkup M&E pembangunan dapat dipahami 
sebagai suatu sistem terpadu yang menghubungkan 
proses pemantauan, penilaian, pembelajaran, dan 
adaptasi guna memastikan bahwa setiap intervensi 
pembangunan mampu memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat (Stelmach dkk., 2021). 

2. Perencanaan Sistem Monitoring dan Indikator 
Kinerja 

Perencanaan sistem monitoring dan 
indikator kinerja merupakan tahap penting dalam 
penyelenggaraan program pembangunan karena 
menjadi dasar bagi proses pengukuran capaian dan 
pengambilan keputusan. Perencanaan yang baik 
diawali dengan penetapan hasil (outcomes) yang 
ingin dicapai, kemudian diterjemahkan ke dalam 
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat 
dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas 
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atau dikenal dengan prinsip SMART. Selanjutnya, 
setiap indikator harus dilengkapi dengan sumber 
data, metode pengumpulan data, frekuensi 
pengukuran, penanggung jawab, serta mekanisme 
tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan dari 
target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 
sistem monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat 
pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen 
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
program (Belcher dkk., 2024). 

Perencanaan sistem monitoring sebaiknya 
dilakukan sejak awal siklus program agar seluruh 
komponen pelaksanaan dapat diselaraskan dengan 
tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan sistem sejak 
tahap perencanaan memungkinkan organisasi 
menetapkan kondisi awal (baseline), menyusun 
target yang realistis, serta mempersiapkan 
mekanisme evaluasi pada tahap sebelum 
pelaksanaan (ex ante), selama implementasi, maupun 
setelah program selesai (ex post). Pendekatan ini 
memberikan dasar yang lebih kuat dalam menilai 
keberhasilan program sekaligus memudahkan 
identifikasi perubahan yang terjadi selama proses 
pembangunan berlangsung (Perra & Boile, 2025). 

Sistem monitoring yang efektif memerlukan 
beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, 
yaitu rencana monitoring dan evaluasi, sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi memadai, serta 
sistem manajemen informasi yang mampu 
mendukung pengelolaan data secara akurat. Selain 
itu, sebelum program dilaksanakan, organisasi perlu 
menetapkan indikator kinerja, jadwal pengumpulan 
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data, metode analisis, serta basis data yang akan 
digunakan selama proses monitoring. Perencanaan 
yang komprehensif tersebut akan meningkatkan 
konsistensi pelaksanaan monitoring sekaligus 
memperkuat hubungan antara strategi organisasi 
dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan (Okafor, 
2021). 

Penyusunan indikator kinerja harus 
didasarkan pada tujuan program sehingga setiap 
indikator mampu menggambarkan tingkat 
pencapaian hasil yang diharapkan. Indikator juga 
perlu mencakup seluruh rantai hasil pembangunan, 
mulai dari input, output, outcome, hingga impact, agar 
proses pemantauan tidak hanya berfokus pada 
aktivitas, tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan. 
Di samping itu, jumlah indikator perlu dibatasi pada 
indikator-indikator yang benar-benar penting 
sehingga proses pengukuran menjadi lebih efisien. 
Penggunaan kombinasi indikator awal (leading 
indicators) dan indikator hasil (lagging indicators) 
juga diperlukan agar organisasi dapat mengantisipasi 
risiko sekaligus menilai keberhasilan program secara 
menyeluruh (Vosoughi dkk., 2021). 

Implementasi sistem monitoring yang 
modern didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi dan sistem data yang terintegrasi. 
Penggabungan berbagai sumber data ke dalam satu 
sistem memungkinkan proses pelaporan menjadi 
lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis. 
Pemanfaatan dashboard dan visualisasi data secara 
hampir waktu nyata (near real-time) membantu 
pengelola program memantau perkembangan 
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indikator, mengidentifikasi tren, mendeteksi 
penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif 
secara lebih cepat. Digitalisasi juga meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan karena informasi 
yang tersedia selalu diperbarui sesuai kondisi aktual 
di lapangan (Samarina & Samarin, 2025). 

Meskipun teknologi memberikan banyak 
kemudahan, keberhasilan sistem monitoring tetap 
bergantung pada kualitas data yang dihasilkan. Data 
yang akurat harus didukung oleh kondisi awal 
(baseline) yang jelas, metode pengumpulan data yang 
konsisten, serta keterkaitan yang kuat antara hasil 
pengukuran dengan tindakan manajerial yang akan 
dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan indikator 
tidak cukup hanya memenuhi aspek teknis, tetapi 
juga harus mampu memberikan informasi yang 
relevan bagi proses pengambilan keputusan. Selain 
itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
penyusunan indikator akan meningkatkan relevansi, 
penerimaan, dan pemanfaatan hasil monitoring 
dalam proses pengelolaan program (Kiroro dkk., 
2024). 

Secara keseluruhan, perencanaan sistem 
monitoring dan indikator kinerja merupakan proses 
yang mengintegrasikan tujuan, indikator, data, 
sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme 
tindak lanjut ke dalam satu sistem yang saling 
mendukung. Sistem monitoring yang dirancang 
secara baik akan membantu organisasi mengukur 
tingkat pencapaian sasaran, meningkatkan 
akuntabilitas, mempercepat proses pembelajaran, 
serta mendorong perbaikan kinerja secara 
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berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan 
indikator yang relevan, jumlah yang proporsional, 
serta didukung sistem informasi yang andal akan 
menghasilkan proses monitoring yang lebih efektif 
dibandingkan penggunaan banyak indikator yang 
tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan 
program (Rahmi dkk., 2025). 

3. Implementasi Monitoring dalam Program 
Pembangunan 

Pelaksanaan monitoring diawali dengan 
penyusunan rencana monitoring dan evaluasi yang 
memuat tujuan, indikator kinerja, pembagian tugas, 
jadwal pelaksanaan, metode pengumpulan data, 
serta identifikasi risiko yang mungkin muncul selama 
implementasi program. Rencana tersebut menjadi 
pedoman bagi seluruh pelaksana dalam melakukan 
pemantauan secara konsisten sehingga setiap 
kegiatan tetap selaras dengan sasaran strategis 
organisasi. Selanjutnya, proses monitoring dilakukan 
secara berkala untuk mengawasi perkembangan 
kegiatan, penggunaan sumber daya, pencapaian 
target, pemenuhan jadwal, serta berbagai 
penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut 
(Ovcina & Arslanagic-Kalajdzic, 2024). 

Dalam praktiknya, implementasi monitoring 
menggunakan berbagai pendekatan yang 
disesuaikan dengan karakteristik program. Beberapa 
metode yang umum diterapkan meliputi kunjungan 
lapangan secara berkala, pengumpulan data kondisi 
awal (baseline), pemantauan partisipatif bersama 
masyarakat, pemanfaatan Global Positioning System 
(GPS) dan Geographic Information System (GIS), 
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penggunaan aplikasi berbasis perangkat bergerak, 
serta kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. 
Integrasi monitoring ke dalam aktivitas kerja sehari-
hari membuat proses pemantauan menjadi lebih 
efektif dibandingkan apabila monitoring hanya 
dilakukan sebagai kegiatan tambahan pada akhir 
pelaksanaan program (De Laat dkk., 2023). 

Keberhasilan implementasi monitoring 
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai 
pemangku kepentingan. Partisipasi pemerintah, 
masyarakat, organisasi pelaksana, donor, dan 
kelompok sasaran sejak tahap perencanaan akan 
meningkatkan rasa memiliki terhadap program, 
memperkuat relevansi indikator, serta mendorong 
penggunaan hasil monitoring dalam pengambilan 
keputusan. Selain itu, kapasitas sumber daya 
manusia juga menjadi faktor penting karena 
pelaksana monitoring harus memiliki kemampuan 
dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
serta menginterpretasikan data secara tepat. 
Dukungan pendanaan yang memadai juga diperlukan 
agar seluruh kegiatan monitoring dapat 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan 
menghasilkan informasi yang berkualitas (Kimote & 
Muchai, 2024). 

Implementasi monitoring saat ini semakin 
didukung oleh perkembangan teknologi informasi 
yang memungkinkan proses pemantauan dilakukan 
secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem 
otomatis, dashboard, serta indikator kinerja utama 
(Key Performance Indicators/KPI) memungkinkan 
pengelola program memperoleh informasi hampir 
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secara waktu nyata (near real-time). Melalui sistem 
tersebut, berbagai kendala dalam pelaksanaan 
program dapat segera diidentifikasi sehingga 
tindakan korektif dapat dilakukan sebelum 
permasalahan berkembang lebih luas. Selain 
meningkatkan efisiensi pelaporan, pemanfaatan 
teknologi juga memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan program 
pembangunan (Umana dkk., 2022). 

Meskipun demikian, implementasi 
monitoring masih menghadapi berbagai tantangan. 
Hambatan yang sering ditemui meliputi keterbatasan 
kapasitas teknis pelaksana, budaya organisasi yang 
belum mendukung pembelajaran, ketidakjelasan 
pembagian peran, serta penggunaan metode 
monitoring yang belum sesuai dengan karakteristik 
program. Selain itu, praktik monitoring di berbagai 
organisasi masih cenderung berfokus pada aspek 
biaya, waktu, dan risiko, sementara dimensi lain 
seperti kualitas layanan, komunikasi, kolaborasi, dan 
pembelajaran organisasi belum memperoleh 
perhatian yang memadai. Kondisi tersebut 
menyebabkan hasil monitoring belum sepenuhnya 
mampu memberikan informasi yang komprehensif 
mengenai keberhasilan suatu program 
pembangunan (Trzeciak & Jonek-Kowalska, 2021). 

Oleh karena itu, implementasi monitoring 
perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih 
adaptif, partisipatif, dan berbasis pembelajaran. 
Penguatan kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi digital, pengembangan 
sistem berbagi pengetahuan, serta penerapan 
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mekanisme feedback loop perlu dilakukan agar 
informasi hasil monitoring benar-benar digunakan 
sebagai dasar perbaikan program. Dengan demikian, 
monitoring tidak lagi dipandang sebagai kewajiban 
administratif, melainkan sebagai sistem manajemen 
yang mendukung peningkatan efektivitas, 
akuntabilitas, dan keberlanjutan program 
pembangunan melalui proses pembelajaran yang 
berlangsung secara terus-menerus (Thambura dkk., 
2025). 

4. Relevansi M&E dalam Konteks Pembangunan di 
Indonesia 

Salah satu fungsi strategis M&E dalam 
pembangunan Indonesia adalah memperkuat 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 
Proses monitoring dan evaluasi memungkinkan 
pemerintah mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran publik sekaligus 
menunjukkan sejauh mana program 
pembangunan telah menghasilkan keluaran dan 
dampak yang direncanakan. Informasi yang 
dihasilkan melalui M&E juga membantu lembaga 
pemerintah mengidentifikasi kelemahan 
pelaksanaan program sehingga rekomendasi 
perbaikan dapat disusun berdasarkan bukti yang 
valid. Dengan demikian, M&E berkontribusi 
dalam meningkatkan transparansi dan kualitas 
tata kelola pemerintahan (Anggraini & Alfian, 
2026). 
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Selain sebagai instrumen akuntabilitas, 
M&E juga berfungsi sebagai sarana 
pembelajaran organisasi. Hasil monitoring dan 
evaluasi memberikan informasi mengenai 
praktik yang berhasil maupun berbagai kendala 
yang dihadapi selama pelaksanaan program. 
Informasi tersebut dapat digunakan sebagai 
lessons learned untuk memperbaiki desain 
program berikutnya, menghindari pengulangan 
kesalahan, serta meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan kebijakan pembangunan. Oleh 
karena itu, M&E tidak hanya menghasilkan 
laporan administratif, tetapi juga membangun 
kapasitas organisasi dalam melakukan 
perbaikan secara berkelanjutan melalui proses 
pembelajaran yang sistematis (Ovcina & 
Arslanagic-Kalajdzic, 2024). 

Dalam konteks pembangunan Indonesia 
yang memiliki karakteristik wilayah, sosial, 
ekonomi, dan budaya yang sangat beragam, M&E 
berperan penting dalam mendukung 
pengambilan keputusan berbasis bukti. 
Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat 
digunakan untuk menyempurnakan desain 
program, memperluas implementasi program 
yang terbukti efektif, maupun menghentikan 
intervensi yang tidak lagi memberikan manfaat 
optimal. Pendekatan berbasis bukti tersebut 
menjadi semakin penting mengingat 
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kompleksitas berbagai program pembangunan 
nasional yang memerlukan penyesuaian secara 
berkelanjutan sesuai dengan dinamika 
kebutuhan masyarakat (Yuliani dkk., 2025). 

Penerapan M&E di Indonesia telah 
dilakukan pada berbagai sektor pembangunan. 
Di bidang pendidikan, M&E dimanfaatkan untuk 
menilai kesesuaian implementasi program 
dengan kebutuhan peserta didik serta mengukur 
peningkatan mutu pembelajaran. Pada sektor 
ketenagakerjaan, M&E digunakan untuk 
mengevaluasi efektivitas program 
pendampingan usaha, pengembangan 
kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas 
tenaga kerja. Sementara itu, pada sektor layanan 
publik digital, M&E berfungsi untuk menilai 
keberhasilan inovasi teknologi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat. Di bidang lingkungan hidup, 
M&E membantu pemerintah daerah menyusun 
kebijakan adaptasi perubahan iklim 
berdasarkan data dan bukti yang diperoleh 
selama pelaksanaan program (Purnamasari 
dkk., 2025). 

Agar pelaksanaan M&E memberikan hasil 
yang optimal, diperlukan sejumlah prasyarat 
yang harus dipenuhi. Perencanaan program 
harus disusun secara jelas dengan menetapkan 
tujuan, indikator, pembagian tugas, anggaran, 
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serta mekanisme pengumpulan data sejak awal 
pelaksanaan. Selain itu, partisipasi pemangku 
kepentingan perlu diperkuat agar proses 
monitoring dan evaluasi mencerminkan 
kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan 
legitimasi hasil evaluasi. Ketersediaan data yang 
akurat, penggunaan metode yang sesuai, serta 
dukungan teknologi informasi juga menjadi 
faktor penting dalam menghasilkan informasi 
yang berkualitas sebagai dasar pengambilan 
keputusan pembangunan (Salman & Ramsis, 
2025). 

Meskipun memiliki manfaat yang besar, 
implementasi M&E di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti 
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, 
kualitas data yang belum merata, rendahnya 
literasi digital di beberapa sektor, serta belum 
optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam 
proses penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, 
penguatan sistem M&E perlu diarahkan pada 
pengembangan pendekatan yang adaptif, 
partisipatif, dan berorientasi pada pemanfaatan 
hasil evaluasi. Dengan demikian, M&E tidak 
hanya menjadi instrumen pelaporan, tetapi juga 
menjadi sistem pembelajaran yang mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
memperkuat efektivitas program pembangunan, 
serta mendukung tercapainya tujuan 
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pembangunan nasional secara berkelanjutan 
(Setijowati & Darto, 2025). 
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